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ABSTRAK

Nama : Dewi Kusumaningrum

Program Studi : Ilmu Administrasi Kekhusususan Administrasi dan
Kebijakan Perpajakan

Judul : Tinjauan atas Kebijakan Perpanjangan Sunsef Policy di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pemikiran
pemerintah mengeluatkan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan sunset policy dan
pemilthan waktu perpanjangan pelaksanaan sunset policy sampai dengan {anggal 28
Februari 2009 schingga terdapat perbedaan batas waktu sunset policy bagi wajib pajak
tama dan wajib pajak baru, serta menganalisis hasil pelaksanaan sunset policy. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian
kualitatif dengan jenis penelitan deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan
adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawacara mendalam
dengan para informan yang kompeten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar
pemikiran pemerintah melakukan perpanjangan sumset policy adalah: Pertama,
besarnya antusiasme wajib pajak untuk memanfaatkan sunset policy di akhir masa
berlakunya akibat terlambatnya penerbitan aturan pelaksanaan yang menyebabkan bank
atau kantor pos penerima pembayaran serta kantor pelayanan pajak tidak sanggup
melayani dengan baik sehingga banyak wajib pajak di akhir masa berlakunya sunse!
policy tidak bisa memanfaatkannya. Kedua, adanya krisis keuangan global yang
melanda dunia yang juga berpengaruh pada perekonomian Indonesia Ketiga, sunsef
policy sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional. Perpanjangan sunsef
policy bagl wajib pajak lama selama dua bulan dimaksudkan untuk menghindari
penummpukan pelayanan di bulan Maret 2009 karena di bulan tersebut terdapat
penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi dan untuk
memberl kesempatan yang lebih kepada masyarakat untuk melengkapi dokumen
perpajakan dalam rangka pelaksanaan sunsef policy. Jangka waktu pelaksanaan sunset
policy bagi wajib pajak baru sampal dengan 31 Maret 2009 dimaksudkan untuk
memberikan kesempatan yang lebih lama bagi wajib pajak baru untuk lebih mengenal,
dan memahami peraturan perpajakan khususnya sunses policy. Hasil pelaksanaan
sunset policy menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang memanfaatkan sunset
policy sesudah adanya perpanjangan sunset policy lebih banyak dibandingkan dengan
wajib pajak yang memanfaatkan sunset policy sebelum adanya perpanjangan sunse!
policy. Saran yang diberikan terkait dengan kesimpulan yang diperoleh, adalah
hendaknya Pemerintah hendaknya lebih cermat dalam memperhitungkan waktu
pelaksanaan suatu kebijakan. Suatu peraturan pelaksanaan perpajakan sebaiknya
diterbitkan secepat mungkin setelah kebijakan berlaku agar tidak menimbulkan
kebingungan dan keragu-raguan bagi wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak hendaknya
melakukan pengawasan lebih ketat bagi wajib pajak yang tidak memanfaatkan sunses
policy dibandingkan dengan wajib pajak yang melakukan sunset policy.

Kata kuneci :
Sunset policy, perpanjangan sunset policy, kebijakan

Vil
Universitas Indonesia

Tinjauan Atas..., Dewi Kusuman-ingrum, FISIP Ul, 2009



ABSTRACT

Name : Dewi Kusumaningrum

Program of Study : Administration Science Specializing In Taxation
Administration and Policies

Title : Review of Policy on the Extension of the Sunset Policy in
Indonesia

The objectives of this research are to ascertain and analyze the background
behind the government’s considerations in issuing the above extension to the term of
implementation of the sunset policy and behind the extension of its implementation up
to 28 February 2009 so there are difference in deadlines of such policy between old and
young tax subjects, and to analyze the results of mplementation of such sunset policy.
The method used in this research is a qualitative research approach of a descriptive type.
The methods of data collection used are library research and field research, the latter of
which is carried out through intensive interviews with competent informants who
represent the various groups related to the theme of this research. The results of research
indicate that the basis of thought behind the government’s extension of the sunset policy
is: First, the high enthusiasm of tax subjects in making use of the sunset policy at the
end of ifs term because the latest of implementation regulation that has resulted in the
inability of banks or post offices as payment recipients or tax service offices (KPP) to
effectively serve such subjects, so that many of them could not, at the end of the policy,
make best uses of the same. Secondly, the global economic crisis which has swepl over
the world has also influenced the Indonesian economy. Thirdly, the sunset policy is
extremely effective in strengthening the national taxation basis. The two-month
extension to the policy for old tax subjects is intended to avoid a backlog of services in
the month of March 2009 due to there being many submissions of individual annual
income tax notification letters during that month, and to give more opportunities to
society to complete their taxation documents in order to implement such policy. The
term for implementing the sunset policy for new tax subjects up to 31 March 2009 is
intended to give such new subjects more opportunities to better know and understand
taxation rules, in particular those which related to the policy itself. Results of
implementation of the policy indicate that the tax subjects who have made good uses of
the sunset policy in the term of extension implementation more than the tax subjects
who have made good uses of the sunset policy before extension implementation. One of
the suggestions given is therefore for the Government to be more careful in calculaling
the term of implementation of the policy so that its extension policy could not bring
about a polemic in society. A taxation implementing regulation on the policy should
also be issued as soon as possible after its effectiveness so that no confusion and doubt
should arise as between the tax subjects. The Directorate General of Taxation should
also place tighter supervision on tax subjects who have not made good uses of the
sunsel policy as compared to those who have already implemented the same.

Key words :
Sunset policy, extension of the sunset policy, policy

viil
Universitas Indonesia

Tinjauan Atas..., Dewi Kusumaningrum, FISIP Ul, 2009



DAFTARISI

HALAMAN JUD U Lo cciea e e
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ..o e e
LEMBAR PENGESAHAN. ... v
KATAPENGANTAR e

...............................................................................

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

T T R L IR R ]

DAFTAR LAMPIRAN. ... e

1. PENDAHULUAN o smsseramsennsernnssasresesrsnsn rrass "o - Shasnxae e cerene
1.1, Latar Belakang Masalalt ... .. e
1.2, Perummusan Masalah.........iioi. i e s raena e e
1.3, Tejuan dan Signifikansi Penelitian. ..o i o

13!,
1882,

Tujuan Penelitian. .. ... it anr et eia e rnan
i OSSR ol S N .

I SOV T 157 v TN ) B g o1 LD L 1 PO O SO ST

2.1, Tinjavan Pustaké....cco..... ..

o Penchif SRSy R . I B .. T ..,
202 Self Asessmeni SYSI@NI. oo i i e e i e
213 Kepathan Pajak. o i i evvavvassanan s pane
214 Kebpakan Publik. ... . e
2,15 Kebijakan PerpaigKan. ... cooviniioiicissier e cvoronaanarsneios
216 Pengampunan Paiak. . ..o e e
2.1.6.1  Pengertian Pengampunan Pajak.............ooovn
2.1.62  Dasar Pertimbangan Melakokan
Pengampunan Pajak . ..o
2.1.63  Faktor-faktor yang Perlu Dipertimbangkan
: dalam Mendesain Kebijakan
Pepgampunan Pajak.........oovivivnnennsovoneeneeroonoas
2164 Keadilan Palak ..o s
2.1.65  Ssat yang Tepat Menerapkan Pengampunan Pajak...
2.1.6.6  Syarat Keberhasilan Pengampunan Pajak..............
2.1.6.7  Iangka Waktu Pelaksanaan Pengampunan Pajak... ..
2618  FKeuntungan dan Kerugian Pelaksanaan
Pengampunan Pajak.,............cooiiinnn
2071 Sunset POlicy. ....ocovciiii i anannae s UICUTTOTOS

2.2, Kerangka Permikiran. .. ...ocovi i e

ix
Universitas Indonesia

Tinjauan Atas..., Dewi Kusumaningrum, FISIP Ul, 2009

il

iii
v
i
vif
ix
xi
Rifi
Xiv

12
12
12
13

15
15
15
20
21
21
25
26

28

29
31
32
33
35

36
37
39



3. METODE YENELITIAN. ... ccovviiiimimnimmniscicciriassinssversrmrsnmsssses
31 Pendekatan Peneliflan, . v v i oo e e ar e s eaeeareans
32, Jenis Peaelllian. ..o i et e rr s b e erea
33. MetodePengumpulan Data. . oviiiiiiricinriaavimrrvr s e cas e raracsens
34, HIpOIESIS KOIIB. . i oiriiiin i icicirrccnecanan v ncaconnensstornr et mmen e serererey
3.5, NMNara Sumber/ Tnforman. ... i e e
3.6. Proses Penelitian.. ‘s
3.7. Penentvan Lokasi dan Objek f’enelltzan ...........................................
3.8, Batasan Penelitian. ... ... .o. i iy e
3.9, Keterbatasan Penelitian . v e e esrnie s risa e aancen raanas

4, GAMBARANUMUM SUNSET POLICY DI INDONESIA

DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN......... b,
4.1. Gambaran Umum Surse? Policy & Indonesia.. ..o oiiiviinvinnivininienis
4.1.1.  Periode Sebehum Diberdakukannya Kebijakan ?ef:r;}anjangan
Sunset Policy,.,. -
4.1.1.1. Pthak: yang dapat Memanfaatkan Sum‘et Pahcy

4.1.1.2. Persyaratan Wajib Pajak Lama.............oooooiinnn.

4.1.1.3. Persyaratan Wajib Pajak Baru......... oo

4.1.1.4. Fasilitas Sumse? Polfcy. .. cooiiiiiiiinicncscinincncaannon

4.1.1.5.  Lingkup Sural Pemberitahuan Swmset Policy.. ... ...

4.1.1.5.1. Lisgkup Serat Pemberitahvan Sunsef

Pabicy Bagi Wajib Pajak Lama............
4.1.1.52 Lingkup Surat Pemberitshuan Swunsef

Folicy Bagi Wajib Pajak Baru.............

41.1.6. Tata Cara Melakukan Sunset Policy.......cccoeveaiein,
4.1.1.6.1. Tata Cara Melakukan Sunset Policy

Bagi Wajib Pajak Lama...
4.1.1.62  Tats Cara Melakukan Sunsez{ Pahcy

Bagt Wajib Pajak Baru.. .. ..o

4.1.1.7.  Data atay Informasi Berdasarkan Suase? Policy.......
4.1.1.8.  Pelaksansan Pemeriksaan dalam Hal Wajib Pajak
Membetulkan Surat Pemberitahuan Tabunan dalam
Rangka Sunsef PolCY... v ce e
4.1.1.9.  Jangka Waktu Pelaksanaan Sunset Policy..................
4.1.2. Periode Setelah Diberlakukannya Kebijakan Perpanjangan

Sunsel Policy...coccoiiimiimian i i e
4.1.2.1. Pihak vang dapat Memanfaatkan Sunser Policy.. ...
4.12.2. Persyaratan Wajib Pajak Lama Setelah Perpu...... ..
4,123 Lingkup Surat Pemnberitahuan Swnser Policy Bagi
Wajib Pajak Lama Setelah Dikeluarkan Perpu........
4.1.2.4. Lingkup Surat Pemberitahuan Swavet Policy Bagi
Wajib Pajak Baru Setelah Dikelvarkan Perpu...........
4.1.3.  Contoh Pelaksanaan Sunses Policy.....covivvreiiscoriaianeiainnni,

Universitas Indonesia

Tinjauan Atas..., Dewi Kusumaningrum, FISIP Ul, 2009

41
4]
42
42
43
43

.45

43
46
47

48
48

48
48
49
50
51
52

54
56

56
56
57
57
60
a6
61
&1

62



4.2. Pembahasan Hasil Penelitian.............cooooiiiiii i
4,21, Analisis Dasar Pemikiran Pemerintah Melakukan Perpanjangan
Sunset Policy dan Pemilthan Jangka Waktu Pelaksanaan
Perpanjangan Sunsef Policy .......coooiivimiiiiiiiiiinn i
4.2.2.  Analisis Hasil Pelaksanaan Sunset Policy.......cccovniiiiiniinniinn
4.22.1. Analisis Hasil Penerimaan Pajak ... ... ...
4.2.22. Analisis Jumiah Wajib Pajak...,
vang Memanfaatkan Sunsef Poizcy
4.2.23. Analisis Penambahan Jumiah Wajib P&j&k Baru

5.1, Kesimpulan...... ...

LAMPIRAN:

--------------------------------------------------------

......................................................

........................................................

I Pedoman Wawancara dengan Para Informan
2 Transkrip Wawancara dengan Para Informan
3 Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

DAFTAR RIWAYATHIDUP

Tinjauan Atas...

xi
Universitas Indonesis

, Dewi Kusumaningrum, FISIP Ul, 2009

74

90
0



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penerimaan Dalam Negeri......ccoooviiiii i, 1
Tabel 4.1. Penerimaan Sunser Policy Sebelum dan Sesudah
Perpanjangan WaktU........ccoc i 91

Tabel 4.2. Wajib Pajak yang Memanfaatkan Sunset Policy
Sebelum dan Sesudah Perpanjangan Waktu Pelaksanaan
SunSet POLICY.... ..o.cccoiiiei e 93

Tabel 4.3. Wayjib Pajak yang Memanfaatkan Sunset Policy Sebelum
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Sunset Policy
Berdasarkan Sektor Usaha.......cccccievviieniniiieeeenecnenic e 96

Tabel 4.4. Wajib Pajak yang Memanfaatkan Sunser Policy Sesudah
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Sunset Policy
Berdasarkan Sektor Usaha. ... oo oeiiienee e 98

Tabel 4.5. Wajib Pajak Orang Pribadi Banu.............ccocoiooimniiccnns 100

xii
Universitas Indonesia

Tinjauan Atas..., Dewi Kusumaningrum, FISIP Ul, 2009



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1, Kerangka Pemikiran Perelitian. ... ... 40

Kii
Universitas Indonssia

Tinjauan Atas..., Dewi Kusumaningrum, FISIP Ul, 2009



DAFTAR LAMPIRAN
Pedoman Wawancara dengan Para Informan

Transkrip Wawancara dengan Para Informan

Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

xiv
Universitas Indonesia

Tinjauan Atas..., Dewi Kusumaningrum, FISIP Ul, 2009



BAB 1
PENDAHULUAN

1.1, Latar Belakang Masalah

Pembangunan negara pada dassrnya diselenggarakan bersama-sama  antara
pemerintah  dan masyarakat sehingga peranan masyarakat dalam  pembiayasn
pembangunan hans ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran dan tanggung jawab
bahwa pembangunan adalah hak daps kewajiban selurub rakyat. Dalam rangka
menunjang pembangunan nogara, diperiukan adanva sumber pengrimaan guna
membiayal proses pemibangunan, Pajak merupakan sumber peserimasan negara
lerbesar gaat ini yang digunakan untuk membiayal pembangunan. Sesuai dengan
fungsinya sebagat budgetair, pajak dipergunakan untuk memasukkan dana secara
optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku
(Nurmanta, 2005, 130}, Berikut ini tabel penerimaan pajak darl tshun 1994 sampai
dengan tahun 2008

Tabet 1.1
Penerimann Dalam Neger
1804/1995.2008
(datar millar rupiahy
Fahun Parpaiakan Bukan Pajek Jumiah
Anggaran Nilai {%} Nilai £%) . HNited (%)

199471998 44.442,1 869| 219759 331] 854180 1000
19951556 456883 65,7 3206 333 73.013,9 10
THe6M997 B7.358% G54 30,2490.4 46 876203 100.0
1997/1958 70.934,2 832 413413 B8 1122755 100,0
18%8/1983 102,304 4 848 555480 3821 HRA0s2A4 000
16452000 1258510 g8 784816 3841 20443256 10,0
2000 1188125 5851 894220 435t 2053348 100,0
2001 185.540,9 17| 1150588 383! 3003845 10
2002 210,087 5 104 85.440,0 2061 2885275 108,0
#0503 242 0481 710 988802 2801 309283 100,0
2004 2805588 8861 12254848 304 4031486 1000
2008 37.031,3 70,3| 1468883 207 4339194 100,60
2006 4082039 64,3 228.859,1 3571 838.1531 10480
2007 4505888 B85 2151197 3051 T08.108.3 1000
2008 808.2275 £33 2828144 7] 8320418 1aD,0

Sumber : Nota Keuangan Pemerintahy, Dala Pokok APBN-P 2008 dan AFBN 2009
*  Disesvaikan dengan klasifikas) baru
** Periode 1 Apeil 2000 sampai dengan 31 Desember 2000 (9 bulan)
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Berdasarkan data di atas, kontribusi penerimaan pajak terhadap penegrimaan
dalam negeri adzlah lebih dari 50% sshingge dapat dikatakan behwa pajak
merupakan sumber penerimaan dan fulung punggung bagi penerimaan dalam negeri
vang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Mengingat peranan pajak
yang demikian dominan dalam penerimaan negma maka sesuai dengan fimgsi
regulerend atau fungsi mengatur, pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat
untuk mencapal twjuan fertentn. Untuk mencapal tujuan tersebuf pajak dipakal
sebagal alat kebijaksanaan (Nurmanty, 2003, p.36).

Berbicara masalah pajak, sering kali membuat orang yang tidak mengerti akan
bersikap sinis karena pajak wmenunifnya merupakas cara merampas hek atau
kekavazan seseorang atau badan hukom. Membuat magyarakat sadar pajak tidakish
cukup. Sadar pajak baru merupakan tzhap awal sehinggs masih diperlukan tahap
berilkutnya berups tindskan nysta. Terkaif dengan kesadaran membayar pajak,
menuret Kelman teidapat dua tipe pembayar pajak:

“Pertama, orang membavar pajak karena rasa ketakutan akan mendapat
hukuman bila dia tidak membayar pajak. Grang membayar pajak bukan
dikarenakan adanys kesadaran bahwa membayar pajak itu perlu bagi
meningkatkan penghasilan negara. Pada tingketan ini diperlukan banysk
petugas pajak yang bertugas untuk memata-matal setiap wajib pajak
sehingga akan menuntut blaya yang tinggt.

Kedua, orang membayar gajak karena kesudaran bahwa pajak tersebut
memang diperlukan bagi pembangunan dan bagi selurub rakyat, Pada
tingkat ini orang mau membayor pajak karena didorong oleh keyakinan
bahwa pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara vaag tujuannya
untuk kepentingan orang banyak sehingga membavar pajak bukan
dikarenakan ketakukan akan dihukum cleh pemerintah. Dengan demikian
dapatl dikatakan bahwa orang tersebut sudah mempunyai kesadaran akan
pentingnya pajak bagi pembangunan” (Ancok, 1966).

Mewujudkan kesadaran untuk membayar pajek bukan merupakan hal yang
mudah. Banyak orang berpendapat bahwa kesadaran membayar pajak itu sebepamya

tidak ada, yang ada hanyalah kepatuhan membayar pajak yang timbul sebagai akibat

diterapkannya sanksi-sanksi perpajakan secara nyata dan taat asas.
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Kesadaran membayar pajak memerlukan adanya suaty motivasi. Dengan adanya
motivasi, wajib pajak akan mau secara sukarela melaksanakan kewajiban
perpajekannya. Motivasi harus ditamamkan pada diri setiap wajib pajak vang
didasarkan pada kebanggaan yang timbul karena iz telah melakukan kewaiibannya
membayar pajak. Kebanggaan membayar pajak dapat terwuiud melalui pemberian
kepercayaan kepada wallb pajak.

Dralam rangka meningkatkan kepercayaan kepada wejib pajak, pada tahun 1984
pemerintal melakukan reformasi perpajakan. Salah satu yang dilakukan pemeriniah
pada reformasi perpajakan tahun 1984 adalah melakukan perubshan sistem
pemangutan pajak darl sistem official assessment menjadi self assessment, Dalam
sistem official assessment, inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada df
pihak fiskus. Dalany sisterm ini {iskuslsh yang aktf, mulai dari mencari wajib pajak
untuk diberikan nomor pokok wajib pajak sampai pada penetapan jumlah pajak yang
ferutang melalui penerbitan surat ketetapan pajak. Dalam sistem official asessment,
besarnya kewajiban pajak wajib pajak ditentukan sepenuhnya oleh fiskus selaku
permungat pajak.

Berbeda déengan sistem official assessment, dalam sistem perpajaken self
assesment wajib pajak diberikan kepercaysan untuk menghitung, memperhitungkan,
menyetor, dan melsporken sendiri pajak vang terutang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan. Perungutan pajak dengan seff asessment
akan berhasil dengae baik apabila masyarakat mempunvat penigeiahuan, kesedaran,
kejujuran, keinginan untuk membayar pajek dan disiplin dalam melaksanakan
peraturan perpajakan. Sebagat konsekuensi pemberian kepereayaan fersebut, wajib
pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan secars benar, lengkap, den jelas
berikut keterangan dan atau dokumen yang harus dilaporkan. Dalam sistem self
assessment, fungst pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak hanye sebagat
fasilitator agar sistem self asessment dapat betjalan dengan baik., Konkrimya
Drirektorat Jenderal Pajak memainkan perannya dengan memberikan penyuluban
perpajakan, pelayanan perpajakan, dan pengawasan perpajakan. Apabila ketiga fungsi

di atas dapat dilaksanakan secara bersamaan secara optimal maka kepatuhan sukarela
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{voluntary compliance) waiih pajak di dalam pemenvhan kewajiban dan haknya di
bidang perpajakan akan meningkat. (Hutagaol, 2007, p3).

Dalam rangks melaksanakan sistem perpajakan yang baik diperlukan adanya
pangkal talsk vang bersih berlandaskan kejujuran dan keterbukaan dari masyarakat
serta itikad baik daci pemerintah. Hal ini menjadi fandasan bagi pemberian
pengampunan pajak. Pengampunan pajak berartti pemberian maaf atas sepala
kesalahan dalam membayar pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Masyarakat
yang selamaz ini belum atau kurang pateh dalam membayar pajak diharapkan dapat
memanfaatkan momentum ind desgan membuka lembaran bary ke depan sehingga
terdapat keterbukaan anfara wajib pajak dan petugas pajak. Pengampunan pajak
ditarapkan memberi pengarsh positif £er§zacia§> kejujuran dan keterbukagn wapb pajak
sehingga pengampunan pajak dapat memperluas jumiah wajib pajak, memperbatki

basis data perpajakan dan dapat mendonglkrak penerimaan negara.

Pengampunan pajak sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Pengalaman
pertama pengampunan pajak terjadi melahui Pepetapan Presiden Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1964 tangal 9 September 1964 tentang Peraturan Pengampunan
Pajak. Pengampunan pajsk di tghun 1964 diberikan untuk kepentingan revolusi
nasional Indonesia dan Pembangunan Nasional Semesta Berencana serta untuk
memperlancar  pelaksanaan  Deklaresi  Ekonomi  tanggal 28 Maret 1963,
Pengampunan pajak diberikan terhadap mudal yang berada pada masyarakat yang
belum pernah dikenakan pajak dengan dikerakan punguian satu kali sebesar sepuluh
persen sebagai tebusan dari jumlah pajak-pajak yang menurut peraturan fiskal
sebenamya terutang kepada negara. Dalam hal modal tersebut telah dan sedang
ditanam dalam bidang ossha pertanian, pertkanan, peternakan, pertambangan,
perindustrian, dan pengangkutan dikenakan pungutan tebusan atas modal sebesar
lima persen. Pengampunan pajak i tshun 1964 berlaku sampai dengan tanggal 17
Agustus 1963. ]

Pengampunan pajak kedua dilakukan pada tahun 1984 melalui Kepuotusan
Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tanggal 18 April 1984 tentang Pengampunan Pajak.
Pengampunan pajak di tahun 1984 diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau
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badan dengan nama dan dalam beatuk apapun baik yang telal maupun ying belum
terdaftar sebagai wajib pajk atas pajek-pajiak yang belum pernah atau belum
sepenuhnya dikenakan atau dipungus, dengan dikenakan tebusan dengan tarif sebesar
saty peraen dani jumiah kekayaan vang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah
pajak yang dimintakan pengampunan bagi wajib pajak yang telah memasukkan surat
pemberitahuan pajak pendapatan atau pajak perseroan tzhun 1983 dan pajak
kekayaan tahun 1984, Tebusan dengan tarif sepuluh persen dari jumlah kekayaan
yang diiadikan dasar untuk menghitung jumizh pajak yang dimintakan peagampunan
bagi wajib pajak yang belum memasukikan suratl pemberitahuan pajak pendapatan
stau pajak persercan tahun 1983 dan pajak kekayaan tahun 1984, Pengampunan pajak
ini berlaku sejak tanggal 18 April 1984 sampai denpan tanggal 31 Desember {984,
Berdasarkan hasil penelitian Arini (2008) dalam skripsinya yang becjudul kebijakan
pengampunan pajak di Tndonesta (suatu tinjavan atas kebijakan pengampunan pajak
tahun 1984 dan pengampunan pajek tshun 2008},

“TJasar pemikiran dikelsarkannya kebijakan pengampunan pajak pada
tahun 1984 adalah karena adanya perubahan sistern perpajakan yang
dianut di Indonesia dari gfficial asessment system menjadi self
assessment system. Self assessment system memerlukan adanya suate
kejujuran dan kederbukaan sukarela dari rmasyarakat™.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik indonesta nomor 72 Tahun 1984
tanggal 22 Desember 1984 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun
1984 Tentang Pengampunan Pajak, batas waktu pelaksanaan pengampunan pajak
diperpanjang sampai dengan tenggal 30 Juni 1985, Terkait dengan perpanjangan
jangka waktu pelaksanaan pengampunan paiak, Sudjono {sinar harapan, 3 Januari
1985} sebapaimana dikutip dari buku pajak di mata rakyat berpendapat:

“Perpanjangan  jangka waktu penyeraban pengampunap  pajak
disebabkan menjelang berakhimya batas wakiu penyerahan pemyataan
pengampunan pajak masih banyak warga masyarakat yang berduyun-
duyun mendatangi Kantor-kantor inspeksi pajak di berbagai daerzh
untuk mengurus dan menyelesaikan masalab pengampunan pajak”™.
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Banyzk pihak yang berpendapat bahwa pengampunan pajak di tehun 1984 tidak
memberikan hasil sesual yang diharapkan. Bako seorang pengamat perpajakan
mengatakan bahwa'pengampunan pajak di tahun 1984 tidak berjalan dengan bhaik
karena keengganan wajib pajak dan tidak tertatanya sistemn administrasi perpajakan
yang baik” (Bisnis Indonesia, 8 November 2004). Kegagalan pengampunan pajak
tahun 1984 juga disinggung oleh Hadi Purnomeo yang saat itu masih menjabat sebagai
Direktur Jenderal Pajak yang mengatakan:

"Kesalahan utama pemberian pengampunan pajak pada tahun 1984
adalah minimnya keterbuksan dan peningkatan akses informasi
masyarakat. Disamping itu aparat Direktorat Jenderal Pajak sendiri
pun tidak bisa mengontrol kebljakan tersebut. Padahal pemberian
kebijakan pengunmpunan pajsk itu tidak sekedar menghsapus hak
tagih atas waijib pajak tetapl juga memperbaiki sikap wajib pajak,
schingga pada masa selanjutnya dapat meningkatkan penerimaan”
{Bisnis Indonesia, 30 November 2005},

Sewing dengan berjalannya waktu, wacana pengampunan pajak kembali muncut
di Indongsiz pada  tahun 2001, Namun pada akhirys wacana peongampunan pajak
tersebut tidak dapat tereslisin. Tidak terealisasinya wacana pengampunan pajak
tersebut karena banyaknya kekuatan politik yang turnt berperan. Salah satu
penyebabnya adalah  Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak dianggap
membuat kebijakan di luar koridor kapabilitasnya. Wacana pengampunan pajak tidak
hanya terkait dengan sanksi administrasi dan tindak pidana pajak, melainkan juga
tindak pidana lain, yang bukan wewenang Direktoral Jenderal Pajak.

Bé&éjar dari pengalaman sebelumnya dan dalam rangks cra keterbukaan dan
perbaikan basis data yang ada di Direktorat Jenders! Pajak, pada saat pemerintah
melakukan reformasi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 menjadi Undang-
Undang Nomor 28 Tahun tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
{sefanjuinya discbut UU KUP) pemerintah mengusulkan ditambahkannya salah satu
pasal di dalam UL} KUP, vaitu Pasal 35A yvang memberikan wewenang kepada
Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data atau informasi untuk kepentingan
penerimaan negara dimana instacsi, lembaga, asosiasi, atan pihak lain baik swasta

maupun pemerintah wajib menyampaikan data perpajakan ke Direktorat Jenderal
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Pajak dan apabila dipandang perlu Direktorat Jenderal Pajak dapat secara aktif
mencari data tanpa adanya batasan harus sedang dilakukan pemeriksaan. Ketentuan
Pasal 35A UU KUP ini memungkinkan Direklorat Jenderal Pajak mengetahul
ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan vang telah dilaksanakan oleh wajib
pajak untuk @ahun-tahun sebelumnys schingga wajib pajak dapat dikenai sanksi
perpaiakan,

Dalam rangka menghindari pengenaan sanksi atas kewajiban perpajakan maga
falu dan untuk memulai keterbukaan pelaksanaan perpajakan di masa mendatang,
Direktorat Jenderal Pajak bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat membuat
salah satu pasal baru, vaitu Pagal 37A UU KUP. Pasal tersebut memberikan
kesempatan kepada wajib pajak yang hingga saat ini belum memenuhi kewajiban
perpajakannya secara benar agar melaporkan atau membetuikan surat pemberitahuan
tahunan pajak penghasilan secara benar, jelas, dan lengkap.

Sesusi dengan Pasal 374 UU KUP, bagi waiib pajzk yang telah terdafiar
sebefum tahun 2008 (wajib pajak lama) yang menyampaikan atau membetulkan surat
pemberitahuan untuk tahun pajak 2006 dan sebelumnya yang mengakibatkan pajak
vang masih harus dibayar menjadi lebih besar diberikan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelusasan
kekurangan pembayaran pajak. Pemerintah juga memberi kesempatan kepada wajib
pajak yang bzlum memiliki nomor pokok wajib pajak untuk mengums dokumen
tersebut. Wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaitarkan diri untuk
mempercleh nomor pokok wajib pajak dalam tahun 2008 {wajib pajak baru) dan
menyampaikan surat pemberitehuan tahunao untuk tabun pajak 2007 dan sebelumnya
diberikan penghapusan sanksi sdministrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau
kurang dibayar dan tidak dilskukan pemeriksaan pajak kecuali ferdapat dafa atau
keterangan yang menyatakan bahwa surat pemberitahuan yang disampaikan wajib
pajak tidak benar atay menyatakan lebih bayar.

Pemberian penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bungs

atau yang dikenal dengan istilah sunset policy diberikan kepada wajib pajak sebelum
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diterapkannya penegakan hukum kepada wailb pajak. Menurut Pakpahan {Bisnis
Indonesia, 25 Agustus 20068)

“sunset policy adalzh pengampunan pajak dengan tingkat yang paling
rendah. Swmset policy hanya memberikan penghapusan  atau
pengurangan sanksi administrasi sedangkan pokok utang pajaknya
tetap harus dilunasi. Pidana fiskal ofomatis gugur jika wajib pajak
melunasi pokok utang pajak vang belum dilaporkan atau befum
dibayarkan untuk tshun-iahun pajak yang mendapat fasilitas sunsef

policy”.

Berdasarkan Pasal 37A UU KUP, sanset policy berlaku dalam periode waktu
tertentu, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008,
Melewati tanggal 31 Desember 2008 peraturan sunsef policy sudah tidak berlaku lagi,

1.2. Perumusan Masalah

Pada saal pelaksanaan sunses policy banyak pihak merasa bahwa fangka waktu
pelaksanaan selama satu tabun tidaklah mencukupi. Mereka meminta agar pemerintah
memperpanjang pelaksanaan sunset policy. Salah satu pihak yang berpendapat bahwa
swnset policy harus diperpanjang adalab Eksa selaku ketua umum HIPMI  yang
mewakili para pengusaha. Menurut Eksa:

"Kebijakan swnset policy hares diperpasjang hingga tahun depan karena
peraturan tentang kebijakan ini baru dikeluarkarn pada pertengahan tahup
2008. Pertimbangan lainnya, kondisi krisis sekarang belum bisa meng-
cover para pengussha akibat ekonomi yang lambat sehingga pengusaha
saat ini sulit memenuhi kewajiban apalagi pasar berkurang” (Ckezone
tangpgal 12 November 2008},

Menanggapi perminiasn para pengusaha agar susef policy diperpanjang jangka
waktu pelaksanaannys, Direkiur Jenderal Pajak Nasution menyatakan:

“sunset policy tidak akan diperpanjang kendati pihaknya menerima
banyak permintaan dari kalangan pengusaha karena waktu setahun yang
diberikan untuk kebijakan ini sebenarnya lebih dari cukup apabila sedari
awal dimanfaatkan. Menurumya perpaniangan ketentuan ini sebenamya
dapat dilakukap dengan menerbitkan pemerintah pengganti undang-
undang {perpu), namun penerbitan perpy sendint secara substanst fidak
dapat dilakukan sebab peraturan ini bissanya dikelvarkan dalam kondisi
darurat. {Bisnis.com tenggal 15 Desember 2008).

Universitas Indonesin

Tinjauan Atas..., Dewi Kusumaningrum, FISIP Ul, 2009



Hidayat selaku Ketua Umum Kadin, pada tanggal 21 Desember 2008
mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan suaset policy dengan
mengatakan bahwa “kadin sepenuhnya mendukung sunset policy. Namun
karena ada krisis yang masih harus ditangani oleh semua perusahaan, kadin
meminta agar penutupannya ditunda minimal 3 bulan” (kompas.com, 21
Desember 2008). Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak Nasution
pada tanggal 22 Desembe 2008 menyatakan:

“program sunset policy atau penghapusan sanksi administrast pajak

dipastikan tidak akan diperpanjang lebih dari fanggal 31 Desember

2008, Untuk itu, wailb pajak diminta memanfaatian waktu yang masth

tersisa guna menghindarkan diri dari berbagai sanksi lsin yang

menunggu bapi wargs negara vang tidak melaporken penghasilannya

secara jujur. Seperti pengalaman yang ada di semua negara, fasilitas

pajak itu selalu dimanfaatken di saat mendekati batas akhir. Jadi,

kemungkinan akan ads lonjakan pembuatan nomor pokok wajib pajak

pada minggu ke-3 Desember 2008”7 (kompas.com fanggal 22 Desember

2008}

Sembilan harl sebelum berakhirnya batas wakiu pelaksanaan sunse/ policy atau
sampal dengan tanggal 22 Desember 2008 pemerintah masih memastikan bahwa
sunset policy akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sesuai dengan Pasal 37A
Ut KUP. Namun satu han menjelang penutupan sunsef policy, pemerintah
memutuskan onfuk memperpanjang waktu sunset policy atau kebijakan penghapusan
sankst administrasi  dengan alasan besamya antusiasme masyarakat dalam
memanfaatkan program tersebut {detik finance, 30 Desember 2008). Keesokan
harinya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 6 Tzhun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
perpajakan vang isinye memutuskan untuk melakukan perpargangan fsilitas
pengurangan zisu penghapusan sanksi administrasi pajak atau yang dikenal dengan
istilah sunsef policy sarmpai dengan tanggal 28 Februari 2009. Perpanjangan sunse!
policy dart 31 Desember 2008 menjadi 28 Februari 2009 melalui mekanisme

pembuatan  Peraturan  Pemerintzh  Pengganti Undang-undang  {(Perpu), cukup
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meagejutkan karena keputusan itu menganulic pernyataan Direktur Jenderal Pajak
schelumnya  yang jaub-jaub  hari  menegaskan tidak akan memperpanjang
pemberlakuan sunset policy.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2008 perpanjangan sunset policy sampal dengan tanggal 28 Februari 2009
hanya diberikan kepada wajib pajak sehagaimana dimaksud dalam Pasal 37A avat (1)
UU KUP, yaitu wajib pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan
Tabunan Pajak Penghasilan scbelum tahun pajak 2007 (wajib pajak lama) yang
mengalibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar. Peraturan
Pemerintah Penggantl Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tidak melakukan
perubshan terhadap peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (2) UlJ
KUP menyangkut wajib pajak baru, Peraturan mengenai wajib pajak hare masih
mengacu pada peraturan Fasal 374 ayat (2) UU KUP yang menyatakan bahwa wajib
pajak orang pribadi yany secara sukarcla mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor
pokok wajib pajak paliog lama T {satu) tahun setelah berlakunys Undang-Undang ini
{31 Desember 2008) diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajsk yang tidak
atau kurang dibayar uriuk tahun pajak sebelum diperoleh nomor pokok wajib pajak
dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data atau keterangan yang
menyatakan bahwa surat pemberitalivan yang disampaikan wajib pajak tidak benar
atsu menyatakan lebih bayar. Di dalam pasal tersebut tidak diatur batas wakiu
penyampaian sural pemberitahuan sehingga pemerintah melalui Peraturan Pemerintah
NMomor 80 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun {983
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana ielash Beberapa
Kali Diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 memberikan batas
wakiu penyampaian sural pemberitahuan tahunan sampal dengan tanggal 31 Maret
2008,

Sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 pada tanggal 31 Desember 2008, Direlctorat Jenderal
Pajak mengeluarkan surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-11/PH2009 tanggal 23
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Januari 2009 tentang penegasan wajib pajak yang memperoleh nomor pokek wajib

paiak dalam bulan Januaei dan Februari 2009, Surat Direktur Jenderal Pajak Nomar

S-1I/PI2009 menegaskan balwwa lerhadap wajib pajak orang pribadi vang

memperoleh nomor pokok waiib pajak dalam bulan Januarei dan Pebruari 2009 dapat

memanfaatkan fasilitas swmser polfcy dengan menyampaikan sural pemberitahuan
tahunan pajak penghasilan tshon pajek 2007 dan whun-tahun paiek sebelumnya

paling lambat tanggal 31 Maret 2009,

Mengacu pada pernyatean di atas, penelitian dilakukan uwntuk mengetahui
mengapa pemerintah di akhir penghujung berlakonya batas waktu sunser policy
melakukan kebijakan perpanjangan swnse! policy padahal sebelumnya pemerintah
berketetapan tidak akan melakukan perpanjangan sumset policy dan mengapa
pemerintah memilih jangka waktu perpanjangan pelaksanaan sunset policy sampai
dengan 28 Februari 2009 gehingga terdapat perbedaan jangka waktu pelaksanaan
sunset policy bagi wajib pajak yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak sebelum
tahun 2008 (wajib pajak lama) dan wa}ib pajak yang memperoleh nomor pokok waijib
pajak di iahun 2008 {walib pajak baru).

Sunset poficy diharapkan dapat menjadi daya tacik bag) wajib pajak yang ingin
memperbaiki kesalahan di masa lalu melalui peaghematan keuangan waiib pajak
sehingga wailib pajsk vang selama ini belum melaksanakan kewajiban perpajakannya
dengan haik dapat berubsh menjadi wajib pajak yang baik (wajib pajak patuh).
Terkait dengan hasil yang dipercleh dari pelaksanaan sunset policy penelitian akan
dilakukan terhadap hasil vang diperoleh untuk mengetahui seherapa besar
ketertarikan wajib pajak terhadap sunset policy.

Berdasarkan latar belakang masalab yang diuraikan sebelumnya penulis
merumuskan masalah menjadi sebagai berikut:

1. Mengapa pemerintah mengeluarkan perpanjangan jangka waktu pelaksansan
sunset policy dan memilih jangka waldu perpanjangan pelaksanaan sunset policy
sampat dengan 28 Februan 2009 sehingga terdapat perbedaan jangka waktu
pelaksanaan swnsef policy bagi wajib pajak lama dan wajib pajak baru?

2. Bagaimana hasil yang diperoleh pemerintah dari pelaksanaan sumsef policy?
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1.3. Tujuan dan Siguifikansi Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah di atas, terdapat tujran dan signifikast yang

ingin diperoleh dari penelitian ini.

1.3.1. Tujuan Penelitian

1.3E.

Sebagaimana perumussan masalah fersebut di atas, maka twjvan

penelitian ini adalah;

L

Untuk mengetahul dan menganalisis dasar pemikizan pemnerintah
mengeluarkan perpanjangan jangka wakiu pelaksansan sunse? policy
dan pernilihan wakiu perpanjangan swmsed palicy sampsai dengan
tanggal 28 Februari 2009

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hasil pelaksanaan sunset palicy.

Signifikanst Penelitian

Hasil penelitian ini diherapkan dapat membawa manfaat baik bagi

pembuat kebijakan maupun skademisi:

1.

Signifikansi Akademis

Penelitian  ini  diharapkan dapat mesambsh  wawasan  dan
pengetahuan  bagi  para akaderﬁisi yang mendalami  bidang
perpajakan  khususaya kebijakan perpajakan. D1 samping iy,
penclitian inl ~ diharapkan dapat melengkapl penelitian sebelumnya
mengenai sunseé pelicy.

Signifikansi Praktisi

Penelitian ini dihamapkan dapat menjadi bahan pertenbangan bagi
pemerintah, Khusosnya Direktorat Jenderal Pajak  apabila
dikemudian harl ingin membuat suatu kebijakan perpajakan,

khususriya gengampunan pajak.
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1.4, Sistematika Penulisan

Untuk  mempermudah  dalam  memahami  rurnusan  masalah  dan

pembahasan, penulis membuat rencana penulisan dengan sistematika sebagal

berikut;

BAB 1.

BAB2

BAB 3

PENDAHULUAN

Bab ini akan roemaparkan gambaran umum swnsel policy dan beberapa
pendapat yang rclevan dari berbagal sumber yang dikutip guna
memperkuat dasar pemikiran dad penelitian Ini. Pada bab ini akan
diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan maesalah,

rajuan dan signifikansi penelitian, dan sisternatika penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan memaparkan teori-tecri yang berkaitan dengan penelitian
vang diambil dari berbapai liferatur yang dipakai sebagai dasar
penelitian seperti penclitian sebelumnya, ss8lf assessment system,
kepatuhan pajak, kebijakan publik, kebijakan perpajakan,

pengampunan pajak, sunsel policy, dan kerangka pemikiran.

METODE PENELITIAN

Bab ini akan dipaparkan pendekatan penslitian yang digunakan, jenis
penelitian, metode pengumpulan data, hipotesis kega, nara sumbet/
informan, proses penelitian, penentuan lokasi dan objek penelitfan,

batasan penclitian dan keterbatasan penelitian.
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GAMBARAN UMUM SUNSET POLICY DI INDONESIA DAN
PEMBAHASAN HASIHL PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran unam surser policy
di Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan
perpanjangan  suusel policy termasuk  keteptuan-ketentuan yang
mengatur serta melakukan pembahasan mengenat analisis dasar
pemikiran pemerintah melakukan perpanjangan sunses policy dan
pemilihan jangka waktu pelaksanaan perpaniangan sunset poficy, seria
aralisis hasil pelaksansan sunset policy. Bab ind akan terdixi dari dua

sub bab, yaitu:
4.1 Gambaran Umum Sunset Policy di Indonesia

4.2 Pembahasan Hasil Penclitian

SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup, berisi simpulan dari hasil-hasil
analisis dan pembahasan yang diuraikan pada bab 4. Bab im juga

memuat saran yang relevan dengan simpulan vang sudah ditarik.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Puasfaka

Dalam melakukan penelitian, diperlukan adanya teor yang digunakan sebagai
dasar penelitian uatuk mengumpuikan dan menganalisis data, Bebevapa teori yang
akan dibahas berikut ini sangat diperlukan untuk menganalisis data-data penelitian,
Teori~teor: dirmaksud adalah sebagat berikut -

2.1.1 Penclitian Sehelumaya

Sebelumnya telah terdapat penelitian yang membahas fentang sunset
policy khususnya penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa pasca sarjsna di
Departemen lmu Administrasi dalam rangka pembuatan tesis dan beberapa
mahasiswa program satjana  dalam rangke pembuatan skripsi, Penelitian
pertama dilakukan oleh Mulyono pada tahun 2008 dalam tesisnya yang berjudul
Sunsel Policy di Indonesia: Beberaps Manfaat dan Kelemahan dalem
Implementasinya.

Penelitian tersebut berfujuan untuk menganalisis alasan pemerintzh
memilih swasel policy dibandingkan bentuk-bentuk kebijakan pengampunan
pajak lainnya, menganalisis manfaat-mmanfaal dari kebijakan pengampunsn
pajak, khususnya sunsef policy, menganalisis kelemahan-kelemahan dari bentuk
kebyakan pengampunan pajak, khususnya sunse! policy. Selain itu penelitian
tersebut juga bertujuan untuk menganalisis pengalaman negara lain (Amerika
Serikat sebagai contoh sukses dan Philipina sebagai contoh gagal) dalam
penerapan kebijakan pengampunan pajak, menganalisis hal-hal yang periu
diperbaiki dalam penerapan ;swzssz policy, menganalisis persepsi masyarakat
(wajib pajak yang menunatkan kewajiban pajaknya di Kaator Pelayanan Pajak
Pratauna Jakarta Mampang Prapatan) terhadap sunset palicy, dan menganalisis
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upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak
selain pengampunan pajak dan atau sunse! policy.

Metode penelitian yang digunakan oleh Budi Mulyono adalah
pendekatan penelitan cémpuran (mixed approach) yang menggabungkan antara
penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif, jenis penelitan adalah
penelitian deskriptif, dan tehnik diskripsi responden kualitatif yang digunakan
adalah studi kepustakaan dan wawancara, sedangkan metode dan strategi
penelitian kuantitatif dilakukan dengan mengelaborasikan survey persepsi untuk
memperoleh gambaran persepsi wajib pajak secara umum atas penerapan sunse!
policy yang akan dianalisis dengan menggunakan metode statistik deskriptif.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitan pertama menunjukkan
bahwa latar belakang diterapkannya sunset policy berkaitan erat dengan
reasonability factor sebagat faktor yang mendorong diterapkannya sunse!
policy, yaitu rendahnya fax ratio, besarnya tuntutan target penerimaan pajak,
dan aspirasi dunia usaha yang menginginkan pengampunan pajak dan feasibilify
Jactor sebagai faktor yang mempengaruhi pemilihan bentuk sunse! policy, yaitu
kondisi struktural perckonomian yang masih kurang baik, penegakan hukum
dan kepatuhan yang masih cukup rendah. Manfaat yang diperoleh dari
kebijakan pengampunan pajak adalah peningkatan penerimaan negara dan
sebagai wujud upaya peningkatan kesetaraan wajib pajak dan aparat pajak.
Kelemahan dari sumset policy adalah peraturan perpajakan yang mengatur
pelaksanaan sunset policy masih kurang tegas dan jelas serta batas waktu
pelaksanaan sunset policy yang sangat sempit.

Pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman negara lain dalam
penerapan pengampunan pajak menunjukkan bahwa pengampunan pajak perlu
didahului dengan penegakan hukum yang dramatis dan perlu diikuti oleh
penegakan hukum yang lebih ketat sesuai periode pengampunan pajak. Hal-hal
yang perlu diperbaiki dalam penerapan suwmset policy adalah kerangka waktu

sosialisasi kebijakan yang terlalu singkat, pengenaan tarif umum yang bisa
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mengurangi minat wajib pajak uatuk berpartisipasi, dan kurangnya kesiapan
sistern Ikhususnya [T.

Hasil survei persepsi vang telah dilskokan menunjokkan bahwa
sebagian besar waiib pajak bersikap netral. Di sisi lain sebagian besar responden
menyatakan akses informasi ke perbankan sudah memadai dan dalam kaitannya
dengan penegakan hukum, sebagian besar responden tidak setuju terhadap
pernyataan bahwa penegakan hukum telah memberikan kejelasan akan
permohonan pengurangan dan perundaan pembayaran, permohonan banding,
dan besamya pajak. Dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak, hampir
seluruh responden fidak sefuju lerhadap pernyatasn bahwa kepatuhan wajib
pajak telah tercermin dari adanva ketepatan walte setor. Upaya-upaya yang
dapat dilskukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak selain pengampunan
pajak dan alau sunset pelicy adaish perlu mendapat dukungan polétical will dari
pemeriateh agar mendapat Jandasan produk hukwn vyang lebib tinpei
tingkatannya sehingga lebih memiliki kekuatan imperatif.,

Penelitian kedua sehubungan dengan implementasi kebijakan dilakukan
oleh Perdapawati pada tshun 2008 dalam skripsinya yang berjudul Analisis
Implementast Sunser Policy 2008 {Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Tebet). Tujuen penelitian tersebut adalah untuk menganalisis
implementasi sunsef policy di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet
(Periode Jamuan-September 2008}, mengetahut manfaat fasilivas swmser policy
yang diperoleh wailb pajak, mengetahui manfaat fasilitas sunses policy yang
diperoleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet, mengetahui upaya-
upaya yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet
dalam mengoptimalkan pelsksanaan sunset policy, dan menganalisis alasan
aturan pelaksanaan sunse? policy memberikan pengampunan yang lebih loas
daripada undang-undang. Metode penelitian yang digunakan oleh Perdanawati
adalah pendekatan penelitan kualitatif, jenis penclitan berdasarkan fujuan
peneltian adalah penelitian deskriptif, jenis penelittap berdasarkan manfaat
penelitian adalab penelitian mumi, jenis penelitian berdasarkan dimens waktu

Universitas Indonesia

Tinjauan Atas..., Dewi Kusumaningrum, FISIP Ul, 2009



18

adalah penelitian crpss sectional, dan metode serta strategi penelitian yang
digunakan adalah studi lapangan dan studi literatur.

Hasil penelition vang dipercleh dari peneiitéan kedua menunjukkan
bahwa wajib pajak yang telah memanfaatkan sumset poficy selama periode
Januvuri-September 2008 berjumlzh 15 wajib pajak yang terdiri dari 10 wajib
pajak badan dan § wajib pajak orang pribadi dan kendala vang dihadapi Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Pralama Jekarte Tebet dalam implementssi sunsef
policy  adalah keterlambatan atwran pelaksanaan susset policy, keterbatasan
sumber days manusia, dan kelerbaiasan data. Manfaat vang diperoleh wajib
pajak adalah penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, sanksi administrast
berupa kenaikan tidak diberlalukan lagl, penghapusan denda atas keterlambatan
penyampaian surat pemberntshuan tahunan paigk penghasilan, data dan
informasi yang tercantum dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan
tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak pajak
lainnya, tidak dilakukannya pemeriksaan pajak, dan penghentian pemeriksaan
pajak, ;

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan sunser policy bagl Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet adalah untuk meningkatkan penerimaan
pajak dan memperoleh basis data wajib pajak. Upaya-upaya vang dilakukan
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet dalam mengoptimalkan
peleksanaan sunsef policy adalah melakukan pemetaan  potensi pajak,
membuat profil wajib pajak besar, melakukan ekstensifikasi wajib pajak,
menganalisa date internmal, dan menindaklanjutl hasi] analisis data, Aturan
pelaksanaan sunser policy membertkan pengampurnan pajak yang lehih luas
daripada undanpg-undang karena sunsef policy bukan untuk mepambeh
penerimaan pajak tahun 2008 dan sunmses policy bertujuan untuk memperkuat
basis data wajib pajale.

Penelittan  ketiga membshas mengenal perbedaan  kelsjakan
pengampunan pajak di Indonesia pada tahun 1984 dap 2008 dilakukan oleh
Arini pads tahun 2008 dalam skripsinya yang berjudul Kebijakan Pengampunan
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Pajalc di Indonesia (Suatu Tinjauan atas Kebijakan Pengampunan Pajak tahun
1984 dan Pengampunan Pajak Tahun 2008). Tujuan penelitian yang dilakukan
adalah  untuk mengetahui  dasar pemikiran  dikeluarkannya kebijakan
pengampunan pajak pada tahun 1984 dan tahun 2008, mengetahui kendala-
kendala dalem pelaksamaan pengampunan pajak talun 1984, dan untuk
mengetabul perbedaan kebijakan pengampunan pajak tahun 1984 dan kebijakan
peagamypunan pajak tahun 2008.

Metode penclitian yang digunakan oleh adalah pendekatan penclifan
kualitatif, jenis penclitian berdasarken tujuan penpelitian adalah peselitian
deskriptif, jenis penelitian berdssarkan manfaat peneliian adalah penelitian
murnl, jenis penelifian berdasarkan dimensi waktu adaleh penclifian cross
sectional, dan metode serta strategl penelitian vang digunakan adalsh siudi
lapangan dan studi lteratur. Adapun hasil penelilian vang diperoleh dari
penelitian ketiga menunjukkan bshwa dasar pemikiran dikeluarkannya
kebijakan pesgarmnpunan pajak pada tahun 1984 adalah karena adanya
perubahan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia dari official assessment
system  menjadl  self assessment system, sedangken dasar pemikiran
dikeluarkannye pengampunan pajak pada tahun 2008 karena pemeriniah
berusaha unfuk m&ngumpﬁtican data~data perpajakan dari wanb pajek yang
sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar serta dalam rangka meningkatkan
kepatuhan sukarcla dan membangun kesadaran masyarakat dalam membayar
pajak.

Kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan pengampunan pajak
tahun 1984, yaitu keterbatasan data perpajakan, teknologi informasi yang
masih sangat terbatas, ketidaksiapan otoritas pajak, dan persepsi dari wajib
pajak mengenai  ketidakadilan dalam pengampunan pajak. Hasil  yang
terakhir, perbedaan kebijakan pengampunan pajak tahun 1984 dan 2008
adalah bahwa pengampunan pajak tahun 1984 merupakan pengampunan
pajak  secara penuh  karena mengampuni pokok pajaknya berikut

sanksinya, termasuk sanksi  pidana  dalam  bentuk apapun  serta
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dibebaskan dari pengusuian fiskal dan laporan kekayaan, sedangkan pada
pengampunan pajak tahun 2008 vang diampuni bukan atas pokok pajaknya
melainkan hanva mengampuni sanksi administrast berupa bunga.
Penelitian-penelitian terscbut di atas telah selegai dilakukan pada tahun
2008. Pada umumnya penelitian-penelitian tersebut melakukan analisis terhadap
pemilihan bentuk kebijakan pengampunan pajak dan atau sumser policy seria
kendala-kendala pada saat implementasi untuk pericde Januari sampai dengan
Desember 2008. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian pada tesis
int lebih difokuskan pada kebyjakan perpanjangan sunset policy terkail dengan
dikelnarkannyz Peraturan Pemeriniab Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesiz Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Perubahan
Keemnpat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Kelentoan Umum
dan Tata Cars Perpajakan yang memberikan perpanjangan waktu bagi
pelaksanaan sunsel policy sampal dengan tanggal 28 Februari 2009.

2.1.2 Self Assessment System

Menurut Nurmmantu (2003, p.108), self assessment system adalah “suatu
sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk
memenuhi dan melaksangkan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”.
Dalam sistem ini, inisistif dan kegiatan menghitung, memperhitungkan,
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang berada di tangan wajib pajak,
Pada sistem pemungutan pajak ini peranan wajib pajak menjadi sangat penting
dan merspzkan penenty dalam menopang pembiayasn pembangunan dan
jalannya pemerintahan melaby pembayaran pajak.

*Dalam self assessment system, wayib pajak dianggap mampu menghifung
pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan
mempunyal kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arfi pentingnya
membayar pajak” (Widode dan Djefris, 2008, p. 35). Pada kenyataannya, masih
ada wajib pajak yang belum memahami dan atay melaksanakan sistem self
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assessment secara benar sehingga pada akhirnya berpengarch pada kepatuhan
wajib pajak.

2.1.3 Kepatuhan Pajak
Menurut Nurmantu (20085, p.148) kepatuhan pajak adalab

“suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban
perpajakan dan melaksanakan hak perpajakanaya. Terdapat dua
macam kepatuhan, yaita kepatuhan formal den kepatuhan material.
Kepatzhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak
memenuhi kewajiban perpgjgkan secara formal sesuai dengan
ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan
material adalah suaty keadasn dimana wajib pajak secara substantif

atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan,

yakni sesuat ist dan jiwa undang-undang perpajakan’.

Kepatuhan wajib pajak tidsk terlepas dari sistem seff assessment yang
diberikan kepadanya, dimana negara telah memberikan kepercayaan kepada
wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan
sendirl pajak yang terotang. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak
dan penerimaan negara {anpa mepambah jepis pajak baru, pemerintah
melakukan kebijakan publik berupa sunses policy selama periode satu tahun,
yaitu sefak bulan Januard sampal dengan Desember 2008, Menjelang
berakhimya kebijskan swsset policy pada tangpal 31 Desember 2008,
pemerintal melakukan kebijakan perpanjangan sumsel policy yang merupakan
sebagai salah satu bentuk dari kebijakan pajak yang termasuk dalam kebijakan
publik.

2.1.4 Kcbijakan publik
Sunset policy merupakan salah satu kebijakan perpajakan pemerintah yang
termasuk dalam kebijakan publik. Menurut Nugroho (2008, p.55) keunggulan
suatu  negara  ditentukan  oleh  kemampuan negara  tersebut  untuk
menpgembangkan kebijakan publik vang unggul. Memruinya kebijakan publik
adalah:

Tiaivergitas Indonesia

Tinjauan Atas..., Dewi Kusumaningrum, FISIP Ul, 2009



22

"Keputusan  yang dibuat oleh negara khususnya pemserintab
sebagai  strategi  unluk  roercalisasikan tujuan negars  yang
bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk menganfar
masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakar pada masa
transisi untuk menuin pada masyarakat yang dicita-citakan”,

Kebijakan publik adalah sebuah fakia srategis daripada fakta politis
ataupun tekois. Sebagat sebuah strategi, dalam kebijakan publik sudah
terangkum preferensi-preferensi politis dari para akior yang terlibat dalam
proses kebijakan, khususova pada proses perumusan. Scbagai sebuah sirategi,
kebijakan publik iidek saja bersifat positif namun juga negatif, dalam arti
pilihan keputusan selak: bersifat menerima saiah satu dan menclak yang lain.
{Nupgroho, 2008, p.56).

Istilah keputusan di atag terkait dengan pengertian kebijakan publik
menurut Dye, sebagaimana dikutip oleh Winarno (2007 p.17) yang mengatakan
bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk
dilakukan dan tidak dilakukan™. Walaupun batasan yang diberikan oleh Dye ini
dianggap agsk tepat, nanun batasan ini tidak cukup memberikan pembedaan
yang jelas antara apa vang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa
vang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah.

Menurat Winamo (2007, p.18) definisi kebijakan publik yang lebilt jelas
diberikan oleh Anderson bahwa kebijakan merupakan arah tindakan vang
mempunysl maksud yang difetapkan oleh seorang aktor alau sgjumisgh aktor
dalam mengatasi suaty wasalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ind
dianggap iepal karena mwemusatkan perhatian pada apa yvang sebenarnya
dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan, Selain ity,
konsep ind juga merbedakan kebijakan darl keputusan yang merupakan pilihan

di antara berbagal alternatif vang ada.

Siat kebijakan publik sebagai arah tindakan yang baik menurut Anderson
scbagaimana dikutip oleh Winardo (2007, p.21) adalah: pertama, tuntutan-
tuntutan kebijakan, keputusan kebijakan dan pernyataan kebijakan, hasil

Universitas {ndonesin

Tinjauan Atas..., Dewi Kusumaningrum, FISIP Ul, 2009



23

kebijakan, dan dampak kebijakan, Tuntutan kebijakan adalah tuntutan-tuntutan
yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah yang ditujukan kepada
pejabat-pejabat pemerintah dalam svatu sistem politik. Tuntutan-tuntutan
tersebut berupa desakan agar pejabat-pejabat pemerintah mengambil tindakan
atau tidak mengambil tindakan mengenal suatu masalah tertentu,

Keputusan kebijakan didefinisikan sebagal keputusan-keputusan yang
dibuat oleh pejabat pemerintah yang mengesshkan atau memberi arab dan
substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik. Sedangkan pernyataan
kebijakan adalah perpyatoan-pemyataan resmi pemerintah. Termasuk dalam
kategori ini adalah undang-undang legislatif, perintah-perintab dan dekrit
presiden, peraburan-peratoran adounistratif dan pengadilan, manpun pernyatean-
pernyataan atau pidato-pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan maksud
dan tujuan pemerintsh dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-

tujuan tersebut

Hasil-hasil kebijakan lebth merujuk pada manifestasi nyata dar kebijakan
publik, vaitu hal-hal vang sehenarnya dilakukan menurnt keputusan-keputusan
dan pernyataan-pernvataan kebiiakan. Dampak kebijakan lebih menijuk pada
akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik vang diinginkan atau tidak ditnginkan
vang berasal dari tindakarn atau tidak adanya tindzkan pemerintah.

Menurut Nugroho {2008, p.62) rentetan kebijakan publik sangat banyak,

narun secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi tiga, yartu:

“Pertama, kebijakan publik vang bersifat malro atau umum, atau
mendasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945, Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, dan Peraturan Daerah.

Kedua, kebijakan publik yang bersifat messo atau menengah, atau
penjelas pelaksanaan, yaitu Peraturan Menteri Kevangan, Surat
Edaran Menteri, Peraturan Gubernurm Peraturan Bupati, dan
Peraturan Wali Xota, Kebijakan ini dapat pula berbentuk Surat
Keputusan Bersama atau SKB antar-menteri, gubernur, dan bupati
atau wall kota.
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Ketiga, kebijakan publik yang bersifal mitre adalab kebijakan
yang mengatur peleksanaan atau implementasi kebjiakan 4t
stasnya. Bentuk kebijakannys adalah peraturan yang dikeluarkan
oleh aparat publik df bawah menteri, gubernur, bupati, dan wali
kata”,

Kebijakan yang sifatnya makro dan messo kadang bersifat implementasi
langsung dan im tidak berarti merupakan suatu kekelirvan. Kebijakan seperti
ini dapat dikatakan lebih efisien ksrena tidak memerlukan peraturan
penjelasan tammbahan yang akan menjadikan kebijakan tersebut secara
formulasi saja sudab high cost economy, dan dalam pelaksanaannya akan

semakin fiigh cost secara ekonomi.

Tidak ada preferensi vang terbaik akan bentuk kebijakan. Tren ke depan
adalah kebijakan vang detail sampai implementasi sehingpa fidak menambah
kebijakan baru dibawshnya Kelemahan utama yang doniliki adalak jika
diperiukan perubaban proscsnya sangat sulit, berat, lama, dan mahal, karena
yang diubah adalah induk kebijakan. Berbeda jika yang hendak diubah adalah
kebijakan dibawshnya, yaitu tingkat penjelasan atau pelaksanaan. Terkait
dengan perpanjangan sunsel policy, kebijakan mengenai perpanjangan jangka
waktu sunser policy di atur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomeor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang. Nomor ¢ Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sehinggs termasuk dalam kebijakan publik yang bersifat makro.

Menurut Dunn sebagaimana dilutip dari Rahayu (2008. p.35) proses
pembuatan kebiljakan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling
bergantung yang diatur menurut urutan waktu sebagai berikut:

“Pertarma, tahap penyusunan agenda. Pada tahap ini pejabat vang
dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik.

Kedua, tahap formulasi kebijakan. Padz tashap ini masalsh yang
telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para
permbuat kebijskan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk
kemudian dicart pemecahan masalah: terbaik. Pemecahan masalah
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tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang
ada,

Ketiga, tahap adopst kebijakan. Dari sekian banyak alternatif
kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada
akbirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopst.
Keempat, tahap implementasi kebijakan, Pada tabap implementast
kebijakan, kebijakan yang telah dipilih teresbut dilaksanakan.

Kelima, tahap evaluasi kebijekan. Pada tahap ini kebijakan yang
telah dijalenkan akan dinilal atau dievaluasi untuk melihat sejauh
mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecabkan masalah.”.

Penclitian pada tesis ini lebih difokuskan pada tahap formelasi dan
evaluasi kebijakan perpajokan, khususnya kebijekan perpanjangan sunse! policy
yang dilakukan pemerintah. Dalam hal ini peneliti lebikh memfokuskan pada
dasar pemikiran pemerintah mengelvarkan perpanjangan swnsel policy,
penctapan jangka waktu pelaksanaan dan evalvasi terhadap hasil yang diperoleh

dari pelaksanaan susset policy wrsebut,

2.1,5 Kebijakan Perpajakan

Pada prinsipnya pajak yang dikenakan kepada masvarakat adalab
sumbangan terhadap pemerintah vang telah menyediakan barang-barang publik.
Kewaiiban tersebut harus dipikul pemerintah karena pihak swasta tidak dapat
menghasilkan dan atau tidak mau menyediakan barang dan jasa yang sifatnya
publik. Demikian pentingnya fungsi dan peranan pajak itu maka hampir seluruh
negara di dunia, termasuk Indonesia melskukan pemungutan pajak dari
rakyatnya. Menurut Marsuni (2006, p38) kebijakan perpajekan  dapat
dirumuskan sebagai berikut:

*Pertama; suatu piliban atau keputusan yang diambil oleh
pemnerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara, dan
mencipfakan kondisi ckonomi yang kondusif. Kedes; suatn
tindakan pemerintah dalam rengka mwemungut pajak  guna
memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara, Ketiga; sualu
keputusan yang diambil pemerintah dalam rangks meningkatkan

Universitas Indonesia

Tinjauan Atas..., Dewi Kusumaningrum, FISIP Ul, 2009



26

penerimaan negara dari  sektor pajak  untuk  digunekan
menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara”,

Berdasarkan pengertian kebijakan perpajakan vang felah dikemukakan di
atas, dalam bidang perpajakan pemerintzh melakukan berbagai upaya sebagai
guaty usaha untuk meningkatkan penerimaan negara dan sekior pajak. Menurut
Rochmad Soemitro sebagaimana dikutip oleh Launddin Marsuni (2008, p. 38)

“npaya pemerintah sebagai aplikasi dari kebijakan perpajakan dalam
rangka menunjang penerimasn hegara ditempuh dalam bentuk
perluasan wajib pajak, perluasan jenis objek pajak, penyempurnaan
tarif pajak, dan penyerapurnean administasi perpajakan”,

Sunser policy di Indonesia, dilakukan dalam rangks perluasan jumlah
wajib pajak dan perbaikan basis data peapajskan Hal ini dilekukan untuk
meningkatkan penerimaan negara tanpa melakukan perluasan jends objek pajak

banu.

2.1.6 Pengampunan pajak
Kebijakan pemerintah  memberikan  pengampunan  pajask  banyak
menimbulkan pro dan kontra i kalangan masyarakat. Schaltegger, and
Schafener (2003, p. 376) merangkaun pendapat pihak yang pro dan kontra
terkait dengan kebijakan pengampunan pajak menjadi sebagai berikut:

“Bagi pihak vang pro, pengampunan pajak secara umum dapat
menambah penerimaan negara dalam jangka wakfa yang relatif
singkat, memperivas dasar pengepaan pajak, membawa kembali
wajib pajak yang fidak patuh menjadi wajib pajak patuh,
menyediakan penerimaan dalam waktu singkat dalam rangka meruju
stroktur pajak bary, memberi isvarat bahwa masalsh penyelundupan
pajak akan segera diztasi oleh pemerintah, mengurangi biaya
administasi, dan meningkatkan kepatuhan dan pengawasan kepada
wajib pajak vang dahulu tidak melaksanakan aturan perpajakan. Bagt
pihak vang kontra, pengampunan pajak dapat mengakibatkan
menurunkan moralitas membayar pajak dimana pembayar pajak
vang jujur akan merasa kecewd, memberikan sinyal pemerinizhan
yang lemah karena tidak marmpu menegakkan asturan perpajakan,
wajib pajak mengharapkan akan adanya pengampunan pajak di masa
yang akan datang sehingga schingga akan memberikan efek negatif
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pada kepatuhan pajak, memberikan sinyal balywa penyelundupan
pajak merupakan dosa kecil, pengalaman menunjukkan bahwa
pengampunan pajak memberikan hasil yang keeil dan terlale
menckankan pada penerimaan, wajib pajak sadar akan adanya
ketidakpatuhan, beban meral karena berpelaku curang menjadi
berkarang dan perasaan bersalah menjadi hilang, dan pengampunan
paiak raenghasilkan penerimaan yang seharusnya diterima sebelum
adanya pengampunan pajak.

Pengampunan pajek yang menimbulkan kontroversial juga dikemukskan
olch Alm dan Beck (1991) vang mengatakan “State government in recent vears
have pursued & variely of novel methods to generafe revenues. One approach
that has become increasingly popular-and controversial-is the lux amnesty”.
Berikut ini dijelasken hal-hal yang terkait dengan pengampunan pajak
berdasarkan teori vang telah ada.

2.1.6.1 Pengertian Pengarpunan Pajak
Alm dan Beck {1991} berpendapat: “an amuesty typically gives
individuals an opportunity fe pay previowsly unpaid toxes without being
subject to the pendlfies and prosecution the the discovery of evasion normually
brings”. Pada intinya peagampunan pajak memberikan kesempatan kepada
masyarakat untuk membayar pajek vang belum dibayar tanps dikenakan
sanksi dan tuptutan sebagaimana bissanya diterapkan pada mereka yang
melakukan penggelapan pajak.
Hotagaol memiliki definisi mengenal Pengampunan pajak. Menuruinya
pengampunan pajak adalah:

“Kebijakan pemerintgh di bidang perpajakan yang membenkan
penghapugan pajak yang seharusnya terutang dengan membavar
tebusan dalam jumlah tertentu yang bertjuan untuk memberikan
tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajuk yang
tidak patuh {fax evaders) menjadi wajib pajak vang patuh (honest
faxpayery) sehingga dibarapkan akan mendorong peningkatan
kepatuhan sukarels wajih  pajsk  {awpaver’s  vohwuarily
compliance) di masa yang akan datang” (2007, p. 27-28)
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Terkait dengan obiek penelitian mengenal sussat policy, Pakpahan
{(Bisnis Indonesia, 25 Agustus 2006) mengatakan bshwa sunses policy
termasuk dalam tax amnesty dengan tingkat vang paling rendah, Sumset policy
hanya memberikan penghapusgan atar pengurangan sanksi administrasi
sedangkan pokok utang pajaknya tetap harus dilunasi. Pidana fiskal otomatis
gugur jika wajib pajak melunasi pokok utang pajak yang belum dilaporkan
atau belum dibayarkan untuk tabundshun pajak vang mendapatkan fasilitas

sunsst policy.

2.1.6.2 Dasar Pertimbangan Melakukan Pengampunan Pajak
Menurut  Hutagaol (2007, p.30) pertimbangsn untuk melakukan
pengampunan pajak adalah :

“Pertama; pelarian modal ke luar negeri secars ilegal. Kebijakan
pengampunan pajak merupakan upaya terakhir yang dilakukan
pemerintah di dalam meningkatkan penerimaan pajak  dan
sckaligus langkah awal bagi dimulainya reformasi modal bagi
selurah wajib pajak. Disebut upaya terakhir karens pemeriniah
mengalami kesulitan untuk memajaki dana atau modal yang telah
dibawa kabur atau diparkir di lnar negeri, Perangkat bukurs
domestik yang ada memiltki keterbatasan sehingpa tidak dapat
menjangkau atau menyentuh wajib pajak yang secara ilegal
menyimpan dananya dj luar negeri.

Kedua; Rekayasa transaksi kenangan vyang mengakibatkan
kehilangan potensi penerimaan pajak. Kemajuan infrasteukiur dan
instrumen keuangan inteenasiona!l telah mendorong banyak
perusabaan besar melakukan degal profir shifting ke uar negeni
dengan cara melalakan rekavasa transaksi keuangan, Setelah iy,
keuntungan vang dibawa ke luar negeri sebagian masuk kembali
ke Indonesia dalam bentuk lain, musalnya pinjaman luar negen
atau investasi asing. Transaksi ini disebut pencucian uang.
Ketentuan perpajakan domestik tidak mampu memajaki rekayasa
transaksi kemangan di atas. Apabila hal ini tidak segera
diselesaikan, maka timbul potensi pajak yang hilang dalam jumiah
yang signifikan,
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2.1.6.3 Faktor-faktor vang Perlu Dipertimbangkan dalam Mendesain Kebijakan
Pengampunan Pajak,

Menurut  Hutagaol (2007, p37), “fGaktor-faktor vyang perlu
dipertimbangkan dalam mendesain kebijakan pengampenan pajak, adalab
efigibility, coverage, incentives, dan duration™. Eligibility adalah pemberian
penjelasan wajib pajak mana yang berhak untuk berpartisipasi di dalam
program pengampunan pajak, hanya wajib pajak orang pribadi, walib pajak
badan, atau wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Coverage
adalah jenis-jenis pajak yang tormasuk dalam program pengampunan pajak.
Pada umumnya pengampunan pajak mengacu pada satu jenis pajak terteniu
sdja, misalnya PPh atan PPN, Incentives adalah cakupan utang pajak yang
termasuk dalam program pengampunan pajak, misalnya pokok pajak, sanksi
bunga, dan atau sanksi denda. Menurut Silitonga, Erwin sebagaimana dikutip
oleh Pudyatmoke (2007, p. 179} terdapat empat jenis pengampunan pajak,
yaity ;

“Pertama; pengampunan yang tetap mewajibkan pembayaran pokok
pajak, termasuk bungs serfa dendanys, dan hanya mengampuni sanksi
pidana perpajakan,

Kedua; pengampunan vang mewanbkan pembayaran pokok pajak masa
lalu yang terulang berikut bunganya, namun mengampun sanksi denda
dan sanksi pidana pajaknya.

Ketiga; pengampunan yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak
yang lama, pamun mengampuni saksi bunga, senksi denda, dan sanksi
pidana pajakaya,

Keempat; Pengampunan atas pokok pajak yang terutang di masa laly,
termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dap sanks pidananya”.

Di sisi lain, jenis pengampunan pajak menumit Kelley dan Oldman
{19723} adalah sebagai berikut:

“First; that the evader ks granted freedom form prosecution and
must pay the tax and full monetary penalties; or

Second; that there is both freedom from prosecwtion and an
abatement of or exemption jrom monetary penalties; or

Third, that tax is computed at a compounded rate on hiterfe
concealed capital when cisclosure is made, the rate being intended
to cover both tax and penally ™.
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Pada dasarnya menurut Kelley dan Oldman, pengampunan pajak dapat
diberikan kepada para penggelap pajak {wajib pajak lidsk patuh) dengan
beberapa mekanisme, yaitn dibebaskan dari tuntutan pidana tetapi masih harus
membayar pajak beserta sanksinya secara penuh, atau dibebaskan dan
tuntutan pidana dan diberikan potongan atau penghindaran dari sanksi
administrasi, atau yang terakhir pajak dihitung dengan tarif tertentu yang
berkaitan dengan aktiva yang dilaporkan saat pengungkapan sesunggubnya
dilakukan dimana tarif tersebut dimaksudkan untuk mencakup jumlah pokok
paiak dan sanksi administrasi. Terdapat kesamaan antara jenis pengampunan
pajak menurut Sifitonga dengan Kelley-Oldman., Keduanya sama-samaz
memberikan kemudahan berupa penghapusan atau pengurangan sanksi kepada
wajib pajak tidak patuh vang berussha berubah menjadi wajlb pajak patub
dengan cara melaporkan pajak yang sebelumnya tidak dilaporkan dan atau
dengan membayarkan kewajiban pajaknya.

Disist lain terdapat perbedaan jenis pengampunan pajak menumt
Silitonga dan Kelley-Oldman, Silitonga membedakan jenis pengampunan
pajak menjadi 4 jenis yang didalamnya terdapat ugsur-unsur pembebasan
pajak berupa pembebasan atas sanksi pidana pajak, pokok pajak, sanks
denda, dan sanksi bunga. Sedangkan Kelley-Oldman membedakan jenis
pengampurnan pajek menjadi 3 jenis yang didalamnya terdapat unsur-unsur
sanksi pidana pajak, pokok pajak, sanksi administrasi atau pembayaran
sejumlah uang sebagal pencbus kesalahan yang penghitungannya (elah
ditetapkan oleh pemerintah. Unsur terakhir ini yang tidak terdapat pada jenis
pengampunan pajak menurot Silitonga,

Faktor yang terakhir, dwretion adalah jangka walktu pelaksanaan
pengampunan pajak. Jangka waktunya sangat bervarasi dan umui:rmya
berkisar antara dua bulan sampai dengan satu tahun, Masalah jangka wakly
akan dijelaskan dalam sub-seb bagian tersendini karena terkait dengan objek

penelitian,
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2.1.6.4 Keadilan Pajak
Pada saat diterapkan, pengampunan pajak menimbulkan ketidakadilan
wantb pajak patub dumana wajib pajak tidak patoh kemungkinan membayar
pajak lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak patub. Erwin Silitonga
schagaimana dikutip oleh Pudyatmoko (2007, p. 182) menawarkan dua cara
untuk menerapkan pengampunan pajak di Indonesia yang meminimalkan atau
mengeliminasi kemungkinan terjadinya ketidakadilan:

“Pertama; pengampunan  pajak  sebaiknya  hanya diberikan
terhadap sanksi bunga, denda, atau kenaikan pajzkaya saia
sedangkan pokok pajak tidak termasuk yang diampunkan.

Kedua, penerspan pengampunan pajak  yang membedakan
perlakukan pengampunan pajak. Bagi wajib pajak yang belum
pernah  menyampaikan surat pemberitahuan  diwajibkean untuk
membayar pajak-pajaknya di masa lalu, sementara ity wajib pajak
yang sudah patuh menyampaikan surat pemberitahuan dapat
memperbaiki pembayaran pajaknya tanpa dikenakan sanksi bunga,
denda, atau kenaikan. Dengan demikian terdapat kesctaraan
perlakukan pengampunan pajak tethadap penyelundup pajak dan
pembayar pajak yang patuh karena meskipun kedusnya sama-sama
dibebaskan dari sanksi bunga, denda, dan kenaikan, namun
keduanys tetap diwajibkan untuk membayar pokok pajaknya’™.

Menurut Marsyahrul salah satu sendi keadilan dalam hukum pajak
adalalh “perlakuan yang sama kepada wajib pajak, yang tidak
membedakan kewsrganegaraan, baik pribumi, maupun asing, dan tidak
membedakan agama, aliran politik, dan sebagainya™ Semuoa orang
setuiu bahwa sister pajak harus adid dan wajar, akan telapt tidak ada
kesepakatan bagaimana menginterpretasikan  tuptutan  ini.  Pada
hakikatoya terdapat dua aliran pemikiran yang dapat dibedalan
(Musgrave, 1991, 233), yaitu:

* Pertama; prinsip manfaat {benefit principle). Sebagaimana
dikemukakan oleh Adam Smith serta beberapa penulis lain,
suatu sistem pajak dikatakan adil bila kontribusi yang
diberikan oleh wajib pajak sesuai dengan manfaat yang
diperolehniya dari jasa-jasa pemerintah.

Kedua; prinsip kemampuau membayar (ability fo pay)
Menurut prinsip ini perekonomian memerlukan suatu
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jumlah penerimaan pajak tertentu dan setiap wajib pajak
duminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya”.

Kedua pendekatan di atas tidak mudah untuk diinterpretasikan dan
diterapkan karena agar prinsip manfaat dapat dilaksanakan, maka manfaal
vang diperolesh wajib pajak tertentu dari pengeluaran pemerintah harus
diketahu terlebih dabulu. Di sisi lain, agar prinsip kerrampuan membayar
dapat diterapkan, kita harus mengetahui bagaimana kemampuan inl akan
diunkar. Meskipun terdapat berbagai kelemahan, kedua pendekatan fersebuf
sangat berguna meskipun terbatas dalam merancang struktur pajak vang adil
dan dapat diterima oleh kebanyakan orang serta jauh lebih disenangi
dibandingken dengan alternatif lainnya (Musgrave, 1551, p. 233).

Musgrave {1991,p. 238) mengemukakan bahwa pada piinsip
kemampuan membayar, orang-orang yang mempunyai kemampuan Sama
harus membayar pajak dengan jumlah vang sama (korizowtal equity).
Sementara itu orang yang mempunyai kemampuan membayar lebih besar

harus membayar paiak lebih tingegi (verfical equity}.

2.1.6.3.3aat yang Tepat Menerapkan Pengampunan Pajak
Kebijakan pengampunan pajak harus dilakukan dalam situasi vang tepat
sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Menunu
Kelley dan Oldman {1973, p.545)

“an amnesty may in fact be appropriate in the jollowing tvpes of
circumstance:

First; where evasion has been very widespread so that therve is no
danger of taxpavers as a whole voting down the offer of an
amnesty;

Second; where there has been a change of governmeni or the
relaciion of a government with o new moandale and there is
defermination to grapple with evasion coupled eith o wish 16 show
mercy lo a repeniant evader.

Third, where amnesties are a cusiom of the country so that itu
would be anomaious fo refrain from extending an amnesty [o tax
gvaders when those guilly of worse crimes benefit from ihe
periodical exercise of mercy”.
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Situasi yang tepat untuk pelaksanaan pengampunan pajak menurut
Keiley dan Oldman adalah ketika wajib pajak tidak patuh telah tersebar luas
sehingga tidak ada resiko bahwa pembayar pajak akan menolak tawaran
pengampunan pajak, ketika ada perubahan pemerintahan yang menjalankan
mandat baru dengan tujuan untuk menangkap wajib pajak tidak patuh
sekaligus memberikan pengampunan kepada mereka, dan ketika
pengampunan pajak telah menjadi kebiasaan suatu negara sehingga apabila
pengampunan tidak diberikan wajib pajak tidak patuh akan mengambil
keuntungan.

2.1.6.6 Syarat Keberhasilan Pengampunan Pajak
Pemerintah sebaiknya juga memperhatikan syarat-syarat yang dapat
menyebabkan terciptanya keberhasilan suatu kebijakan pengampunan pajak.
Menurut Kelley dan Oldman (1973, p. 546):

“condition for success of amnesty:

First; the evader must feel in imminent danger of discovery if he
does not come forward.

Second; the evader must be satisfied that he will receive
confidential treatment and that his diclosures will not make him a
“marked” man for future harrassment.

Third; the term offerd must be a comparative "bargain” so that
there is a dinancial inducement to come forward rather that lie low
and gamble on escaping detection.

Fourth; The offer should be open for a definite and limited period,
long enough for publicity about the amnesty fo reach all evaders
but short enough for there to be a certain amount of urgency about
making a decion.

Fifth; The amnesty should be a one-for-all offer and there should
be no suggestion that it might be repeated at a future date.

Sixth; above all, the picture should not be that of an administration
which, having tried everything else without success, is now hoping
to-bribe the evaders ehom it cannot trace to come forward of their
own volition, but rather of a merciful but determined goverment
giving evaders a last chace to square accoun.
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Syarat keberhasilan suatu kebijakan pengampunan pajak menurut Kelley
dan Oldman adalsh bahwa walib pajak tidak patub harug mengetabui bahava
atau resiko dari temuan pajsk jika ia tidak mengungkapkan ketidskbenaran
pelaporan pajaknya, wajib pajak tidak patuh harus yakin bahwa ia mendapat
jaminan  teriaganya  kershastusn  informasi  vang  diungkapkannya,
pengampunan yang diberikap harus merupakan tawaran yang seimbaog untuk
mendorong  motivasi  financial untuk  mengungkapken ketidakbenaran
informasi, tawaran pengampunan pajak hanya diberikan dalem periode
tertentu dengan waktu sosialisasi yang cukup panjang wntuk dapat mencapat
sasaran namun cukup pendek untuk menunmukkan tingkat kepentingan
pengampunan pajak tersebut,

Pengampunan pajak harus merupakan kebijakan vang hanya diambil
sekali saja dan Hidak ada kemungkinan di ulangi lagi di masa yang akan
datang, dan pengampunan paisk bukan merupakan cara terakhir vang
ditempuh oleh administrast pajak dengan maksud vntuk mencari waiib pajak
tidak patoh yang tidak dapat mereka temukan melalul proses pemeriksasn.
Semestinya pengampunan pajak tersebut merupakan tindakan kuvat der
pemerintah untuk memberikan kesempatan terakhir kepada wajib pajak tidak
patuh untuk mengungkapkan ketidakbenaran pajak mereka.

Pendapat lain mengenai syarat suksesnya program pengampunan pajak
dikemukakan oleh Uchitelle ( 1989, p.49-50). Menurutnve syarat suksesnya
program pengampunan pajek adalah sebagai berikuf:;

“Pertama, pengampunan pajak akan berhasil jika dilakukan sebagar
peristiwa  yang unik. Banyak negara menawarkan program
pengampunan pajek secara berulang yang pada  akhimnye
memberikan sedikit kesiksesan atan bahkan tidak memberikan
kesuksesan setelah berakhimya program tersebut. Alasannya
cukup mudah, jika masyarakat mengangpap akan ada
pengampunan pajak dikemudian hari maka masyarakat tidak akan
melaporkan penghasilannya secara tepat waktu karena menunggu
adanya program pengampunan pajak dikemudian hari.

Kedua, kesuksesan pengampunan pajak  membutuhkan
penyesvaian  dengan sistem  pajak  vang ada.  Keefektifan
pengampunan pajak tercipta jika mekanisme pengawasan lebih
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ditingkatkan. Tanpa dukungen sistem lainnya, pengampunan pajak

tidak akan mampu wmembuat para penunggek pajak  untuk

melaporkan penghasilan yang semula belum dilaporkan,

Ketiga, pengampunan pajak akan berhasil apabtia program tersebut

merupakan bagian dari reformasi pajak secara keseluruhan

Bagaimanapun keberhasilan pengampuanan pajak tergantung pada

ketinginan pemerintah dalam melakukan perubshan struktur pajak.

Terakhir, pengampunan pajak dapat berjalan dengan efektif bila

diperngaruhi oleh tipe pemerintahan. Pengampunan pajak sering

kali gagal karena merupakan hasi} dari keputusan politik,

Berdasarkan kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa program
pengampunan pajak akan berhasil dengan batk apabila kebijaken fersebut
merupakan kebijakan vang unik dan tidak dilakukan secare berulang-ulang
Disamping itu dipsrivkan adanys mekanisme pengawasan vang -lebih baik
sehingga kebiiakan pengampunan pajak tersebist dapat terlaksana dengan balk.

Penerapan penganpunan pajak yang dilakukan suate pemerintah
bertujuan untuk meningkatkan penerimaan dari tiga sumber utarma. Sumber
pertama berasal dari penghasilan dalam kegiatan ekonomi domestik yang
tidak dilaporkan karena dilakekan di bawah tanah Gunderground economy).
Sumber kedua berasal daei penarikan modal vang lan ke luar negeri {capital
outflow). Sumber ketiga dan tcrakhir adalah berasal dari pembayaran pajak
yang tidak dilaporkan baik karena melakukan kesalshan maupun karena
melakulcan pengpelapan  pajak. Pengampunan pajak akan mendukung
pembayaran pmjak dari ketiga sumber tersebut dengan menpurangl atau

menghapuskan sanksi. (FBRNY Quaterly Review/Autumn, 1989)

2.1.6.7 Jangka Waktu Pelaksanaan Pengampunan Pajak
Batasan wakiu pelaksanaan pengampunan pajak meourut Kelley dan
Oldman (1973, p.548)

“ The period during which the amnesty is to operate shoul be fixed
so as to allow enaugh time for ecaders 10 summon up the courage
to came forward to disclose their irvegudaritics, (v the orher hand,
the time allowed must not be too long or there will be no sense of
the urgency of making disclosures. More over, it is desivable that
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anti-evasion activities showld be maintained at full pressure vlong

with a suitable publiclty campaign during the amnesiy period. For

this reason also the periode should rot be teo fong drawn out If

there has been adequate preparation for the amuesty a perivde of

From three to sic months should be about the optimum duration”,

Pada intinya jangks waktu pelaksanaan pengampunan pajak menurut
Keiley dan Oldman harus ditetapkan untuk memberikan waktu yang cukup
kepada wajib pajak tidak patuh untuk berani mengungkapkan ketidakbenaran
paiak mercka, Wakiu vang diberikan hendaknya tidak terlalu lama karena
akan berakibat hilangnya nilai kepentingan dan kebijakan tersebut. Untuk iu
disarankan untuk tetap melakukan kampanye sosialisasi yang cukup selama
periode pengampunan tersebut. Apabila pemerintah  telab melakukan
persiapan yang cukup, maka periode pengampunan pajak yang optimal adalah
berkisar antara tiga sampal enam bulan. Berbeda dengan teori di atas,
Hutagaol (2007, p.32) menyatakan bahwa “jangka wakiu pelaksanaan
pengampunan pajak dalam hal ini sunset policy sangat bervariasi dan
umumnya berkisar antara dua bulan sampai dengan satu tghun”,

Terkait dengan perpenjangan jangka wakty peiaksanaan, menurut Al
{2008y “ An amnesty can be a one-iime grace perivde of o pre-deiermined
lenghi, typically from two months up to a year in duration”. Pada intinya batas
waktu pelakssnaan pengampunan pajak dapat  dilakukan sstu kali
perpanjangan waktu dalam jangka waktu dua bulan sampai dengan satu tahun.

2.1.6.8 Keuntungan dan Kerugran Pelaksanaan Pengampunan Pajak
Keantungan ataupun kerugian pasti terjadi pada saat pelaksanaan suaty
kebijakan. Hal ini juga dialami pada saat pelaksanaannya kebitakan
pengampunan pajak. Menurut Uchitelle (1989, p.49), keuntungan yang
diperoleh dari diterapkannya kebijakan pengampunan pajak adaleh sebagai
berikut:

“Pertama, diperolehnya penerimaan pajak vang seharusnya
diterima pemerintah di masa lalu. Kedua, pengampunan pajak
terbukti sukses dalam mengumpulkan pajak baik vang berasal
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dari kegiatan ekonomi bawah tanah maupun dari modal yang

diternpatkan di luar negeri. Ketiga, dapat meningkatkan dasar

pengenaan pajak yang pada akhimya dapat memperbaiki

penerimaan pajak. Keempat, dapat mempermudah proses transisi

menyiu sistem: penegakan hukum yang baru™

Di sisi Jain terdapat kerogian yang akan diperoleh apabila pengampunan
pajak dilaksanakan. Menurut Uchitelle {1989, p.49), kerugian yang dialami
sehubungan dengan pelaksanaan pengampunan pajak adalah sebagai benkur:

“Pertama, pengampunan pajak dapat membawa dampak yang tidak
diinginkan  apabila  program  tersebut terlalu  sering
dilmplementazikan. Kedus, pengampunan pajak dapat merugikan
wailb  pajak  patuh  kerena program  pengampunan  pajsk
memberikan reward kepada wajib pajak yang tidak patub dengan
mengampuni sanksi yang seharusnya dikenakan atas pajak yang
tidak mereka bayar. Ketiga, pengampunan pajak dapal
diinterpretasikan  sebagai bukti ketidakmampuan pemerintah
datam menegalkican aturan perpajakan®.

2.1.7  Sunset Policy

Menurut Visnawathan (2007)°A4 sunsetting tax law is in effect for a
specified period of time most commonly ten years or less, afler which time the
leny simply expires”. Suatu peraturan perpajakan tentang sunse? berlaku untuk
periode tertentu, umumnya sepuluh tahun ataw kurang dari itu, dan setelahnya
tidak berlaku lagi. Menurot Keamney (1990}, Swser iy o useful form of
fegisiative oversight that has resulted in improved agency structure,
provedures, and performance, encahnced agency accouniability, and some
Jinancial saving to taxpayers.” Sunset policy dapat meningkatkan perbaikan
strukiur agen, prosedar, dan kinerja, meningkatkan akuntabilitas agen dan
dapat menghasilkan semacam penghematan keuangan para wajib pajalc
Dalam konteks kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi,
sunset bermanfaat untuk memberikan semacam penghematan pendapatan hagi

wajib pajak, penghematan tresebut merupakan daya tarik hagi wajib pajak,
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Menjalankan sumset policy memerlukan suatu sistem perpajakan yang
batk. Sistem perpajakan suatu negara terdiri dari tiga unsur, yaitu kebijakan
pajak, hukum pajak, dan administrasi pajak. Ketiga unsur tersebut harus
saling menunjang antara satu dengan yang lain dan mencapal hasil yang
harmonis untuk mencapai perolehan atau target penerimaan pajek bagt negarg
secara optimal. Kualitas administrasi mempakan faktor yang sama penlingnya
dengan kualitas hukum pajek dan kualitas kebijakan perpajakan (Devano dan
Rahayy, 2006, p.67) Menurut Carios A. Silvani sehagaimana dikulip oleh
Devano dan Rahayu (2006, p. 72) administrasi pajak dikatakan efekiif bila
mampu mengatasi mesalah-masalah wajib pajak yang tidak terdaflar, walib
pajak yang tidak menyampatkan surat pemberitabuan, penyelundup pajak, dan
penunggak pajak.

Memurut Bertalanfly dan Novak sebagaimana dikutip oleh Nurmantu
(2005, p. 106) sistem perpajakan merupzkan metode atau cara bagaimana
mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas
negara, Oleh karena ite dalam sistem perpajakan dikenal self assessment
system, official assessment system dan witholding tax system.

Suatu sistem perpajakan yang baik harus menganut prinsip revenue
adequacy principle (Mansury, 1996, p.19). Prinsip ini menyangkut dua hal,
yattu Pertama, bahwa sistem perpajakan nasiona! scharusnya dapat menjamin
penerimaan negara untuk membiayai semea pengeluaran. Kedua, hendaknya
sistem perpajakan bersifat fleksibel untuk menghasilan penerimaan tambahan
bagi negara apabila tegadi kebutuhankebuluhan mendadak negara sepert
bencana nasional. (Neuwmak schagaimana dikutip oleh Nurmaptu, 19935,
po1).

Terkait dengan teori dan kefenftuan mengenal sussel  policy,
keberhusilan pelaksansan sumser policy di Indonesia dapat dilihat dari
beberapa indikator. Pertama penerimaan dari sunses policy, Kedus, jumlah
wajib pajak yang memanfaatkan sumsef policy; Ketiga, penambshan jumiah
waith pajak baru,
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Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penelitian dimulai dari adanya reformasi
perpajakan khususnya reformasi perundang-undangan perpajakan. Reformasi
perundang-undangan perpajakan salah satunya menghasilkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Di dalam undang-undang tersebut terdapat satu pasal baru, yaitu Pasal 35 dan
35A yang mewajibkan pihak ketiga untuk memberikan data kepada Direktorat
Jenderal Pajak. Dengan data tersebut Direktorat Jenderal Pajak dapat
mengetahui kesalahan wajib pajak dimasa lalu. Dalam rangka menghindari
pengenaan sanksi atas kewajiban perpajakan masa lalu dan untuk memulai
keterbukaan pelaksanaan perpajakan di masa mendatang, dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 dibuat satu pasal baru, yaitu Pasal 37A yang
isinya memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang hingga saat ini
belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar (wajib pajak tidak
patuh) untuk menyampaikan atau membetulkan surat pemberitahuan tahunan
pajak penghasilan secara benar, jelas, dan lengkap sehingga dapat berubah
menjadi wajib patuh dengan memberikan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi berupa bunga atau yang lebih dikenal dengan sunset
policy. Berdasarkan UU KUP Pasal 37A berlaku selama satu tahun, yaitu
sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008. Pada
akhir masa berlakunya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tanggal 31 Desember 2008 yang
memperpanjang pelaksanaan sunset policy sampai dengan tanggal 28 Februari
2009. Alasan pemerintah melakukan perpanjangan sumset policy, alasan
penetapan waktu perpanjangan selama dua bulan, dan hasil pelaksanaan

sunset policy akan dianalisa dalam penelitian inj.
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Kerangka Pemikiran Penelitian

Reformasi Perpajakan Self Asessment
LU No 28 Tahan 2007
KUF

w

Pasal 35 dan 354 U KUP
Kewaijiban Pihak Ke-3
Memberikan Data

k.4

40

Pasal 37A UU KUR WP WP
Pengurangan/Penghapusan Sanksi Tidak Patuh Patuh
Administrasi Berupa Bunga
Sunset Policy

»

L 4

Perpaniangan Sunset Policy
.4 28 Februari 2009

H
H

¥

e Hvaluasi Dasar Pemikiran
Pemerintah Melakukan
Perpanjangan  Sunset Policy dan
evaluast Jangka Wakin
Perpanjangan Sunsef Policy

# Bvaluast Hasil Pelaksansan Sunset
Policy

Sumber: Hasil olahan dari UU KUP dan beberapa literatur
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3.1.

BAB 3
METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah
penelitian kualitatif. Asumsi desain kualitalif menurut Merriam sebagaimana
dikutip oleh Creswell (2003, p. 140}

“Pertama; peneliti kualiatif Jebih menekankan perhatisn peda
proses, bukannva hasil atau produk. Kedua; peneliti tertarik pada
makna, Ketiga; peneliti kualifatif merupakan instramen pokok untuk
pengumpulan dan analisa data. Keempat; peneliti  kualitatif
melibatkan kerja lapangan, peneliti secara fisik berhubungan dengan
orang, latar, lokasi, atau institusi untuk mengamati atau mencatat
perilaku dalam latr alanahnya. Kelima; peneliti koalitatif bersifat
deskriptif dalam ardi penelifi tertarik pada proses, makna, dan
pemahaman yang didapat melalud kata atau gambar. Keenam; proses
penelitian kualitatif bersifat indukeif, dimana peneliti membangun
abstraksi, konsep, hipotesa dan teori”.,

Penelitian  in] dilakukan wuntuk memperoleh gambaran mendalam
mengenal obiek penelitian, yaitu kebijakan perpanjangan suasel policy. Dalam
penelitian ini dilakukan wawancara secara mendalamt dengan orang-orang
betkompeten vaog ferlibat langsung pada saat pernbuatan dan pengesaban
kebijakan tersebut, yaitu pthak Direktorat Jenderal Pajak dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi Kevangan, Perencanaan
Pembangunan Nasional, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
{Komisi XI}. Disamping itu juga dilakukan wawancara mendalam dengan pihak
akademisi untuk mengetahui pendapat mereka mengenal kebijakan pemerintah
tersebut, Hasil wawancara dan studi kepustakaan dianalisis sehingga dapat
menjawab pertanyaan penelitian. Alasan ini menyebabkan pendekatan kualitatif

dipilih dalam penelitian ini.
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3.2, Jenis Penelitian

Jenis penclitian yang digunakan adalah penelitian deskeiptf, Pemilihan
jenis i didasarkan atas pertimbangan bzhwa dalam pepelitian ini akan
divraikan mengenai kebijakan sunset policy dan pendapat para ahli berkenaan
dengan  kebijekan perpanjangan smunse! policy. Penelitt ini tidak hanya
menggambarkan atau menjelaskan mengenai data vang diperoieh tetapi juga
akan menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut. Hal ind ssialan dengan
pendapat Surakhmad mengenal penelitian deskriptif sebagaimana dikutip dart
disertasi Rahayu (2008)

“suatu  penelitian  yang berussha menggambarkan atau
menjelaskan secenmat mungkin mengenai suatu hal dari data yang
ada, Penelitian deskriptif im tidak terbatas pada pengumpulan dan
penyusunan data, tetapt meliputi analisis dan interpretasi tentang
arti data ity, menjadi suatu wacana dan konklusi dalam berfikir
logis, praktif dan teoritis”. :

3.3 Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutubkan dalam penelitian
mi digunakan beberapa teknik dan alat penpumpulan data sebagai berikut

33.1  Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca sejumlab
buku, literator, jurnal, karya ilmish dan sebagainya untuk mendapatkan
kerangka teon yang meniadi landasen dalam penelitian in, Séiaizz it
juga mempelajar] ketentwan-ketentuan perpajakan vang terkait dengan
objek penelitisn uniuk memahami konteks permasa[a‘;lhan secara
mendalam.
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3.32 Sudi Lapangan
Stedi  lapangan dilakukan dengan  melakukan  wawancara
mendalam (dengan menggunakan pedoman wawanoara) kepada para kay
informan, yaitu orang-orang yang Kkompeten vang memazhami

permasalahan terkait dengan perpanjangan sunsef policy,

Hipotesis Kerja

Menurut Irawan (2007, p.41) hipotesis adalah dugaan (jawaban)
sementara peneliti terhadap pertartyaan penelitiannya sendiri. Dalam penelitian
kualitatif, hipotesis tidek diuji, tetapi diusulkan sebagai satu pandusn dalam
proses analisis data. Dalam penelitian kuelitatif, hipotesis terus menerus
disesuatkan dengan data di lapangan.

Dalam penelitisn iol hipotesis atau dugaan sementara yang digunakan
adalah sebagai berikul Pertama, dasar pemikiran pemeriniah melakukan
perpanjangan sunss! policy adaleh desaken masyarakat agar pemerintah
memperpanjang pelaksanaan  sumser policy. Kedua, alasan  pemberian
perpanjangan suzset pelicy bhagi wajib pajak fama dirnaksudkan agar wajib
pajak memiliki wektu yang cukup untuk mengumpulkan dokamen dalam
rangka sunsef. Pemberian jangka waktu pelaksanaan swnset policy lebih lama
bagi wajib pajak baru dibandingkan wajib pajak lama dimaksudkan untuk
memberikan kesernpatan kepadz wajib pajak baru untuk lebih mengetahui dan
memahami  kewajiban  perpajakan. Ketiga, perpaniangan sunset policy
merupakan hal yang ditunggu oleh masvarakat sehingpge skan banyak

masyarakat ikut memanfaatkan momentum perpanjangan sunset policy.

Nara Sumber/ Informan

Pada penelitian ini wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran
yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti, yaitu perpanjangan surnses
policy. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara

kepada para nara sumber atau informan yang berkompeten yang memahami
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permasalahan perpanjangan sunsef policy. Wawancara mendalam  dilakukan
dengan beherapa pihak terkait, vakni pihak Direktorat Jenderal Pajak, Dewean
Perwakilan Rakyat, dan akadermnisi perpajakan.

Kelompok informan pertama adalah pihak Diektorat Jenderal Pajak
selaku perumus kebijakan vang membuat kebijakan perpaniangan swnses poficy.
Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Drs. Riza Noor Karim, MBA, Ak
selaku nara sumber pada thm swunser peficy 2008 dan Drs. Kismantore Petius,
M.B.A selaku seketaris pada tim sunset policy 2008, Wawancara dengan
informan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai latar
belakang dikeluvarkannya kebijakan perpanjangan swnsef policy dan penetapan
Jjangka waktu pelaksanaan sunset policy.

Kelompok informan kedua adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dax
Komisi X1 selaku pihak vang mengesahkan Perpu No 5 Tahun 2008 tanggal 31
Desember 2008 Tentang Perubshan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuas Umam dan Tate Cara Perpajskan, yang
didalamnya wmemuat ketentuan perpanjangan  dan penghapusan  sanksi
administrasi menjadi paling lambat tanggal 28 Februar 2009, Dalam hal ini
wawancara gkan dilakukan dengan anggota Komist XI DPR Rl Dr. Ir Dradiat
Hari Wibowo, M.Ee. Pemilihan Dr. Ir Dradjat Hari Wibowo, M.Ec sebagat ey
informarn perdasarkan pertimbangan betiau ierlibat langsung pada persetujuan
kebijakan perpanjangan sunset policy. Wawancara dengan informan tersebut
dimaksudkan untuk mengetahui pendapat anggota dewan terhadap kebijakan
perpanjangan sunset policy tersebut.

Kelompok informan ketiga adalah pibak akademisi. Wawancara dengan
pihak akademist dilakukan dengan Prof Dr. Gunadi das REddy Mangkuprawira,
S.H. Pemilihan skademisi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa
mercka memsham kebijakan perpajekan terkait dengan perpanjangan sumse!
policy. Wawancara dengan informan fersebut dimaksudkan untuk memperoleh

informasi mengenai efektifitas kebijakan perpanjangan sunsef policy |
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3.6 Proses Penelitian
Menurut Irawan (2007, p.17) beberapa hal yang perlu diketahui tentang
proses penelitian kualitatif, adalah:

“Pertama, penelitian kualitatif berproses secara induktif; Kedua,
penelitian kualitatif mempunyai lima fase, yaitu penentuan fokus,
pengembangan kerangka teori, penentuan metodologi, analisis
temuan, dan pengambilan kesimpulan; Ketiga, lima fase di atas tidak
selalu diskrit (jelas batas-batasnya antara satu fase dengan fase
lainnya) tetapi cenderung bersifat “continous™ dan sering kali terjadi
overlapping (tumpang tindih) dan pengulangan-pengulaigan;
Keempat, kesimpulan penelitian kualitatif tidak berbentuk suatu
keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis, Kesimpulan
penelitian kualitatif tercapai pada saat peneliti mengalami kejenuhan
data di mana data yang baru tidak lagi merubah profil temuan yang
paling akhir; Kelima, kesimpulan penelitian kuoalitatif bersifat
kontekstual. Generalisasi kesimpulan dilakukan tidak dengan cara
meng”infer” temuan dalam sampel ke dalam populasi, tetapi dengan
mencari kesamaan-kesamaan dari penelitian-penelitian sejenis”.

Menurut Irawan (2007, p.10), peneliti kualitatif berfikir secara induktif. Ia
tidak memulai penelitiannya dengan mengajukan hipotesis dan kemudian
menguji kebenarannya (berfikir deduktif). Penelitt kualitatif bergerak dari
bawah. Dia mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang sesuatu. dan dari
data itu ia mencari pola-pola, hukum prinsip-prinsip, dan akhirnya ia menarik
kesimpulan dari analisisnya itu.

Pada penelitian ini data dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara.
Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang kompeten dengan kebijakan
perpanjangan sunsef policy untuk memperoleh data sebanyak mungkin.
Berdasarkan data tersebut dicari pola sehingga akhirnya dapat ditarik

kesimpulan dari permasalahan yang ada.
3.7 Penentuan Lokasi dan Objek Penelitian
Penelitian kepustakaan dilakukan di perpustakaan dan lokasi-lokasi

lai;mya seperti di toko buku atau di rumah untuk beberapa buku, artikel,

peraturan perpajakan, dan melalui penelusuran internet. Wawancara dilakukan
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di tempat masing-masing nparasumber atau informan bekerja, Pertams,
Wawancara dengan Bapak Drs. Riza Noor Karim, MBA, Ak dilakukan d
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar jalan Medan
Maerdeka Timur 16, Jakarta Pusat sedangkan wawancarz dengan Bapak Drs.
Kismantore Petrus, M.B.A dilakukan di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen
Perpajakan jalan Budhi [ No. 1 Kebon Jervk, Jakara Barat 11530. Kedua;
wawancara dengen Dr. It Dradjat Hari Wibowo, M.Ec sebagai pthak vang
mengesahkan kebijakan perpanjangan sunsed policy dilaskukan di Gedung
Nusantara DPR/MPR RI jalan Gatet Subrofo Jakarta. Ketiga;, wawancara
dengan Prof DR QGunadi di jalan Ir. H Juanda No 36 Jakarta 10120 sedangkan
wawancara dengan Eddy Mangkuprawira, S.H dilakukan di Departemen
Keuangan Gedung D Lantal M jalan DR. Wahidin nomor 1 Jakarta Pusat
10714,
Objek penelitian berupa pendapat lisan dari pihak-pihak terkait (nforman).
Balarn hal 1ol dilakekan pengumpulan informasi melall wawancara dengan

menggunakan pedoman wawancara.

3.8 Batasan Pepelifian

Agar penehitian ini dapat lebih terfokus dan terarah, perlu dibuat
pembatasan-pembatasan penelitian. Perfama; penelitian ini hanya terbatas pada
kebijakan perpanjangan sunset policy dan kedua; penelitian ini terbatas pada
periode berlakunya kebijakan perpanjangan sunset policy yaitu periode tanggal
1 Janwari 2009 sampai dengan 28 Februari 2009, bagi wajib pajak vang telah
terdaftar sebelum tahun 2008, dan periede 1 Januari 2009 sampai dengan 31
Maret 2009, bapi wajib pajak orang pribadi yang baru terdaftar di tahun 2008

sampai dengan 28 Februari 2009,
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3.9 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dari penelitian ini, antara lain: Pertama, keterbatasan waktu
dan tenaga yang dimiliki sehingga penclitian hanya dilakukan dengan
mengumpulken informasi dari beberapa perwakilan pihak-pihak yang terkait
atau mengerti dengan masalah perpanjangan sunse? policy. Kedua, penelitian ini
juga terbatas pada pendapat-pendapat dan informasi yang diperoleh darl para
narasuraber atsu infroman serta data yang diperpleh dari Direktorat Jenderal
Paiak.
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BAB 4
GAMBARAN UMUM SUNSET POLICY DI INDONESIA DAN
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1, Gambaran Umunm Sanset Policy di ladonesia

Dalasn penulisan ini, gambaran wmum sunser policy di Indonesia dibagi dalam
dua periode, yaitu pedode sebelum diberlakukannya kebijakan perpanjangan sunset
policy, yaitu periode 1 Jamuari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dan periode
seielah diberlakekannyas kebijakan perpanjangan sumsel policy, vaitu periode |
Januari 2009 sampai dengan 31 Maret 2009,

4.1.1. Periode Sebelum Diberlakukannya Kebijakan Perpanjangan Sunser Policy
Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelum
diberiakukannya kebijakan perpanjangan sunset policy, yaitu periode 1 Januari
2008 sampai dengan 31  Desember 2008, gambaran umum  mengenai
pelaksanaan sunsef policy adalah sebagai berikut:

4.1.1.1. Pihak yang dapat Memanfaatkan Sunset Policy

Berdasarkan Pasal 374 UU KUP disebutkan bahwa pihak-pihak
vang dapat memanfaatkan sunset paiii;:y adalah pertama, wajib pajak vang
menyampaikan  pembetfulan  suret  pemberifahuan tahunan  pajak
penghasilan sebelum tabum pajek 2007 yang mengakibatkan pajak yang
masih harus dibayar renjadi lebth besar dan lakukan paling lama dalam
jangka waktu 1 {satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini
{(selanjutnya disebut wajib pajak lama). Kedua, wajib pajak orang pribadi
yang secara sukarela mendafiarkan diri untuk memperoleh nomor pokok
walib pajak paling lama 1 (satu} tabun setelah berlakunya Undang-Undang
ini (selanjutnya disebut wailb pajak baru). Agar depat menikmati fasilitas
sunset policy, terdapat beberapa syarat yvang harus dipenuhi baik oleh

wajib pajak lama maunpun wajib pajak bar.
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4.1.1.2 Persyaratan Wajib Pajak lama

Berdasarkan  Pasal 7 Peraturan  Menteri Keuangen Nomor
66/PMK.03/2008 tanggal 2 April 2008 tentang Tata Cara Penyampatan
atau Pembetulan Surat Pemberitahvan dan Persyaratan Wajib Pajak yang
Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka
Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa
Kali Diubab Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tshun 2007
(selanjutnya disebut PMEK-66/2008) disebutkan bahwa yang termasuk
dalan: wajib pajak lama adalsh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak
badan yang memenuhi persysratan sebagai berikut: Perfama, telah
memiliki nomor pokok wajib pajak sebelum tanggal 1 Janusr 2008,
Kedun, terhadap surat pemberitghuan tahunan pajak penghasilan yang
dibetulkan belum diterbitkan surat ketetapan pajak, Ketiga, terhadap surat
pemberitahuan  tahunan pajak  penghasilan yang  dibetulkan belum
dilakukan pemeriksaan atan dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan,
pemeriksa  pajak  belum menyampaiken surat pemberitahuan  hasil
pemeriksaan, Keempat, telah dilakukan pemeriksaan buktl permulaan,
tetapi pemeriksaan bukti permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan
tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan
tentang tindak pidana di bidang perpajakan. Kelima, tidak sedang
dilakukan pemeriksasn bukti permulaan, penyidikan, penuntutan, atau
pemenksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan.
Keenam, menyampaikan surat pemberitahuan tshunan tahun psjak 2006
dan secbelumnya paling lambat tangeal 31 Desember 2008; Ketujuh,
melunast seluruh pajak yang kurang dibayar vang timbul sebagai akibat
dari penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan
sebagaimans  dimaksud dalam  persyaratan  ketiga, scbelum  surat

pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan.
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Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
27/PJ2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Tata Cara Penyampaian,
Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan
dengan Penyampaian Surat Pemberitahvan Tahunan Pajak Penghasilan
Waiib Pajak Orang Pribads untuk Tahun Pajak 2007 dan Schelumnya, dan
Schubungan dengan Pembefulen Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Waiib Pajak Badan votk
Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007 (selanjutnya dissbut Per Diren-
27/2008), persyaratan keenam dan kefujuh PME-66/2008 lebih diperiegas
hahwa sural pemberitahuan yang disampaikan merupakan pembetulan

surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan.

4.1.1.3. Persyaratan Wajiby Pajak Baro

Berdasarkan Pasal 3 PMK-66/2008, wajib pajak yang termasuk
dalam wajib pajak baru adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi
nersyaratan sehagal berikut: Perfama, secara sukarela mendaftarkan diri
untuk mempercleh nomor pokok wajib pajak dalam tahun 2008, Kedua,
tidak sedsng dilaladdcan pemenksaan bukfl permulazn, penyidikan,
penuntoten, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang
perpajakan. Ketiga, menyampaikan surat pemberitshuan tghunan tabun
pajak 2007 dan schelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan
subjektil dan objekiif paling lambat tanggal 31 Maret 2009, Keempat,
melunasi seluroh pajak vang lurang dibayar vang timbul sehagai akibat
dari penyampaien surat pemberitahuan  tahunan pajak  penghasilen
scbagaimana dimaksud  pada persyaratan ketiga  sebelum  surat
pemberitaluan tahunan pajak penghasiian disampaikan. Berdasarkan Pasal
3 Per Dirjen-27/2008, persyaratan ketiga dan keempat di atas dipertegas
bahwa surat pemberitahuan yang disampaikan adalah surat pemberitahuan

tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.
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Apabila persyaratan baik bagi wajib pajak lama maupun wajib pajak
baru telah terpenuhi maka wajib pajak tersebut dapat menikmati fasilitas
sunset policy. Berikut ini adalah fasilitas sumset policy yang dapat

dinikmati oleh wajib pajak lama maupun wajib pajak baru.

4.1.1.4. Fasilitas Sunset Policy

Berdasarkan Pasal 37A UU KUP, wajib pajak lama dapat diberikan
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas
keterlambatan  pelunasan  kekurangan pembayaran pajak yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan berdasarkan PMK.
Sedangkan berdasarkan Pasal 37A UU KUP, bapgi wajib pajak baru
diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau
kurang dibayar untuk tahun pajak sebelum diperoleh nomor pokok wajib
pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data atau
keterangan yang menyatakan bahwa surat pemberitahuan yang
disampaikan wajib pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2007 Tanggal 28 Desember 2007 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir
Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 {selanjutnya disebut PP-
80/2007, Pasal 1 PMK-66/2008 dan Pasal 1 Per Dirjen-27/2008, bagi
wajib pajak lama yang melaksanakan sunset policy diberikan penghapusan
sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan
kekurangan pembayaran pajak. Di samping itu berdasarkan Pasal 9 PMK-
66/2008 diberikan fasilitas lain kepada wajib pajak lama, yaitu terhadap
pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang telah
disampaikan tidak akan dilakukan pemeriksaan kecuali terdapat data atau
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keterangan yang menyatakan bahwa pembetulan surat pemberitabuan
tahunan pajek penghasilan tersebut tidak benar,

Dengan demikian dapat disimpulkan babwa PP-80/2007, PMK-
06/2008 dan Per Dirjen-27/2008 tidak mengatur masalah pengurangan
sankst administrasi berupa bunga bagi wajib pajak lama seperts halnya &
dalam UU KUP. Pada PMK-66/2008 terdapat penambahan fasilitas yang
diberikan kepada wajib paisk lama, yaitu tidak akan dilakukan
pemeriksaan kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan
bahwa pembetulan surat pemberitghuan tahunan PPh terscbut tidak benar.

Berdasarkan Pasal 33 PP-80/2007, Pasal | PMK-66/2008 dan Pasal
1 Per Dirien-27/2008 bagi wajib pajak baru yang memanfaatkan sunse!
policy juga diberikan penghapusan sanksi adminpistrasi berupa bunga
atas pajak yang tidak atau kurang dibayar. Selain ito berdasarkan Pasal 33
PPR-80/2007 dan Pasal 5 PMK-66/2008 terhadap surat pemberitahuan
tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yaog telah
disampaikan oleh wajib pajak baru juga mendapat fasilitas tidak dilakukan
pemeriksaan kecuali terdapat data atau keferangan yang menyatakan
bahwa surat pemberitahvan tshunan pajak penghasilan tersebut tidak
benar atau surat pemberitabuan pajak penghasilan menyatakan lebib bayar

alzu rogl,

4.1.1.5. Lingkop Surat Pemberitehuan Sunset Policy
Termasuk dalem lingkup surat pemberitshuan sunsesr policy baik
bagi walib pajak lama atau wajib paajk baru adalah sebagai berikut:

4.1.1.5.1. Lingkup Surat Pemberitahuan Sunset Policy bagi Wajib Pajak
Lama A

Berdasarkan Pasal 6 PMK-66/2008 termasuk dalam Hogkup

pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajsk penghasilan bagi wajib *

pajak lama meliputi pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak
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penghastlan yang terkait dengan pembayaran: Pajak Penghasilan Pasal
- 29, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan atau Pajak Penghasilan
Pasal 15 sebagaimana dimaksud dalam UU PPh. Pajak Penghasilan
yang termaksud pada Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Fajak
Penghasilan Pasal {5 adalah Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri
dan dilaporkan dalam surat pemberitshuan t2hunan pajak penghasilan.

Terkait dengan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29,
berdasarkan Pasal | ayat {2) Per Digen-27/2008 bagi wajib pajak lama
yang menyampaikan pembetulan surat pemberitabuan shunan waiilb
pajak orang pribadi dan wajib pajak badan sebelum tahun 2007 vang
mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebib besar
diberikan fasilitas sunsef poficy. Di samping ity Pasal 2 ayat (2) Per
Dirjen-27/2008, bagi wajib pajak lama yang sampai dengan tanggal 31
Desember 2008 belum menyampaikan suraf pemberitahuan tahunan
pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007 dan menyampaikan surat
pemberitzhuan fshunan pajak penghasilan tersebut dalam tzhun 2008
diperlakukan sebagai pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak
penghasilan dan memperoleh fasilitas sumser policy. Selain itu,
berdasarkan Pasal 12 Peraturan Direkiur Jendersl Paigk Nomor
30/P3/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Perubahan ates Perubahan
Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PF2008 Tata Cara Penyampalan,
Pengadministrasian, serta Penghapusan  Sanksi  Administrasi
Schubungan dengan Penyampaian Surat Pemberiishuan Tahunan
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahon Pajak 2007
dan Sebelumnya, dan Schubungan dengan Pembetulan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
atas Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak
2007 {(selanjuinya dischut Per Difen-30/2008) bagi wajib pajak lama
vang telsh menyampaikan surat pemberitahuan  tehunan  pajak

penghasilan atan pembetulan surat pemberitahuan tahunan sebelurn
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tahun pajak 2007 setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan 30
Juni 2008 dapat menyampaikan pembetulan surat pemberiiahuan
tahunan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007 dalam rangka
sunset policy satu kali setelah tanggal ditetapkannya Per Dirjen ini
sampal dengan tanggal 31 Desember 2008.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perluasan
terhadap lingkup swraf pemberitahuan sunsef policy bagi wajib pajak
lama wuntuk Pajak Penghasilan Pasal 29 sesuai dengan Per Dirjen-
2772008 dan  Per Dirjen-30/2008) sehingga lingkup supst
pemberitahian yumsef policy bagi waiib pajak lama dapat dirangkum
menjadi sebagei berikut: Pertama, pembetulan surat pemberitahuan
tahunan sebelum tahun pajak 2007, Kedua, Surat pemberitzhuan
tahunan  pajek  penghasilan  sebelum tehun pajak 2007 yang
disampaikan di tshun 2008. Ketiga, Satw kali pembetulan surat
pemberitabuan tahunan pajak penghasilan sebelum tahun 2007 yang
disampaikan setelah tanggal 30 Juni 2008 sampai demgan 3
Desember 2008 dalam hal wajib pajak telsh menyampaikan surat
pemberitahuan tabunan pajak penghasilan afau pembelulan surat
pemberitalivan tabunan sebelum tahun pajak 2007 sctelah tanggal 31
Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008.

4.1.1.5.2. Lingkup Surat Pemberitahwan Sunset Policy bagi Wajib Pajak

Bari _

Sedangkan Hngkup penyampaian surat pemberitabuan fahusan
pajak penghasilan bagi wajib pajak baru sebhagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 PME-66/2008 meliputi penyampaian sural pemberituhuan
tahunan pajak Apengizasiian wajib pajak orang pribadi yang terkail
dengan pembayaran: Pajak Penghasilan Pasal 29, Pajak Penghasilan
Pasal 4 ayat (2} dan atau Pajak Penghasilan Pasal 15 sebagaimana
dimzksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Terkait dengan
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pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Penghasilan
Pasal 15 yang tersebut di atas adalah pajak penghasilan yang dibayar
sendiri dan dilaporkan dalam surat pemberitzhuan tabunan pajak
penghasilan.

Berdasarkan  Surat  Direkter Jenderal Pajask Nomor 8-
439/P1/72008 tanggal 9 Desember 2008 tentang Penegasan Ketantuan
Pelaksanaan Sunser Policy (selanjutnva disebut § DIP-439/2008),
terkait dengan Pasal 2 dan Pasal 6 PMK-66/2008 mengenal lingkup
penyampaian serat pemberitahuan tzhunan pajak penghasilan dalam
rangka sunset policy, ditegaskan bahwa: Pertama, surat pemberitahuan
tahunan pajak penghasilan yang dilampiri dengan salah satu bukti
pembayaran dari jenis Pajak Penghasilan Pasal 29, Pajak Penghasilan
Pasal 4 avat {2) dan/ atau Pajak Penpghasilan Pasal 15 maka surat
pemberitahuan tahunan PPh yang disampaikan tersehbut tesmasuk
dalam kelompuok surat pemberitahuan vang dapaf memperoleh fasilitas
sunsat policy. Redua, apabila surst pemberitahuan fahunan pajak
penghasilan dalam rangks sumsef policy mengalibatkan perhitungan
Patak Penghastian Pasal 26 avet {4) menjadi lebih besar, pembayaran
Pajak Penghastlan Pasal 28 ayat (4) juga harus dilampirkan dan tidak
termasuk dalam lingkup pajak penghasilan yang memperolely fasilitas
sunset policy, serta atas keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan
Pasal 26 ayat (4) tetap dikenai saoksi administrasi berupa bunga sesuai
dengan Pasal 9 Undang-Undang KUP dengan menerbitkan surat
fagihan pajak. Ketiga, apabila wajib pajak menyampaikan surat
pemberitahuan  pajak  penghssilan dalam  rangka Szzm;e: policy,
keterlambatan atas penyampaian surat pemberifahuan tersebut tetap
dikenai sankst administrast berupa denda sesuai dengan Pasal 7
Undang-Undang KUP dengan menerbitkan surat tagihan pajak
Keempat, Kantor Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi
admimstrasi yang ditagih dengan menerbitkan surat fagihan pajak
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terscbut pada point kedua dan ketiga, harus mengusuikan penghapusan
satksi secara jabatan kepada Kepala Kantor Wilaysh atasaonya.
Kelima, Kantor Wilayah yang menerima usul penghapusan sanksi
segura menerbitkan surat keputusan pesghapusan sanksi administrasi
atas surat tagihan pajak yang terkait dengan sanksi adminisirast pada

point kedua dan ketiga,

4.1.1.6. Tata Cara Melakukan Sunset Policy
Dalam rangka memanfaatkan sunsef policy terdapat tata cara yang

harus dilakukan baik untuk wajib pajak lama maupun wajib pajak bart.

4.1.1.6.1. Tata Cara Melakukan Sunset Policy bagi wajib pajak lama

Berdasarkan Pasal § Per Diren-27/2008, dalam melakukan
sunsel policy terdapat tata cara yang harus dilakukan oleh wajib pajak
lama, yaitu: Perlama, menggunakan formulir surat pemberitahuan
tahunan pajak penghasilan untuk tzhun pajak yang bersangkutan dan
menuliskanPembetulan berdasarkan Pasal 37A UU KUP” atau "SPT
berdasarkan Pasal 37A UU KUP” & bagian atas tengsh suret
pemberitahnan induk dan setiap lamipirannya. Kedua, kekurangan
bayar dalam surat pemberitahuan tahunan pajal penghasilan harus
ditumasi dengan menggunakan surat setoran pajak sebelum surat
pemberitahuan (ahunan tersebut disampaikan, Ketiga, melampirkan
surat setoran pajak lembar ketiga atas pelunasan pajak yang terutang,
Keempat, surat pemberitahuan tahunan tersebot disampaikan ke kantor

pelayanan pajak tempat wajib pajak terdafiar.
4.1.1.8.2. Tata Cara Melakukan Sunset Policy bagi Wajib Pajak Bare
Berdasarkan Pasal 4 Per Dirjen-27/2008, tata cara yang harus
dilakukan oleh wajib pajak baru dalam melakokan sunsei policy
adalal Pertama, menggunakan form sural pemberitabuan fahunan
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pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak yang
bersangkutan dan menulis "SPT berdasarkan Pasal 37A UU KUP” di
bagian atas tengah surat pemberitahuan induk dan setiap lampirannya.
Kedua, kekurangan bayar dalam surat pemberitahuan tahunan pajak
penghasilan harus dilunasi dengan menggunakan surat seloran pajak.
Ketiga, melampirkan surat setoran pajak lembar ketiga atas pelunasan
pajak yang terutang. Keempat, surat pemberitahuan tahunan tersebut

disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar.

4.1.1.7. Data atau Informasi Berdasarkan Sunset Policy

Terkait dengan pelaksanaan sunset policy, wajib pajak diberikan
kepercayaan penuh untuk mengungkapkan selurth penghasilan
termasuk harta dan kewajiban dalam surat pemberitahuan tahunan pajak
penghasilan wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi.
Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 8 PMK-66/2008 yang dipertegas dengan
Pasal 9 Per Dirjen-27/2008, disebutkan bahwa data dan/ atau informasi
yang tercanfum dalam surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang
pribadi bagi wajib pajak baru atau data dan/ atau informasi yang
tercantum dalam pembetulan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak
orang pribadi atau wajib pajak badan bagi wajib pajak lama tidak dapat
digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas
pajak lainnya.

4.1.1.8. Pelaksanaan Pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak Membetulkan Surat
Pemberitahuan Tahunan dalam Rangka Sunset Policy

Dalam hal wajib pajak yang memanfaatkan sunset policy sedang

dalam proses pemeriksaaan, berdasarkan Pasal 7 PMK-66/2008 berlaku

ketentuan sebagai berikut: Pertama, dalam hal wajib pajak méﬁlbetulkan

surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang sedang dilakukan

pemeriksaan namun pemeriksa belum — menyampaikan  surat
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pemberitahuan hasil pemertksaan vang juge meliputi jenis pajak lainnya,
berlaku ketentuan babwa pemeriksaon tersebut dihentikan kecuali nntuk
pemeriksaan terthadap surat pemberitshuan atas pajak lainnya vang
menvatakan lebih bayar, atau pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan
berdasarkan pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak. Kedua, dalam hal
wajib  paiak membetutkan  surat pemberitahuan  tehunan  pajak
penghasilan yang tidek sedang dilakuken pemeriksaan, namun atas surat
pemberitahuan jenis pajsk lainnya untuk periode yang sama sedang
dilakukan pemeriksaan, perneriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk
pemeriksaan terhadsp surat pemberitahuan atas pajak lsinnya yang
menyatakan lebih bayar atay pemesiksasn tersebut tetap dilanjutkan
berdasarkan pertimbangan Direktor Jenderal Pajak. Ketiga, dalam hai
surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang dibetulkan
menyatakan lebih bayar, pembetulan surat pernberitahuan tahunan pajak
penghasilan  dianggap  sebagal  pencabutan  atas  permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam surat
pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang dibetulkan.

Berdasarkan § DIP-439/2008, vang dapat digolongkan dalam surat
pemberitabiian  yang  menyatakan lebih  bayar: ?ertazz;ia, surat
pemberitalivan yang menyatakan pajak masukan yang dapat dikreditkan
febih besar daripada pajak kelvaran (lebih bayar) dan wajib pajsk
mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
{restitusi). Kedua, surat pemberitabuan yang menyatakan pajzk masukan
vang dapat drkreditkan lebih besar daripada pajak keluaran {lebih bayar)
dan wajib pajsk mengkompensasikan ke masa pajak berikutnya, serta
akibat kompensasi tersebut wajib pajak sedang diperiksa karena
mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
{restitusi) pada masa pajak lain (berikutnya).

Berdasarkan Pasal & SE-30/2008, terdapat beberapa hal yang

menjadi pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak bahwa pemeriksaan
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kepada wajib pajak tetap harus dilaksanakan meskipun wajib pajak
melakukan pembetulan surat pemberitahuan tahunan dalam rangka
sunset policy adalah: Pertama, pajak yang terutang berdasarkan
pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak
orang pribadi atau badan lebih rendah daripada pajak yang terutang
berdasarkan temuan sementara pemeriksaan yang didukung dengan
bukti yang cukup (bukan hasil analisis} dan disetujui oleh atas Kepala
Unit Pelaksana Pemeriksaan, atau; Kedua, terdapat indikasi tindak
pidana dibidang perpajakan. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal
Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Tata Cara
Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penerimaan dan Pengolahan SPT
Tahunan PPh, Penghapusan Sanksi Administrasi, Penghentian
Pemeriksaan, dan Pengadministrasian Laporan Terkait dengan
Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketenttan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (selanjutnya disebut SE-33/2008), indikasi tindak
pidana di bidang perpajakan meliputi: Pertama, wajib pajak menolak
untuk dilakukan pemeriksaan. Kedua, menyalahgunakan atau
menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan
pengusaha kena pajak. Ketiga, wajib pajak tidak menyelenggarakan
pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlih;atkan atau
tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain. Keempat, wajib
pajak tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil
pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau
diselenggarakan secara program aplikasi on-line di  Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat {11) UU KUP. Kelima,
wajib pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
Keenam, wajib pajak menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak,
bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/ atau bukti

setoran pajak yang lidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau.
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Ketujuh, wajib pajak menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukubkan
sebagai pengusaha kena pajak.

4,1.1.9. Jangka Waktu Pelaksanaan Sunset Policy

Berdasarkan Pasal 37A UU KUP sebagaimana telah dijelaskan di
atas, bagi wajib pajak lama sunsef policy dilakukan paling lama dalam
jangka waktu satu tahun setelah berlakunya UU ini, yaitu sejak tanggal 1
Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008. Sedangkan bagi wajib
pajak baru, sesuai Pasal 37A UU KUP jangka waktu mendaftarkan diri
untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak adalah paling lama satu
tahun setelah berfakunya UU imi atau sejak tanggal | Januari 2008
sampai dengan 31 Desember 2008.

Berdasarkan Pasal 33 PP-80/2007 dan Pasal 3 huruf a PMK-
66/2008, ditegaskan bahwa bagi wajib pajak baru sunser policy dapat
dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret 2009. Dengan demikian PP-
80/2007 dan PMK-66/2008 memperjelas Pasal 37A UU KUP atas

pelaksanaan sunset policy bagi wajib pajak baru.

4.1.2. Periode Setelah Diberlakukannya Kebijakan Perpanjangan Sunset Policy

Pada tanggal 31 Desember 2008, pemerintah memperpanjang
pelaksanaan swunsef policy dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor S Tahun 2008 (selanjutnya disebut Perpu
No.5/2008) yang menyatakan bahwa wajib pajak yang menyampaikan
pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum tahun
pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi
lebih besar dan dilakukan paling lambat tanggal 28 Februari 2009 dapat
diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga
atas keterlambatan pelunasan kekwangan pembayaran pajak yang

ketentuannya diatwr dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
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Dengan adanya Perpu No 53/2008 terdapat perubahan ketentuan pelaksanan
sunset policy menjadi adalah sebagai berikut:

4.1.2.1. Pihak vang dapat Memanfaatkan Swrser Policy

Berdasarkan Perpu Noe 572008 disebutkan bahwa pihak-pihak yang
dapat memanfaatkan swaser policy adalah pertama, wajib pajak yang
menyampaikan  pembetulan  surat  pernberitahuan  tahunan  pajak
penghasilan sebelum tahua pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang
masih harus dibayar menjadi lebih besar dan lakukan paling lambat
tanggal 28 Februari 2009 (selanjutnya disebut wajib pajak lama setelah
perpu). Kedua, wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela
mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak sampai
dengan bulan Februari 2009 (selanjutnya disebut wajib pajak baru setelah
perpu). Ketentuan mengenal wajib pajak baru setelah perpu ditegaskan
dalam Swat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-11/PJ2009 tanggal 23
Januari 2009 tentang Penegasan Mengenai Wajib Pajak yang Memperoleh
Nomor Pokok Wajib Pajak datam Bulan Januari dan Februari 2009 yang
menyatakan bahwa terhadap wajib pajak orang pribadi yang memperoich
nomor pokok wazjily pajak delam bulan Januvari dan Februast 2009
diperiskukan sama dengan wajib pajak orang pribadi vang mendaflarkan
diri secars sukarela dalam tahun 2008 sehingga wajib pajak orang pribadi
tersebut dapat memanfaatkan sunset policy dengan menyampaikan surat
pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2007 den tghun-
tahun sebelumnya paling lambat tanggal 31 Maret 2009,

4.1.2.2. Persyaratan Wajib Pajak Lama setelah Perpu
Penerbitan Perpu No 572008 menyebabkan persyaratan mengenal
wajib pajak lama juga mengalami perubahan sebagaimana dimaksud
éaia;‘zz Pasal 7  Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-
12/PME.03/200% tanggal 2 Februan 2009 tentang Perubshan atas PMK-
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66/PMEK.3/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan 5PT,
dan Persyaratan Wajib Pajak vang depat Diberikan Penghapusan Danksi
Adminisirasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37A UU No.6 Tahun 1983
Tentang KUP Sebagaimans telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan
t3U No. 28 Tahun 2007 {sclanjutaya disebut PMK-12/2009} dan Pasal 5
Peraturan Direktur Jenderal Pajek Nomor: PER-13/PI2009 tanggal 23
Februarn 2009 tentang Perubabian Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor 27/PJ/2008 Tentang Tata Carz Penyampaian,
Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehumbungan
dengan Penyampaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnys, dan
Sehubungan dengan Pembetulan Surat Pemberitabuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Palak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan untok
Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007 (selanjutnya dissbut Per Dirjen
No 13/2009), dimana dalam persvaratan keenam, jangks wakin
penyampatan surat pemberitabuan tahunen pajak penghasilan talun pajak
2606 danf atau tahun pajak schelumnya berubah menjadi paling lambat
tanggal 28 Februart 2000,

4.1.2.3. Lingkup Surat Pemberitahvan Sunser Policy bagi Wajib Pajak Lama
Setelah dikeluarkan Perpu
Terkait dengan adanya perubahan jangka waktu pelaksanaan sunset
policy, lingkup surat pemberitabuan sunses policy bagl wajib pajak lama
mengalami perobahan dimana sesvai dengan Per Dirien No 1372008
Pembetulap surst pemberiishuan tahunan  pajek penghasilan  yang
diberikan  penghapusan  sanksi  administrasi  berupa bunga  ates
keterlambatan  pelunasan  kekurangan pembayaran  pajak  adalgh
pembetulan surat pemberitshuan  tahunan  pajak penghagilan  yang
disampaikan pertama kali dalam jangka waktn sejak tanggal 1 Januarl
2008 sampai dengan tanggal 28 Februari 2009. Di samping itu Pasal 2
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ayat (2) Per Dirjen-13/2009, bagi wajib pajak lama yang sampal dengan
tanggal 31 Desember 2008 belum menyampaikan surat pemberitabuan
tahunan pajak penghasilan sebelum ahun pajak 2007 dan menyampaikan
surat pomberitabuan tabiunan pajak penghasilan tersebut setelah tanggal 31
Desember 2008 sarapal dengan tanggal 28 Februard 2009 diperiakukan
scbagal pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak peoghasilan
sebelum tahun 2007 dan memperoleh fasilitas sunsef poficy. Selamn ilu
berdasarkan Pasal 12 avat {2} Per Diden No 13/2009, bagi waiib paigk
lama vang telah menyampaikan surat pemberifzhuan tahunan pajak
penghasilan atau pembetulan surat pemberitahuan tahunan sebelum tahun
pajak 2007 setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan 30 Juni
2008 dapat menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan tzhunan pajak
penghasiian sebelum tahun pajak 2007 dalam rangka sumset policy satu
kali setelah tanggal 30 Juni 2008 sampai dengan tanggal 28 Februari 2009,

4.1.2.4. Lingkup Surat Pemberitahuan Sunset Policy bagi Wajib Pajak Baru
Setelah dikeluarkan Perpu

Berdasarkan Per Dirjen No 13/2009, bagi wajib pajak orang pribadi
yang memperoleh nomor pokok wajib pajak secara sukarela dalam tahun
008 dan telsh menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak
penghasilan fahun pajak 2007 dan sebelumnya setelah tanggal 31
Desember 2007 saropal dengan taaggal 30 Juni 2008 dapat meayampaikan
permbetulan sural pemberitabuan tahunao pajak penghasilan tahun pajsk
2007 dan sebelumnya dalam mangka sunsef policy satu kali setelah tanggal

30 Juni 2008 sampai dengan tanggal 28 Februari 2009,

Universitas Indonesia

Tinjauan Atas..., Dewi Kusumaningfum, FISIP Ul, 2009



64

4.1.3. Contoh Pelaksanaan Sunser Policy

Berikut ini adalah contoh pelaksanaan sunset policy sebagaimana

tercantum dalam SE-34/2008:

Contoh 1:

Penyampaian/pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak

penghasilan yang tidak sedang diperiksa

a. Wajib Pajak Lama

a.l

a.z2

Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak
penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2006 pada tanggal 6
Maret 2007 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp
200.000.000,- dan membetulkan surat pemberitahuan tahunan
pajak penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 20006 pada
tanggal 5 Agustus 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar
sebesar Rp 300.000.000,-. Berdasarkan ketentuan sunset policy,
pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib
pajak badan tahun pajak 2006 yang disampaikan pada tanggal 5
Apgustus 2008 mendapat fasilitas sunset policy.

Wajib Pajak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak
penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2006 pada tanggal 10
Maret 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp
100.000.000,-. Pada tanggal 5 Mei 2008 wajib pajak membetulkan
surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan
tahun pajak 2006 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar
sebesar Rp 200.000.000,- dan pada tanggal 5 Agustus 2008 wajib
pajak membetulkan lagi surat pemberitahuan tahunan pajak
penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2006 dengan jumlah
Pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 300.000.000,-. Berdasarkan
ketentuan sunset policy, surat pemberitahuan tahunan pajak

penghasilan wajib pajak badan yang disampaikan pada tanggal 10
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Maret 2008 mendapat fazililas sunsef policy, Begitu juga dengan
pembetulan surat pemberitahuan tahunan pada tanggal 5 Mei 2008
dan 3 Agustus 2008 mendapat fasilitas sunset policy.

Wajib Pajak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak
penghasilan wajib pajak badan tabhun pajak 20606 pada tanggal 9
Juli 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp
0.000.000,- dan membetulkan sural pemberitahuan ighunan
pajak penghasilan wajib pajak badan tshun paiak 2006 pada
tanggal 20 Agustus 2008 dengan jumlah pajak yang kurang
dibayar sebesar Rp 200.000.000,-. Berdasarkan keterntuan sunsef
policy, surat pemberitabuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak
badan tahun pajak 2006 yang disampaikan pada tanggal 9 Juli
2008 mendapatian fasilitas sunser policy. Sedangkan pembetulan
surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan
tahun pajak 2006 yanp disampaikan pada tanggal 20 Agustus 2008
tidak mendapatkan fasilitas sunset policy.

Wajib Pajak menyampaikan surat pemberitahuan fahunan pajak
penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2006 pada
tanggal 7 Maret 2007 dengen jumlah pajak vang kurang dibayar
sebesar Rp 100.600.000,-. Pada tanggal 5 Maret 2008 waiib pajak
membetullean surat pemberitahiuan pajak penghasilan wajib pajak
oran pribadi tahun pajak 2006 dengan jumlah pajak yang kurang
dibayar sebesar Rp 200.000.000,-. Pada ianggal 5 Agustus 2008
walib pajak membetulkan lagi surat pemberitahuan tahunan pajsk
penghasiian wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2006 dengan
jumlah pajak vang kvrang dibayar sebesar Rp 300.000.000,-.
Berdasarkan  ketentuan  swnser  polficy, pembetulsn  surat

pemberitehuan fahunan pajak penghasilan yang disampaikan pada
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tanggal 5 Maret 2008 mendapatkan fasilitas Sunser Policy begitu
juga dengan pembewlan surat pemberitahuan tahunan pajak
penghasilan yang disampaikan pada tanggal 5 Agustus 2008
(Pembetulan yang periama kali setelah tanggal 30 Juni 2008)

mendapatkan fasilitas sunses policy.

Wajib pajak orang pribadi membetulkan surat pemberilahuan
tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak
2002 pada tanggal 20 Agustus 2008 dengan jumlah pajak yaﬁg
kurang dibayar sebesar Rp 160.000.000,00. Pada saat pembetulan
ditakuokar, terhadap surat pemberitabivan wajib pajak tersebut tidak
sedang dilakukan pemeriksasn. Berdasatkan ketentvanp swmses
policy, pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan
tahun pajak 2002 diterima dan memperoleh fasilitas sursel policy,
Meskipun peombetulan  tersebut  dilakuken  terhadap  surat
pembertiahuan {ahunan pajsk penghasilan untuk mbun pajak yang
telah melewati jangka wakiv 2 {dua} tahun , pembetulan surat
pemberitahugn  tahunan pajak  penghasilan  tersebut  bukan
merupakan  pengungkapan  ketidakbenaran pengisian  surat
pemberitalivan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (@)
Undang-Undang KUP teiept  merupakan  pembelulan  surat
pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dalam rangka Pasal 37
A Undang-Undang KUP. Dengan demikian, atas kekurangen
pembayaran pajak yapg tercantum dalam pembetolan  sural
pemberitahuan tehunan pajak penghasilan tahun pajak 2002
tersebut tidak berlaku sankst administrasi berupa kenailkan sebesar
50% scbagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang
KUP dan diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) per bulan sebagaimana diatur dalam Pasal
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§ ayat (2) Undang-Undang KUP dalam rangka pelaksanaan

ketentuan sunsel policy.

Wajib pajak orang pribadi terdaftar sebelum fanggal | Januari
2008 dan membewlkan surat pemberitahuan tahupan pajak
penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2006 pada
tanggal 4 Agustus 2008, dari kurang bayar sebesar Rp.
386.250.000,- menjadi sebesar Rp. 701.250.000,-, Sedangkan
kekayaan bersih  dad sebesar Rp. 17.950.000.000,- berubah
menjadi sebesar Rp. 20.470.000.000-. Berdasarkan kelentusn
sunset policy, data tersebut tidak dapat dipunakan sebagai dasar
untuk melakukan pemeriksaan.

b. Wajib Pajak Baru

b.1

Wajib pajak menyvampatkan surat pemberttahuan tghunan pajak
penghasilan wajib pajak corang pribadi tahun pajak 2007 pada
tanggal § Mei 2008 dengan jumlah pajak vang kurang dibayar
sebesar Rp 100.000.006-. Pada tanggal 12 Agustus 2008 wajib
pajsk  mernhetulkan  sweat pemberitahuan  tahunan  pajak
penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2007 dengan
Jumiah  pajak kurang dibayar sebesar Rp 150.000.000,-
Berdasarkan ketentvan sunset poficy, surat pemberitahyan tahunan
pajak penghasilan walib pajak orang pribadi tahun pajak 2007
yang disampaikan pada tanggal 8 Mei 2008 mendapatkan fasilitas
sunset policy. Pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak
penghasilan wajib pajak orang pribadi tshun pajak 2007 yang
disampatkan pada tanggal 12 Agustus 2008 juga mendapatkan

fasilitas swnset policy.
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b.2 Wajilb pajak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak

b.3

penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2007 pada
tanggal 8 Juli 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayer
sebesar Rp 100.000.000,-. Pada tanggal 12 Agustus 2008 wapb
pajak membetulkan  surat  pomberitahuan  1ahunan  pajpk
penghasiian wajbi pajak orang pribadi fabhun pajak 2007 dengen
jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 150.000.004,-
Berdasarkan ketentuan sumse? peficy, surat pemberitahuan tahunan
pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2007
yang disampaikan pada tanggal 8 Juli 2008 mendapatkan fasilitas
sunset policy sedangkan Pembetulan surat pemberitahuan tahunan
pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2007
vang disampaikan pada tanggal 12 Agustus 2008 tidak
mendapatkan fasilitas Sunser Policy.

Wailb pajak menyampaikan surat pemberitahuan izhunan pajak
penghasilan wajib pajak orang prbadi tahun pajak 2007 pada
tanggal 18 Maret 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibsyar
sebosar Rp 10(.000.000,-. Pada tanggal 14 Mei 2008 wajib pajak
membetulkan surat pemberitahuan tahunan pajak  penghasilan
wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2007 dengan jumiah pajak
yang kurang dibayar sebesar Rp 150.000.000,-. Pada tanggal 12
Agustus 2008 waijtb paiak membetulkan lagi sural pemberitahuan
tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak
2007 dengan jumiah pajak vang Z(uzaﬁg dibayar sebesar Rp
250.000.000,-. Berdasarkan ketentuan swnsel  policy, st
pemberifehnan tahunan pajak penghasilan wajib pajgk areng
pribadi tahun pajak 2007 vang disampaikan pada tanggal 18 Maret
2008 mendapatkan fasilitas’ sunset policy. Begitu jupa pembetulan
surat pemberitahuan tahupan pajak penghasilan wajib pajak orang
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pribadi yang sampaikan pada tanggal 14 Mei 2008 dan 12 Agustus
2008 mendapat fasilitas sunset policy.

b4  Wajih pajak orang pribadi baru terdafiar tanggal 2 Juli 2008 dan
menyampaikan surat pemberitshuan tehunan pajak penghasilan
waiib pajak orang pribadi tahun pajak 2006 dan 2007 pada tanggal
21 Juli 2008 dengan jumiah pajak yvang kurang dibayar bayaer
sebesar Rp. 386.250.000,- dan Rp. 701.250.000.-. Sedangkan
kekayaan bersih di tahun 2006 dan 2007 secbesar Rp,
19.950.000.000.~ dan Rp. 21.060.000.600,-. Berdasarkan ketentuan
sunset policy, data terssbut tidak dapat digunakan sebagai dasar
untuk melakukan pemeriksaan.

Contoh 2 Penyampaian/Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan yvang sedang diperiksa

2.1 Wajib pajak orang pribadi membetuikan surat pemberiiabuan
tahunan pajsk peoghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak
2006 pada tanggal 5 agustus 2008 deagan jumlah pajak yang korang
dibayar sebesar Kp 200.000.000,00. Pada saat pembetulan tersebut
dilakukan, terhadap surat pembentahuan wajib pajak orang pribadi
sedang dilakukan pemeriksaan af faxes untuk Tahun Pajak 2006 dan
sampal dengan tanggal 5 Agustus 2008 surat pemberitghuan hasil
pemeriksaan belum disampaikan, Surat pemberitahuan jenis pajak
fainnya tdak ada yang menvatakan lebih bayar. Berdasmkan
ketentuan sunset policy, dalam hal belum terdapat temuan pemeriksa
atau pajak terutang menurut temuan perneriksa lebih kecil dari pajak
ferutang menurot pembetulan surat pemberifahuan tahunan pajalk
penghasilan wajib pajak orang pribadi atau tidak ada indikasi tindak

pidana perpajakan, pemeriksaan all faxes tersebut dihenfikan dan
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kepada wajib pajak diberitahukan penghentian pemeriksaan tersebut

secara tertulis.

2.2 Wajib pajak badan membetulkan surat pemberitahuan tahunan pajak
penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2006 pada tanggal 5
Agustus 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp
200.000.000,00. Pada saat pembetulan tersebut dilakukan, terhadap
surat pemberitahvan wajib pajak badan sedang dilakukan
pemeriksaan all taxes untuk tahun pajak 2006 dan sampai dengan
tanggal tersebut surat pemberitahuan hasil pemeriksaan belum
disampaikan. Surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai
masa pajak Desember 2006 menyatakan pajak yang lebih dibayar
sebesar Rp 100.000.000,00. Surat pemberitahuan jenis pajak [ainnya
tidak ada yang menyatakan lebih bayar. Berdasarkan ketentuan
sunsef policy, dalam hal belum terdapat temuan sementara atau pajak
terutang menurut temuan sementara lebih kecil dari pajak terutang
menurut pembetulan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak
Badan atau tidak ada indikasi tindak pidana perpajakan, pemeriksaan
all taxes tersebut dihentikan, kecuali pemeriksaan atas surat
pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai masa pajak Desember
2006 yang menyatakan lebih bayar. Pemeriksaan atas surat
pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai masa pajak Desember
2006 tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan  perpajakan.  Selanjutnya  penghentian
pemeriksaan selain pemeriksaan surat pemberitahuan masa pajak
pertambahan nilai lebih bayar, diberitahukan secara tertulis kepada
wajib pajak.

2.3 Wajib pajak orang pribadi membetulkan surat pemberitahuan
tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak
2006 pada tanggal 20 Agustus 2008. Pada saat pembetulan tersebut
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dilakukan, surat pemberitahuan tshonan pajek penghasilan wajib
pajak orang pribadi tahun pajak 2006 udak sedang diperiksa namun
terhadap surat pemberitahuan masa pajak pertambahan pilal masa
pajak Desember 2006 vang menyatakan pajak yang lebih dibayar
sebesar Rp 100.000.000,00 sedang dilakukan pemeriksaan.
Berdasarkan ketentuan  sunset  policy, pemeriksaan  surat
pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai masa pajak Desember

2006 yang menyatakan lebih bayar tersebut tetap dilanjutkan.

2.4 Wanb pajak badan membetulkan sural pemberitahuan tahunan pajak
penghasilan walib pajak Badan tahun pajak 2006 pada tanpggal 20
Okiober 2008, Pada saat pembetulan tersebut dilakukan, sural
pemberitshuan tshunan pajak penghasilan wajib pajak badan ta2hun
pajak 2006 tidak secdang diperiksa namun ferhadap surat
pembentahuan tahunan pajak penghasilan Pasal 21 tahun pajak 2006
yvang menyatakan pajak yang kurang dibayar sebesar Rp
1,000.000.000,00 dan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan
nilai masa pajak Desember 2006 yang menyatakan pajak yang lebib
dibayar sehesar Rp 100.000.060,00 sedang dilakukan pemeriksaan.
Sampai dengan tanggal 20 Oktober 2008 sural pemberitahuan hasil
pemeriksaan bolum disemparkan. Berdasarkan ketemtuan swmses
policy, dalam hal tidak ada indikasi tindak pidana perpajakan,
pemeriksaan surat pemberitahuan thunan pajak penghasilan Pasal 21
tahun pajak 2006 yang menyatakan kurang bayar tersebut dihentikan
dan kepada wajlb pajak diberitahukan penghentian pemeriksaan
terschut secara tertulis. Pemeriksaan surat pemberitahuan masa pajak
pertambahan nilal masa pajak Desember 2006 vang menyatakan
ebih bayar tetap ditanjutkan.
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2.5 Wajib pajak badan membetalkan surat pemberisahuan tahunan pajak
penghasilan tahun pajak 2006 pada tanggal 3 September 2008, Pada
saat pembetulan tersebut dilakukan, surat pemberitahuan tahunan
pajak penghasilan wajib pajak badan tabun pajak 2006 tidak sedang
diperiksa namun terhadap surat pemberitaban tahunan pajak
penghasilan Pasal 21 {ahun pajak 2006 yang menyatakan pajak yang
kurang dibayar sebesar Rp 1.000.000.000,00 sedang dilakukan
pemeriksaan, Sampal dengan tanggal 5 September 2008 surat
pemberitahiuan hasil pemeriksaan sudah disampaikan. Berdasarkan
ketentuan sunset policy, pemeriksaan surat pemberitahuan tahunan
pajak penghasilan Pasal 21 tahun pajak 2006 vang menyatmakan
kurang bayar terschuf dilanjutkan karena surat pemberitahuan hasil

pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak.

2.6 Wajib pajak orang pribadi membetulkan surat pemberitahuan
tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tabun pajak
2006 pada tanggal § Agustus 2008 dengan jumlah pajak yang kurang
dibayar sebesar Rp 200.000.000,00. Surat pemberitahuan ighunan
paijak penghasilan wailh pajak orang pribadi tabun pajak 2006
disampatkan pada tanggal 20 Maret 2007 dengan jumilah pajak yang
kurang dibayar Rp 150.000.000,00. Pada saat pembetulan tersebut
dilakukan, terhadap surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi
yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan all faxes untuk
tahun pajak 2006, dan sampai dengan tanggal 5 agustus 2006 surat
pemberitahuan hasil pemieriksaan belum disampaikan, Jumlah pajak
yang terutang dalam pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak
penghasilan wajib pajak orang pribadi lebih kecil dari jualah pajak
terutang berdasarkan temuan pemeriksaan yang didukung oleh bukd
yang akurat/konkrit. Surat pemberitabuan jenis pajak lainnya didak

menyatakan lebih bayar. Berdasarkan ketentuan swnset policy,

Universitas Indonesis

Tinjauan Atas..., Dewi Kusumaningrum, FISIP Ul, 2009



73

penyelesatan  kasus  terscbut  sebagai  berikut  Pertama, Tim
pemeriksa mengusulkan kepada kepala unit pelaksana pemeriksaan
untuk melanjutkan pemeriksaan alf fares tersebut. Kedua, apabila
kepala wunit pelaksana pemenkszan  menyetuyjur  usulan  lim
pemeriksa, kepala unit pelaksana pemeriksaan meneruskan usulan
tersebut kepada atasan langsungnya untuk mendapatkan persetujuan.
Kefiga, setelah mendapat persetujuan dari atasan kepala unit
pelaksana pemeriksaan, pemeriksaan aff faxes tersebut dilanjutkan.
Keempat, apabila pemeriksaan dilanjutkan dan diterbitkan surat
ketetapan pajak, jumlab pajak yang telah dibayar dalam pembetulan
surat pemberitafinan fahunan pajak penghasilan wajib pgjak orang
pribadi diperhitungkan sebagat kredit pajak.

2.7 Wajib pajak badan membetulkan surat pemberitabuan tehunan pajak
penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2003 pada tanggal 19
Agustus 2008 dengan jumlah pajak vang kurang dibayar sebesar Rp
300.000.000,00. Pada saat pembetulan dilakukan, terhadap surat
pemberitahuan wajib pajak tersebut sedang dilakukan pemeriksaan
afi taxes vntuk tahun pajek 2003 dan sampai dengen tanggsi 19
Agustus 2008 surat pemberitahuan  hasil pemeriksaan  belum
disampaikan. Surat pemberitahuan jenis pajak lamnya tidak ada yang
menyatakan lebih bayar. Berdasackan ketentuan swnser policy,
penyelesaian kasus tersebut sebagai bertkut: Pertama, Pembetulan
surat pembesitabnan tahunan pajak penghasilan tahun pajnk 2003
diterima dan memperoleh fasililas sunser policy. Kedua, meskipun
pembetulan tersebut  dilakukan terhadap surat pemberitahuan
tahunan pajak penghasilan untuk tahun ajak yang telah melewati
jangka waktu 2 (dua) tahun dan terhadap surar pemberitahuan
tahunan pajak penghasilan sedang diperiksa, pembetulan surat

pemberitahuan tahunan pajak penpghasilan tersebut bukan merupakan
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pengungkapan  ketidakbenaran pengisian  surat pemberitaluan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal § ayat (4) Undang-Undang KUP
tetapi merupzkan pembetulen surat pemberitahuan tahunan pajak
penghsiian dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP. Ketiga,
dalam hal belum terdapat temuan pemeriksa afau pajak terntang
menurut femuan pemeriksa lebih kecil dari pajak terutang menurut
pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wayib
pajak badan stas tidak ada indikesi tindak pidana perpajakan,
pemeriksaan all taxes tersebut dihentikan dan kepada wajib pajak

diberitahukan penghentian pemeriksaan tersebut secara tertulis.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Perpanjangan sunser policy yang dilakukan pemerintah dapat dianalisis dari dua
aspek: pertams, analisis dasar pemikiran pemerintah  melakukan kebijakan
perpanjangan sunsel policy dan pemiliban jangka wakfu pelaksanaan perpacjangan

sunset policy, kedua analisis hasil pelaksanaan sioset policy.

42,1 Analisis Dasar Pemikiran Pemerintah Melakukan Perpanjangan Sunser Folicy
' dan Pemilihan Jangka Waktu Pelaksanaan Perpanjangan Surnser Policy
Sunset policy merupekan kebijakan pemerintah yang diberikan kepada
waiib paiak yang memenuhi persyaratan terieniu sebapaimana diany dalam
Pasal 37A ULl KUP. Sebenarnya di dalam Pasal 37A tidak terdapat istilah
sunset policy. 1stilah sunset policy baru dipergunakan pemerintah dalam SE~
332008, Di dalam SE-33/2008 dinyatakan bahwa penghapusan sanksi
administrasi sebapai pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan disebut dengan sunmset policy. Pada
peraturan sebelumnya istilah yang digunakan adalah penghapusan sanksi
administrasi. Menurut Bako (2009):
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“sunset policy merupakan istilah teknis vang dikenal di dunia
perpajakan. Istilah sunser policy lebib sering ditemukan dalam
rapat pembshasan paket Rancangan Undang-Undang Perpajakan
di Komist X1 Dewan Perwekilan Rakyat Republik Indonesia
{Komisi Kevangan, Perencansan Pembangunan Nasional,
Perbankan, dan Lembaga Keuvangan Bukan Bank), Dalam
peraturan perundang-undangan tidak akan ditemukan kalimat
sunset poficy. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 10 Tabun 2004 fnptang Pembeniukan Peraturan
Perundapg-undangan, untuk menghindari penggunsan istilah
asmig dalam pembentukan materi muatan dalam peraturan
perundang-undangan®,

Menurut Visnawathan, ” A sunsefting iax law Is in effect jor ¢ specified
period of time most commonly ien years or less, after which lime the law
simply expires”. Suatu peraturan perpajakan tentang sumse/ berlaku untuk
periode tertenty, umumnya sepuluh tahun atau kurang dari itu dan setelahnya
tidak berlaku lagi. Terkait dengan wstilah sunses policy, Petrus berpendapat
bahwa “swaset policy merupakan kebijekan sesaat yang tidek akan
mgmpunyal tenggang waktu yang lama” (wawancara fanggal 18 Mei 2009 di
Pusat Pengelshan Data dan Dokumen Perpajskan}. Dari pendapat di alss
dapat disimpulken bahwa istilsh swssef policy merupakan istilab yang
digunakan dalam dunia perpaiakan yang tidak mengacu pada suatu kebijakan
terteritu, melainkan hanya menyangkut pelaksanaan suaw kebijakan selama
suatu periods tertentu. Dalam hal ini ketentuan perpajakan vang diatur adalsh
peaghapusan sapksi administrast berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 37A UU KUP vang berlaku dalam jangka waktu vang telah ditentukan,
yaitu sejak tanggal | Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008,
Terkait dengan pemiliban jangka wakiu pelaksanaan sunset pelicy sesuai
dengan Pasal 37A UU KUP selama satu tahun, yaitu mulai tanggal 1 Januari
2008 sampai dengan 31 Desember 26068, Karim berpendapat:

“Pada saat Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan
Tata Carg Perpajakan disjukan ke Dewan Perwakilan Rakyat
sunset policy hanya dibertkan kepada wajib pajak yang telah
rmemiliki nomor pokok waijib pajsk. Pemilihan jangka waldy satu
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tahun dilakukan deogan alasan bahwa jangka wakiu satu tahun

dianggap cukup untuk membetulkas surgt pembertishuan karena

surat pemberitahvan vang dibetulkan adalah surat pembenitabuan

yang lama-dema. Pada sast pembahasan dengan Dewan

Perwakilan Rakyai, DPR meminta supaya orang pribadi yang

belum memiliki nomor pokok wailb pajak juga diberikan

penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sehingga muncul

Pasal 37 A ayat (2) UU KUP” (pada wawancara tanggal 29 Mei

2009 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak

Besar).

Pada 8E-34/2008 disebutkan bahwa konsep dasar dari sunser policy di
Indonesia adalah pelaksanaan sistem self assessmeni. Kebijakan sunset policy,
. memberi  kesempatan  kepada masyaraket untuk  meondai  kewajiban
pempajakannya dengan benar. Dalam self assessment, wajib pajek diberi
kepercayaan untuk  menghitung, memperhitungkan, menystor, dan
melaporkan sendiri besarnya paiak yang ferutang sesuai dengan ketestuan
peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian
kepercayaan tersebut, wajib pajek harus menyampaikan surat pemberitabuan
yang telah diisi secara benar, lengkap, dan jelas berikut keterangan dan/atau
dokumen yang harus dilampirkan.

Sunzet Policy memberi kesempatan kepada wajib pajak yang telah
memiliki nomor pokok wajib pajak scbelum tanggal 1 Januari 2008 untuk
menyampatkan atae membetullcan surat pembeniahuan fahunan  pajak
penghasilan untuk tahun pajak 2006 dan/atay tahun-tahun pajak sebelumnya
dan wajib paiak orang pribadi yang memperoleh nomor pokek walib pajak
secara sukarela dalam tahun 2008 untuk menyampaikan surat pemberitahuan
tahunan pajak penghasilan untuk {ghun pajak 2007 dan tabun pajak
sebelumnya untuk memperoleh fasilitas  berupa penghapusan  sanksi
administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga
atas pajak yang tidak atau kurang dibayar. Mengingat sunset policy
berdasarkan sistem self assessment, penentuan tahun pajak terkait dengan
sural pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang akan disampaiken atan

dibetulkan dalam rangka swnsef policy diserabkan sepepuhnys kepada wajib
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pajak., Wajib pajek diber kepercayaan unfuk menguagkapkan penghasilan
termasuk perubahan harta dan kewajiban dalam surat pemberitahuan atag
pembetulan surat pemberitahuan twhunan pajak penghasilan, Data alau
informast dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dalam rangka
sunser policy tidak dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan. Terkait
pelaksanaan sistem self assessment di Indonesia, Gunadi berpendapat:

“sebelum adanya sumser policy pelaksanaan sistemt  self
assessment di Indonesia dapat dikatakan belum berhasil. Hal ini
dapat dilihat dari : Pertama, kepatuhan wajib pajak untuk
mendaflarkan dirl dalam rangka memperoleh nomor pokok wajib
pajak. Danl 220 juta penduduk, kurang dari § juis penduduk yang
memiliki pomor pokok wajib pajak .

Kedua, dari para wajib pajak yang terdaftar, kurang dari 50%
waith pajak yang roenyampaikan surat pemberitshuan, Dengan
demikian meskipun telah dikasih kewenangan atau kepercaysan
uniuk melaksanakan kewsiiben perpaiskan  tmyata  dart
penyampaian surat pemberitehuan belum berjalan dengan bagus.
Ketiga, dari date pembayaran pajak. Dilihat darni index tax rafio,
saat menggunakan official  assessmenr dan  setelah  self
assessment, index tax ratio tidak terlalu bergerak jauh, masih di
kisaran 13%. Dapat simpulkan bahwa kepatuhan material yaitu
menyampaikan surat perberitahuan dengan jelas, benar, dan
lengkap masih dibawah yang diharapkan. Dengsn demikian
dapat dikatakan bahwa pelaksanaan seff assessment dari segi
kepatubannya masih berjalan kurang baile

Dengan adanya sunsel policy diharapkan self assessment dapat
begjalan lebih bask. Dengga dihapuskannya sanksi administrasi
berupa bunga, walib pajak  bersedia memperbaiki kewajiban
perpajakan sebelum tahun 2007 dan bagi mersks yang belom
mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok waiib pajak
dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib
pajek sehingga kepatuhan pajak meningkat™. (wawancara tanggal
6 Mei 2009 di Gedung PPATK )

Selain sistem self assessment, latar belakang dari sunsef policy adalah
adanya Pasal 15A UU KUP yang mewajibkan instansi, lembaga, asosiasi,
atan pihak lain batk swasta maupun pemerintah untvk menyamnpaikan data
perpajakan ke Direktorat Jenderal Pajak. Direkforat Jenderal Pajak dapat
secara akiif mencari data tanps adanya batasan harus sedeng dilakukan
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pemeriksaan apsbila data Direldorat Jenderal Pajek kurang mencukupi.
Dengan adanya Pasal 35A KUP masyarakat vang belum memenubd
kewajiban perpajakannya mudah diketalnn dan dapat diagih bersamaan
dengan tambzhan sanksi yang memberatkan, Dalam rangka menghindarkan
pengenaan sanksi atas kewajitan perpajakan masa lalu dan untuk memulai
keterbukaan pelaksanaan di masa mendatang, Direktorat Jenderal Pajak
memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan atau
membetulkan surat pemberitahvan tahunan. Hal ini diperkuat dengan
pernyataan dari Peirus yang berpendapat:

“Undang-undang pajak yang bare merupakan suatu sub sistermn
bukan suatu sistem, begitu juga dengan undang-undang yang
lain menjadi sub sistem yang mensuppor! undang-undang
pajak, Hal inl tercermin dalam Pasal 35A UU EUP, baik
pererintah dan swasta wajib menyampaikan data perpajakan
sehingga wajib pajak vang dahulu bisa selamat dengan adanya
perafuran bare tersebut bisa terlibat. Basic hukumnys kalay
yang dulunya tidak terlihat, tidak bisa dijangkau oleh undang-
undang dengan sistem yang duly, tetapi dengan sistem yang
baru dapat kena jangkau harus diberi kesempatan untok tidak
kena sanksi. Oleh karena itu dibuat Pasal 37A UU KUP tapi
hanya sebentar dan tidak selamanya” {wawancara tangpal 13
Mei 2009 di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan)

Sunsef pelicy semestinya merupakan berita baik terutema bagi wagib
pajak yang selama ini baik secars sengaja maupun tidak sengaja tdak
melakukan katentuan perpajakan secara baik dan benar, Pada kenyataannya
sunsel policy il tidak serta merta disambut baik oleh wajib pajak. Mereka
masih ragu-ragu bagaimana harus bersikap bahkan ada yang mencurigai
bahwa kebijakan tersebut merupakan jebakan, Akibatnya hanva sedikit
masyarakat yang langsung merespon kebijakan tersebut. Menurut Wibowo

"magyarakat tidak langsung menyambut baik . sunset policy
karepa mercka merasa atwran pelaksanaannya tidak jelss dan
mercks dak ingin dijebak. Alasan lainnya adalah masih adanya
tingkat ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat pajak serta
aturan  peleksanaan  yang  telat  dikeluarkan  pemerintah”
{wawanoara tanggal 6 Mei 2009 di Gedung MPR/DPER R}
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Pemerintah baru mengeluarkan peraturan yang memperjelas
pelaksanaan sunser policy pada bulan Juni 2008. Aturan pelaksanaan sunset
policy yang baru dikeluarkan pemerintah beberapa bulan setelah berlakunya
UU KUP mengundang akademisi Mangkuprawira untuk berpendapat:

”Sejak UU No 28 Tahun 2007 diundangkan tanggal 17 Juli
2007 dan berlaku tanggai 1 Januari 2008. Peraturan Dirjen
tentang sunsef policy yang paling awal diterbitkan pada bulan
Juni 2008 sedangkan batas akhirnya tanggal 31 Desember
2008. Seharusnya begitu peraturan berbentuk undang-undang
sudah diundangkan diharuskan adanya ketentuan pelaksana
berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan,
Peraturan Dirjen” (wawancara tanggal 14 Mei 2009 di
Departemen Keuangan Gedung D lantai M ).

Terkait dengan baru dikeluarkannya peraturan Direktur Jenderal Pajak
setelah sunset policy dilaksanakan, Karim mengatakan bahwa:

“Tidak mudah mengatur aturan sunset policy karena
merupakan hal baru dan sangat sensitif karena adanya
penghapusan sanksi administrasi. Pemerintah pernah membuat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008 tanggal
6 Februari 2008, namun hanya berjalan selama dua bulan dan
diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
66/PMK.03/2008 tanggal 29 April 2008” (wawancara tanggal
29 Mei 2009 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Wajib Pajak Besar).

Pemerintah seharusnya mengeluarkan peraturan pelaksanaan mengenai
sunset policy terlebih dahulu sebelum kebijakan tersebut diberlalkukan.
Terlambatnya peraturan sunse! policy mengakibatkan Direktur Jenderal
Pajak terlambat melakukan sosialisasi sunset poficy baik sosialisasi intern
maupun sosialisasi kepada wajib pajak. Sosialisasi semestinya sudah harus
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebelum kebijakan tersebut berlaku
sehingga pada saat pelaksanaan sunset policy telah terjadi kesamaan
persepsi antara wajib pajak dan aparat pajak dan adanya kejelasan aturan
pelaksanaannya Kenyataan bahwa peraturan pelaksanaan dan sosialisasi

sunset policy diterbitkan dan dilaksanakan setelah berlakunya surnser policy
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menunjukkan adanya ketidaksiapan pemerintah dalam
mengimplementasikan ketentuan dalam Pasai 37A UU KUP. |

Dampak dari terlambatnyzi peraturan pelaksanaan dan sosialisasi yang
dilakukan Direktorat Jenderal Pajak menyebabkan masyarakat baru
merespon untuk memanfaatkan sunset policy menjelang berakhirnya batas
waktu pelaksanaan sunses policy. Masyarakat mulai berbondong-bondong
memanfaatkan sunset policy dengan melakukan pendaftaran untuk meminta
nomor pokok wajib pajak, melakukan penyetoran pajak ke bank atau kantor
pos dan menyampaikan surat pemberitahuan ke kantor pelayanan pajak.
Menurut Karim “masyarakat mulai berbondong-bondong memanfaatkan
sunset policy setelah ada peraturan tidak akan dilakukan pemeriksaan
sepanjang tidak ada data lain. Yang dimaksud data adalah data lain dan
bukan dari hasil hitung-hitungan” (wawancara tanggal 29 Mei 2009 di
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar).

Menjelang akhir pelaksanaan sunsel policy, banyak pihak yang
mendesak agar pelaksanaan sunset policy diperpanjang dengan alasan untuk
membantu pelaku usaha yang terimbas dampak krisis keuangan global
karena banyak masyarakat khususnya dari kalangan dunia usaha yang
berpotensi mengalami kemunduran usaha, bahkan melakukan pemutusan
hubungan kerja terhadap karyawannya. Dalam rangka merespon situasi
tersebut pada tanggal 31 Desember 2008 pemerintah mengeluarkan Perpu
No 5/2008 yang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan ketentuan Pasal
37A ayat (1} UU KUP dengan menetapkan bahwa wajib pajak yang
menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan
sébelum tahun pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus
dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lambat tanggal 28
Februari 2009, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi berupa bunga alas keterlambatan pelunasan kekurangan

pembayaran pajak. Pertimbangan yang diambil pemerintah untuk
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melakukan perpanjangan sunset policy sebagaimana dikemukakan oleh
Karim adalah sebagai berikut:

“Pertama, bank penerima pembayaran pada akhir tahun sangat

sibuk tidak hanya pembayaran pajak sehingga banyak bank

yang tidak bisa menerima pembayaran sampai akhir batas
waktu. Kedua, basis data menjadi semakin baik” (wawancara
tanggal 29 Mei 2009 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pajak Wajib Pajak Besar).

Hal senada dikemukakan oleh Mulyani dalam dalam Rapat dengan

Komisi XI DPR R tanggal 25 Februari 2008 mengatakan:

“Dengan adanya krisis keuangan global yang melanda dunia
yang juga berpengaruh pada perekonomian Indonesia,
pemerintah harus mempunyai basis yang luas dan kuat di
sektor penerimaan negara untuk menjaga kestabilan ekonomi
dan cerminan dari kedaunlatan kemandirian ekonomi. Sektor
perpajakan selama ini merupakan penyangga utama dari
penerimaan negara sehingga penguatan dan perluasan basis
data perpajakan merupakan suatu keharusan”.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa dasar pemikiran
pemerintah melakukan perpanjangan sunset policy adalah sebagai berikut:
Pertama; besarnya antusiasme wajib pajak untuk memanfaatkan sunset
policy di akhir masa berlakunya akibat terlambatnya peraturan pelaksanaan
menyebabkan bank atau kantor pos penerima pembayaran serta kantor
pelayanan pajak tidak sanggup melayani dengan baik sehingga banyak
wajib pajak di akhir masa berlakunya sunset policy tidak bisa
memanfaatkannya. Kedua, adanya krisis keuangan global yang melanda
dunia yang juga berpengaruh pada perekonomian Indonesia, sehingga
pemerintah harus mempunyai basis yang luas dan kuat di sektor penerimaan
negara untuk menjaga kestabilan ekonomi. Ketiga, sunsef policy sangat
efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Anderson, sifat kebijakan
yang -baik adalah: Pertama, adanya tuntutan-tuntutan kebijakan yang dibuat
oleh swasta atau pemerintah yang ditujukan kepada pejabat-pejabat
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pemerintah dalam suatu sistem politik. Tuntutan-funiatan terssbut berupa
desakan agar pejabat-pejabat pemerintah mengambil tindakan atau tidek
mengambil tindakan mengenai berbagal kelompok dalam masyarakat dan
mungkin berkisar antara desakan secara umum bahwa pemerintah harus
berbuat sesuatu sampai usulan agar permerintah mengambil tindakan tertentu
mengena suato perspalan.

Desakan-desakan darl masyarakat terutama dari kalangan pengusaha
yang meminta agar sunse! policy diperpanjang memupakan salah satn faktor
pemerintah mengambil keputusan melskukan perpanjangan sunsef policy.
Desakan ini juga dilatarbelakangt oleh terlambatnya penerbitan peratoran
pelaksandan yang menyebabkan hilangnya sebagian hak wajib pajak untuk
memanfaatkan sunset policy. Besarnya antusiasme masyarakat dapat dilihat
dari jumlah wajib pajak yang menyampaikan atau membetulkan surat
pemberitahuan tahunan dalam rongka swerses policy sampal dengan bulan
Diesember 2008 sebanyak 556.194 surat pemberilshuan dimana penerimaan
surat pemberitzhuan untuk bulan Desember sgja sebanyak 508465 sumt
pemberitzhuan, Kondisi  tersebut  menunjukkan bahwa  jumlah  sumat
pemberitabuan sunser pada bulan Desember 2008 mengalami lonjakan yang
sangat fantastis dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Kedus, keputussn kebiiakan dan pemyataan kebijakan sehagai
keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang mengesahkan atau
memberi arah dan subtanst kepada tindakan-tindakan kebijakan publik.
Keputusan dan pernyataan kebijakan dalam hal ini termasuk undang-undang
legislatif, perintah-perintah dan dekrit presiden, peraturan-peraturan
adrministratif dan pengadilan yang menunjukkan maksud dan tujuan
pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan
tersebut.

Tuntutan masyarakat agar dilakukan perpanjangan sunset policy
ditindakienjuti oleh pemerintsh dengeo menerbitkan Perpy Nomaor 5/2008
pada tanggal 31 Desember 2008, Menindaklanjuti penerbitan Perpu tersebut
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pemerintah melakukan pembabasan bersama dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia dalam hal fraksi-fraksi di Komisi X1 Dewan
Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.

Persetujuan Perpu Nomor § Tahun 2008 oleh semua fraksi di Komisi
X1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditindakianjute oleh
Dewan Perwakilan -Rakyat Republik Indonesia dengan mengeluarkan surat
nomor LG.02.02/1522/DPR RI/II/2009 pada tanggal 5 Maret 2009 hal
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap
Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perpu Nomor § Tahun 2008
Tentang Pervhahan Keempat stas Undang-Undang Nomor ¢ Tahun 2583
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaizkan Menjadi Undang-
iindang, yang berisikan bshwa rancangan undang-undang tersebul ielah
mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna ke-2Z2 Dewan Perwakilan
Rakyat Republilk Indonesia masa persidangan I tahun sidang 2008-2009
pada tanggal 3 Maret 2009 untuk disabkan menjadi Undang-Undang.

Kebijakan dikeluarkannya Perpu Nomor 5 Tahun 2008 menunjukkan
bahwa pemerintalh dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak cermat dalam
merumuskan jangka waktu pelaksanaan sunset policy. Selain itu kebijakan
perpanjangan sunsef policy juga mencerminkan tidak cermatnya pemerintah
dalam mengimplementasikan Pasal 37A UU KUP karens terlambat dalam
menerbitkan ataran pelaksanaan,

Ketipa, Hasil-hasil kebijakan yvang merupakan pervagjudan nyata dari
suatu kebijakan. Berdasarkan Perpu Nomer 5 Tahen Z008, pemerintah
memberikan perpanfangan waktu kepada wajib pajak untuk memantaatkan
sunset policy sampai dengan tanggal 28 Februari 2009

Keempat, Dampak-dampak kebijakan, lebih merujuk pada akibat-
akibatnya pada masyarakat, buik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang
berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah. Dampak dati
kebijakan sunsef policy menyebablian masyarakal yang pada saat akhir
Desermber 2008 tidak dspat memanfaatkan snumser policy karema
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membludakaya permohonan penmintaan nomor pokok wajib  pajak,
banyaknya pembayaran pajak baik di bank atau kantor pos dan banysknya
wajib pajak vang menyampaken surat pemberitahuannya ke Kantor
Pelayanan Pajak masih dapal memanfaatkan szomef poficy sampal dengan
tanggal 28 Februari 2000,

Pasal 374 LU KUP mengatur bahwa wajib pajak vang menyampaikan
pembetulan sural pemberitahuan pajak penghasilan sebelum tahun pajak
2007 yang menunjukkao pajek yang masih harus dibayar menjadi lebih
besar dan melaporkan paling lama 31 Desember 2008, dapat diberikan
pengurangan atau penghapusan sanksi administras: berupa bunga. Wajib
pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk
memperoleh nomor pokok wajib pajak paling lama 31 Desember 2008
diberikan penghapusan sanksi adminstrasi atas pajak yang tidak atau kurang
dibayar untuk tahun pajak sebelum dipercleh nomor pokok wajib pajak.

Perpu Nomor 572008 mengalur mengenai perpanjangan sunsel policy
untuk wajib pajak yang menyampaikan pembefulan surat pemberitahuan
tahunan pajak penghasilan sebelum tehun pajak 2007 vang mengakibatkan
patak yang masih haros dibayer memjadi lebth besar, Jangka wakiu
penyampaian pembetulan sura! pemberitahuan fshunan pajak penghasilan
tersebut dilakukan paling lambat tanggal 28 Februari 2009,

Perpu Nomor $/2008 tidak mengatur perpanjangan sunses pelicy untek
wajib pajak yang &i akhir batas waktu berkeinginan untuk mendaftarkan diri
mamun fidak memperoleh nomor pokok wajib pajak karena berbagai hal
termasuk ketidaksiapan aparat pajak ataupun infratruktur. Pada rupat antara
Menteri Keuangan dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, antusiame masyarakat untuk memperoleh nomor pokok wajib
pajak di tahun 2008 sangat tinggi juga menjadi alasan untuk melakukan
perpanjangan susset policy namun pada kenyataannya perpanjangan wakiu
urrtuk memperoleh nomor pekok wajib pajak tidak termasuk dalam Perpu

Nomor § Tahun 2008, Antusiasme masyarakat untuk memperoleh nomor
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pokok wajib pajak dapat dilihat dari rata-rata pendaftaran nomor pokok
wajib pajak baru selarpa bulan Januari hingga September 2008 yang hanva
berjumlah 4.747 per hari dan berjumiah 118.663 per bulan. Jumiah
pendaftar nomor pokok waiib pajak pada tanggal 31 Desember 2008
mengalami peningkatan sangat twjam, yaitu lebih dan 3200 persen hingge
mencapal 163.255 sehingga selama Desernber 2008 jumiah pendaftar nomor
pokok wajib pajak telah menvapai 1,.573.995.

Perpanjangan pendaftaran untuk memperoleh nomor pokok wajib
pajak hanya diatur lewat surat Direktur Jenderal Pajak nomer S-11/P1/2009
tanggal 23 Januari 2009 yanp menegaskan bahwa wajib pajak yang
memperoleh nomor pokok wajib pajak dalam bulan Januari dan Februari
2009 diberikan perpanjangan wakiu pelaksanaan sumnses policy sampai
dengan tanggal 31 Maret 2009, Dengan demilian terdapat pecbedasn
pengaturan dalam tata urulan peraturan perundang-undangan antara wajib
paiak lama dan wajiib paisk baru. Sesual dengan teort menurut Nugrobo,
Perpu termasuk dalam kebijakan publik vang bersifat makro sedangkan
surat Direkfur Jenderal Pajak termasuk dalam kebijakan publik yang bersifat
mikro dengan demikian terdepat perbedaan kekuatan hukum bagl wajib
pajak lama dan wajib pajak baru,

Terkait dengan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan sunset policy,
anggota Komisi X1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wibowo
mengatakan bahwa perpanjangan sunset poficy sangat diperiukan denpan
alasan:

Pertama, aturan pelaksansannya telat sehingge wajib pajak tidak
mengerti kebijakan sumser policy Kedue, sunser policy banvak
menimbulkan keraguen dikalangan waiib pajak sehingga banyak
yang menganggap bahwa Kebijakan tersebut merupakan sualu
jebakan. Dengan diberikaonya waktu yang lebih panjang
diharapkan kekurangan-kekurangan vang ada dapat diperbaiki
Perpanjangan yang diberikan oleh pemerintah hendaknya jangan
hanya dua bulan karena perpanjangan sumse! policy sampat
dengan tanggal 28 Febreari 2009 sangat pmanggung. Menurat
pandangan minl Fraksi Partai Amanat Nasional waktu
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pelaksanaan sunser policy tidak akan cukup hanya beberaps
bulan sehingga ¥Fraksi Partai Amanat Nasional berpendapat
setidaknya periu wakiu saly setengah tahun hingga akhir 2009
apar sunset policy secara signifikan dirasakan manfasinya oleh
waith pajak™ {wawancars pada tanggal ¢ Mei 2009 di Gedung
DPRMPR RT.

Dalam pelaksanaannya, jangka wakto yang diberikan dalam
perpanjangan sumset policy tersebut dirasa masih belum cukup mengingat
terlambatnya penerbitan peratoran pelaksanaan mengenai sunset policy.
Menumt Kanim pemiliban jangka waktu dua bulan dilakukan dengan alasan:

“perpanigngan wakta dua bulan dianggap cukup karena pada saat
bulan Desember wajth pajak  yang memasukkan  surat
pemberitahuan sudah membludak dan agar tidak menumpuk di
31 Maret karena pada tanggal tersebut merupakan saat terakhir
waiib pajgk orang pribadt memasukkan surat pemberitahuan”
{wawancara tanggal 29 Mei 2009 di Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar).

Hal senada juga dikemukakan oleh Mulyani dalam rapat dengan
Komisi Xi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 2 Januari
2009 yang mengatakan:

“jangka wakiu perpanjangan dua bulan sudah cukup  bagi
masyarakat untuk dapat mengumpulkan dokumen-dokumen vang
diperiukan terkait dengan pemanfaatan fasilidas sumsol policy
sehingga aspek keadilan tetap dapat diberikan kepada selundh
waiib pajak yang ingin memanfaatkan kebijakan tersebut. Dar
sisi pelayanan, baik oleh Direktorat Jenderal Pajak miaupun oleh
bank/pos persepsi, jangka wakty perpanjangan  tersebut
menghindarkan penumpukkan pelayaman kargnz pada bulan
Maret 2009 merupakan batas waktu penyampaian  surat
pemberitahuan tahunan®.

Menurut pemerintah pemberian perpanjangan dalam jangha wakiu dua
bulan dimaksudkan untuk menghindari penumpukan pelayanan dibulan
Maret 2009, Disamping itu tambahan waktu dug bulan dimaksudkan untuk
memberikan kesempatan vang lebih kepada masyarakat uontuk melengkapi
dokumen perpajekan dalam rangka pelaksanean simser policy. Berheda
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dengan pendapat dari wakil pemerintah, Mangkuprawira seorang akademisi
perpajakan  mempunyai pendapst  sendin  mengenai  jangks wakiu
perpanjangan swnse! policy yang mengatakan:

Waiib paiak telah kehilangan wakuu dari Januari 2008 sampal

dengan Juni 2008 karena menunggu peraturan. Kelentuan

sunsef policy dari Janueri 2008 sampai dengan bulan Desember

2008 menghasilkan hal yang positif. Banyak wajib pajak vang

mendaftarkan diri, penerimaan pajak yang meningkat. Jadi

karena keadaan keuangan negara yang dalam keadaan sulit

sunset pelicy diperluas.. Tapi kalau diperpanjang kenapa hanya

sampai 28 Februari. Harusnya paling tidak setahun lagi alau 6

bulan” (wawancara tanggal 14 Mei 2009 di Departernen

Keuangan Gedung D lantai M ).

Menurut James: © An amuesty can be a one-time grace pericds of a
pre-determined lenght, typicaily from two months up 1o a year in duration”.
Pada intinya batas wakte pelaksanaan pengampunan pajak, dapat dilakukan
satu kali perpanjangan waktu dalam jangkas waktu dua bulan sampat dengan
saty tahun. Dengan demikian perpanfangan jangkes waktu sunse? poficy yang
diberikan pemerintah dengan memberi tambahan waktu dua bulan termasuk
dalam lingkup perpanjangan sumser sesual dengan teori yang ada,

Meskipun jangka waktu perpanjangan sunser policy ielah sesuai
dengan teori menurut James, namun karena peraturan pelaksanaan yang
jelas terlambat diterbitkan pemerintah, vaitt bare enam bulan seielah
berlalcunya swmsed policy dan terlambatoya sosialisasi yang dilakukan
pemerintah menyebabkan pelaksanaan sunsef policy tidak berjalan dengan
maksimal karena waktu peleksanaan sunsef poficy yang scharusnys
berlangsung secara efekfif selama dua belas bulan, hanya berlaku efekuf
sclama enam bulan. Perpanjangan jangka wakiu sumsef policy hendaknya
diberikan sampai dengan dengan akhir bulan Juni 2009 sehingga tidak ada
hak wajib pajak yang hilang akibat terlambatrya penerbitan peraturan

pelaksanaan dan sosialisasi sunser policy.

Universitas Indonesia

Tinjauan Atas..., Dewi Kusumaningrum, FISIP Ul, 2009



58

Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Pemerinteh Momor 80 Tshun
2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pelaksanwan Hak dan
Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah
Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007 (selanjutnya disecbut PP-80/2007), bagi wajib pajak orang pribadi yang
secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok waijib
pajak dalam tahun 2008 dan menyampaikan surat pemberitabiuan tahuoan
urtuk talun pajak 2007 dan sebelumnya paling lambat pada tanggal 31
Maret 2009 diberikan penghapusan sanksi administeasi berupa bungs atas
pajak yang tidak atan korang dibavar. Sedangkan berdasarkan Perpu Nomaor
5 Tahun 2008 perpanjengan jangka wakiu bagi wajib pajak lama adalab
sampal dengan tanggal 28 Februari 2009, Dengan demikian terdapat
perbedaan jangka waktu polaksanaan sunset policy bagi waiib pajak lama
dan wajib pajak baru. Penclapan batas wakdu pelaksanaan bagi wajib pajak
baru sampai dengan 31 Maret 2009, Pewus sebagai salah sato 6m
Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpgjakan
berpendapat:

“Bila wajib pajak mempunyai nomor pokok wajib pajak pada
saat 31 Desember 2008, belum tentu mereka dapat langsung
mengisi surat pemberitahuan. Oleh karena itu kepada wajib pajak
diberikan waktu satu bulan untuk belajar, satu bulan untuk
mengisi, dan satu bulan untuk membayar. Jadi hanya alasan
prakiis saja. Tidak dimasukkan dalam UL KUP karena Dewan
Perwakilan Rakyat hanya menginginkan adanya Pasal 2 tapi
tidak memikitkan pelaksanaannya. Schingga supaya tidak terjadi
kerusehan di masyarakat dibuat suatu atursn peleksanaan yang
masuk akal. Seperti halnya surat pemberitahuan tzhunan yang
selesal bulan Desember, diperbolehkan memasukkan sampai
dengan bulan Maret tahun berikutnya. Itu salah satu pemikiran
untuk memberikan keprakiisan dalam pelaksanaan undang-
undang™ (wawancara tanggal 18 Mei 2009 di Pusat Pengolahan
Data dan Dokumen Perpajakan).
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Hal senada mengenai pemilihan jangka waktu sampai dengan 31
Maret 2009 juga dikemukakan sleh Kariin yang mengatakan:

“Pada Pasal 37 A avat (2) UU KUP tidak diatur mengenai batas
waktu penyampaian suret pemberifahuan, vang diatur hanya saat
perolehan nomor pokok wajib pajak. Oleh karena itu dalam PP.
8072007 diatur batss waktu penyampaian surat pemberitghuan
Karena waiib paisk orang pribadi maka batas waktunya
disamakan  dengan  batas  wakfu  penyampaian  surat
pemberitahiuan tashunan tanggel 31 Maret 2005, Bila wajib pajak
memperolch nomor pokok wajib pajak pada tanggal 3!
Desember 2008 pukul 23.45 lewat eregisiration maka yang
bersangkutan tetap mempunyal hak untuk menyampaikan surat
pemberitahuan.  Kelinginan  umivk  menyampatkan  surat
pemberitabuan pada tanggal tersebut sudah tidak bisa karena
kantor pajak sudah ttup. Atas dasar pertimbangan tersebul
pemerintah membertkan waktu tiga bulan” (wawancasa tanggal
29 Mei 2009 di Kantor Wilayah Dnrektorat Jenderal Pajak Wajib
Pajak Besar).

Wajib pajak baru diberikan kesempatan untuk memanfastkan sunset
policy dalam rangka pelaksanaan self assessment sampai dengan tanggal 31
Maret 200%. Pembatasan waktu pelaksansan sunsel policy bagl wajib pajak
bara sampai dengan tanggal 31 Maret 2000 disamakan dengan batas waktu
pelaporan surat pemberttahuan ishunan crang pribadi secara upmun.
Mengenal perbedaan jangka waktu pelaksanaan bagi wajlb pajak lama dan
wa}ib pajak baru Gunadi seorang akademisi berpendapat:

“serbedaan diberikan dalam pengertian untuk memberikan
kesempatan lebib yang lama bagi waith pajak banu untuk lebih
mengenal, memahami, mendalami, dan pengambil keputusan
uniuk melakukan sunset policy ateu tidak. Sedangkan bag
wajib pajak lams, seharusnya mereka sudah lebih mengetahui”
{wawancara tanggal 6 Mel 200 di Gedung PPATK )

Pemberian jangka wakto sampai dengan 31 Maret 2009 dimaksudkan
untuk memberikan kesempatan yang lebih lama bagi wajib pajak bara untuk
lebih mengenal, dan memahami peraturan perpajakan khususnya sunset

policy. Kedua, pemberian jangka waktu dua bulan bagi wajib pajak lama
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dimaksudkan untuk menghindari penumpukan pelayanan di bulan Maret
2009 karena di bulan tersebut terdapat penerimaan surat pemberitahuan
tahunan pajak penghasilan orang pribadi. Selain itu pemberian jangka waktu
dua bulan dianggap cukup untuk memberi kesempatan yang lebih kepada
masyarakat untuk melengkapi dokumen perpajakan dalam rangka

pelaksanaan sunset policy.

4.2.2.Analisis Hasil Pelaksanaan Sunset Policy

Terkait dengan hasil pelaksanan sunsef policy, Karim pada wawancara
tanggal 29 Mei 2009 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak
Besar mengatakan bahwa harapan pemerintah terhadap kebijakan
perpanjangaan sunse! policy telah terpenuhi dengan meningkatnya permohonan
nomor pokok wajib pajak. Di sisi lain Petrus yang juga mewakili Direktorat
Jenderal Pajak menilai bahwa “keberhasilan atau tidaknya pelaksanaan sunse!
policy hanya dapat dilihat oleh pihak luar” (wawancara tanggal 18 Mei 2009 di
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan). Wibowo sebagai salah satu
wakil rakyat berpendapat bahwa “perpanjangan sunset policy kurang berjalan
maksimal karena hasil yang masuk masih sedikit dan hanya menambah sedikit
Jumlah wajib pajak yang memanfaatkan sunset policy” (wawancara tanggal 6
Mei 2009 di Gedung MPR/DPR RI).

Menanggapi pernyataan-pemyataan tersebut, perlu dilakukan analisis
realisasi hasil pelaksanan perpanjangan sunset policy berdasarkan indikator
keberhasilan sunsef policy, yaitu penerimaan pajak, jumlah wajib pajak yang
memanfaatkan sunset policy, dan penambahan jumlah wajib pajak baru.
4.2.2.1 Analisis hasil penerimaan pajak.

Analisis hasil penerimaan pajak dilakukan untuk mengetahui kontribusi
penerimaan dari sunset policy pada saat sebelum dan sesudah perpanjangan
waktu pelaksanaan sunsef policy dan konfribusi sunset policy terhadap
penerimaan pajak. Berikut ini disampaikan data penerimaan sunset policy untuk

periode sebelum perpanjangan waktu sunset policy, yaitu sejak langgal 1

Universitas Indonesia

Tinjauan Atas..., Dewi Kusumaningrum, FISIP Ul, 2009



91

Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dan setelah perpanjargan waktu
sunset policy, yaitu sejak 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 28 Februari
2009 untuk wajib pajak badan dan sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan
tanggal 31 Maret 2009 uniuk wajib pajak orang pribadi.

Tabel 4.1
Penerimaan Sunse? Policy
Sebelom dan Sesudah Perpapjangan Waktu

Dalam jutaas rupink
Wil Pajak Pemgsi Framrot el Ponze Sunser Seywdth  Tomd Peravi Seazer Paftey | Priandngen Frrenmam Ssnse!
Frrmeojrogim Propanjams Ferigida Selalion dan Seamiah
iaktn Svaet Polley Wakes Siwraer Podicy Perperfass Walae Tunret Pofiey
Haie £ 345957 §,850.103 460,18
24.15%
o EW A {7048 2325478
F5.54%
bt b5k 4 P96 145 FI526.376

4 OF

FLIE%

Sember ; Direlaorat Jenderal Palak

Berdasarkan date abel 4.1, penerimaan sunsef policy dari wajib pajak badan
untuk periode sebelum perpaniangan waktu sunset policy, vaitu tanggal 1 Januari
2008 sumpai dengan tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 4.349.997 juta ataun
sehesar 78,25% dan seluruh fotal penerimaan sumset pada periode fersebut.
Jumlah penericnaan sunsef policy dari wajib pajak orang pribadi pada periode
yang sama scbesar Rp. 1.209.130 jta atau sebesar 21,75% dari seluruh total
penerimaan sunset. Secara kesehwuhan total penerimaan sunset policy untuk
periode sebelum perpanjangan waktu sumse! policy sebesar Rp. 5.559.127 juta.

Target penerimaan Dircktorat Jenderal Pajak Dalarn APBN-P 20ﬁ8 sehesar
Rp. 534,53 trilvun sedangkan realisasinva sehesar Rp. 571,1 trilvun sehingga
terdapat suplus sebesar Rp, 36,57 trilyun. Pencrimaan pajak dari sunser policy
pada fahun 2008 telabh memberikan kontribusi sebesar 15,2% terhadap surplus
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penerimaan tahun 2008, Berdasarkan perbandingan antara penerimaan darl sunse!
policy dengan target APBN-P 2008 diketahui bahwa sunset policy di tahun 2008
memberikan kontribusi penerimaan sebesar 1,04% dari target.

Penerimaan sunser policy dari wajib pajak badan sesudah adanya
perpanjangan wakta sunsef poficy, yailu untuk periode 1 Januard 2008 sampai
dengan 28 Februari 2009 sshesar Rp. 1.050.103 juta atan sebesar 53,.38% dari
seluruh total penerimasn swnsed pada pericde tersebut. Jumlah penerimaan sunset
poiicy dart walib pajak orang pribadi pada pericde | Januan 2009 sampai dengan
tanggal 31 Maret 2000 sebesar Rp. 917.048 juta atan sebesar 46,62% dari seluruh
total pencrimaan sumsel, Secara kesclurshan total penerimaan sunser policy
sebesar Rp. 1.967.149 juis,

Berdasarkan perbandingan antara peneriowan pajak darl sunset policy pada
tahun 2009 dengan farget penerimaan Direktorat Jenderal Pajak dalam APBN
2009 schesar Rp. 587,8 trilyun diketabui bahwa peperimaan pajak darl sumser
policy di tahun 2009 menvumbang sebesar $,33% dari target penerimaan tahun
2009. Secara kescluruban penerimaan sunsef policy untuk periode sesudah
perpanjangan wakta mengalami penurunan dibandwgkan dengas penerimaan
sunse! sebelum perpanjangan wakty ataw hanya sebesar 35% dari penerimaan
periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2009.

Berdasarkan perbandingan antara jumlah penerimaan dengan periode wakiu
pencapaian, hasil penerimaan di tabun 2009 lebih baik dibandingkan dengan
penerimaan di tahun 2008 karena jumlah scbesar Rp. 1.967.149 juta dicapai
dalam jangka waktu dua bulan untuk wajib pajak badan dan tiga bulan unfuk
wajib pajak orang pribadi. Dilihat dari total penerimaan hasil pelaksanaan sunver
policy sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009, sunse?
policy telab membertkan kontribusi penerimaan sebesar Rp. 7.526.276 juta,

Sesuai teonl vang dikemukakan oleh Fritz Neuwmak, sistem perpajakan
nasional seharusnys dapat megjamin pogerimaan negara untuk membiayai semua
pengeluaran dan harus bersifat fleksibel ontuk menghasilkan penerimaén

tambahan bagl nepars. Hesil dari sunser polficy terhadap targel penerimaan
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Direlctorat Jenderal Pyjak tidak terlalu besar, namun dilibet dasi nilai nominal

yang diperoieh penerimaan tersebut menunjukkan hasil yang cukup memuaskan.

4.2.2.2 Analisis jumiah wajib pajak yang memanfaatkan sunset policy.

Analisis jumlsh wajib pajak yvang memanfaatkan sumsef policy dilakukan
untuk mengetahui seberapa besar antusissme masyarakat untuk memanfaatkan
supsef policy balk pada saat sebelum dan sesudah perpanjangan wakiu
pelaksanaan. Berikut ini disampaikan data wajib pajak yang memantaatkan sunse!
policy untuk periods sebelumn perpanjangan sunset policy, vait sgjak tanggal 1
Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dan sesudah perpanjangan sumsef
policy, yaitu sejak 1 Janoari 2009 sampai dengan tanggal 28 Februari 2009 untuk
wajib paiak baden dan sejak tanggael 1 Januan 2009 sampal dengan tanggal 31
Maret 2009 untuk wajib pajak orang pribadi,

Tabel 4.2
Waiib Pajak vang Memanlhatkan Sunset Policy
Sebelum dan Scsudah Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Sunset Policy

Selehan Pepanmnorn Wekiu Swaxef Paller Saridsh Pe agueunn Wakes Siarer Prflay
; Wajh P Waits Pajak | | Perbmlingn WP Wl Pajk Waih Palk | Perbambingan WE|  Prnioniats
Waoib Pajak Tordubing Hurrres stted dengan Terdaffar T stnser dengan fmﬁw
WP teydafiar W perdaft i
Badan 1342153 28,4659 2005 342,159 a5 | % Wair
oF S AL 136,995 §.3 1% 12,543 727 a2 1.52% i1yt
PLTEENE L . 13.433,385

Berdasarkan data tabel 4.2 jumlah wajib pajak badan yang memanfaatkan

sunsef policy sebelum perpanjangan waktu sunser policy, yaitu seiak fanggal 1
Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 sebanyak 28.069 wajib
pajak atau sebeséz 17,05% dari selurub wajth pajak vang memanfaatkan sunset
policy. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang memanfaatkan sunset palicy untuk
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pericde yang sama scbanyak 136.595 wajib pajak atau sebesar §2.95% dari
seluruh wajib pajak vang memanfaatkan sunset poficy. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang memanfaatkan sunsef
poticy lebih banyak dibandingkan dengan waijib pajak badan yang memanfaatkan
sunsel policy sebelum periode perpanjangan wakt pelaksanaan sunsef poficy

Dilihat dari perbandingan antara jumlabh wajib pajak badan yang
memanfaatkan perpanjangan sunset policy dengan jumlab wajib pajak badan
terdafiar selama periode sebelum perpanjangan waktu sunses policy, diketahui
bahwa jumlah wajib pajak badan yang memanfaatkan sunses policy sebesar 2,09%
dari jumlah wajib pajak badan terdaftar. Jumlah wajib paiak orang pribadi yang
memanfaatikan sunses policy selama periode yang sama sebesar 1,31% dari jumiah
wajib pajak orang pribadi terdaftar.

Jumlah wajib pajak badan yang memanfaatkan sunset policy selama periode
1 Janmari 2009 sampai dengan 2¥ Februari 2009 sebanyak 23.032 wajib paiak
atau schesar 11,59% dari seluruh walib pajak yang memanfaatkan swrsef policy.
Jumiah wajib pajak ovang pribadi vang memanfastkan sunses poficy selama
periode ! Januarl 2009 sampai dengan 3] Maret 2000 sebanyak 190.862 wajib
pajak atau sebesar 88,41% dari seluruh wajib pajak yang memanfaatkan susset
policy. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sclama periode setelah
perpanjangan waktu pelaksanaan sunsef policy jumlah wajib pajak orang pribadi
vang memanfaatkan suaset poficy lebih banyak dibandingkan dengan wajib pajak
badan yang memanfaatkan sunset policy.

Dilihat dari  perbandingan antara jwnlah wajib pajak badan yang
memanfaatkan perpanjangan sunset policy selama periode 1 Januari 2009 sampat
dengan 28 Februari 2009 dengan jurniah wajib pajak badan terdafiar, diketahui
bahwa jumlah waiib pajak badan yang memantaatkan sunsel policy sebesar 1.87%
dari jumish wajib pajai( badan terdaftar, Tumlah wajib pajak orang pribadi vang
memanfaatkan sunset policy selama periode | Januari 2009 sampei dengan 31
Maret 2009 sebesar 1,52% dari jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar.
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Berdasarkan perbandingan antara wajib pajak vang memanfaatkan swasef
policy periode sebelum dan sesudak perpanjangan sunset policy diketahur bahwa
jumlah waijib pajak badan yang memanfaatkan swrser policy sesudah adanya
perpanjangan walktu sunge! policy mengalami penurunan  sebesar §,23%
sedangkan jumlah waiih pajak orang pribadi yang memanfaatkan swses policy
mengalami kenaikan scbesar (21%. Secara keseluruhan jumiah wajib pajek
terdaflar yang memanfaatkan sunsef poficy mengalami kenatkan sebgsar 0,16%.
Hal ini menunjukkan balvwa perpanjangan sunsef policy berjalan baik dan cukup
~ berhasil karena terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan
sunset policy tersebut. Sesuai dengan teori yang dikemukakan Carlos A. Silvand
administrast pajak dikatakan efektf bila mampu mengatasi masalah wajib pajuk
yang tidak menyampaikan surat pamberitahuan.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan lebih lanjut dari  hasil
pelaksanaan swnser policy perlu diketahui sekior usaba-sektor usaha yang
memanfaatkan sunset policy. Berkut inl disampaikan data wajib pajak yang
mernanfaatkan sunset policy selama periode sebelum adanya perpanjangan waktu

pelaksanaan sumser policy berdasarkan seltor usaha:
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Tabel 4.3
Wajib Pajak yang Memanfaatkan Sunser Policy
Sebelum Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Sunser Policy
Berdasarkan Sektor Usaha

Kzgi Yung Behun Seles Bavssrays ' " 2 31
Peraning Porbucuns das Selwianan 284 £56 o5
;?f:zz’imsm 25 354 T
‘?ﬁﬁmﬁs&n dun ?ﬁfwgﬁﬁ 132 53 147
Lisu, Gag dan Ay 13 - 54
Fonateakai 3483 i 3885
Ferdupangan Besar dan Sosran; Bapars: Mabil,
Sepadn Motor, st Barsnpbarang Kepedvan 11081 63.50% 95 429
Fribadt dan Rumak Tangn . '
Peapedinan Akortdagt den Peryediaan dakas
Minum 523 2 083 1605
Transpanssk, Pergudangan dan Kamunikasi

1667 3458 5,135
Perantars Keuangar {020 ] 437 {44
Real Bsind, Usaha Persewann, din Jase Perugabaar

2713 5,044 8,702
Adminisieani Pernerintahan, Pershanan, dan
Jaminan Sosial Wajib 32 6,739 4,76l
Fosa Kesebaton don Kegialsn Souial T 173 2441 201G
Jasa Kernagvorakoian, Sossl, das Kegiatan Lainnya

448 16443 k839

Jasi Pecoramgan 35907 25 507
Total 28,069 134,595 Fid 464

Sumber @ Direkiorat Jenderal Pajak

Berdasarkan data di atas, jumlah wajib pajak badan yang paling banyak
memanfaatkan sunsel policy sclama periode sebelum perpanjangan wakty
pelaksanaan sunse! pelicy sdalah wajib pajak vang berperak dalam bidang usaha
perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, sepeda motor serta barang-barang

keperluan pribadi dan romah tangga sebanyak 13.081 wajib pajak, ditkuti oleh
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wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha industri pengolahan sehanyak
3.942 wajib paiak dan wajib pajek yang bergerak dalam bidang usaha konstruksi
sebanyak 3.483 waib pajalc Wajlb pajak orang pribadi yang paling benyak
memanfaatkan nser policy adalah wajib pajak yasg bergersk dalam bidang
uszha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, sepeda motor serta barang-
barang keperluan pribadi dan rumah tangga sebanyak 63.902 wajib pajak, dilkuti
oleh wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha jasa perorangan sebanyak
25907 wajib pajak dan wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha jasa
kemasyarakatan sosial dan kegiatan lainnya scbanyak 16.413 wajib pajak. Secara
keseluruhan, wajib pajak yvang paling banyak memanfaatian sunset policy adalah
wajib pajak perdagangan besar dan cceran, reparasi mobil, sepeda motor serta
barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangpa schanvak 76.983 wajib pajak,
ditkuti oleh waiib pajak vang bergerak dalam jasa perorangan sebanyak 25307
wajib paiak, dan wajlib pajak yang bergerak dalam bidang jasa kemasyarakaten
sasial, dan keglatan lainnva sebanyak 16.859 wajib pajak,

Hal int menunjukkan bahwa selama ini banyak wajib pajak perdagangan
besar dan eceran, reparasl mobil, sepeda motor sera barang-barang keperluan
pribadi dan mmah tangpa khususnya bagi wajib pajak badan pedagang besar
lainnya dan wajib pajak orang pribadi pedagang eceran khusus komoditi
makanan, minuman atau tembakau, wajib pajak jasa perorangan 'khususnya
pegawal swaslta, dan wajib pajask yang bhergerak dalam tadang jasa
kemasyarakatan, sosial dan kegiatan lainnya khususnya wajib pajak orang pribadi
jasa perorangan yang tdak dapat diklasifikesikan di tempat lain yang cukup
berpotensi namun kurang ferpantau oleh Direktorat Jenderal Pajek. Kurangnya
pegawasan Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajale-waiib pajak tersebut di
atas, disebabkan jumlah mereka yang sangat banyak dan sulit diketahui
keberadaannya, sehingga banyak dari mereka vang tidak melaksanakan
pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar. Dengan adanya momentum
sunset policy dan untuk menghindari pemeriksaan oleh Direkiorat Jenderal Pajak,

mereka  ikut memanfaatkan fasilitas sunses policy tersebut. Berikut ini
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disampaikan data wajib pajak yang memanfaatkan sumsef policy selama periode

setelah adanya perpanjangan waktu sansef policy berdasarkan sektor usaha:

Tabel 4.4

Wajib Pajak yang Memanfaatkan Sunser Policy
Sesudah Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Swnset Policy
Berdasarkan Sektor Usaha

¥

g;};;::u‘iigf; Pemerintatian, Pertahanan, don farsinan 15 8313 8,348
industri Pongolalan 1378 9345 12,74%
Jatu Remosyembatan, Sosial don Replainn Lainnya 40 23,896 33488
Yara Keschalon don Kegiabn Sneia 334 2E5 3,185
Jaza Pendidikan 23 31 a9
Tasa Perosengar 53,804 33405
Eonatrsat 3,491 v 2695
iLigirk, Gas dan Ak i5 34 oF
Feayedisnn Akomodust San Peayedizan Makan Micum ALl 250 3,100
Prrantara Keuangan g1 1,587 2,534
Perdngangan Beser dan Beerop; Reparasi Mobil, Sepeda
butar, serls Barang-barang Keperiuan Pribaci dan L6} 75,116 BE,727
Fumal: Tangs
Perikanan 4 457 48}
|?¢Ram‘9&mﬁ dan Pempaiing &3 %3 4
I?manian Perbumuan dan Kelotanan w £.323 LEW
Rea) Estar, Usaha Persewsnan, dun fasn Perusahann 2632 6,869 9,501
Trrsporissi, Pergudangsna dan Kommikngt 1,645 4450 3,105
Tatal 150382 190,362 315,894

Sumber ; Direktorat Jenderal Paiak
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Berdasarkan data tabel 44 jumlah wajib pajak badan paling banysk
memanfaatkan sumsel policy untuk periode sesudah perpanjangan  waktu
pelaksanaan sunsel policy adalth wajib pajak yang bergerak dalam bidang
perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, sepeda motor serta barang-barang
keperfuan pribadi dan rumah tangga sebanyak 11.611 wajib pajak, ditkuti dengan
wajib pajak yang bergerak dalam bidang indusiri pengolahan sebanyak 3.376
wajib pajak, dan wajib pajak yang bergerak real estate, usaha persewaan dan jasa
perusahaan sebanyak 2.632 wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi yang paling
banyak memanfaatkan sunsel policy adalah wajib pajak yang bergerak dalam
bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi miobil, sepeda motor serta barang-
barang keperluan pribadi dan rumah tangga sebanyak Rp. 75.116 wajib pajak,
ditkuti ovleh wajib pajak jasa perorangan sebanyak Rp. 53.406 wajib pajak, dan
wajit pajak yang bergerak dalam bidang jasa kemasyarakatan, sosial, dan
kegiatan lainnya sebanyak 23.846 wanb pajak. Secara keseluruhan, wajib pajak
yang paling banvak memanfaatkan swet policy adalah wajib pajak perdagangan
besar <dan eceran, reparasi mobil, sepeda motor serta barang-barang keperivan
pribadi dan rumsh tangga sebanyek 86.727 wajib pajak, ditkuti oleh wajib pajak
yvang bergerak dalam jasa perorangan sebanyak 53.406 waiib pajak, dan wajib
pajak yang bergerak dalem bidang jasa kemasyarakatan sosial, dan kepiatan
iainnya sebanyak 24,486 wajib pajak.

Seperti halnya wajib pajak yeng memanfaatkan sunsef policy pada periode
sebelurn adanya perpanjangan waktu sunsef poficy, dilihat dari sektor usaha wajib
pajak yang paling banvak memanfaatkan sunser policy pada periode sesudah
perparjangan wakln sussef policy adalah wajib pajak yang bergerak di sektor
vsaha pedagang besar dan eceran, jasa perorangan, dan jasa kemasyarakatan,
sosial dan kegiatan lainnya. Hal inl menunjukkan bahwa selama ind banyak
potensi pajak dan sektor tersebut yang belum tergali oleh Direltorat Jenderal
Pajak. Hal ini disebabkan kurangnya pegawasan Direkiorat Jenderal Pajak
terhadap wajib pajak-wajib pajak tersebut di atas akibat banyékn}.:‘a jumiah wajib
pajak yang bergerak dalam sekior tersebut dan sulit diketahui keberadaannya,
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sehingga banyak dan mereka yang tidak memanfaatkan pemenuhan kewajiban

perpajakan secara benar. Dengan adanya momentum sunset policy dan untuk

menghindart pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak, mereka  ikut

memanfaatkan fasikitas sursel policy tersebul.

4.2.2.3. Analisis pesambahan jumlah wajib pajak baru

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak jumlah waiib pajak baru

orang pribadi yang mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok weajib

pajak periode 1 Japuari 2008 sampai dengan 28 Februari 2009 adalah sebagai

berikut :
Tabel 4.5
Waiit Pajak Orang Pribadi Baru
Wails Paiak Jumdnk Waib ;1 Perambodon Waib | Perombebes Waiib 3 Total Poranbatan | Total Walib Bedandingen
Fajok x4 31 | Pojek pada otpgel 1 Pajok peda megel 1] Wi Pajak Pojsk Qrong | Jursiah Wajib
Uiesamber 2007 1 Joonsed 2008 od 31 | Jonowd 2007 sampai 1 Perfode 1 Januan [Pabedi Tewisliar Paisk Bar Perinde
Desember 2008 dengan moggsi 28 08428 Bebolum dun
Fabruars 2008 Februari 2009 Sesudah
Pompaniungan
Wake Swuet
Policy
i 2 3 1 $={344} &= (2345} 7= {43
{rang Prbwd 6,717,751 3,725 857 2RRIE3 582345 12,341,227 36,3054

Bumber : Dirskeorat Jenderal Pajak

Berdasarkan data di atas jumlah wajib pajak baru omang pribadi yang

mendaftarkan dird uptuk mempercieh somor pokok wajib pajek mulai tanggal |
Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 sebanyak 3.725.857 wajib

pajek, sedangkan jumizh wapb pajak baru orang pribadi yang mendaftarkan din

untuk merapercleh nomor pokok wajib pajak mulai tanggal 1 Januan 2009 sampat

dengan 28 Februari 2009 atau sejak berlakunya perpanjangan sunsef policy sebanyak

2.097.639 wajib pajak. Dengan demikian terdapat penarnbaban jumliah wajib pajak
periode | Januari 2008 sampai dengan tangga! 28 Februari 2000 sehanyak 5.823.496

wailb pajak.
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Jumlah wajib pajak orang pribadi yang mendaftarkan dirl untuk memperoleh
nomor pokok wajib pajak pada tanggs! 1 Januari 2009 sampai dengan 28 Februan
2009 atau setelah dikeluarkannya Perpu Nomor § Tahun 2008 adalah sebesar 56,30%
dibandingkan dengan jumiah wajib pajak orang pribadi yang mendaftarkan diri untuk
memperoleh nomor pokok wajib pajak selama periode 1 Januari 2608 sampai dengan
31 Desember 2008, Hal int menunjukkan bahwa pada saat berlakunya perpanjangan
sunset policy antusiasme masyarakat dalam memperoleh nomor pokok waiib pajak
masih cukup tinggl karena hanya dalam jangka waktu dua bulan penambahan jumlah
wajib pajak baru telah melebihi 50% dari penambahan jumiah wajib pajak di tahun
2008.

Herdasarkan data di atas, terjadi penambahan jumiah waiib pajak orang pribadi
bary schubungan dengan pelaksanaan synset policy. Hal ini sesual teori menurut
Carlos A, Silvani yang mengatakan bahwa adminisizasi patak sebagai suatu sistern
perpajakan dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah wajib pajak yang tidak
terdaftar. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Paak jumlah wajib pajak orang
pribadi yang memanfaatkan swnsef policy banys sebanyak 190.862 wajib paiak stau
sebesar 1,52% dari jumlah wajib pajak terdaftar. Hal inl menunjukkan terdapat alasan
lain yang memotivasi wajib pajak melakukan pendaftaran mempercleh nomor pokek
wajib pajak selain ingin memanfaatkan swnser policy. Alasan lain tersebut adalah
adanya perbedaan pengenaan tarif yang lebib tingpi bagi wajib pajak yang tidak
memiliki nomor pokok wajih pajak dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki
nomor pokok wajib pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Paiak
Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Womer 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan adanyz aturan bebas
fiskal luar bagt wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak yang ingm
bertolak ke luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor Per-53/PY2008 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengecualion Pembayaran
dan Pengelolaan Administrasi Pajak Penghasilan Bagi Waiib Pajak Orang Pribadi
Dalam Nege;"i Yang Akan Bertolak ke Luar Negeri. Sedikitnya jumlah waiib pajak
baru yang memenfaatkan sunset policy juga disebabkan tidak semua walib pajak bary
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memiliki peoghasilan lain yang belum dipotong pajaknya, misalnya wajib pajak yang
hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja sehingga pajaknya telab

dipotong oleh pemberi kerja.

Universitas Indonesiy

Tinjauan Atas..., Dewi Kusumaningrum, FISIP Ul, 2009



BAB 5
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Berdasarkan basil pembahasan sebelumnya dapat ditarik simpulan sebaga
berikut:

. Dasar pemikiran pemeriotah melskukan perpanjangan suwmser policy adaial
Pertama; besarnya antusiasme waiib pajak untuk memanfaatkan sunser policy di
akhir masa berlekunys akibat terlambatnya penerbitan peraturan pelaksansan
yang menyebabkan bank ataw kantor pes penerima pembayaran serta kantor
pelayanan pajak fidak sanggup melayani dengan baik schingga banyak wajib
pajak di akhir masa berlakunya sunset policy tidak bisa memaniaatkannya. Kedua,
adanya krisis kewangan global yang melanda dunia yang juga berpengarul pada
perckonomian Indonesia, sehingga pemerintah harus mempunyai basis yang luas
dan kuat di sekior penerimaan negara untuk menjaga kestabilan ekonomi. Ketiga,
sunset pelicy sangat efektf untuk memperiuat basis perpajakan nasional.
Pemberian perpanjangan waktu pelaksansan sunse? policy selama dua bulan wajib
pajak lama dimaksudkan untuk mesghindari penumpukan pelayanan di bulan
Maret 2009 karena di bulan tersebut terdapat penerimsan surat pemberitahusn
tahunan pajak penghasilan orang pribadi. Hal lain vang menjadi alasan pemberian
jangka waktu dua bulan adalali antuk memberi kesempatan yang lebih kepada
masyarakat untuk melengkapt dokumen perpajakan dalam rangks pelaksansan
sunset policy. Jangka wakitu pelaksanaan sunset policy bagh wajib pajak barn
sampar dengan 31 Marxet 2009 atsu lebih lama satu-bulan dari jangks wakin
pelaksanaan sunset policy bagl wajib pajak lama dimaksudkan untuk memberikan
kesempatan yang lebib lama bagi wajib pajak baru untuk lebih mengenal, dan
memahami peraturan perpajakan khususnya sunse! policy.

2. Sunset Policy memberikan hasil yang cukup baik dalam menambah penerimaan
negara dari sektor pajak dan cukup berhasil dalam menambah jumlah wajib pajak
terdaftar., Berdasarkan perbandingan antara jumlah wajib paisk vang melskukan
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sunset policy dengan jumlah wajib pajak terdaftar diketahui bahwa untuk periode
sebelum berlakunya perpanjangan sumser policy jumlah wajib pajak yang
melakukan sunset policy sebesar 1,40% dari jumlah wajib pajak terdaftar
sedangkan untuk periode sesudah berlakunya perpanjangan sunse! policy
menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang memanfaatkan sunser policy
sebesar 1,56% dari jumlah wajib pajak terdaftar. Hal int menunjukkan bahwa
jumlah wajib pajak vyang memanfaatkan sunse! policy sesudah adanya
perpanjangan sunset policy lebih banyak dibandingkan dengan wajib pajak yang

memanfaatkan sunset policy sebelum adanya perpanjangan sunset policy.

5.2. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan pelaksanaan

perpanjangan sunse! policy adalah sebagai berikut:

1.

Pemerintah hendaknya lebih cermat dalam memperhitungkan waktu pelaksanaan
suatu kebijakan sehingga tidak ada kebijakan perpanjangan yang dapat
menimbulkan polemik di masyarakat. Suatu peraturan pelaksanaan perpajakan
sebaiknya diterbitkan secepat mungkin setelah kebijakan berlaku agar tidak
menimbulkan kebingungan dan keragu-raguan bagi wajib pajak. Dalam hal
melakukan perpanjangan suatu kebijakan, hendaknya pemerintah memberikan
waktu perpanjangan yang cukup bagi wajib pajak dengan memperhitungkan
waktu yang selama ini hilang akibat terlambatmya penerbitan ketentuan
pelaksanaan dan terlambatnya sosialisasi yang dilakukan kepada wajib pajak.

Direktorat Jenderal Pajak hendaknya melakukan pengawasan lebih ketat bagi
wajib pajak yang tidak memanfaatkan sunset policy dibandingkan dengan wajib
pajak yang melakukan sunset policy. Pengawasan dapat dilakukan melalui
penelitian administrasi misalnya analisa profile wajib pajak, melakukan
perbandingan dalam rangka penentuan penghasilan kena pajak berdasarkan sektor

usaha, wilayah dan sebagainya.
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4. Dokumen lembaga

Departemnen Keuangan Republik Indonesia Nota Keuangan Pemerintah, Data
Pokok APBN-P 2008 dan APEN 2009.

Republik Indonesta, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tanggsl 17 Juli 2007
tentang Perubahan Ketiga ates Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

~~~~~~~~~~~~~~~~~ , Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tanggal 28 Desember
2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tala Cara Perpajgkan Sebagaiumana teleh Beberapa Kali Dabah Terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

wemanwmnn e PEraturan Menterl Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tanggal 29
April 2008 tantang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat
Pemberitahuan  dan  Persyaratan Wajib  Pajak  yang  Dapal  Diberikan
Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Ranghka Pencrapan Pasal 37A
Undang-Undang Nomor & Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007,

e mmemem= - PEFgturan Direktur Jenderal Pajak Nomeor 27/P 172008 tanggal 19 Juni
2008 tentang Tata Cara Penvampaian, Pengadminisirasian, serta Penghapusan
Sanksi Administrasi Schubungan dengan Penyampaian Surat Pembentahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wayib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007
dar: Schelamnya, dan Schubungan dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Urang Pribadi atau Wanb Pajak Badan
untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007.

~~~~~~~~~~~~~~~~~ , Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2008 tanggal 27 Juni
2008 tentang Perubahan atas Perubahan Direkitur Jenderal Pajgk Nomor
27/P12008 Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, seria Penghapusan
Sanksi Administrasi Sehubungan dengan Penvampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007
dan Sehelumnya, dan Schubungan dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajek Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan
untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007

~~~~~~~~~~~~~~~~ , Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJf2008 tanggal
27 Juni 2008 tentang Tata Cara Pemberian NPWP, Penerimaan dan Pengolahan
SPT  Tahunan PPh, Penghapusan Sanksi Administrasi, Penghentian
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Pemeriksaan, dan Pengadministrasian Laporan Terkait dengan Pelaksanaan
Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

~~~~~~~~~~~~~~ . =urat BEdaran Dircktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2008 tanggal
21 Agustus 2008 tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Ketentuan Pelaksansannya,

----------------- . Surat Bdaran Direkiue Jenderal Pajak Nomor SE-57/PI/2008 tanggal §
Desember 2008 tentang Pemanfaatan Data atau Keterangan vang Berkaitan
dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang Disampaikan Wajib Pajak dalam
Rangka Pelaksanaan Pasal 37A. Undang-Undang Ketentvan Umum dan Tata
Cara Perpajakan Beserta Ketentuan Pelsksanaannya.

----------------- , Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S5-439/PJ/2008 tentang
Ketentuan Pelaksanaun Sunset Policy.

----------------- , Peratoran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor & Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.

e emene Surat Direkiur Jenderal Pajak Nomor S-11/PJ2009 tanggal 23 Januar
2009 teniang Penegasan Mengenai Wapb Pajak yang Memperoleh NPWP
dalam Bulan Januari dan Februari 2009

-------------- . Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PME-12/PMEK 0372009 tanggal
2 Februari 2009 tenlang Perubahan stas PMK-66/PMEK.03/2008 tentang Tata
Cara Penyampaian atau Pembetulan SPT, dan Persyaratan WP yang Dapal
Diberikan Penghapusan Sanksi Administrast Dalam Rangka Penerapan Pasal
37A UU No.6 Tahun 1983 Tentang KUP Sebagaimana telah Beberapa Kall
Diubah Terakhir dengan UlJ No. 28 Tahun 2007

————————————————— » Peraturan Divektur Jenderal Pajak Nomor: PER-13/PJ/2009 vanggal 23
Februari 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor 27/P}/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta
Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan dengan Penyampaian Surat
Pemberitabuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadl wntuk
Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan dengan Pembetulan Surat
Pemberitahuan Tahupan Pajak Pengbasilan Wajib Pajak Orang Pribadi ateu
Waiib Pajak Badap untuk Tehun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007,
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Pedoman Wawancara dengan Kepala Kanwil DIP Wajib Pajak Besar
Drs. Riza Noor Karim, MBA, Ak

1. Apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya kebijakan sunrer poficy di Indonesia?

2. Berdaswrkan Pasal 37A UL KUP, Wajib Pajak vang menyampaiksn pembetolan

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebejum Tahun Pajak 2007,
vang mengakibatkan pajak yang masth hanus dibayar menjadi lebib besar dan
dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 {satu} tahun setelah
berlakunya Undang-undang  ini, dapat diberikan pengursngan  atau
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelusasan
kekurangan pembayaran pajak yang  ketentuannya diatur  dengan  atau
berdasarkan Perafuran Monteri Keuangan. Sedangkan bagi Waiib Pajak
orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor
Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-
Undang ini diberikan penghapusan sanksi adminstrast atas pajak yang tidak atau
kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak
dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data atau keterangan yang
menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampatkan Wajib Pajak tidak
benar atan menyatakan iebih bayar.
Namun dalam Pasal 33 PP-80/2007 baik wajib pajak lama mauogun wajib pajak
baru diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Mengapa terdapat
perbedaan pemberian fasilitas bagl waiib pejek lama menurut T KUP daag PP-
80720077 :

3. Berdasarkan PME-86/2008, terdapat penambahan fasilitas yang diberikan kepada
wajib pajak lama, yaifu fidek akan dilakukan pemeriksaan kecuali tordapat data
atau keterangan yang menyatakan bahwa pembetulan SPT Tahunan PPL tersebut
tidak benar. Atas desar spa fasilitas tersebut diberikan? Apakah pemberian
fasilitas pada PMK-66/2008 tersebut tidak berfentangan dengan UU KUP?

4. Di dalam Pasal 37A ayat (1) UL KUP, wajib pajak diberikan waktu untuk
melaksanakan sunsef policy paling lama dalam janpgka waktu 1 tabun setelah
berlakunya undang-undang ini atau sejak tanggal 1 JTanuari 2008 sampail dengan
tanggal 31 Desember 2008. Apa yang melatarbelakangi pemilihan jangka waktu
satu tahun tersebut?

5. Di dalam Pasal 37A ayat (2) UU KUP tidak diatur mengepal batas wakiu
penyampaian SPT bagi wajib pajak baru. Namun dalam Pasal 33 PP No 80 Tahun
2007 diatur jangka waktu penyampaian SPT bagi wajib pajak, yaitu paling lama
tanggal 31 Maret 2009 Apa yang melatarbelakang: pemilihan jangka wakiu
penvampaian SPT bagi wajib pajek baru sampa: dengan tanggal 31 Maret 20097
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. Terkait dengan sunset policy, pada tanggal 31 Desember 2008 pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengpanti Undang-Undang Nomoer 5 Tahun
2008 yang pada intinya memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan sunset
poficy. Apa yang menjadi dasar pemikiran pemerintsh sehingga pemerintah
mengeluarkan kebijakan perpenjangan sumser poficy, padalah sampai dengan
tanggal 22 Desember 2008 pemerintah masih mengatakan bahwa sunser policy
tidak akan dilakukan perpanjangan?

. Mengapa di dalam perpu nomor 5 tahun 2008 hanya diatur perpanjangan jangka
waktu pembetulan SPT bagi wajib pajak lama?.

. Atas dasar apa pemerintab memilih jangka waktu dua bulan bagi perpanjangan
sunset policy?

. Peraturan Pemeriotah Pengganti Undasg-Undang  dikeluarkan apabila ada
kegentingan yang memaksa. Monurut pendapat Bapak apakah keadean di akhir
tahun 2008 termasvk dalam kategori kegentingan yang memaksa schingga perlu
dikeluarkan Perpy?

10. Mengapa peraturan pelaksanaan susset poficy baru dikeluarkan setglah undang-

ondang KUP yvang memuat peraturan mengenai sunset policy ielah berlaky?

11. Apakab herapan pemerintah terhadap kebijakan perpanjangan sunser policy
terpenubi?
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1.

Pedoman Wawancara dengan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen
Perpajakan (Salah Satu Anggota Tim RUU KUP)
Drs. Kismantoro Petrus, M.B.A

Kebijakan sunset policy tidak terlepas pada pelaksanaan sistem self assessment.
Bagaimana menurut pendapat Bapak?

Berdasarkan Pasal 37A UU KUP, Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007,
yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan
dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah

berlakunya Undang-undang ini, dapat diberikan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan
kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Kenangan. Sedangkan bagi Wajib Pajak
orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor
Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-
Undang ini diberikan penghapusan sanksi adminstrasi atas pajak yang tidak atau
kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak
dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data atau keterangan yang
menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak
benar atau menyatakan lebih bayar.

Namun dalam PMK-66/2008 baik wajib pajak lama maupun wajib pajak baru
diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Mengapa terdapat
perbedaan pemberian fasilitas bagi wajib pajak lama menurut UU KUP dan
PMK-66/20087

Berdasarkan PMK-66/2008, terdapat penambahan fasilitas yang diberikan kepada
wajib pajak lama, yaitu tidak akan dilakukan pemeriksaan kecuali terdapat data
atau keterangan yang menyatakan bahwa pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut
tidak benar. Atfas dasar apa fasilitas tersebut diberikan? Apakah pemberian
fasilitas pada PMK-66/2008 tersebut tidak bertentangan dengan UU KUP?

Mengapa ada pengaturan melalui PMK -bagi wajib pajak baru sedangkan dalam
UU KUP yang diatur lebih lanjut dengan PMK hanya menyangkut ketentuan bagi
wajib pajak lama?

Di dalam Pasal 37A ayat (2) UU KUP tidak diatur mengenai batas waktu
penyampaian SPT bagi wajib pajak baru. Namun dalam Pasal 33 PP No 80 Tahun
2007 diatur jangka waktu penyampaian SPT bagi wajib pajak, yaitu paling lama
tanggal 31 Maret 2009. Atas dasar apa pemerinfah menentukan batas waktu
tersebut? Apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan UU KUP?

Terkait dengan sunset policy, pada tanggal 31 Desember 2008 pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun
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2008 yang pada intinya memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan swnses
policy. Menurut pendapat Bapak alasan apa yang membuat pemerintah
mengeluarkan kebijakan perpanjangan sunset policy padalah sampai dengan
tanggal 22 Desember 2008 pemerintah masih mengatakan bahwa suznses policy
tidak akan dilakokan perpanjangan?

7. Apa yang menjadi alasan pemilihan jangka waktu sunset policy selama satu
tahun?

8. Ada vang berpendapat bahwa berhasilnya di  akhieakhir kerena  aluran
pelaksanaannys pertengahan tahun. Bagaimana menurut pendapat Bapak?

9. Atas dasar aps pemerintah memilih jangka waktu dua bulan bagi perpandangan
sunset policy kenapa tidak disamakan dengan waijib pajak baru?

10. Menurut pendapat Bapsk apaksh hal terscbut tidek menyshabkan adanya
diskriminasi bagi wajib pajak lama?

11. Apakah pemerintsh memiliki target aias pelaksanaan sunset policy?

12. Menurut Bapak, pelaksanaan sumses policy ini sudah berhasil atau tidak?
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Pedoman Wawancara dengan Anggota DPR RI komisi keuangan (Komisi X1}
Dir. Ir Dradjat Hari Wibowo, M.Ec

1. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan kebijakan sunset policy di Indonesia?
2. Menurut Bapak, design yang bagusnya harusnya seperti apa?

3. Bagaimana pendapat Bapak mengenal penerbitan peraturan pelaksanaan baru ada
dipertengahan tahun setelah berlangsungnya sumsef policy?

4. Pada tapggal 31 Desember 2008, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tehun 2008 membenkan perpanjangan
sunsei policy sampsl dengan 28 Februari 2009. Bagaimana pendapat Bapak
mengenal kebiiakan perpaiskan sunset policy tersebut?

5. Apakah kebijakan perpanjangan sunse! poficy diperiukan?

6. Perpu dikeluarkan apabila ada kepentingan memaksa. Moemumut Bapak apakah
terdapat kepentingan memaksa?

7. Terkait dengan jangkas waktu perpanjangan swnsef poficy, bagaimana pendapat
Bapak mengenal jangka waktu pelaksanaan perpanjangan susser policy yang
memperpanjang pelaksanaannva dard tanggs! 1 Januani 2009 sampar dengan 28
Pebmari 20097 Apakah waktu vang diberikan telah tepat?

8. Bagaimana pendapat Bapak, mengenai pembedaan waktn pelaksanaan sunsel
policy bagi wapib pajak lama yang memberikan waktu sampai dengan tanggal 28
Februari 2009 dan wajib pajak baru sampai dengan tanggal 31 Maret 20097

9. Berdasarkan peraturan kepada wajib pajak baru diberikan waktu lebih lama
dibandingkan dengan wajib pajak lama, jadi insentif malah diberikan kepada WP
bary, bagaimana menurt pendapat bapak?

10. Bagaimana proses penpesahan Perpu fersebut  di DPR apakah semua frakst
memberikan respon yang positif pada Perpu tersebut?

1. Terkait dengan pelnksanaan sunset peolicy ada berpendapat bahwa budaya
masyarakat saja yang memanfaatkan di akhir waktu? Apalah it benar?

12. Kebijakan sunses policy ini, apakah terdapat kelemahan?
13. Apakah dampak dari kebijakan sunvet policy?

14, Apakah Saran Bapak ates kebijakan tersebut?
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Pedoman Wawancara dengan Akademisi
Prof . Dr. Gunadi

. Kebijakan sunset policy tidak terlepas pada pelaksanaan sistem self assessment.
Menurut pendapat Bapak, bagaimana pelaksanaan sistem self assessment yang
telah dilakukan wajib pajak sampai dengan saat ini? Apakah sudah berjalan
dengan baik?

. Apakah sunset policy berpengaruh pada pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib
pajak?

. Terkait dengan sunset policy, pada tanggal 31 Desember 2008 pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2008 yang pada intinya memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan sunsef
policy. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang dikeluarkan apabila terdapat kegentingan yang memaksa.
Menurut pendapat Bapak apakah keadaan di akhir tahun 2008 termasuk dalam
kategori kegentingan yang memaksa sehingga perlu dikeluarkan perpu?

. Terkait dengan jangka waktu perpanjangan sunse! policy, bagaimana pendapat
Bapak mengenai jangka waktu pelaksanaan perpanjanpgan sumset policy yang
memperpanjang pelaksanaannya dari tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan
tanggal 28 Februari 2009 bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum tanggal 1
Januari 2008 (wajib pajak lama) dan dari tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan
31 Maret 2009 bagi wajib pajak yang baru terdaftar di tahun 2008 sampai dengan
bulan Februari 2009 (wajib pajak baru)? Apakah waktu yang diberikan telah
tepat? Mengapa?

. Menurut Bapak jangka waktu yang diberikan sudah cukup atau kurang? Atau
periu diperpanjang lagi?

. Menurut Bapak, apakah sosialisasi perpu yang dilaksanakan saat ini sudah tepat?

. Bagaimana saran Bapak, agar dalam membuat kebijakan dapat lebih baik lagi?
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Pedoman Wawancara dengan Akademisi
Eddy Mangkuprawira, S.H

. Derdasarkan Pasal 37A UU KUP, bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum tahun
2008 (wajib pajak lama) diberikan batas wektu pelaksanaan sunser poficy sampai
dengan tanggal 31 Desember 2008, Sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi yang
baru terdaftar di tahun 2008 (wajib pajak baru), dalam UU KUP hanya diatur
mengenal jangka waktu pendaftaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2008
sedangkan batas waktu pelaksanaan sunset tidak diatur. Bagaimana menurut pendapat
Bapak?

. Bagi wajib pajak orang pribadi di undang-undang hanya diatur mengenai jangka
wakte pendaftaran dan  berdasarkan PP-80/2007 boleh memasukkan surat
pemberitahuan sunser 2007 sampai dengan 31 Maret 2009. Bagaimana menurut
pendapat Bapak?

. Terkait dengan sunset policy, pada tanggal 31 Desember 2008 pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerinfzh Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2008 yang pada intinya memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan sunset policy.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Perafran Pemerintah Pengganti Undang-
Undang dikeluarkan apabila terdapat kegentingan yang memaksa. Menurut pendapat
Bapak apekab keadasn di akhbir tahun 2008 termasuk dalam kategort kegentingan
yang mermaksa schingga perin dikeluarkan Perppu? Mengapa?

. Terkait dengan jangka wakiu perpanjangan sunse! policy, bagaimana pendapat Bapak
mengensi  jangka wakiu  pelaksansan  perpanjangan  swsel  policy  vang
memperpanjang pelsksenaannya dari tapgeal 1 Januari 2009 sampai dengan 28
Februari 2009 bagi waiib pajak yang teleh terdafiar sebelum tanggal 1 Januari 2008
{waith pajak lama} dan dari tanggal | Janoari 2009 sampai dengan 31 Marst 2009
bagt wajib pejak yang baru terdafiar di tahun 2008 sampai dengan bulan Februarn
2009 (wajib pajak baru)? Bagaimana pendapat bapak?

. Apakab sosialisast sunset poliey yang dilakukan pemerintah telah tepat? Mengapa?
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I

Hasil Wawancara dengan Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
Drs. Riza Noor Karim, MBA, Ak
Tanggal tanggal 29 Mei 2009
di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar

Apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya kebijakan sunsef policy di Indonesia?
Sunsel policy seirama dengan reformasi birokrasi yang termasuk dalam reformasi
peraturan perpajakan, yaitu undang-undang pajak. Dengan direformastkan tiga
undang-undang pajak, diharapkan kendala yang ada selama ind dalam pelaksanaan
undang-undang, batk grey areq, kepastian hukum, dsb dapat disclesaikan dengan
undang-undang yang baru. Karena kite memasuki area undang-undang vang baru
vanyg sudah bagus maka para wajib pajak diberikan kesempatan untuk memula
dari nol Jadi sama-sama memulai darf nol. Sehingga masa lalu sama-sama kita
tutup. Karens masa Ialy, baik peraturan undang-undang perpajakan dan waiib
pajak sama-sama salsh, peraturan tidak jelas. Oleh karena itu dicra bare mari
sama-sarmna memulal dari Hitk nol

Berdasarkan Pasal 37A UU KUP, Waiib Pajak yang menyampaikan pembetulan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tehun Pajek 2007,
yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan
dilakukan paling [ama dalam jangka waktu 1 {satu} tahun setelah
berlakunya Undang-undang ini, dapat diberikan pengurangan atau
penghapusan sacksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasen
kekurangan pembayaran pajak  yang  ketentuanpya diatur  dengan  atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan bagi Wajib Pajek
orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor
Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-
Undang ini diberikan penghapusan sanksi adminstrasi atas pajak yang tidak atau
kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak
dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data atau keterangan yang
menyatakan babwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak
benar atan menyatakan lebih bayar,

Namun dalam Pasal 33 PP-80/2007 baik wajib pajak lama maupun wajib pajak
baru diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Mengapa terdapat
perbedaan pemberian fasilitas bagi wajib pajak lama menurut UL KUP dan PP-
8020077

Pada awalnya Pasal 37 tidak memakal ayat. Bunyinya persis seperti Pasal 37A
ayal (1) sckarang. Namun pada saat pembahssan di DPR, anggota DPR
menanyakan bagaimana perlakuan bagi orang yang fidak mempunyal NPWP dan
belum menyampatkan SPT sehingga muocul ayat (2 di DPR bukan pada saat
disampaikan RUU-nya oleh Presiden (amanat presiden).

Pada Pasal 37 A ayat {1} bagi wajib pajak OP dan hadan yang telah terdafiar
yang melakukan pembetulan SPT, sanksinya bisa dihapuskan atau dikurangkan
yang tata caranya di atur oleh Menkeu. Yang muncul pada ayat 2 di DPR, orang-
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orang yang baru mempunyai NPWP dan menyampaikan SPT sanksinya bisa
dihapuskan dan tidak diatur olech Menkeu. Karena muncul tambahan ayat 2,
mestinya kalimat Diatur oleh Menkeu nuncul di ayat 3. Untuk orang vang tidak
taat sanksinya dapat dilapuskan sedangkan orang yang sudah taat sanksinya bisa
tidak dihapuskan. Ini tidak adil bila orang sudah taat hanya mendapat
pengurangan. Sehingga akhirkan dalam PP 80 diatur bahwa bagi crang patuh dan
orang yang Udak patub sama-sama mendapat penghapusan schingga kata
pengurangan dihilangkan.

. Berdasarkan PMK-66/2008, terdapat penambahan fasilitas yang diberikan kepada
wajth pajak lama, yaitu tidak ekan dilekukan pemeriksaan kecuali terdapat data
atau keterangan yang menyatakan bahwa pembetulan SPT Tahwnan PPh tersebut
tidak benar. Atas desar apa fasilitas fersebut diberikan? Apskah pemberian
fasilitas pada PME-66/2008 torsebut tidek bertentangan dengan UL KUP?

Pada Pasal 37A (1} tidak muncul kata diperiksa namun ayat (2) tidak akan
diperiksa. Ini kesalahan /egal drafting sehingga bagi wajib pajek lama vang
sedang diperiksa dan ingin memanfaatkan sunset policy maka pemeriksaannya
dapat dihentikan sepanjang pemeriksa dapat menilai bahwa sunset vang dilakukan
benar. Bukan dari hitung-hitungan tetapi dari data atau fakia, Bukan dant
perbandingan angka karena bukan data karena bisa saja analisis tersebut salah,

. DI dalam Pasal 37A ayat (1) UU KUP, wajib pajak diberikan walto untuk
melaksanakan sunse! policy paling lama dalam jangka waktu 1 tahuu setelah
berlakunya undang-undang ini ateu sejak tanggal 1 Januvari 2008 sampai dengan
tanggal 31 Desember 2008, Apa yang melatarbelakangi pemiliban jangka waktu
satu tabun tersebut?

Pemilihan waktu sata tahun dilakukan karena pada awalnya yang memperoleh
sunset hanya Pasal 37A ayat (1). Untuk membetulkan SPT waktu satu tahun
sudah cukup karena yang dibetulkan adalah yang lama-lama,

. Di dalam Pasal 37A ayat (2} UU KUP tidak diatur mengenai batas wakiu
penyampaian SPT bagi wajib pajak baru. Namun dalam Pasal 33 PP No 80 Tahun
2007 diatur jangka wakte penyampaian SPT bagi wajih pajak, yaitu paling lama
tanggal 31 Maret 2009, Apa vyang melatarbelakangi pemilihan jangka waktu
penyampaian SPT bagi wajib pajak baru sampai dengan tanggal 31 Maret 20097
Pasal 37 A ayat 2 muncul tapi tidak diatur kapan harus disampaikan. Dengan latar
belakang bahwa satu tahun dianggap pendek maka yang diatur adalah untuk
perolehan NPWP, Gleh karena itu SPTnya di atur dalam PP 80,

Pemilihan jangka waktu sampai dengan 31 Maret 2009 agar orang pribadi diberi
kesempatan uotuk menyampaikan SPT  bersamsan dengan  batas  wakiu
penvampaian SPT Tahunan, yaitu 31 Maret 2009
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6. Terkait dengan sunset policy, pada tanggal 31 Desember 2008 pemerintah

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 5 Tahun
2008 yang pada intinys memberikkan perpanjangan waktu pelaksanaan sumse!
policy. Apa yang menjadi dasar pemikiran pemerintah sehingga pemerintah
mengeluarkan kebijakan perpaniangan sunsed policy, padalah sampsi dengan
tanggal 22 Desember 2008 pemerinieh masth mengatakan bahwa sunses policy
tidak skan dilakukan perpaniangan?
Aturan yang ielasnya telat sehingga pads skhimya masyarakat herbondong-
bondong. Scbenarnya ada kepastian tidak akan diperiksa yang membuat mercka
berbondong-bondong. Meyakinkan masyarakat bahwa mercka tidak akan
diperiksa tidak bisa karena kita tetap bisa memeriksa kalau ada data. Menjelaskan
apa yang dimaksud data itu vang susah. Pada akhir tahun mereka baru tergerak
membuat SPT pembetulan apalagi kalau walib pajak badan botuh laporkan
kevangan. Ditambah lagi bank pada akhir tahun sangat sibuk menenma segala
macam bukao hanya pembayaran pajak. Banyak bank yang tidak dapat menerima
pembayaran sampai akhir. Sehingge akhirnya keluar perpu padahal sampai
menjolang akhir Desember dikatakan tidak ada perpanjangan karena yang dapat
memperpanjang ttu Presiden.

7. Mengapa di dalam perpu nomor § tahun 2008 hanya diatur perpanjangan jangka
waktu pembetulan SPT bagi wajib pajak lama?.
Ayat (2) tidak dimasukkan ke dalam Perpu karena wajib pajak bare masih
mempunyal kesempatan sampai dengan tanggal 31 Maret 2009,

8. Atas dasar apa pemerintah memilih jangka waktu dua bulan bagi perpanjangan
sunsel policy’?
Pemilihag wakiu dua bulan agar vidak bentrok dengan 31 Maret saat wajib pajak
orang pribadi menyampaikan SPT dan pada saat bulan Desember wajib pajak
sudah membludak sehinggs dua bulan dianggap cukup.

9. Peraturan Pemerintah Pengganii Undang-Undang dikeluarkan apabila ada

kegentingan yang memaksa. Menurot pendapat Bapak apakah keadaan di akhir
tahun 2008 termasuk dalam kategori kegentingan yang memaksa schingga perlu
dikeluarkan Perpu?
Kepentingan yang mendesak itu bukan kegawatan negara tapi agar hak wajib
pajak yang dijamin oleh undang-undang bisa dilaksanakan dan bukan karena
kesalahannya tapi karens infrastrulctur, membludaknya di bank sehingpa tidak
dapat dilayani. Sunser poficy boken kewajiban bagi wajib pajak tetapt hak wajib
pajak sehingga kalau tidak memanfaatkan tidak apa-apa karena iiu haknya
Disamping itu untuk menambah basis data semakin baik, masa Ialu bisa ditutup
maka keluarlah Perpu. Bahwa ini meresahkan masverakat, masyarskat banyak
yvang kecewa karena tidak bisa menjalankan haknya.
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10. Mengapa peraturan pelaksanaan sunsef policy baru dikelnarkan setelah undang-

undang KUP vang memuat peraturan mengenati sunset policy telah berlalu?
Peraturan dibuat seielah berlakunya sunset karena tidak mudah membuat aturan
pelaksana karena belum pernah membuat aturan sunsef policy. Misalnya PMK No
18 langsung dicabui dengan PMK nomor 66. Di dalam Pasal 374 UU KUP yang
diatur oleh Menkeu hanya ayat (1) sedangkan ayat (2) tidak padahal mestinya
ayat (2) juga diatur. Ini vang sulit membuat aturannya.

Peraturan dibuat pada saat swmsst policy sudah berlangsung karena sulitnya
membuat peraturan sechingga di tahun 2008 dikenal ada dua semester. Semester
satu adalah 1 lanueri 2008 sampai dengan 30 Juni 2008. sernester dua adalah 1
Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008.

Bagi wejib pajak lama yang membetulkan SPT pada semester satu pada saat
peraturan bhelum begitu jelas, diberikan kesempatan sekali lagi untuk
mermbetuikan SPT.

Namun ada juga wajib pajak yang sudah punys NPWP tfetapi fidak pernah
menyarmpaikan SPT namun ingin mmembetulkan SPT namun tidak ada SPT. Maka
SPT vang disampaikan dapat dianggap sunset.

. Apakah harapan pemerintah ferhadap kebijakan perpanjangan sumser policy

terpenuhi?

Memenuhi karena dengan meningkatnya NPWP. Meskipun peningkatan NPWP
bukan hanya karena sunse? tapi juga karena perbedaan tarif bagi wajib pajak vang
punya NPWP atan tidak, serta pengenaan fiskal Juar negeri
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Hagil Wawancara dengan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
(Salah Satu Anggota Tim RUU KUP)
Drs. Kismantoro Petrus, M.B.A
Tanggal 18 Mei 2009
di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

1. Kebijaken sunset policy tidak terlepas pada pelaksanaan sistern self assessment,
Bapgaimana menurut pendepat Bapak?
Sunsel policy muncul karena ada pergeseran basic concept dalam UU perpajakan
kita. Basic konsep kita adalah self asessment sysiem. Kedua, basic concept
penempatan UL perpajakan kita. Jadi adz dua basic konsep yang berubah. Kalau
di dalam UU perpajakan yang lala self asessment sysiem adalah diberikannya
kepercayasn bagi wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar
dan melaporkean pajaknya. Itun kita ambil dari self assessment 1983, artinya
diperbolehkan seperti itu hanya sampai SPT. Begitu SPT diperikss, terbit SKP,
artinya tidak self asessment lagi. Itu adalah official, mengakibatkan SKP tersebut
harus ditagih dan wajib dibayar. Itu adalah self asessment lama. Hanys sampai
SPT. Yang berikutnva self asessment yang baru adalah setelah adanya ketetapan
hukum yang bersifat tefap. Arlinya begiiu kita menyampaikan SPT, diperiksa,
wajih pajak setuju sebagian make belum ada ketetapan hukum yang bersifat tetap
karena masth ada percecokan. Sehingpga yang bewsifat tetap hanye yang ielab
disepakati berdua. Alas yang belum disepakati meskipun ada SKP belum dapat
dipaksakan atau ditagih dengan surat paksa. Ada jalan lain untuk memastikan
dibawa ke kebaratan, banding. Di pajak, banding adalah upaya terakhir. Upaya
ekstranya di MA. Kalau sudah banding, keputusannya mempunyai kekuatan
hukvm tetap. Baru biss difagih semuanya sesual dengan putusan banding.
Masalah ada upaya ekstra adalah urusan naati, ramun putusan banding ini sudah
dapat ditagih dengan surat paksa. Ini pergeserannya self asessment sigtem.
Kedua, pergeseran UL perpajakan kita dan sistem menjadi sub sistem. Di foar
negeri UL pajak adalah suatu sub sistern. Atoran pajak sebagai sistem berarti
mengator segalanya termasuk diluar pajak. Sebenarnya ini tidak bisa dicakup
karena merupakan sistern sendiri. Sementara di luar negeri Undang-Undang
adalah suatu sub sistem sehingga dalam memperoleh penerimaan pajak harus
didukung oleh sub sistem- sub sistem lainnya sehingga ada sistem agdministasi
negara, Dengan adanya UU baru, UU pajak dijadikan suatu sub sistem, dan
menjadikan semua UU menjadi sub sistem yang mensupport UU pajak.
Tercermin dalam Pasal 35A UU KUP, baik pemerintah maupun swasta wajib
menyampaikan data perpajakan. Hal ini dulu tidak ada. Artinya dengan Pasal 35A
wajib pajak yang tadinya tidak terkena sanksi karena ngumpet dan datanya tidak
ada di DIP, dengan disurak pemerintab dan swasta memasukkan data untuk tabun
berapapun maka wajib pajak yang dahulu bisa selamat sekarang bisa terlihat.
Basic hukumnya kalau'vang dulunya tidak terlihat, tidak bisa dijangkau oleh UL
dengan sistern yang dulu, tetapi dengan sistem yang baru dapat kenz jangkau
harus diberi kesempatan untuk tidak kena sanksi. Untuk in: supaya tidak terkena
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sanksi maka dibuat Pasal 37A tapi hanya sebentar dan tidak selamanya. Namun
yang dulu-dulu harus dikasih tahu, bayar dan tidak kena sanksi. Jadi itu adalah
dasar dari 37A.

Berdasarkan Pasal 37A UU KUP, Wajib Pajak yang menyampatkan pembetulan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007,
yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan
dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah
berlakunya Undang-undang ini, dapat diberikan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan
kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan bagi Wajib Pajak
orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor
Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-
Undang ini diberikan penghapusan sanksi adminstrasi atas pajak yang tidak atan
kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak
dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data atau keterangan yang
menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak
benar atau menyatakan lebih bayar.

Namun dalam PMK-66/2008 baik wajib pajak lama maupun wajib pajak baru
diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Mengapa terdapat
perbedaan pemberian fasilitas bagi wajib pajak lama menurut UU KUP dan
PMK-66/20087

Kata-kata pengurangan itu dipastikan dalam PP 80. Jadi untuk lebih memberikan
kepastian hukum. Pada awalnya, pada saat proposal, wajib pajak yang diberikan
sunset adalah wajib pajak yang sudah terdaftar. Disitu akan dipastikan
pelanggaran seberat apa yang diberikan pengurangan dan yang seringan apa yang
diberikan penghapusan. [tu konsep awalnya. Namun dalam pembicaraan di DPR,
masyarakat melalui DPR meminta supaya dikasih ayat 2 sehingga yang belum
punya NPWP sekalian diberi. Pada saat ayat 2 di kasih, pembicaraan ayat 1 sudah
selesai dan tidak dikaji lagi. Oleh karena di ayat 2 yang belum mendaftarkan saja
hapus, kenapa ayat 1 ada yang dikurangkan. Kenapa tidak dihapuskan sekalian.
Oleh karena itu diluruskan di PP 80 tahun 2007 supaya adil dan ada kepastian
hukum..

. Berdasarkan PMK-66/2008, terdapat penambahan fasilitas yang diberikan kepada
wajib pajak lama, yaitu tidak akan dilakukan pemeriksaan kecuali terdapat data
atau keterangan yang menyatakan bahwa pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut
tidak benar. Atas dasar apa fasilitas tersebut diberikan? Apakah pemberian
fasilitas pada PMK-66/2008 tersebut tidak bertentangan dengan UU KUP?
Pemeriksaan bagi wajib pajak lama ada di Pasal 29. karena untuk wajib pajak
yang baru maka bacanya satu ayat saja. Wajib pajak lama harusnya sudah tahu di
pasal 29 KUP maka di wajib pajak lama tidak perlu dimunculkan. Pada
prinsipnya sama karena wajib pajak baru tidak mungkin melihat semua peraturan
dalam waktu singkat. Yang penting materi ayat 1 dan ayat 2 sama.
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4. Mengapa ada pepgaturan melalui PMK bagi wajib pajak baru sedangkan dalam

UL KUP yang diatur lebih lanjut dengan PMK hanya menyanghkut ketentuan bagi
wa|ib pajak lama?

Karena DPR merasa semuanya sudah termasuk di UU KUP. Setelah dikonfirmasi
dengan DPR memang harusnya di atur sehingga di PP-khan

Secara tzoritis menylmpang, tapt demi kebaikan untuk menyelesaikan persoalan.
Kalau didiamican maka fidak diatur, akhimya akan berantakan, UU tidak dapat
diimplementasikan tanps aturan pelaksanaan, kecuali seperti UU di Amerika yang
sebentar-bentar ads penambahan pasal karens Ullnya tidak pernah berhenti.

. D dalam Pasal 374 avat (2) UU KUP fidak diatur mengenai batas wakiu
penyampaian SPT bagi wajib pajak baru. Namun dalam Pasal 33 PP No 80 Tahun
2007 diatur jangka waktu penyampaian SPT bagt wajib pajak, vaitu paling Jama
tangpal 31 Maret 2000 Atas dasar apa pemerintah menentukan batas waktu
tersehut? Apakah hal lersebut tidak bertentangan dengan UU KUP?

Bila wajib pajak mempunyai NPWP pada saat 31 Desember 2008, belum tentu
mereke dapal langsung mengisi SPT. Untuk itu kepada waiib pajak diberikan
wakin 1 bulan watuk belajar, 1| bulan untuk mengisi, dan 1 bulan untuk
membayar. Jadl hanya alasan praktis saja.

Tidak dimasukkan dalam UU karena DPR hanya menginginkan adanya Pagal 2
tapi tidak memikirken pelaksanaannya. Sehingga supaya tidak terjadi kerusuban
di magyarakat dibuat suatu aturan pelaksanaan yang masuk gkal. Seperti halnya
SPT Tahunan selesai bulan Desember, diperbolehkan memasukkan sampai
dengan Maret tahun berikutnya, Ttu salah satu pemikiran untuk memberikan
kepraktisan dalam pelaksanaan UL

. Terkailt dengan sunset policy, pada tanggal 31 Desember 2008 pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor § Tahun
2008 vang pada intinya memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan surses
policy. Menurut pendapat Bapak alasan apa yang membuat pemerintah
mengeluarkan  kebijakan perpanjangan sunset policy padalah sampal dengao
tanggal 22 Desember 2008 pemerintah masih mengatakan bahwa sunser policy
tidak akan dilakulkan perpanjangan?

Karena menurat ULF memang tidak bisa diperpanjang. Bila ingin diperpanjang
memang harus diubah, ¢ amandemen. Kalau amandemen, dibuat dulu aleh
pemerintah dalam hal ini pelaksana UU misalaya DIP. DJP usul ke Menkeu,
dibahas dibiro hulum. Setelah biro hukum disulkan di Dephukbham untuk
mengecek kebenaran, legal drafting, efek dan impactaya untuk melihat koordinasi
denpan hukum lain. Setelsh 1iu ke Sekneg untuk di fanda tangani oleh Presiden
dan usulan ke DPR untuk dibahas.

KUP inl masuk sebelum Megawatl turun, sudah dari Presiden ke DPR 1abhun
2005, Namun jadinya di tahun 2007, Sementara KUP yang bam adalah Juli 2007
sudah mau diimplementasikan di tahun 2008 dan berakhir 2008. Schingga bila
jadi langsung divevist maka tidak cukup schingga kita bilang selesaikan saja.
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10,

Wecara teoritis tidak cukup. Begitu jadi langsung diamandemen saja tidak cukup,
Apalagi begitu kita implementasikan diakhir tahun 2008 di bulan Desember orang
yang baru mendaftarkan NPWP 2 juta itu yang menjadi terdaftar, yang mengantri
terdaftar karena komputer hang juga jutaan. Sehingga akhirnya di Perpu saja,
Sehingga dilihat kegentingan yang memaksa sebenarnya tidak ada. Namun
apabila ini dihentikan akan menjadi tidak adil. Orang berhak mendafiar sampai
dengan 31 Desember namun kalau mendaftar tetapi tidak dapat. Dia haknya ada
tapi karena suatu sistem dia kehilangan hak sehingga tidak adil lagi.

Pemilihan jangka wakta satu tahun?

DIP  menjadwalkan untuk membuat aturan pelaksanaannya diharapkan sampai
dengan bulan April dan penyempurnaannya sampai dengan pertengahan tahun
2008, Memberikan kesempatan ke masyarakat sambil mengajari cara mengisi
setengah tahun penuh, Namun temyata tidak cukup karena masyarakat tidak
percaya dengan sunsef policy. Jansan-iangan cuma di jebak karena aturannya
mengeiutkan. Masyarakat berimajinasi sendiri-sendir. Ind akibat masyarakat tidak
tahu aturan hukumnya.

Satu tahun dirasa IDJP sudah cukup karena DIP sudah mempropagandakan radio,
tv, koran namun masyarakat Kita belum tax minded. Ini merupakan vpaya kita
yang cukup berat. Kita mgin memperkenalkas UU.

Ada yang berpendapat bahwa berhasilnya di akhir-akhir kareps aturan
pelaksansannya pertengahan tahun,

Berhasil di akhir karena psikologi masyarakat. Contohnya, masyarakat diberikan
kesempatan memasukkan SPT Tahunan paling lambat sampai dengan 31 Maret.
Nanti bary memasukkan 5PTnya pada akhir Maret. Jadi bukan karena sumser. Ttu
merupakan psikology manusia.

Alas dasar apa pemerintab memilih jangka waktu dua bulan bagi perpaniangan
sunsef pelicy kenapa tidak disamakan dengan wajib pajak baru?

Karena dilihat dari daflar antrian, yang tidak memperoleh NPWP diakhir tahun,
apabila diinput bisa memaken waktu 1 bulan. Untuk yang behum bisa di deteksi
diberikan waktu 1 bulan. Hanva itu saja. Hanya hitungan teori, buktinya di akhir
Februari sudah tidak ada antrian lagi supaya adif, semua dapat.

Menurut pendapat Bapak apakah hal tersebut tidak menyebabkan adanya
diskriminasi bagi wajb pajak lama?

Tidak, buktinya, perfama tidak ada antrian, kedua, supava tidek berbenturan
dengan SPT tahunan yang akhir maret. Bila di akhir maret masth ada pendaftaran,
dan memasukkan SPT akan ribet.
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11, Apakah pemerintah memiliki target atas pelaksanaan sunset policy?
Targetnya dilaksanakan agar semua orang yang mempunyai hak bisa
melaksanakan.
Tarpet rupiah, atau jumiah wajib pajak tidak ada karena kita tidak tahu. Sunses
policy karena dia tidak bisa tertangkap oleh DJP. Targetnya adalah kejujuran.

12, Menurut Bapak, pelaksanaan sunsef policy ini sudah berhasil atau tidak?
Keberhasilan atau tidak hanya dapat dilihat oleh pihak luar. Tapi kami sangal
bangga dengan building image kami. Minimal sudah memperkenalkan bahwa
pajak perlu dipahem] dan kami sudah maksimal. Semuaz sudah melaksanakan
tugasnya. Untuk lebih dari it kami harus di tambah orangnys dan dananya karena
sosialisast membutubkan dana.
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1.

Hasil Wawancara dengan Anggota DPR RI komisi keuangan (Komisi XI)
Dr. Ir Dradjat Hari Wibowo, M.Ec
Pada tanggal 6 Mei 2009
di Gedung DPR/MPR R

Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan kebijakan sunser policy di Indonesia?
Sunset policy saya setuju. Filosopinya, suatu negara tidak akan bisa kuat dan tidak
akan bisa mempunyai akuntabilitas antara negara dan warga negara kalau masih
banyak orang yang tidak terdaftar sebagai pembayar pajak. Dengan sunset policy
kita harapkan orang yang mempunyai penghasilan untuk masuk sebagai pembayar
pajak. Pengalaman saya, saya tidak dapat bekerja apabila tidak memiliki tax file
number. Tax file number saya dapat dengan mudah dengan datang ke kantor pos.
Pertama, Sunse! policy bagus untuk membuat semua orang yang mempunyai
penghasilan masuk ke dalam sistem pajak. Kedua, orang terdorong untuk
melaporkan penghasilan ke dalam sistem pajak. Cuma design dari kebijakan
sunse! policy ini yang saya tidak setuju. Pertama, waktunya terlalu sempit
sehingga banyak pengusaha-pengusaha besar yang enggan masuk sunset policy
karena dia nanti malah menjadi bahan DJP. Karena waktunya terlalu sempit dan
sunset policy yuga tidak ada unsur tax amnesty maka sehingga mereka masuk ke
sunsef policy sekedar basa basi karena kalau nggak masuk takut dipertanyakan.
Sunset policy saya setuju tapi design kurang bagus dan waktunya kurang tepat.

Menurut Bapak, design yang bagusnya harusnya seperti apa?
Paling ideal ada harus ada unsur tax amnesty, namun secara politis itu masih sulit
sekarang.

Bagaimana pendapat Bapak mengenal penerbitan peraturan pelaksanaan baru ada
dipertengahan tahun setelah berlangsungnya sunset policy?

Orang banyak mendengar sunset policy tapi tidak mengetahui apa itu surnset
policy. Pengusaha itu melihat detailnya akan memukul atau tidak? Saya memang
meminta pelaksanaan sunsef policy paling lambat sampai akhir 2009 tapi
pemerintah ternyata nggak siap. Kedua di dalam UU KUP ada salah satu pasal
yang memberikan semacam penghapusan sanksi sampai dengan 31 Desember
2008. Kalau menurut saya, Undang-Undangnya dirubah atau perpunya
diperpanjang saja sampai akhir 2009 atau 2010.

Pada tanggal 31 Desember 2008, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 memberikan perpanjangan
sunset policy sampai dengan 28 Februari 2009. Bagaimana pendapat Bapak
mengenal kebijakan perpajakan sunset policy tersebut?

Saya setuju dengan kebijakan tersebut. Namun perpanjangan sampai dengan 28
Februari nanggung. Harusnya perpanjangannya sampai akhir tahun.
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5. Apakah kebijakan perpanjangan sunsef policy diperlukan?

Sangat diperlukan. Pertama, karena aturan pelaksanaannya telat sehmgga
pengusaha dan wajib pajak bingung. Kedoa, sunser pelicy banyak menimbulkan
keraguan dikslangan wajib pajak jangan-jangan menjadi jebakan sehingga kalau
waktunya lebih panjang nanti kekurangan-kekurangannya bisa diperbaiki.

. Perpu dikeluarkan apabila ada kegentingan memaksa. Menurat Bapak apakah
terdapat kegentingan memaksa?

Tidak terdapat kegentingan memaksa, Scharusnya bukan Perpu, Ul-nya direvisi.
Cuma kita malu, DPR dan pemerintah malu UU baru di ketok di revisi lagi. Jadi
alasan kegentingan yang memaksa agar DPR dan pemerintah tidak malu. Jadi
tidak ada kegentingan yang memaksa.

. Terkait dengan jangka wekiu perpaniangan sunsed policy, bagatimans pendapat
Bapak mengenat jangka waktu pelaksansan perpanjangsn sunse/ poficy yang
memperpaniang pelaksanaannya dard tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 28
Februari 20097 Apalah waktu vang diberikan telah tepst?

Ini lebils bersifat administratif. Di pajak banyak sekall peraturan yang kemudian
membuat kita jadi terlalu birokratis, jadi perpanjangan saropai dengan 28 Februan
2009 ini tidak ada dasarnya waktunya ini hanya untuk menyesuaikan dengan
birckrasi perpajakan. Kalau pertanyaannya apakah waktu yang diberikan sudah
tepat? tidak tepat. Harusnya kalan menurut saya ya diperpanjang sampai akhir
tahun,

. Bagaimana pendapat Bapak, mengenal pembedaan waktu pelaksanaan sunses
policy bagi wajib paiak lama vang memberikan waktu sampai dengan tanggal 28
Februart 2009 dan waiib pajak baru sampai dengan tanggal 31 Maret 20097
Prinsip pajak tidak boleh diskriminatif, akan fetapi harus ada insentif. Makanya
kalzu ada pembedaan, jadi diskriminatif. Kalau pemerintah  dari  awal
menginginkan adanya sumsel policy barusnya ini dimasukkan dalarm KUP bukan
setelah KUP diketok baru dirumuskan sunset policy.

Pemerintah memikitkan KUPnya hanya satu tahun. Dari awal sudah bisa
diperkirakan tidak cukep. Kalaw dari awal sudah ada pemikiran seperti itu
masukkan saja waktunya adalah cuknp panjang kita bahas secara detail. Karena
DPR biasanya lebih banyak menerima apa yang diajukan pemeriniah jarang sekali
dart DPR sendiri karena DPR tidak memiliki tenaga ahli sebanyak pemerintah.
Apakah waktu yang diberikan sudah tepat? Tidak. Tapi apakah bisa diubah, tidak
mungkin lagi karena UU sudah mematok sepertt itu.

. Berdasarkan peraturan kepada wajib pajak baru diberikan waktu lebih lama

dibandingkan dengan wajib pajak lama, jadi insentif malah diberikan kepada WP.

baru, bagaimana menurut pendapat bapak?
Jadi diskriminatif kan? Jadi ini diibaratkan anak nakal diberikan permen sehingga
orang cenderung menjadi nakal,
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Ada yang berpendapat bahwa kepada WP baru diberikan walktu lebih larna karena
mercka tidak dianggap tahu schingga memerlukan waldu untuk pembelajaran,
Bagaimana menurut pendapat Bapak? ,
Sebenarnya banyak yang baru menjadi wajib pajak karena bandel. Tapl memang
mesti dilihat dant konteks semangat. Semangst yang ada adalsh wntuk membawa
sehanyak mungkin orang masuk ke dalam sistem pajak. Dengan semangal itu kita
pikirkan imsentifhya dan disinsentifnya. Misalnya D1 PPh kita berikan insentif
tidak ada lagi pajak fiskal, kalau orang keluar negeri tidak membayar fiskal luar
negeri. Jadi Semangatnya itu sehingga akhimya unsur ketidakadilan akhirnya
terpaksa kita telorir, unsur diskriminatif kita tolerir dengan tujuan sebanyak
mungkin orang masuk ke dalara sistim pajak,

Bagaimana proses pengesahan Perpu tersebut  di DPR apakah semua fraksi
memberikan respon yang positif pada Perpu tersebut?

Semuanya setuju, kalau nggak salah. PAN hanya menambahkan bahwa waktunya
perlu ditambah kembali.

Jadi nggak ada yang menolak va pak?
Seingat saya tidak ada. Kita hanys remberikan catatan.

Terkait dengan pelaksarnaan surses policy ada berpendapat bahwa budaya
masyarakat saja yang memanfaatkan ¢i akhir wakiu? Apakah itu bepar?

budaya raepet di akhir itu ada, tapi kalau saya melihat, diskusi dengan para WP
itu pertama karena mereka merasa aturan pelaksanaannya tidak jelas dan mereka
tidal ingin ferjebak. Kedus masih ada lingkat ketidak percayazan yang finggi
kepada aparat pajak. Selain itu pelaksangannya memang telat.

Kebijakan sunset policy ini, apakah {erdapat kelemahan?

Pertama, waktunya tidak cukup. Time will be everything waktn akan
menyembuhkan segala sesuato. Mungkin dengan berjalannya wakiu wajib pajak
akan melihat ternyata sunses poficy bagus juga. Mereka akan masuk akan terbuka
fagi tapl kalau waktonya mepet begini, aturan pelaksansannya telat, orang nggak
percaya, waktu banya beberapa bulan, ya sudah selesai, mereka tidak akan mau
lagi. Saya yakin banyak WP besar vang tidak memasukkan sunses policy,

Apakah dapat dikatakan perpanjangan sunsef policy ini gagal?

Kurang maksimal karena hasil yang masuk sedikit. Kemudian ada mengklaim
berapa penghasilan dart sunses poficy. Dan kita agak sanksikan. Jadi sunset policy
ini payung houkuwmnya sudah kuat, payung hukuwmnya UU KUP, payung
hukumaya Perpu dan ternvata hasilnya kecil. Jadi seperti pohon yang besar tapi
bushnya kecil-kecil. ~
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Apakah dampak dari kebijakan sunser policy?

hanya menambah sedikit saja jumilah walib pajak yang masuk begitu juga
penerimaan dari sunser policy sehingga praktis sunset policy ini tidak maksimal
hasilnya. Sangat di sayangkan, padahal ide sunsef policy ini adalah ide bagus.

Jadi dampak sunses policy ini kurang maksimal va Pak?

Kurang maksimal tapi sebagal proses politik kita tidak bisa menolak begitu safa.
Persetujuan bukan berarti hasilnya sudah bagus tapi itw tidak setuju munzkin
mudarainya [ebih banyak., Dalam politik, tujuannya [0 bukan berarti harus
sepuluh. Kadang-kadang dua pun sudah cukup bagus

Saran bapak?

Mungkin pemerintah dan DPR yang akan datang akan ditinjau kembali UU KUP-
nya kemudian direvisi lagi, di desain lebih bagus UU KUP itu, Secara filosofis
sunset policy hasilnya akan sulit maksimal tanpa dibarengi pengampunan pajak.
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Hasil Wawancara dengan Akademisi
Prof . Dr. Gunadi
Tanggal 6 Mei 2009
di Gedung PPATK

1. Kcebijakan sunsef policy tidak terlepas pada pelaksanaan sistem seff assessment.

Menurut pendapat Bapak, bagaimana pelaksanaan sistemn self asssssment yang
telah dilakukan wajib paiak sampai dengan saat ini? Apakah sudah berjalan
dengan baik?

Pertama, self assessment pada  intinga memberikan  kepercaysan kepada
masyarakat tentang kewajiban perpajakan. Pertama dilihat darl kepatuhan wajib
pajak untuk mendaflarkan diri dalam rangka memperoleh NPWP. Selama i
sehelum sunset policy, orang-orang yang berpotenst jadi wajib pajak kira-kira 220
juta orang, Bila dalam satu keluarga terdim dari lima orang, maka yang berpotensi
memiliki NPWP 44 juta orang. Kalan deri 44 juta orang yang mempunyai
penghasilan di atag PTKP adalah 25% berarti ada sekitar 11 juta orang yang
berpotensi memiliki NPWP. Namun terayata vang terdaftar kurang dari § juta
orang. Dengan demikian yang pertama dari sep! kepatuhan untuk mendafrar
memperoleh NPWP dapat dibilang self assessmest belum berhasil.

Kedua, dari para waiib pajak yang ferdaftar kepatuhan penyampaian SPT dari
heberapa kantor pelayanan pajak Xira-kira dibawah 50%. Dengan demikian sudah
dikasih kewenangan atau kepercayaan untak melaksanakan kewajiban perpajakan
ternyata penyampaian SPT belum bagys pelaksanaannya,

Ketiga, Dari data pembayaran pajak bisa dif bilang bahwa memang pembayaran
naik terus. Tapi bila kita lihat darl jodex fax ravie tidak terlalu bergerak jauh.
Dulu ketika officin assessment juga 13% dan sekarang keiika self assessment
juga sckitar segity-situ juga. Sehingga boleh dibilang bahwa kepatuhan
materialnya yaitu menyampaikan SPT dengan lengkap dan benar juge masih
dibawah vang diharapkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan
self assessment dari segi kepatubannya masih kurang berjalan baik.

. Apskah sunser policy berpengaruh pada pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib
pajak?

Sunset policy merupakan salah satu kompromi angara real fax amnesty dengan
miniatur fax amnesty. Karena yang di swses policy diatur dalam Pasal 37A UU
No 28 tahun 2007 hanya pengampunan pada sanksi perpajakannya saja, tidek
memberikan pengampunan terhadap pajak. Kalau pengampunan pajak, pajaknya
fidak dibayar diganti dengan suatu santunan. Diharapkan dengan sanksi pajaknya
© diampunkan, sanksi terlambat membayar paiak wajib pajak mau memperbaiki
kewajiban perpajakan sebelum tahun 2007, B

Kedua, dengan diampunkannya sanksi terdambat pembayaran pada mereka yang
belum mendafiarkan dift untuk mempercleh NPWP dapat dengan - sukarela
mendaftarkan dirl untuk memperoleh NFWP dan kepatithan pajak meningkat
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Ini merupakan mimatur dari fax amnesty, maksudnys bahwa kebijakan perpajakan
ini mencoba memberikan sual pengampunan pada kesalahan-kesalahan masa
. lalu schingga dengan demikian, dengan telah diampunkannya kesalahan masa
latu, kalau dimanfaatican bewl-betul berarti masa lalu tersebut dianggap sudah
conply dengan adanya sunsel policy. Tinggal lihat pada mase yang akan datang
sehingga dengas demikian ada suaty landasan baru dalam UU karena sebenamya
suntset policy int satu paket dengan pembabarcan UU PPh juga walau dalam
praktek dalam tahun bertkutnya bary disetujui,

. Terkait dengan sunset policy, pada tanggsl 31 Deserober 2008 pemerintzh
mengeluarkan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor § Tahun
2008 yang pada intinya memberiken perpanjangan wakty pelaksanaan sunsef
policy. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang dikeluarkan apabila terdapat kegeotingan yang memakss,
Menurut pendapat Bapak apakah keadaan di akhir tahun 2008 termasuk dalam
kategori kegentingan yang memaksa schingga perlu dikeluarkan perpu?

Sampai sekarang, dlangpap sebagai suatu kegentingan yang memaksa, tedadi
diluar kendali manusia, misalnya sda bencana alam, ada perang, situasi kacay dan
sebagainya. Secara tradisional kegentingan yang memaksa belum ferlalu
menonjol di tahun 2008. Scbapai alasan yang dianggap kegentingan itu bahwa
pada akhir tahun masih ada masyarakat yvang ingin memanfastkan sunset policy.
It suatu kebiasaan Kita, orang baru sadar pada seat-gaat terakhir saja. Jadi
keinginan untuk mematohi ketentuan baru pada saat-gast akhir. Ini dapat kita lihat
dari perbandingan jumlah schelum akhir tahun sama setelah akhir tahun. Jadi
berapa wajib pajak yang mendeflar atau yang menyampaikan permnbetulan SPT

setelah akhir tahun. Jadi sehetulnya kegentingan vang memaksanys boleh

dibilang hanya dalam rangka kepentingan umum saja, menyediakan kemudahan-
kemudahan bagi masyarakat votuk waktu yang dua bulan,

. Terkait dengan jangka wakiu perpanjangan sunsel peficy, bagaimana pendapat
Bapak mengenal jangkae waktu pelaksanaan perpanjangan suwses policy yang
memperpanjang pelaksanasnnya darl tanggal 1| Januari 2009 sampai dengan
tanggal 28 Februari 2009 bagi wajib pajak yang telab terdafiar sebelum tanggal |
Januarl 2008 (waiib pajak lama) dan dari tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan
31 Maret 2005 bag: waiib pajak yang baru terdafiar di tahun 2008 sampai denpan
bulan Februari 2005 {wajib pajak baru}? Apakeh waktu yang diberikan telah
tepat? Mengapa?

Perbedaan dalam pengertian untuk memberikan kesempatan lebih longgar untuk
mempertimbangkan bagi WP bary, Namanya-bar, berarti dia belum mengenal,
jadi untuk mengenal, untuk memahami, oendalami dan mengambil keputusan
untuk di pengampunan atau tidek, untuk sunsel policy atau tidak. Untuk yang
lama, otomatis dia sudgh taho.
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5. Menurut Bapak jangka waktu yang diberikan sudah cukup atau kurang? Atau

periu diperpanjang lagi?

Nanti kalan diperpanjang lagi makna sunses policynya kurang. Ini sudah di sef
tapi i #isekan lagl. Ini sudah set kog rise. Jadi mestinya sedah tidak diperpanjang
lagi, sudsh cukup. Cuma terus terang kurang gencar aparat pajak uvntuk
menghimbau wajib pajak pada penode sebelumnya It kan sudah berlaku
setahun. Misalnya sosialisasi bam pada bulan Juli. Ini kenapa kan pada awal
tahun sudah berlaku tapi sosialisasi baru pada bulan Juli. Kenapa peraturan
pelaksanaannya baru terbit, Seharusnya peraturan pelaksana harus cepat karens
mempunyai durasi vang terbatag sekali.

. Menurut Bapak, apakah sosialisasi perpu yang dilaksanakan saat ini sudah tepat?
Perpunya terlihat agak terburu-buru. Tapi bilang begitu tidak ada keberatan dan
DPR, wakil rakyat wakil kita semua setuju nyatanya wakil kita semua setaju
sehingga tidak ada masalah. Hanya baglan-bagian kecil yang disenting opinion.
RBaleh dibilang untuk Perpunya kurang sosialisasi. Tapt karena sostalisasi Perpu
numpang dengan sosialisasi yvang lama jadi rasanya sudah cukup. Yang lama kan
gencar pakat kampanye ngajak orang dimana-mara, media massa, v, pamflet,
selebaran, cukup intensiflah. Tidak hanya intensif tapt juga ckstensif karena
kemana-fmana.

. Bagaimana saran Bapak, agar dalam membuat kebijakan dapat iebih baik lagi?
Kebijakan publik mengikat kepada masyarakat. Kebijakan ini scbepamya
merupakan kebfjakan pro kepada masyarakat. Kebijakan memberikan suatu
kemanfaatan kepada masyarakat. Cuma masalah sosialisasinya. Karena meski
namanya kemanfaatan, masalah pajak, dia harus masih membayar juga walavupun
sedikit, Tentu harus dibuat bahwa kebijakan sunset tersebut dirnmuskan dalam
suatu peraturan. Undang-undangnya sndah ada, aturan pelaksanaannya ustuk
segera direalisic kemudian setelah itu diberikan suatn sosialisasi. Dan
sosialisasinya kalau bisa frontal tidak terpusat pada Kantor Pusat saja, hampir ke
semug kantor-kantor pelayanan paizk sepera diberikan instruksi untuk mercka
bersosialisasi dengan masyarakat wajib pgjak vang kemungkinan merupakan
segmen-segmen wajib pajak yang kemungkinan akan memperbatki SPT-nya,
atau kemungkinan akan memanfaatkan NPWP, Sehingga dengan demikian dapat
fercapal sasaran pada waktunya dan tujuan-tujuan lainnya dapat tercapal dengan
baik. Seperti umumnyd dalam hukum publik, hukum publik bisa berlaku ada
suatu sanksi-sanksinya. Di dalam sosialisast stau kampanye belum kelihatan
ditonjulkan apabila sunset tidak diambil, yang ada hanya apabila tidak ber-NPWFP
akan membayar fiskal. Mestinya bila tidak ber-NPWP atan tidak membetulkan
pajak, nanii pada tdhup 2009 data-dasta tentang penghasilan, kekayaan masing-
masing waiib pajak mengalir ke kantor paiak schingga ity meropakan hal untuk
mengecek pembetulan SPT. Ini tidak terlihat resiko bila tidek diambil.
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Hasil Wawancara dengan Akademisi
Eddy Mangkuprawirg, S.H
Pada Tanggal 14 Mei 2009
di Departernen Keuangan Gedung D lantai M

Berdasarkan Pasal 37A UL KUP, bagi walib pajak yang telah terdaftar sebelum tahun
2008 (wajib pajak lama) diberikan batags wakin pelaksansan swasel policy sampai
dengan tanggal 31 Desember 2008. Sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi yvang
baru terdafiar di tahen 2008 (wajib pajak baru), dalam UU KUP hanya diatur
mengenai jangka wakte pendaftaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2008
sedangkan batas waktu pelaksanaan sunset tidak diatur. Bagaimana menurut pendapat
Bapak?

Jika di bilang sunsef policy hanya sampai dengan 31 Desember 2008 maka berlaku
untuk semuanya yang salah ketentuan pelaksanaannys tidsk mengatur. Undang-
undangsaya sih sudah mengatur.

Bagi wajib paisk orang pribadi di undang-undang hanya diater mengenat jangka
wakiu pendaftaran  dann berdasarkan PP-80G/2007 boleh memasukkan swat
pemberitahuan sunset 2007 sampai dengan 31 Maret 2009, Bagaimana menurul
pendapat Bapak?

Yang saleh pengatrannya. Undang-undangnys sudah  Denar. Kalauw boleh
mendaftarkan diri sampai dengan 31 Desember, dalam arti sekalian memasukkan
surat pemberitahuan. Memasukkan surat pemberitahuan tidak tergantung harus ada
nomor pokok wajib pajak. Boleh saja orang memasukkan surat pemberitahuan tanps
nomior pokok wajib pajak, contohnya untuk PPh final, kalau pergi ke notaris untuk
Juat beli rumah pakai nomor pokok waiib pajak 00.000.000.0-kode KPP.GGO. Bila
wajib paiak mendapat nomor pokok wajib pajak pada tanggal 31 Desember 2008,
pada saal ttu juga mengisi surat pemberitabuan menyangkut tabun-tahun sebelumnysa.
Jadi tidak perlu ada peraturan pelaksanaanyapun beres. Waktu saya ditanyaken di
suatu seminar, inf belum ada ketentuan pelaksanaannya tapi saya mau sunsef policy,
bagaimana? Pakal saja surat pembentahuan perbaikan bagt yvang sudah terdaftar. Bagi
yang belum terdaftar, mendaftarkan diri saja lalu buat SPT. Sebenarnya peraturan
pelaksanaan yang kelewat banyak justru membuat bingung.

Terkait dengan sunses policy. pada tanggal 31 Desember 2008 pemeriniah
mengeivarkan Persturan Pemerintgh Pengganti Undang-Undang Nomer 5 Tahun
2008 yang pada intinya memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan sunuses policy.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang dikeluarkan apabila terdapat kegentingan yang memaksa. Menurot pendapat
Bapak apakah keadaan di akhir tahun 2008 termasuic dalam kategori kegentingan
yang memaksa schingga periu dikeluarkan Perppu? Mengapa?

Ul No 28 Tahun 2007 diundangkan tanggal 17 Juli 2007, Berlaku tanggal 1 Januari
2008, Peraturan pelaksansan pertamg ditebitkan pada bulan April 2008, Dengan PMK
wajib pajak belum bisa melaksanskan sumser. Peraturan Dirjen vang paling awal
diterbitkan pada bulan Juni 2003, Batas akhir 31 Desember 2008, Ini kesalahan siapa
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dari bulan Juli 2007 sampal bulan Juni 2008 ketentuan belum keluar. Scharusnya
begitu peratoran berbentuk undang-undang sudab diundangkan di situ dihareskan
adanya ketentuan pelaksana berupa Peraturan Pemernntah, Peraturan Mentert
Keuangan, Peraturan Diden harus langsung terbit.. Kedua. Wajib pajak kehilangan
waktu darl Januari 2008 sampai dengan Juni 2008. Ini kelalaian DIP, Menteni,
maupun pemerintah, Kalaupun ada twjuan lain. Harus diambil bahwa penerimaan
negara dalam keadsan sulit. Temyata ketentuan sunset policy dari Januari 2008
sampal dengan bulan Desember 2008 menghasilkan hal yang positif. Banyak yang
wajib paiak vang mendaftarkan diri, penerimaan pajak yang meningkat. Jadi karena
keadaan keuangan negara yang dalam keadaan sulil sumse? policy diperfuas. Harusaya
dikaitkannya disitu. Tapi kalau diperpaniang kenapa hanya sampai 28 Februari
Harusnya paling tidak setahun lagi atsu § bulan. Ngapain bikin Perpu yang sudah
menyvalahi UU pe 10 Tahun 2004, 2 bulan pula dikasihnya. Tapi dikaitkan dengan
defisit anggaran karena penerimaan negara dari sektor pajak dan sektor non pajak
kurang. Intinve kalau DJP pada saat UU Nomor 28 diterbitian menyangkut swasef
policy pada tangeal. 1 Janawrd 2008 sudah tersedia kelentuan pelaksana sampai
dengan model-model formulir, dsb selesatlah.

. Terkait dengan jangka wakiu perpanjangan sunsef policy, bagaimana pendapat Bapak
mengenal  janpgka wakiu pelgksanean perpanjangan sunser poficy vang
memperpanjang pelaksanaannya dari tanggal 1 Januan 2009 sampai dengan 28
Februari 2009 bagi wajib pajak yang telab terdafiar sebelum tangeal 1 Januarn 2008
{wajib pajak lama) dan dari tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Maret 2009
bagi wajib pajak yang baru terdafiar di tahun 2008 sampai dengan bulan Fsbruar
2008 (wajib pajak bare)? Bagaimana pendapat bapak?

Seharusnya kalau dia baru terdafiar di Febmari surat pemberitahnannya sudah harus
langsung dimuat. Seharosnya tidak ada perbedaan jangka waktu.

. Apakah sosialisasi sunset policy yang dilakukan pemerintah telah tepat? Mengapa?
Sosialisasi adalah pemasyarakatan lpas. Yang dilakukan hanya seminar-semianar
Paling-paling radio, pamflet. Apakah ada itu mencapai sasaran? Apakah ada
kerjasama dengan Depkoinfo. Kalu dulu ada departemen penerangan sampat tingkat
desa. Sekarangpun bisa melalui kelurahan-kelurahan. Tapi mestinya sussél policy
diarabkan kepada wajib pajak-wajib pajak yang besar yang akan menghasilkan
penerimaan, Saya menilai bukan hanya sunset policy saja. Setiap ada tax reform
sosialisasinya Lelum terarah. Harusnya diarabkan ke wajib pajak-wajib pajak
pengusaha, pekerja bebas, kalau di ABRI cuma gaji saja. Hanya menambah-nambah
pekerjaan. Saya berpendapat kalau wajib pajak hanya mendapat penghasilan dari satu
pemberi kerja tidak perlu nomor pokok wajib pajak. Hanya beban administrasi,
pemborosan tenaga, waktu, dana. Kalau dia bekerja di dua sumber, tiga sumber atau
ada sumber diluar pekegaannya, baru wajib memiliki nomor pokok wajits pajak.
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMUR &6/PMK.03/2008

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN ATAU PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN
WAILIB PAJAK YANG DAPAT DIBERTKAN PERGHAPUSAN SANKSE ADMINISTRASE DALAM RANGEA
PENERAPAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG ROMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM
DAN TATA CARA PERPAIAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH
TERAKHIR DENGAN UMNDANG-UHDANG NOMOR 28 TAHUN 2007

MENTERI KEUANGAN REFUBLIK INDONESIA,
Menimbang :

hishwa dalam rangka melsksanakan ketantusn Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Talhwn 14933 tentang
Ketontuan Umaum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapz kalf dlubah terakhir dengan Undang-
tindang Nomar 2B Yabun 2507 dan katentuan Pasal 33 ayat (6} Peratran Pamerintah Nomer BG Tahun 2007
rentang Tate Cara Pelaksanaan Mak dan Kewaliban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahiun
1983 entang Ketentuan Umum dan Fata Cara Perpajaken sebagaimana telah beberaps kall dlubab terakhir
dengan Undang-Undang Somor 23 Tahun 2007, perle menetapkan Peraturan Menter! Keuangan tentang Tata
Cars Penyampaian atay Pembeluizn Surat Pemberitahuan, dan Persyarsian Waiib Pajak yvang Dagpat Diherikan
Penghapusan Sanks! Administras] Dalsen Rangka Penerapan Pasal 374 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1583
tentang Ketentuan Umum dayn Tata Cara Parpafakan sebageimana telah beberapa kaif diubah terakhir dengan
Undang Undang Nomor 28 Tabun 2067;

Mengingat :

i. Undang-Undang Nomor 8 Tehun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cars Perpajakan {Lembaran
fNegars Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 48, Tambahan Lembaren Negara Republik-Indonesia
Homor 3262} sebagalinana telah beberaps kall dl abzh terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28
Tehun 2007 {{smbaran Negars Republik Indonasia Tahun 2007 Nemor 85, Tambahan Lambaran Negara
fepubliic Indonesia Nomor 4740}

2. Peraturan Pemerintsh Nomor 88 Tahun 2007 tentang Tats Cars Pelaksenasn Hak dan Kewaiiban
Parpaiakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor § Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cars
Perpajaken sebagaimans telah beberapa kall diubsh terekhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tehun
2007 {Lembaran Negara Repubilk Indonesis Tohun 2807 Nomor 168, Termbahan Lembaran Hegara
Republik Indonesia Nemor 4797);

3 Keputusan Prosiden Nomor 20/P Tahun 2085,

MEMUTUSKARN:
Mengtopkan @

BPERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN ATAU PEMBETULAN SURAT
PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN WAJID PAIAK YANG DAFAT DIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKST
ADMINISTRAS] DALAM RANGKA PENERAPAN PASAL 374 UNDANG-UNDANG HOMDR & TAHUM 1983 TENTANG
EETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJIAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KalT DIUSAH TERAKHIR
DENGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007,

Pasal 1

{13 Walib Pojak orang peibzdl vang secara sukarels mendaftarkan dirl untuk mempersleh Nomor Fokok
Walls Pajak dalam tahun 2408 dan menyampalkan Surat Pembenitahuan Tahunan Wajls Pajek Orang
Priyadi uniuk Tahua Pajak 2007 dan sebehynnya, diberikan pgnghapusan sanksl administras! berupa
hungs atas palak vang tidak atau kurang dibayar.

{23 Waiih Pajak yang dalam tahun 2008 menvampaikan pembetuian:

& Surat Pamberdlahuan Tahunan Pajak Penghasian Wallh Pajak Orang Pribad] sebelum Tahun
Pajak 2007 atan

b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajsk Penghasnlaﬂ Wajib Pajak Badan sebelum Tahun Pajak
2007,

yang mengaklibatkan pajak yang masth harus dibayar menjadl leblh besar, diberikan penghspusan
sanksl adminiskrasi berupa bunga atas ketedambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.
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(1}

{2}

Pagal 2

Termasuk dajam lingkup peayampalsn Surat Pernberitahuan Tahunan Paipk Penghasilan Wallk Pajak
Grang Pribad! sebagaimang dhrmaisud daluen Pasal 1 ayab (1) melipu! penvampatan Surat
Pemberiiahuan Tahunan Palak Penghasiian yang terkalt dengan pembayaren:

&. Fajak Penghasilon Pasal 29;
b, Paink Penghasiian Pasal 4 ayvak {2); dan/aloy
<. Pajsk Penghasian Pasal 15,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentong Pajak Penghasiian
sebagaimang telah beberspa kall diabah feraidhir dengan Undang-Undang Noror 17 Tahur 2800,
Pajek Penghaslian sebagaimana dirmaksud pads ayst (1) huraf b dan huruf ¢ adalah Pajak Penghasilan
yang ¢ibayar sendld dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuzn Tahunan Pajak Penghasilan.

Pasal 3

Wajlt Pajak vang diberlkan panghapusan sanksk administrasi sebagalmané dimaksad dalam Pasal § ayat {1)
adalsh Wadib Pajak orang pribad! yang miemsould persyaratar

a.
L0
b,

.

secars sukarela mendaftarkan dir! untuk memperoich Nomeor Polkok Wallh Fagadk dalarn tahun 2088,

thiak sedang dilakukan pemariksaan Bukll Permwlosn, penyldikan, pasuntitan, atau pemeriksaan
4t pengadiian atas Undei pidana 4 bidang perpalakan; _
menyinpaikan Suret Pemberitahoan Tohunan Tahun Pajak 2007 dan sehalvmnys terbiiung selak
merenubl perevarstan subfeldif don ohiekiif pallng lambat tenggal 31 Maret 200%; dan

mehkmas] selurvh pajak yeng larang dibayer vang Umbal sebagal akibat dart penyampalan Surat
Pernbaritabuan Tahunan Pajzk Panghasilan sebagaimana dimaksud pada kuruf ¢, sebelum Suret
Pemberitalwan Tahunan Pajak Penghasien disampalican.

. Pasal 4

Data dan informast yang tercantum dalam Sueat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghastian Wallb Pajak Orang
Pribadi sebagalmana dimaksud dalam Pasal 1 avat {1) Ydak dapat digunekan sabage] daser undtuk menerbitkan
surat ketztapan pajak atas pafak lalnnya.

{1

(2)

{1}

(2]

Pasal 5

Tarhadap Surat Pembedtahuan Tahunan Paiak Penghasiian WaBh Pajok Orang Pribadi vang tziah
disampaikan sehagaimana dimaksud dalem Pasal 1 ayat (1), tidak dilakukan pemerlksaan, keclall:

2. terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pembaritahuan Tahunan Pajak
Perighastlan tersebut tidalk benar; atau
b, Surat Pemberiizhuan Tahunan Pajak Penghasilan menyatakan leblh bayar atau rugl

Dalam hal terhadep Surak Pemberibahuan Tahopan Pajak Penghasiian yang tetsk dlsampalkan dilakukan
pemerlikssan karens memenuhl Reterduan sebagaimana dimaksud pady ayal (1)} huraf a atau huruf b,
fdrektur Jenderal Pajak dapat manerblikan surat ketetapan patak danfatan Burat Taglhan Pajak atas
salurut kewaliban perpajakan.

Pazal &
Terrasuk dalam linghup pembetudan Surat Pemberitahuan Tahunsn Peisk Penghastian sebagsimana

dimaksud dalam Passl 1 ayat {2) mellpull pembetuian Surat Pemberitabuan Tehunan Pajak Penghashian
yisng terkait dengan pembayaran:

a. Pajak Penohasflan Pasal 24;
b. Fajak Penghasilan Pasal 4 ayal {2); danfatau
c. Pajak Penghasllan Pasal 15,

sebagalmans dimaksud dalam Undang~Undang Normor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Panghastlan
sebagalmana telah beberapa kall diubah terakhlr dengar Undang-Undsng Nomor 17 Tahun 2000,
Pajak Fenghaslizn sebasalmana dimaksud pada ayat {1) huruf b dan huruf ¢ adalab Pajak Penghasfian
vang dibayar sendld dan déaporkan dalay Surst Pemberltahuan Tabunan Padsk Penghasiian.

Pagal 7

g e
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(8} Wallh Palsk vang diberikan penghapusen sunks! administras! sebagalimana dimaksud dalam Pazal §
#yab {2} adalsh Wallb Pajak srang sribadt stau Wallb Palak badan vang memenuld persysratan:

B telah memiiki Nomar Pokok Walth Fajak sebelum tanggad 1 Janvart 2008;

I terhadag Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghastan yvang dibetulkan belumn diterbitian
surat ketetapan palak;

<. terhadap Surat Pemberitaiiuan Tahunan Pajal; Penghaslian yang dibetulkan balum difakukan

pemerliksaan atau dalam hal sedang difakukan pemerlksaan, Pemerliksa Pajak belum
menyampalkan Surat Pemberdtahuan Haslk Pernarlksaan;

ik, telah dilakukan Permeriksaan Buiktl Permulaan, tetapt Pemeriksaan Bukil Perrmdaan tersebut
tidak cdianjutkan dengan Hndakan peryldiican karma tidak ditemudarn adanya Bukt Permulaant
tentang Undak pidana di bidsng perpajakans

=8 tidak sedang ddakukan Pemerlksasn Bukil Permulzan, penyldikan, penuntutan, akag
pemeriksaan di pengaditon mas tindak pidena di bidang perpajakan;

f. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tabunan Tahun Palak 2006 dan sebelurmnys paling
fsrmbut tanggal 31 Degaendier 2008; dan

R melunast seluruh pajak yvang kurang dibavar vang Gmbul sebagal akibal Jdarl penvampaian

Surat Pamberitahuan Tahunan Pslak Penghastian sebagaimana dimakeud pads huruf ¢,
sehelum Surst Pemberitabuan Tohwnan Palak Penghasiian disampaikan.

{23 {atam hal Wailh Paiak membetulkan Surst Pemberitahuan Tehunan Pajak Penghashan veng sedang
dijakukan pemerlksaan sebagalmans dimaksud pada ayat (13 haruf ¢ yang jugs meliput lenis pajak
lnfnnya,
barlaku ketentuan sebagal berikul:

3. pemerlksaan tersebhut dihentikan kecwall unuk pemeriksaan terhadag Surat Pemberitshuan
atas pajak lalnnya yang menyatalkan letnh bayar; atau
k. pemeriksaan tersebut terap dilarjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

{3) Datam hal Wafjib Pajak membatulikan Surat Pemberttabiuan Tahunan Pajak Penghasilan yang tidak
sadanyg diiskukan pemeriksaan, namun stas Sural Pemberitahuen fenls patak lalnnya unhik periode
yang sama sedang dliskukan pemariksaan, berlaku ketantfuan sshagal berikul:

a. pemeriksaan tersebut dibentikan kecuslt uniuk pemedksaan terhadap Surgd Pomberitahaen
atas pajak lainnya vang menyatakan lebih bayar; steu [
i, pemerksaan tersebul tetap difaniutkan berdacarkan partimbangan Direkiur Jenderal Pajak,.

{3} Calam ha! Surat Pemberitabuan Tamman Palok Penghasilan yang dibetuikan menyatakan teblh bavar,
pombetuisn Surst Pemberitahusn Tehunan Pajak Penchasiian dlenggap sebagst pencebulan atas
germohonan pengembalizn kelebihan painbayvaran pajsk yang tercantum dalarn Surat Pemberitahuan
Tahunan Palak Penghasilan vang dlbetulkan,

Pasel 8

Data dan informasl yang tercantum dalam pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajlb
Pajak Orang Pribadl atau Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasifan Wajib Pajak Badan sebagakmana
ditnaksud datar Pasal 1 ayst (2), tidak dapat digunakan sebagal dasar untuk menerbltkan surat ketetapan
pajak akas pajak laineya,

Fasat 9

{3 Terhiadap pembelulan Surst Pembaritabuan Tahunan Palek Penghasilan yang talah disampaikan
sebagaimana dimaksud dalam Passl | ayat {2) tidak dilakukan pemerikeaan, kecunt terdapat data atay
keterangan veng menyztakan bshws pembetulan Suret Pemberitaluian Tahunan Pajak Penghasiian
tersebul tidak benar.

{23 {atam hol terhadap pembetulan Surat Femberitahuan Tahunan Pajak Penghastian vang telak
dizampalkan dilakukan pemeriksaan karena memenuhl ketentuan sebagalmana dirmnaksud pada ayat {1),
Direktur Jenderal Pajak dapat manerbitkan surat ketetapan pajak danfatau Surat Tagihan Pajak atas
seluruh kewajlban perpajakan.

Pasal 10

Katentuan lebik lanjut mengenal kata cara penvampalan, pengadministrasian, serta penghapusasn sanksl
gdministras] sehubungan dengarn penyampalan Surat Pemheritahuan Tahiunan Pajak Penghasilan danfatau
etenyampaikan pembetuian Surat Pemberitabusn Tobunan Palak Penghasiian, diatur dengan Peraturan Direktur
Janderal Pajak.

.
£E w5

Tinjauan Atas..., Dewi Kusumaningrum, FISIP Ul, 2009



Paspi 11

Pada saat feraturan Menterl Keuangan Inl mulal bedaku, Peraturan Menter]l Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008
tentang Penghapugan Sanks| Adminlstras! atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan pembayaran Pajak
Sehubungan dengan penyampalan Surat Pemberitshuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya
serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007, dicabut dan
dinyatakan tdak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri Keuangan Inl mulal berfaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyal daya laku surut
terfiltung sejak tanggal 1 Januarl 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menterl Keuangan Inl dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesla. _

[Meatepkan di Jakarta

Pada tanggat 29 April 2008
MENTERI KEUANGAN

tad

SRI MULYANT INDGRAWATT

Tinjauan Atas..., Dewi Kusumaningrum, FISIP Ul, 2009



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR, 27/P1/2008

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN SANKST
ADMENISTRASE SEHUBUNGAN DENGAR PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHURAN PAIAK PENGHASILAN WAJIE FAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK

2007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN BURAT
PEMBERITAHUAN TAHURAN PAIAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADY ATAL
WAHSB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAIAK 2047

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang @

babwa dalam rangks maefsksanskan Ketentuan Pesal 10 Peraturan Menter! Keuangan Nomor 86/PMK.03/2408
tantang Tata Cara Ponvampalan atau Pembelyian Surat Pemberitahuan, dan Persveratan Wallh Paiak vang
Dapat Diberikan Penghapusan Sankst Administras! Dalam Rangka Penerapan Pasal 374 Undang-Usdang Nomor
& ¥Fahun 1983 teatang Keteniuan Urmnum dan Tats Core Perpajakan Sebagaimana Telah Beberaps Kali Dinhah
Teraklgr Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tshun 2067, peria menelapkan Peraturan Direltur Jenders! Pajak
tentang Tata Cors Pesyampalan, Pengadministrasion, serta Penghopussn Sankst Administras! Sehubungan
Dengan Panvampaian Sural Pemberitahuan Tahunan Palak Penghasilan Walih Pajak Grang Pribadi Untude Tahumn
Paizk 2007 dan Sebelumnya, dan Sebubungan Dengan Pembeltulan Surat Pemberitahuan Tohunan Pajak
penghoasian Wallb Pajek Orang Pribad! atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tehun Pajak 2007;

Mengingst :

i. Lindang-Undang Nermor 6 Tahun 983 terdang Kebentuen Umum dan Tata Cara Perpafokan {Lambaran
Megara Republik Indonegia Yahun 1383 Nomor 49, Tambaban Lembaran Megara Repulli Indunasla
Nomor 3262) sebanalmanad telzh beberapa kall diubsh terakhle dengan Undang-Unding Nomer 28 Tabun
2667 {{embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8%, Tambahan Lembaran Negara
Rapubiik Indongsia Nomor 4740);

2. Paraturan Pemeriatals Nomor B0 Tehun 2007 tentang Tata Care Pelaksanaan Hak dan Kewajiban
Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor & Tahun 1983 tentang Ketentuan Vium dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimans telah beberapa kall diubah terakhlr dengan Undang-Undang Momuar 28 Tabhiun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambakhan Lembaran Negars
fepublik Indonesia Namor 4797);

3. Peraturan Menter Kevangan NMemor €6/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampalan atau Pembetulan
Sural Pemberitabuan, dian Persyaratan yajib Pajak yang Dapat Dlberikan Penghapusan Sanksl
Administrast Datam Rangks Paengrapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1283 tentang
Keteatuan Umum dan Taba Cara Perpalakan Sebagaimana Telah Beberapa Kall Diubah Terakhie Dengan
Undang-Undang Romor 28 Tahun 2087,

MEMUTUSKAN ©
Menstapkan

PERATURAN DIREXTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMIRISTRASIAN, SERTA
PERGHAPUSAN SANKST ADMINISTRASY GEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHLUNAN PAJRK PERGHASILAN WAJID PAIAK ORANG PRIBADT UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA,
DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PATAK PENGHASILAN WAHE
PAJAK DRANG PRIBADT ATAL WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAIAK 2807,

Pasal 1

{1} Wailh Palak orang pribadf yang seoare sekereia mendaRarkan din untulk memparcieh Nomor Pokok
Wajth Pajak delam tubun 2008 dan menyampaikan Surst Pamberitohuan Tahoenan Wafib Pajek Orang
Pribad untule Tahun Palak 2007 dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanis) adminisivas! berupa
bungs atas pajek yanag Eldak atou kurany dibayar.

{72} Wajll Pajak yang sebeium tangaal § Jangart 2008 teiah memiliki Nomor Pokol Wallb Pajak dan dalam
tahun 2008 menyampaikan pembetulan @ .
@, Surat Fembarliahoan Tahunan Pajak Peaghashan Wailb Pajak Orang Pribadi sebsium Tahan

Pajak 2007; atay
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(3

£1]

(23

B Surat Pemberitabuzn Tahunan Fajek Penghasilan Wajil Pajak Badan sebelun Tehun Pajak
20407,
yang mengakibatican pajak yang masih hiarus dlhayar menjade lebih besar, dibgrikan penghapusan
sartksi adminlstras! berupa bunga atas ketedambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak
Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghaslian yang dibertkan penghapusan sanksl
administras! berupa bunga atas ketedambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak sebagalmang
dimaksud pada ayat (2} adalah pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunaa Fajak Penghasllan yarg
disampaikan pertama kall datiarm fabun 2008,

Pasal Z

Wajib Pajak vang sebelum tanagst L Januad 2008 telah memlBki Homar Pakok Wallb Palak dan sampal
dengan 31 Desembar 2008 behun menyampatican Surat Pemberilahuan Tahunan Palek Penghasiian
sebelura Tahun Pajak 2007, dapst menyampalkoan Surat Pembediahuan Tahuan Palak Panghasian
sebelum Tahun Palak 2007, .

Surat Pemberitahuan Tahuaan Pajak Penghasiian sebelum Tahun Pajak 2007 sebagairans dimaksud
pada ayat {1} yang disampatkan dajam ahun 2008 diperlakukan sehane! pambetuisn Surat
Pemberitahun Tahunan Palak Penghasiian cebelum Tahun Palak 3007 sebagsimans dimakeud dengan
Pasal 1 ayat {2}.

Pazal 3

Wajlb FaJak yang menyampaltan Sural Pembeitahian Tahunan Pajak Penghasilan Wailb Pajak Orang Pribadi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan diberikan penghapusan sanksi adiministragt adalah Wajih
Pajak orang pribad! yang ;

A,
b.

.

{3}

2}

(3)

(4}

{1}

secara sukarela mendafarkan <irl untuk memperoleh Nomor Pokok Wajlb Pajak dalam tahun 2008;
tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Buktl Permulaan, Penyldikan, penuntutan, ataw pemertksaan

dl pengadifan atas tindak pldana di idang perpajakan;

menyampalkan Surat Pemberitabuen Tabunan Wajib Pajak Crang Pribadl Tahun Pajak 2007 dan
sebefurnnya terhitung sejak memenuh persyaralan subjektif dan obiektif palivig lambat inggal

31 Marel 2004 dan .

meiunasl seluruh palek yang kurang dibayar vang timbui sebagal akibat dari penvarmpatan Surat
Pamberitahtan Tahuaan Pajak Penghasilan Waile Pajak Orang Pribad sebagaimana dlmakssd puda-
kuruf ©, sebelum Sural Pemberitabuan Tahunan Pajak Penghasian Waith Palak Grang hribad
disampaikan.

Pazal 4

Penyampaian Suratl Pembaritshuen Tehunan Balak Penghasiien Wallb Pejak Orang Pribai sebagsimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat {17 dilsksanakan dengan menggunai@n formuiic Sural Pemberitshuan
Tzhunan Pajak Penghasiian Wailh Pafak Urang Pribad] Tahun Pajsk vang bersanglotay dan menaiiskan
"SPT berdasarkan Pasel 374 UU KUP ¢ Bagian atas tengah SPT Induk don setiapn Lamalramnya.
Kekurangan pembayaran paiak vang terutang dalam Surat Pemberiiehuan Tahunan Patak Penghasilan
Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayal £1) harus dlunasd dengan mengaunakan
Surat Sstoran Pafak sebelarn Sural Pembetitahuan Tahunan Pafzk Penghiasian Walib Pajak Orang
Pribadl tersebut disampalicsn.

Surat Pemberdtahuan Takutian Pafak Penghagilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagalmana dirmaksud
pada ayat {1) barus dilampir] dengan Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas pelunasan kekorangan
pembayaran pajak yang terutang sebagalmana dimaksud pada ayat (2. )

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghaslian Wa)lb Pafak Oang Pribadi sebagaimana dirralesud
pada ayat {1} harus disampalian ke kanter Dlrektorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pasal 5 -
Waitb Pajak yang membetolikan Surst Pormberitahuan sahagaimana dimaksod datze Pasat 1 avat {2}

dan diberiken penghapussn sankst administras! adalah Wailb Palak Orang Pribadi atau Walih Pafak
badan yang memenul! persyaratan |

3. telah membiki Nomuor Pokok Wallb Pajak sebelurm tanggal 1 Januari 2008;

b, terhadap Surat Pemnberitahuss Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum diterbitkan
surat ketetapan pajak;

£, tarhadap Surat Pemberitahusn Tahunan Pajak Penghasian yang dibetulkan belum dialkukan

pemeriksaan atau dalam hat sedeng diskukan pemerlksasn, Pemertksaan Pajek belum
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menysmpaikan Surst Pemberitebuan Hasl Pemsriksaan;

d. ralah dliakukzan Pamerfksaan Bukt Parmulagn, tetept Pemerlksasan bukll Permulaan tersabut
tidak dilaniutican dengan tindakan paayldikan karena Hidak ditemuksn adanya Buldl Parmulsan
tentang tindak pidana dl bidang perpatakan;

e, tidak sedang diishukan Pemerlksaan Buktl Permulaar, penvidikan, penuriutan, atau
pemariksaan dl pergatiian atas Hndak pidena dl bidang peraajakan;

£ menyampaikan pembstulan Surat pembariiahuan Tahunan Palak Penghasiian Tahus Pajak 2006
sebeiumoyd paling [ambat tanggal 31 Desermbar 2008; dan

q. meiunast selruh pajak yang kurang dibayvar vang timbul sebagad skibat dard penyampalian

pembstuian Sural Pemberitehuan Tahunan Palak Penghasian sebagaimana dimaksud pada
huraf f, ssbalum pembetuien Surat Pemberitahean Tahunan Pajak Penghasilan disampatkan,
(2} Dalams hat Surat Pemberltahuan Tahunan Palale Penghastian vang dibabutkan menvatakan ioblh bayar,
pembstulan Surat Pemberitabuan Tahuhan Pajak Penohasiian dlangoap sebagat pencabutan atas
permchonan pengembsian kelablhan pembavyaran pajak yvang tercantum dsam Suest Pemberitahuan
Tahwnen Paiak Penghasiisn vang dibetulkan.

Paszt 8

{1} Dalam hal pereeriksaan yang sedang difsksanakan sebagalmana dimaisud dalam Pasal 4 ayat (1)
hurdf ¢ Juga mencakup pemeriisaan terhadap Surst Pemberitahuan jenis palak lainnya, dan Wajlb
Palak membetulian Sural Pembesdtahuan Tahunan Palak Penghasilan, pemeriksasn terhadap selurub
{enis palak dihenbisan, kel pemeriicsaan terhadap Suret Pemberitahan Tehunan Pajak Penghasilan
Pasal 21 danfatau Surat Pemberitahoan Mass Pajak Pertambahan Miial yang menyatakan lebib baywr
atay pemariksaan terhadap Sumt Pemberitshaan lends palek lstnnya yang berdasatkan pertirsbangan
Dleslctasr Jenderal Pafak tetap dilanjutkan,

{2} Datars hat tidak terdapat ;

. Burat Pemberitaban Tehunan Pajok Penghasilan Pasal 21 dan/akau Swet Pemberttanhuan Mass
Paiak Pertambahan sl yang menyatskan lebih bayar; atau
b, pemerikzaan barhadsp Surat Pemmbernitabusn Jenis pajak lainnya yvany berdasarkan

pertimbangan Direidur Jenderal Palak tetap dilanjutkan.
penghentian permeriksaan sebagaimans dimakgud pada avat (1) dilaicukan yntuk selurub jenis pajakc
dengan rembast Laporan Hasll Pemerikgazn Sumle dan membertahukase sezara tertulis kepads Wajlb

Palak,
{3) Datam hal terdapat
&, Surat Pernberitahusn Tabunan Pajak penghasilan Pasat 21 danfatay Surst Pemberitabusan Mass Pajak
Pertambahan Kzl vang menyatakan teblh bayar; atau
b. pemariksaan berhadap Surat Pembaritahuan fenls pajak falnnya yang berdasarkan

pertimbangan Dirgitur Jenderat Paiak tetap dilaciutikan,

penghentlan pemeriksasn ssbageimana dimaksud sada ayat (1) hanya dilakuken ontul seeneriksaan
atas Surat Pemnberitahuat vang Hdak manyatakan fehih bayar atau pemerikssan terhadap Surat
Semberitshun jenis pajak lanmys vang herdasarkan gertimbangan Dirskiur Jenderst Pajak tidak
dtisnjutkan dengan mambuat Laporan Hasll Pemeriksszan Sumic dan menbaritshykan secars tertulls
kepada Wailb Pajak. .

Pasal 7

Dztarn hal Wajlh Paiak membetuikas Surst Pemberitabuan Tahunan Paisk Penghasilan yang tidak sedang

dilakukan pemerdksaan namun stas Surat Femberitabuan fenks pajak lalnnys untuk perlode yvang sama sedang

ditakubkan pemariksaan, pemeriksasn tersebut dihentikan dan diberitshekan secars tertulis kepada Wallb Pajsk,

keoual untuk

) pemerlksaan tevhadap Surat Pemberahuan jenis palak lalnnya yang menyatekan lebih bayar; atao

b. pemeriksaan {erhadap Surat Pembaritahuian jents peiak leinnya yang berdasarkan perthnbangan
Diraidur Jenderat Pajak betap dilanjuiican,

Pasal B

{1} Pemberuian Suret Permnberiahdian Tahunan Paiak Penghashian sebagalmana dimeksud dalam Pasal 3
ayat {2) diiaksanakan dengan menggunakan formudr Sural Pemberitabuan Tahoran Pajak Penghasiian
untuk Tafun Bajak yvang bersangkutan dan menuliskan "Pembatuian berdasarkan Pasa!f 37A UU KUP*
atay “SPT berdasarkan Pasal 374 L KUP" dibaglen atas tengah 87 Induk dan setlap Lampirannya.

{2} Kekurangan pembayaran pajek yang terutang sebagal akibat darl pembetulan Surat pemberiahuan
Tahunan Pajak Penghasilan sebegsimana dimaksud gada avat (1) harus dilunasi dengan menggunakan
Surat Setoran Pajak sebelum pembetulan Syral pemberitshuan Tahunan Pajak Penghasilan tersabut
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{33

{4)

(1)

{23

disampaiian,

Pembetuian Surat Pamberitabiusn Tehunan Pajak Penghasilan sebagatmaaa dimaksud pada ayat {1}
haryg dilemplrt dengan Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas pelunasan pembayaran pajek yang terutany
sabagalmany ¢imaksud padas ayat {2}

Pernbetulan Serat Pemberitahtan Tehenan Pajak Penghasion sebagaimana dimaksud pada avat {1)
harus disormpalkan ke Kantor Direktorat Jendaral Pajak tempat Wailb Pajalk terdaltar.

Pasal &

Data dan/fatau informas] yang tercantum dalam Surst Pemberitabuan Tazhunan Pajok Penghasian Wajib
Paiak drang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pagal 1 ayad {1) tidak dapat dlgunakan sebagal
dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajsk atas pajak lainoya,

Data dan/atay informasl vang tercantumn dalam pembetulan Sural Pembieritahoan Tahunan Pajak
Penghasiian Wajlb Pajak Qrang Pribadl atau pembetutan Surat Pemberitahuan Tabunas Pajak
Penghasitan Wall Patak Badarn sebagalmana dimaksud delam Passl £ ayat (2) tidak dapat digunakan
subagal dasar untuk reenerblikan surat ketetapan paizk atas pajsk ialnnya.

Pasal 10

renghapusan sanks! administrast berupa bungs selsgaimana dimaksud dalzm Pasal 1 avat 1) dan avat (23
dilakukan tanpa menerbitkan Surat Tagihan Pajak,

{1

(2)

1y

{2}

Paval 11

Surat Pembarltahuan Tahwman Pajak Penghastiar: Wallb Palak Orang pribad) untuk Tahun Pajak 2007
dan sebelurmmya sebagaitran dimaksud dalbr Pasal | avat {11 vang disampalkan setelah tanggal

31 Desember 2007 sampai dengan tanpgal dltetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pafak ind dapat
diperfakekan sebagal Surat Pemberiahuwan Tehunan Pajak Penghasiian dalam rangks Pasal 37A
yndang-undang Ky,

Pambetulan Surst Pemberitabuan Tebunan Pajak Penghasiian untuk Tahun Pajak 2008 dan sebelumnya
sebagalmaria dimaksud dalam Pasal 1 ayat {2} yang disampatian setelab t=nggat 31 Desember 28067
sampat dengan tanggal ditstapkannya Fersturan Direktur Jenderal RPajak Ini dapat diperlakukas

sebagai Pembetulan Surat Pernberdtahoen Tabunasn Pajak Penghasiian dalam rangks Pasal 37A Undang-
undang KUp,

Pagal 12

Waih Paiak yang memperaioh Nomor Pokok Wallb Pajalke secara sukarala dalam tahun 2008 dan telah
renysmpaikan Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasiisn Tabun Pajak 2007 dan sehelumnnys
setelaiy tanggal 31 Desember 2007 sampal dengan tangal ditetapkantys Paraturan Direldur Jenderai
Pajak ird, dapat menyampalkan pembetulan Surat Pemberliahuen Tahunan Palak Fenghasian Tahun
Pajak 2007 dan sebeiumnya datam rangka Pasal 374 Undang-Undang RUP satu kall setelah tangga!
ditetapkannya Peraturan Direldur Jersderal Palak inl sarnpal dengan tanggal 31 Desember 2088,
wajib Pajak yang teizh mamiltk] Nomor Bokelk Wallb Pajak sehelum tanggal 1 3anuan 2008 dan igiah
meayampaikan Surst pembaritabuan Tehuaan Pajak Penghasiien sehatum Tahoe Palak 2007 seteiah
tanggst 31 Desember 2067 ssenpat dengen tanggal ditetapkannya Peraturan Direkiur Isnderal Pajak ind,
dapat menyampaikan pembetuian Surat Pemberitalnian Tahuran Palisk Penghasian sebelun Tahun
Fajak 2007 datam rangka Pasat 374 Undang-Undang EUP satu kol setelah tanggal ditstapkannya
Paraturan Dlrgkior Jenderal Pajak il sampal dengan tanggal 31 Desember 2008,

Pasal 13

Peraturan rakiur Jendersl Pajak Ini mudal herlaku seiak tengaal ditetapkan dan mampunyai daya laku surost
terbitunig sejak tanggat 1 Januari 2008,

Agar setiap orang mengetahulnya, memetnishkan pengumeiman Permburan Direkiur Jenderal Pajak & dengan
penempatannya dalom Berlts Nagara Republik Indonasia,

s
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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 30G/PI2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK MOMOR 27/PH3008
TATA CARA PENYAMPAILAN, PENGADMINIGTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN SANKS]
ADMINISTRAST SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPATAN SURAT PEMBERITAMUAN
TAHUNAN PAJAK PENGHASHAN WAJIR PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAIAK
20G7 DAN SEBELUMNYA, DAN SERUBUNGAN BENGAN PEMBETULAN SURAY
FEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK QRANG PRIBADI ATAU
WASIB FAIAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2067

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menirnbang :

bshwa dalam rangks memberikan kemudahsn, kepastian sukum, dan meningkatkan pelavanan kepada Wajilb
Pajak peris mengubah Peratoren Direkiur Jenderal Pajak Nomor 27/P3/2CC8 tantang Tata Cara Penyarmpaian,
rengadministrasian, serta Penghapusen Sankst Admindstras! Sehebungan Dengan Penvampaian Surat
Famiberitahuan Tahuonan Pajak Penghasilan Wailh Paiak Orong Pribadl Untuic Tahun Palak 2007 dan Sebelumays
dan Sshubungen Dengan Pembelulen Serat Permberitahuan Tehunan Palak Peaghasiian Wakb Palak Orang
fribadi atay Wallh Pajak 8adan Untuk Tahun Patak Sebelum Tahun Pajak 2007, dennan menstapkan Pergluren
Direkiur Jendera! Pajak tentang Perubshan Atas Peraturan Direkiyr Jenderal Pajak Nowmor 27/RI2008 tentang
Tats Cara Penyempalan, Pengaduinistrasian, serts Penghapusan Sankst Administrast Sehubungan Dengen
Ponyampaian Surat Pemberiahash Tahunan Palak Penghosiian Wallb Palak Orang Pabadi Untuk Tahun Pajak
2047 dan Sebelumnyz dan Sehubungan Dengen Pembetulen SuraY Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Walits Pajek Drang pribadi atau Wall Pajak Badsn Untuk Tabun Pajak Sehelurn Tahwn Pajak 2007

Menglngat :

1. Undang-Undang Nommior 6 Tahur 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan {Lembaran
Negara Republik Indonesla Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lermnbaran Negara Republik Indangsla
Nomer 3262) sebagalmana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Larnbaran Regara
Rapublik Indonesla Nomuor 4740);

2. Peraturan Femerintah Nomer 80 Tabur 2007 kentang Fata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban
Perpajakan berdasarkan Ungdang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tendang Ketestuas Usom dan Tats Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberaps kal diubah terakhlr dengan Undang-Undang Nomaor 28 Yahun
2007 (Lembaran Megara Fepubilk Indonests Tehun 2007 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negars
fepubitk Indonesia Nomer 4757}

3. Perahiran Menter! Keusngas Nomar 86/PMK,D3/2008 tentang Tata Carg Penyampslan atau Pembstuian
Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Waillb Palak vang Dapat Diberiken Penghapussn Sanks!
Administrasi Dalamn Rangks Pengrapan Pasal 374 Undang-Undang Nomor 8 Tehun 1983 tentang
¥erentuan Umum dan Tals Cara Perppioken Sebagaimana Telah Beberapa Kalt Dlubsh Terakhl Denoan
Undang-Undang Normor 28 Tehun 2007

4., Faraturan Direktur Jenderyl Palak Nomor 237/P1/2008 tentang Tata Cara Penyampalan, ;
Lengadministrasian, serts Panghapusan Sanksl Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat
Pamberitahuan Tahuran Pajek Penghasiian Waii Pajak CGrang Pribadi Unkuk Tahun Pajak 2007 dan
Hebelumnya dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tehunan Pajak Penghasllan
Wallb Pajak Orang Pribadl atae Wajlb Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tshun Pajale 2007

MEMUTUSKAN !
Menakapkan :

PERATURAN DIREXTUR JENDERAL PAIAK TENTANSG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREXTUR JENDERAL FAIAK
NOMOR 27/P1/2008 TATA CARA PENYAMPALAN, FENGADMINISTRASIAN, SERTA FERGHAPUSAN SANKS]
ALYMINISTRAS] SEHUBUNGAN DEHGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMUEERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PERGHASIHAN
WAJIB PAJAK DRANG PRIBADT UNTUK TAHUN PATAK 2047 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN DENGAN
PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WATIB PAJAY ORANG PRIBADL ATAU
WAIE PAIAK BADAN UNTUK TAHUN PAIAK SEBPLUM TAHUN PAJAK 2007,

Pesall
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{2)

2607 dan sebefumnya sebagalmana dimaksud dalam Passl 1 ayat {1} yang dlsampalkan
sateiah tanggal 31 Desember 2007 sampal dengan tanggal 30 Junl 2008, dapat diperlakuken
sebagy Surat Pemberitahyan Tahunan Palak Penghasian datam rangka Pasat 374 Undang-
Undang KUP.

Pembetuian Sural Pemberitahvan Tahunsa Pajak Penghaslian untuk Tahun Pajak 2006 dan/
atau Tahun Palak sebelumnya sebagalmans dimaksud datam Pasat 1 ayat (2) yang
disampaikan setelah tanggal 31 Dasember 2007 sampal dengan tanggal 30 Junt 2048, dapat
diperlakularn sebsagsl Pembetufas Surat Pemberitahias Tahunan Pajak Penghasilan dalarm
rangka Pasal 374 Undang-Undarng KUP.”

4, Ketankizan Pazsl 12 divbah sehlngga Leselurshan berbunyt sebagat berikut

{1}

{2}

" Pagal 12

Walib Patak Grang Pribadi vang memperoleh Nomor Pokok Walib Pajak secars sukarela dalam
tahun 2008 dan telah menyampaikan Surat Pemberitabuan Tahunan Palak Penghaslian Tabun
Paiak 2007 dan sebelumnya setelah tanggal 31 Gesermber 2007 sarnpal dengan tangogal 34 Juni
2008, dapat manyampnikan pembetuian Surat Pemberitehuan Tahunaen Patak Fenghastlan
Tahun Pajak 2007 dan sehelumnya datam ranaka Pasal 37A Undang-Undang KUP sabu kali
seteiah tanggal ditetapkannyva Peraburan Direktur Jenderal Pafak inl sampal dengan tanggal

31 Desember 2008.

Wajib Palak yang telah mesiiid Nomor Pokok Wallb Pajak sebeluon tanggal 1 Januart 2008 dan
telah menyampalian Surd pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasitan atay pembetuiao Sural
Pamberttalisan Tahunon Felek Perghaslian sehalurn tnhun Pejak 2007 setelah tanggal 31
fesember 2067 sampal denoan tanggsl 30 Juni 2008, dapat menyampatkan pembetulan Sural
Pemberitahuan Tahunsn Pajak Penghasilan sebelum Tahue Pajalk 2007 dalam rangia Pasat
374 Undang-Ungdang KUE satu kall setelah tanggal ditetapkannya Peraturen Dieektur Jenderat
Paizk ini sampal dengan tanggal 31 Desember 2008."

Pasal Il

Peraturan Direkiur Jenderat Pajak ind mulal berlaka: sejak tanggs! ditetapkan dan memgpunval daya lake suryt
terhitung seiak tanggatl 1 Januari 2008,

Agar setiap orang mengetabuinya, memernintahkan peagumuman Paratursn Direkbur Jenderst Paisk Ini dengan
panempatannys difam Bearlta Negars Republtk Indenesia.

Ditetapican di Jakarta
Pada tahgyat 27 luai 2008
DIREKTUR IERDERAL #AJAK

the,

PARMIN NASUTION

NIP 1306054896

Frr
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENGERAL PAJAK

27 Juni 2008

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAIAK
NOMOR SE - 3H/P)2008

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN NPWP, PENERIMAAN DAN PENGQOLAMAN SPT TAHUNAN PPh,
PENGHAPUSAN SANKST ADMINISTRASI, PENGHENTIAN PEMERIKSAAN, DAN
PENGADHMINISTRASIAN LAPORAN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PASAL 374
UNDANG-UNDANG RETENTUAN UMUN DAN TATA CARA PERPAHKAN

DIREKTUR JENDERAL PAIAK,

Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Mentert Keugngan Nomar £6/788K, 03/ 2008 tentang Tata Cara
Penyampalan atay Pambetulan Suret Pemberlkahisen, dan Persyaratan Walth Pajak yang dapat dibertkan
Fenghapusan Sankst Adrnlnlstras! dalam Rangko Penerapan Pasal 374, Undang-YUndang Nomaer § Tahun 1983
tentang Ketentuan Umim Tata Cars Parpaialkan Sebagaimmng Telah Beberapa Kakk dlubah Taerakhir dengan
Undaag-Undang Nomer 28 Tahun 2007 dan Persturan Dleektur Yanderal Pajak Nomor 22/P) 2008 teatanyg Tata
Cars Penyampalan, Pengadmirdsirasian, serta Penghapusan Sanksl Administras! Sehubungan Dengan
Penyarpsian Sural Pamberitzhasan Tahunen Patak Penghasion Walle Pajak Orang Pdbadl Untuk Tahun Pajak
2007 dan Sebelurmnya sebagalrmana telah divbah dengan Peraturan Clrektur Jendearal Pajak Nomer 34/¢3/2008
vang mengatur fasiiltas pesghapusan sanks! adminisirast sebagal palakyanaan Pasal 374 Undang-Undang
Katentuan Umum dan Taka Cara Perpatakan yang seianjutnya disebul dencan fasilitas Sunsat Paolicy, maka
untuk kelancsran pelaksanaan kebijskan tersebut periu ditegasksn hal-hal sebagai berfikut &

1. Tata Cara Pemberion NPWE Bag! Wajib Pajak Grang Prbadl
A, Bembarian Noror Pokak Waiib Pajak {NPWH)
1. Datang langsung ke KPP
&, Wakb Pajak menyampalkan formudlr Permohonan Pendaftaran dan Perubahan
Data Walih Pajak yang telsh diist begerta lampirannya kepada Petagas TPT
{TPT);
b. Petogan TFT mencatak Bukti Penerimaan Surat (8RS8} Lembar Pengawasan

Arus Dokumen £LPAD), BPS dipisahkan untuk Hsershkean kepada Wailh Pajak
sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas pendaftaran kemudian
diteruskan kepada Peizisana Seksi Pelayvanan/Pelaksans Scekst Tata Usiha
Perpafakan (TUPY

¢, Peizksanasn Seiks! Pelayanan/Pelaksans Seksl TUP merskam berkas
pendafaran Walib Pajak dan mencetak konsep Surat Keterangan Terdaftar
{SKT? serts Kartu NPWP kemudian menyerahkanava kepada Kepala Seksl
Pelayanan/Kepala Seks] TUR,

SKT diterbitkan dalam rangkap duz
pe Lembar ke«1 1 untik Wailb Pajak
= Lemimr ka-2 1 untuic arsip Kankor Pelayanan Palak

d. Kepala Sekst Pelnvanan/Kepsla Sekst TUP meneiit] dan menandatangani SKT
wernudian menyershkannya kepada Pelaksana Seksi Pelayvanan/Pelaksana
Sekst TUP,

a. Paisksana Seksl Pelavanan/Palaksana Sekst TUP menedma dokumen yang
teiah ditandatangant, memberi nomor, member stampel kantor, memisahien
BKT untasic arstp dengan SKT daa karby NPWP vaug akan diserahkan kepada

Wallb Pajak. .

£ Pelaksana Sekst Palayaman/Peiaksana Sekst TUP mengarsipkan dan
menyershian SKT dan karts RPWP kepada Wailb Paisk.

g. Jangke wakts penyelesalan pemberian MPWP pallng lama 1 (satu) Jan selak
permohonan ditetima,

A. Kepala Seks! Pelayanan/Kepals Sekst TUPR bartanggung laweb terhadap
terpenuhinys Jangks walkdu pembedan MPWP dan pelaksanaan pelayvanannya.

Z. e-Registratios melalul Pajok Pajak/Mobll Pajak Kelliing

‘Tata cara pelavanan pemberian NPWE melalui e-Registration Pojok Palak/Mabil Pajak
Keilling adaiad: sebagaimana dlatur dalam Keputusan Dirgltur Jenderal Pajak Nomor
KEP-30/PI 2006 tentang Tata Cers Pandaftaran Nomor Pokok Wajib Paiak Melalyl
Paick Pajuk.

3. e-Ragistration meisiuf internai
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IL.

Tata cars pemberian NPWP dengan ¢-Registration melalul Interset adalah sebagalmana
dlatir gafam Kepubusan Direkiur Jenderal Baiak Nomor KEP-173/8372004 terntang Tata
Cara Pendafiaran dan Penchapusan Nomor Pokok Walll Pajak serta Pangukuhan dan
Pancabitan Pengukuhan Pengusahz Kena Pajak dgngan Sistem e-Registration

B. Selale tata cara sebagabmana dirnaksud pade angka 1 huref &, XPP agar memperhatikan
hal-hal sebagal barkut;
1. Persyaratan pemberisn NPWP, yailu ;
a. Untuk Wailb Faiak orang piibadi vang tidak menilankan usaha atay
pekgrfaan bebas ¢
1) Bagt panduduic Indonesia; fotokopl Karty: Tanda Penduduk; atay
2) Bigl orang astng: folokopl paspor ditgmbah surat pernyataan tempat
tnggal/domisili dart yang berssnokutan
b. Untuk Waith Pajak orang pribadl yang menjalankan usaha atou pehkerisan
bebas :
1} Bagl penduduk ndonesla: Fotokop! Kartu Tands Penduduk; atau
23 Bagl arang asing: fotokopl paspor ditambah surat permyataan tempat
tinggal/domisit dart yang bersangkutan; dan
k) Surat pernyataan empel keglatan usaha atau pekerjaan babas darl

Wallb Pajak.
Datam bal persyaratan permohonen NPWD Lelum terpenshi, permehonan Walib Pajak
dikemballlkan untuk ddenagkapl,
Datam hat Kepala Sekst Pelayanan/Kepala Seksi TUPR Hdak ada ditempat, SKY dagat
Hgirimkan kemudlan, Rarte NPWP diberikan.
Termasuk dalam kriterla Walh Pajak yang secara sukarels mendaiarkan dirf untuk
mempegigi Nomor Pokok Wallh Faiak dalam dabun 2008 adalah Wailh Pajak yang
mempersieh Nomor Pokoic Wallh Pajak bardasarkan basil ekstensifikast pads tabun
#Q08,

Tata Cara Penariase dan Pengsighan SPT Tahunan Bfh
A, Penerimaarn SPT dalam rangks Sunset Pollcy:

1.

2.

Waiib Patek reenyampaikan SPT Tahunan PRh terkalt fasiiias Sunset Pollcy Ke Kantor

Peiavanan Pajak, balik secars lungsung maupun maelalul Pos/Ekspadisi

Patugas TFTHslp Desk menerima dan menclti ST Tahunao FFA. Salam hal SPT vang

diterima Bdak terdapat tanda berepa bullsan “"SPT Bardasarkan Pasat 374 UU KUPY,

petugas TRT/Help Desk wadib memasiikan apakah SPT tersebul disampatkan dalam
rangka pemanfoatan fasilitas Sunset Pollcy.

Petugas TPT/Help Desk menelitl persyeratan dan keiengkapsn SPT Tahunarn PFh

dengan mangyunakan aptilcas! vang tersedia dan memberd tands (7) pada Chedk Hst

Sunset Pelley yang sesuai gebagalmana pads Lamplran 1 Suret Bdarvan Inl, valku dengan

memastikan bahwa .

a. S$PY Tahusat PPh yvang disampalkan muermenuhl syarst kelengkapan SPT
sesyal dengan ketentuan peraluran perundangunidangan perpajakarn;

In Surat Pemsberltahuian HasE Pemertkssan (SPHP] belum disampatkan kepada
Walib Paiak, dalam hal Walik Palek sedang diiziaskan pemertksaan,

€. Wailb Pajak tdak sedang dilakukan Pemerlkssas Bukt Pemulaan, Penyidian,
Panuntutan, atau pemerksaan 4 peagadilan atas Sndak pidana dl bideng
parpajakan,

d. SPT yvang diterlima mgvupakan 5PT Tabunan PPb tshun paiak 2006 danfalau
tahun-tahun sebelumnys, darl Walib Pajak yang teloh terdafiar sebelum tehun
2008,

£, SPT yang diterima merupakan SPT Tahunar PPh Wallb Pajak Qrang Pribadl
tahun paisk 2007 dan hun-tahun sebeluvmnys darl Wailb Pajak orang pdbadi
vany kerdaftar pada tahun 2068,

£ {ilamplrl dengar 5%P sebagal bukdd gaiunasan pajak.

Petugas TFY mengecelk kelernghkasan SPT Tahunan PPh sesusi (hack LISt Suniset Policy

dengarn ketentuan |

&, Untak SPT Tahunan PPh yang sudah lengkap, dilan|utkan dengan merekam
dats pengririaan SPT Tabunsn PPh beserta kelengkapannya, menerbitkan
BPS/LPAL, veanyampaikas isagsung atau mengirimkan BPS kepads Walib
Pajak menggabunglkan LPAD dan Check LIst Sunset Polley denaan SPT
Tahunan dan dekuimen kelengiapannya.

b. Untuk SPT Tahunsn PPh vang dlsampaikan langsuig, namon tdak lengkap,
tidak dapat dikerima, sedangkan vang disampalkan melaluf Pas/Blspedls
dikemballkan kepada Wallls Pufalk dengan disertal Surat Penciakan SPT
Tahasian #hh.
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5. Petugas TPT menerusian SPT Tatiunan PPh begerts Reglster Harlan Penerimapan SPT
Tahunan PPh ke Sekgl Pengolabian Oata dan Informast.

&, Account Representativa/Pelaksana Sekel PPR Badan/Pelaksana Seksi PPh OF
melakukan penelltian untuk meyakinkan bahwa SPT vang dierima sesual dengan
ketentuan Suniset Policy.

7. Oalkarn hal S8 merupakan S8 Unbalance yang terdapat kesafahan matematis,
Acoount Representative/Pelaksana Seksl PPh. Badan/Palaksana Sekst PPh OF
snembuat Surat Himbauan (S0P Taia Care Himbavan Perbatkan Surat Pemberitahuan)
darn dalam hal Wajib Paiak membetulkans SPT Tahuynan PPh berdasarkan hilmbauasn i,
pembetulan tersebut tetap memperoleh fasilitas Sunset Policy

8. Selain tats cara sebagalmana dimaksud diderm angka 11 huruf 4, anar diperhatikan hal-hal

sebagal berikut : N

1. Kepsaia KPP memberikan pemahaman kebilalcan Sunset Poficy kepada selurub pegawal
dl iingkungan KPP vang bersangkutan,

2. Terhadap $FT Tahunan PPH atay pembetulan §87 Tahunan PG vang dliterios setelah
tanggal 31 Desembar 2007 sampst dengan tariggat 38 Junl 2008, dilzkukan pengecekan
utang untuk mengetashul apakah penyampalan SPT atas pembetulan SPY teesebul
;éimaksudkan untuk memperoleh fasliitas Sunset Polley, dengan prosedur sebagal

Griladd

@, Kepala Seksl terkait memerintalikan Account Represemtative/Pelaksana Sokst
PP GF manelitl ulang SPT Tohunan PPE Orang Pribad] Kurang Bavar yang
dyampatkan setelab nagal 31 Desemnbiar 2607 sampal dengaa tanggal 30
Juri 2808 yaaq disampalkarn oleh Wajlb Pajak orang pribadl yang 2erdattar
dalam ki 2008,

[+ Kepala Sekst rerkait memerntabikan Account Representalive/Pelaksang Seksl
PPh Badan/Pelaksana Sekst PPh OF raenetit ulang pembetutan SPT Tahunan
PPH vang disamipalkan setelah kanggat 31 Desember 2087 sampal dengan
tangaal 36 Junt 2008 vang dizampaikan oleh Wallh Pajak orang pribad] atau
badan yang tetah terdaftar sebelum tanggs § Janvad 2008.

c. Account Regresentative/Pelaksana Saksi PPh Badan/Pelaksana Sekst PPE OP
raenghubungl Wailh Pajak untuk menindaklanjuti kekurangan persyaratan.
Sunset Policy.

4. Seteiah rmendapat kanfirmast darl Waijth Paisk vang bersangkutan, Aceount

Representative/Pelaksana Seksl PPh Badan/Palaksana Seksl PER OF
genuliskan "SPY berdasarksy Pasal 37A U KUP” pads Formulir Induk beserta
fmplrannya berhadap SPT Takuman PPh atau pembeluian 5PT Tahunen PPh
yang merupakan SPT yarg memperoleh fagilitas Sunset Pelicy dan memberi
tanda {v} pada Chesk List Sunset Poiley yang sesual,

11, Tatg Cara Penghapusen Sanks| Administras]
A Penghapugan Sankst Adminisirast
Perighapusarn sanksl adminisirast dilakukan dengan tidak menerbitkan STP, meiaiui gzmsedur
sebagat berlkat

1. Slstern manamplikan daftar Wait Palak yang menyampalkan SPT Tahunan PP/
Perbetulan SPT Tahunan PPh dengan fasilites Sunset Policy

2. Account Representative/Pelaksany Seks! PPh Badan/Peliksana Seks] PPH OF
malakuken penghitingan sunksl yang dihapuskan.

3. Kepala Seks! Penigawasar: dan Konsultasi/Kepala Seket PPh Badan/Kepala Seks! PP

OP mensit! kebaaaran penghitungan penghapusan sanksl yang akan dicantumkan
dalam surat ucapan terima kasih,

4, Account Representative/Pelaksans Sekst PRh Bodan/Pelaksana Sekst PPh OF tidak
mamprases penerblitan STP sanksl bunga atas penvampalan $PT Tahunan PPhf
Pemizgtuian SPT Tahunan PPh terhadap Waiih Pajak dalam daftsr,

8. Penerbitan surat ucapsn terlma kasih
1. Account Representative/Pelaksans Seksl PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP
menylapkan Konsep Surat Ucapan Terims Kasih kepads Wallh Pajak denaaﬁ
mencanturmkan besamya setoran pajak dafam rangka sunset pollcy dan Sinksi
administrast vang dihapusksn sesual dengan Lavaplran 1T Surat Edaran Direktur
Jenderat Falak inl,

2. Kepaln Seksi Peagawasan dan Kenseliagl/Wepals Seks! PPh Badan/Wepala Seksi PPh
OF manellti dan memaraf konsep Sural Ucapan Terlma Kasth.
3. Kepala Kamtor Pelayanan Patsk menglll dan menandatangant Surat Ucapan Terins
Kagih,
4, Surat Ucagan Terdma Kesih diatausahakan dan disampalkan kepada Waiib Pajek
EE RIS b 1 3
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malalyl Subbagias Umum (S0P Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kepy,

5. Surat Ucapan Terlra Kasih dikive paling lembat 1 (saiv} mingou setelah SPT Tabunan
PEh atau pembetidan SPT Tahunan Feh diterima, Keouall SPT Walib Pajak sedang
dotam pemerikeaan maka Surat Ucapan Terdmes Kasih dikidm paling lambat 1 {satu}
bulan.
Tv. Penghertinn Pemeriksaan Sehubungan Dengan Pemanfaatan Sunset Polley
A, Pemeriksaan terhadap SPY Wailh Pajak yang telah dibetulkan dalam rangka sunset pollcy

dihentikan kecual! :

1.

Pajak vang tertang berdasarkan pambetulan SPT Tahunan PPh Wallb Pajak orang
pribadi/badan leblh rendsh darinads pajek yvang terutang berdasarkan temuan
sementars pemerlksasn yvang didukung dengarn bukt] yang cokup (bukan hasi? analisis)
dan disetuluf afeh atasan Kepala Undt Pelaisans Permerlisann,

2. Terdapat indikast tladak pidana 4 bldanyg perpajiakan vang meliputi;
Wajib Pajek menolak untuk dakukan pernerikesan

b, menyalahgunakan atas menggunakan tanps hek Homor Poliok Wailth Pajak
atau Pargukuhan Pengusahs Kers Pajak;

<. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan df indonesla,
fidak memperihatkan atau Hdak meminjambkan buky, catatarn, atau dokumen
fain,

d, Waib Paiak tidak menyimpan buky, catatan, atau dokumen yang menjadi
dassr pambukiutan atau pancalaten dan dokumen lul termasuk haslf
pengofahan dota dard pembukugn vang dikaiots seears slektrordk afau
diselanggarakan secara pragram aplicast onsling ¢! Indonesla sebugsmana
dimaksud dalam pasal 28 syat {11} Undang-Undang KUP,

2. Wailh Pajak tidak munyetorian pajak vang telah Sigotong atau dlpungut;

f. Waib Palak mensrbitkan danfatau rmenggunakan fakiar pajak, bukti
permungutan pajak, bukll pemotongen palak, danfatey bukll seloran pajak
yang Bdak berdasarkan Sansaks| yang sebenamya; atén

g. Walib palsk menerbitkan fakiur pajak tetapi belum dikukubkan sebaaal
Pengusahis Kena Pajak.

a8, Pengadministrasian Data Surat Pember/tahuan Hasi Pameriksaan {SPHPY
1. Apabila dalam tahun 2668 UYm Pemerlksa Palak menyampalkas $§PHP kepada Waih

Pajak vang terkalt dengan pemeriksaan alas SPT Tahunan PPh, data SPHP tersebut

haruyg disampalidan ke Sekst Pelavanan/Seksl TUPR, dengan ketentian sebagal berikst :

a, Balam hal pemeriksean disksanakan oleh KPP vang telah meaerapkan slsten
admlnistrasi perpajakar modera, data SPMP disamealkan oleh Kegala Seksl
Pemerlicsaan kepoada Kepala Sekst Palayanan,

b, Dalam hal pemerikgaon dllaksanakan oleh KPP vang balum mensrapkan
sistem administrast perpajakan modarn, data SPHP disampalkan oleh Kepals.
Buksl PPh Badan/Kepala Selksl PPH Crang Pribadl kepiada Kepaila Seksl TUp.

c. Zatamn hal pamerikeaan dilaksanakan oleh kentor Pemericsaan dan Penyldiken
Pajak, Kaphor Wilayah DIP, atau Direkicrat Pemeriksaan dan Penagihan, data
SPHP disampalian oleh Kepala ¥antor Pemeriksaan dan Penyidik Palak,
Kepala Kantor Wilavah B3P, aat Direldur Pemeriksaan dan Penagthan kepada
Yepals KPP termpat Wajlly Pajak terdaBar u.p. Kepala Skl Pelaysnan/Kapak
Sakst TUP.

d. Panyampalan dais SPHP ke Seks) Palayanan/Sekst TUP harus dilakukan pads
tanggel yang sams dengan tanggal penyampalan SPHP oleh tim Pamerkss
Pajak kapsda Wajlb Pajak.

2. Duta SPHP yang harus disampatikan kepada Kepala KPP u.p. Kepala Sekst Pelavanan/
i(epaia Seksl TUP, meliputl dats gehagat benkut ;
Nomor Pokok Wailh Pafak yang diperiksa

b. Mame Wallb Palak vang diperiiksa

c. tahun pajek yang dlperiksa

d, sromor SPHP; dan

e, tanggal penyampaian SPHP terkalt dengan pemertksaan atas ST Tahunsn
PP -

3 Fanyampalan dats SPHP sebagalmana dimaksud-pada angka 1 dan angks 2 dilakukan

dengan ketentuan sebagal berikut ;

a. disampalian desgsn mengosnakan Nots Dinas Kepala Seks Pemer;ksaan
tuts Dinas Kepalz $Seles] PPh Badan/Kepals Seks!t B8h Qrang Pribadi, atay
Suralt Kepals Unit Palaksana Pemerikssan yang ditampld dengan fotocopy
EPHP.

k. Data SPHP harus disampaikan oleh tim Pemeriksa Pajak meiaiud Fakslenili dan/
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atau gurat ¢laltronlk (e-maill,

Penanganan Data SPHP Yang DRRerima Oleh Sekst Pelayvanan/Seks| TUP

Kepalz Seksl Pelayanan/¥epals Seksl TUP menertima dan mengadiministrasilan data
SPHP vang diterima dari Kepala Seksl Pemeriksasn, Kepala Seksi #8h Badan/Kepala
Seksl PPh Grang Pribadl, Kanlor Pemeriksaan don Penyidlkan Pajak, Kepslg Kantor
Wilayah D3P, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.

Peiakeana Sekst Pelgvaran/Pelaksans Sekst TUP merekam data SPHF yang telsh
dgiadministrasikan ke datam slstem yang terpasany,

Taota Cara Penghentian Pemerlksaan

i.

Kepala Sekst Pelayanan/ifepala Seks TUP mengiritmkan daftar Waib Pajak yang

meanysmpaiian SPET Tahunan PRh dalam rangks Sunset Policy kepada Kepala Seky

Pameriksaan atou Repala Seks? 288 Badan/Kepala Saksl PPH Orang PridagdifKepala

Sekst PPN dan 2YLL/Eepala Seltst F2ZEPH untuk dlt=ii gpaksh terhadeg 887 Wajlh Pajak

tergebut sedang dalam pemerkaaan,

Batam hal Wajib Paiak sedanyg dalam pemerlksaan, Kapala Seksi Permnerliaaas atay

Kepala Seksl PPh Badan/Kesala Sekst PPh Orang Pribad)/Kepsia Sekel PPN dan PTLL/

Kepaiz Seks! P2PPh memints foiokopl SPT Tahwman PPh datam: mngka sunsek policy

kepads Kepata Seksl Pelayanan/Kepala Sekst TUP.

Dalam haf pemertksann dlisksanzkan cleh KPP, penghentisn pameriksaan dilaksanakan

dengan ketentusn sebagal beriket

&, Berdasmrican daftar pads angie 1, Kepala Seksl Pemeriksaan alau Kepa[a
Seksi PR BadanfKepala Sukst PPh Crang PribadifKepaia Seksl PEN dan PTLL/
Kepala Seksi P28Ph memenntahkan ten Pemerlksa Pajaic untuk menganalisls
danat tidaknya permeriksaan dlhentikan dengan mendagarkan pada angks IV
huruf A Dafam bl pemerdksaan tidaic dinentlkan dikarenakan slagan pads
angka IV huruf A angka I, Kepala Kantor Pefayanan Pajak meminta
persetujuan darl Kepala Kantor Wilayah atasannva,

B Catama hal pemeriksaan dihenttkan, Kepaiz Sekst Pameriksaan atau Kepala
Seksi PRh Badan/Kepala Sekst PPh COrang Pribadi/Kepala Seksl PR dan PTLLS
Kepals Sekst P2PPh membiat konsep nota dines usulan penghentian
pameriksaan kepads Kepala KPP,

c. Kapala KPP menandatanganl dan menvampatkan nots dinas tentang
penghentlan pemeriksaan kepads Buperviser Pemerikss Pajak
4. Berdasarkan nota dinas tentang penaghentian pemeriksazn dad Kepalo KPP,

Tim Pemeriksa Pajak menghantikan pemeriksssn stas Wajib Pajak yang
meitipersizh fasllitas Sunged Palicy dengan membuat Laporan Hasi
Perneriksazn berupa Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunsat
Policy,

£, Tive Pemerikss Palek menguraliksn progres pemenkssan dalam Laparafz
Penghentian Pemedisaan Dalam Rangka Sunset Policy serta menguraikan

alasan penghentian pemeriksaan dalam Laparan Penghentian Permeriksaan

Dalam Rangka Sunset Policy,

£, Kepada KPP menyampalkan pemberitabiusn secara tertulls kepads Wallb Pajak
tentang Penghentian pemeriksaan dalam vangka Sunset Policy serte
mangembaiikan buky, catstan, dan dokurmnen yang dipinjam kepads Wajid
Patuk pallng ma 7 {tujuh) hart ssisk tanggal Laporan Penghentian
Pemerfksaan Dalam rangka Sunsat Palicy.

Dalam hat pemerikksaan diaksanskan oleh kantor Pamerikgaan dan Penyldikan Pajak,

Kantor Witayah DJIP, atau Direktorat Pameriksaan dan Panagihan, Penghentlan

pameriksaan difsksanakan dengan ketentuan sehagai barikut ¢

3. Berdasarkan deftar sehugaimana dionaksud pada angka 1, Kepals Sekal
Pemerlksasn atau Kepaly Seksi PPh Badan/Kepaia Seksl PPh Qrang Pribadlf
Kepala Sekst PPR dan PTLL/Kepala Seksl P2PPR membust konsep surat Kepala
KPP tentang pemberitahuan bahwa Waith Pajek veny sedang diperksa t@iah
menyarepaikan SPT Tahuaan PP dalam rangka Sunset Poilcy,

by, Kepaia KPP menandatangant dan menyampalkan surat pembesiabivan bahwa
Wallb Pajak yang sedang diperiksa teleh mgoyampalkan ST dalam rangka
sunset Policy kepada Kepala Kantor Pemasrikssan dan Penyidikan Pajak,
Kepala Kantor Wilavah DJP, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan,
daampir] dengan fatokopl SPT tahunan PPh dalam cangka sunset pelicy,
dengan teriebily dabulu menglrimksn surat tersebut {tanpa lampiran fabokapl
SPT Tahunar PPh) dengan fakstenil

¢, Berdasurkan surat pemberitahuan pada huruf b, Kepala Kantor Pemeriksaan
dar: penyidikan Pajok, Kepats kantor Wilayah DI, atau Birekiur Pemeriksaan
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dan peragdhan memerintahkan Hm pemerikss Pafak untuk mengarnslisls dapat
tidakrive pemeriksaan dihentikan dengan mendasarkan pada anghks IV huruf A,
Dalarm hiat permneriksann Hdak dihentkan dikerenakan slasan pada angka IV
hurof A angka 1, Kepala Unlt Petaksana Pemerlkszan Paiak meminta
porsatuiuan atasae langsungnya,

d. fatam ha! pemeriksaan Udak dihentikan, Kepala Kantnr Pemariksaan dan
Penyidikan Pajak, Kepals Kantor Wilayah DIP, atau Dlretdue Pemaclksaan dan
Penagihan menyampalkan pemberitahuan keparls Kepals KPP ternpat Wallb
Pajak terdaftar,

g, Dalars: hat pemeriksaan dihentikan, Tim Pemeriksaan Pajak menguratkan
alagsan penghentian pemedksaan dalpon Laporan Pengheatlan Pemetiksaan
Calam Rangka Sunset poltey, dan membualb konsep nota dinas ysoian
penghentlan pemertkszan kepads stassa fangsung Tim Pemertksa Pajak.

f Kepala Kantor Pemaerniksaan dan penyistikan Palak, Kepals Kantor Wilayah D)9,
atau Diekiur Pemertksasn dan Penagihan menyampaikan gemberitabuan
secarz tortlils tenkang penghentian pemeriksaan dalam rangks Sunset Palley,
serts mengembalikan buky, catetan, dan dokumen kepada Waiih Pajak pallng
lama 7 {nujub) harl sejak tenggat Laporan Penghentian Permeriksaan Dalam
Rangita Sunset Policy, dengan tembusan kepads Kepala KPP tempat waiib
grajak terdafar dilaenplr dengan 3 {saty) set Lapomn Penghientian
Pamertksaon Daiam Rangka Sunset Policy.

Pameriksaan yang telab diientikan dengan prosadur sebagalmasna dimaksud pads

angka 3 dan angka 4, dapat dipertisa kembdali stau dilindaklankstl dengan pemeriksaan

Buktl permuizas apabila terdapal data atau informmast ialn yang menunickkan bahwa ’

SPT Tahunan £8h yang disampatican sieh Wajlb Pajak dalam rangka gamanfaatan

sunaet pificy ternyata tidak benar.

Parveriksaan atau Pemariksaan Bukd Perawilzan mbagaxmana maksud pads angka

ditakikan setelah tanggat 31 HMaret 20068,

¥, Tata Cara Pefuporan Pofaksanaan Sunset Policy

Pangadministrasian Pelaporan Pelaksanzan Sunset Policy

Kepala #antor Pelavanan Palsk meiskukan manitoring atas pembetuian Syrat Pemberdtahuan

Tahunan Pajak Penthasian sebilum Tahwa Pajak 2007 dar! Waib Pajak vang teiah terdaRtsr
sebelurn tabun 2008 dan panyampalan Surat Pemberitahuan Tshunan Pojak Penghaslian Wall
Pajak Crang Pribadl Tahun Pajale 2007 dan sebelumnva dari Wallb Pajok yang mendafiar
secara sukarsla pada taliun 2008, dengan menggunakan formulir sebagalmana dalam lampiean
-1, lamplran 1.3, Lampiran $H-2, dan lampiran $3E-2. 1 Swrat Edaran Direkdur Jendera
Paial Inl, dengan tat cara sebagal berikut

A,

1.
2,
3.

4.
5.

Kepala Sekst Pelavanan/Kepala Sekst TUP menugaskan kepada Pelakaana Seks)
Palavanan/Sekst TUP uritik menyvisgkan Laporan Trivlanan.

Palaksena Sekst Pelavanan/Pelaksans Seksl TUP menylapkan konsep Laporan
Triwgkanan,

Kapala Seksi PelayanarfKepala Seksi TUP menellti dan memarnf konsep Lapzzra i
triwianan.

Kepata Kantor menefitl dan menandstangan! Laporsn Yriwulanan.

Laporan friwukanan disampalkan kepada Kepala Kantor Wileyah etasannya deﬁgaa
tembugan kepada Direkiur Potenst, Kepatuhan dan Penerlmaan melstid Subbegian
Uy (S0P Tata Cara Penyamg&len Dokumen di K#0},

Selals tata cara sehagaimans dimaksud dengan haruf o KPP/ Kantor Wilayah memperhatikan
haf ~hal sabsagal berlkut

Laporan Triwulansn disampatkan oleh Kantor Pelayanan Pajsk kepada Kepals kantor
Wilayah atasannya dengan tambusan kepada Dilraktur Patenst, Kepatuhian dan
Pengrimase dengan keténbuan

a. Periode Yanuan] ssenpal dengan Juhi 2008 agar dilapsrkan pallng lambat
ranggal 31 Juil 2608;

b, Perigde Jull sampal dengan September 2008 dilaporkan paling lambal tanggst
15 Dktober 2008;

<. Pertade Oktober sampal desgan Desember 2088 dlaparkan pai!ng fambat
tanggal 15 Januar 200%;

d. Parlode Januar! spmpal dengas Maret 2009 dilaporkan paling lambat 15 Asll
2009,

l[aporan Pelaksanaan Sunset Policy dikompilas! secara regional cleh: Kantor Willayah,
Kantor Wilavah hertangoung fawab untuk metakukan monltoring pelaksanaan das
pelaporan pelakssnaan Sunset Policy oleh kantar Pelayanan Pajak divdlayshnys.
Laporan Peleksanaan Sunset Policy dikompllasl secara naslonal oleh Direkiarat Potenst,
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Kepatuhan dan Penerimzan.
5, Pors Eselon IT Kantyr Pusat Direktorst 3endersl Pajsk sebagal supervisor Kantar
Wilgyah memantau pelakseasan sunsat policy inl diwilayah tugas masing-masing.

iV, Lain-lain :
1. [saiaem hat Wajib Pajak memilikl bukl pemotongan/bukdi pemungutan Pajak Penghdsitan
- sebelum mandoflarkan dirt unbuk mempersieh Nomor Fokok Walik pajak, Pajek Panghasilan

yang telah dipatong tersebut dapat dikreditkan datam Surat Pembecitahuan Tahunas Pajak
Penghasiian Walb Pajak Orang Prbad! sebagat kradit palak aias penghasllan yang dilaporkan
dalamn Suret Pmebirltabnan Tahunzn Pajak Penghasiiarn Wajlb Pajak Grarg Pribadl tersebut,

2. Untuk mengetzhl balwwa terhadap Wailh Pajak sedang diakukan Pemseriksoan Buki
Parmulaan, penyidikan, penuntulun, stau pemeriksasn & pengadilan atas tindak pldana
di bidang perpajekan, Penyidik Pegawai Negeri Sipll yang menanganinya wajlb mengintmkan
Informas? tarsebut kepada Kepala Seks] Pelayanan atau Kepals Sukst Tata Ussha Perpajakan.

BPengan berlakamya Surat Edaran Direktur Jenderst Pajak Inf, Sural Edaran Direkiur Jendaral Pafak Nomor
SE-31/P}2G08 rentang Tata Cara Penghapusarn Sanks! Adrministras! atas Keterlambatan Palunasan Kekurangan
Pambayaran Pajak dan Pengadministrasian Surat Perabertiahuan Tahens Pajak Penghasiian sehubungan
dengan Penvampalan Surat Pemberitehuean Tahunan upiuk Tahun Pajak 2807 dan Sebeiumnya serta
Pambstulan Surat Pemberitahuan Takunan untuk Tehun Pajak Sabelurm Tahun Pajak 2008 dicabut dan
dinyatakan hidak berlaie. [

Demikizrn wniuk diaksanaksn dengan penuh ra3s enggung jewab.,

Ditetapkan di lakarta
pada tanggal 27 Juni 20608
Direktur Jenderst

d.

Oarmin Nasution

NIF 136605098

“tembusan :

1. Sekrotaris Dlvektorat Jenderat Palak;

2. Para Direkbur dan Tenaga Penglcadl df linglungsn Kankor Pugat I8
3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakart.
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

31 Jull 2008

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAIAK
RNOMOR 3 - 3478172008

TENTANG

PENEGASAN PELAKSANAAN PASAL 374 UNDANG-UNDANG KETENTUAR UMUM DAN
TATA CARA PERPAJAKAN BESERTA KETENTUAN PELAKSANAANNYA

DIREKCTUR JENDERAL PAJAK,

Selmbungan dengzan pelsksansan Sunset Policy bardasarkan Passl 37A Undsng-iUndang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Namor b Teburn: 1983 tentang Ketestuan Umann dan Tata Cara
Parpaiakan, vang ketentusn pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Manter] Keusngan Romor 66/PMEL3/2008,
can Peraturan Direktur Jendera! Pajak Nomor 27781/2008 sebagalmana belah diubah dangan peraturan Direktur
Jeadersl Peiak Momar 30/P1/2008, serta Surel Edaran Birektur Jenders! Pajak Nomor S£-33/01/2008 tanggal

27 lunl 2008, make ontuk memudabkan pelaksanaan dan menciptakan keseragaman penafsivan atay
ketantuan-kelentuan tersebut, periu diberikan penegasan sebagal berikat :

I.

1.

ifmum

Datam rangka pelziksanaan Sunset Policy diberkan penegasan sebagal beskat ¢

1.

2,

3I

Kensep dasar ungang-undang pernalksn yang mengakur tenteng Sunsed Policy adaizh sistem
self agsessmeant. Balam sistem seif assessment, Wallh Pajak diberd kepergayaan untui
manghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendirl besarmya pafak yoang
terutang sesual dengan ketentuan persburan perundang-undangan perpeiakan. Sebagal
konsekuens! pemberian kaparcayaan tersebul, Wallb Pajak walik menyampaiken Surat
Pembearitahuan berfkut keterangan danfatey dekumen yar‘ag marus ditamphrkean, yvang telah diist
secara benar, lengkap, den lelas,

Sunaer Policy mamben kesempatan kepada :

#. Wajlh Fatok vang telah memillkl NPWE sebsiurm tangagal 3 Janusrei 2008 untuk
mambetuikan SPT Tabiunan PP untuk Takun Paiak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Falak
sehedtimaya; dan

b. Wallb Paiak arang pribadl yang memperoleh MPWP secara sukaraia dabam tahun 2008
untuk menyampsikan SPT Tahunaa PPE untuk Tehun Pafak 2007 stay Tehun Pajak
2607 dan sebeiumnys,

unbuk mempersleh fastlitas berups penghapusan sankel administras! bergpa bunga atss

keterlambatan semibayaran pafak siau bunga atas paiak yang Bdak stay kurang dibayar,

sMengingat fastitas Sunset Policy bardasackan sisters seif assessmient, maka penaentissn Tahun

Pajak terkalt dengan SPT Tahunan PPh yang dissmpatkan atau dibetulkan diserahkan kepada

Wajlb Pajak,

Ketentuan Sunset Policy berdasarkan Passi 324 Undang-Urdaag etenttian rmum dan Tata

Cara Perpatakan bergifat kRinssus dan hanys berfaku untuk jangks wakty terbatas sehingga

beberapa ketenbuai urmum yang diatur dafam Undang-Undang Ketentuan Umuin dan Tata Cara

Ferpajakan fidak berlaku. Kelentuan umum yang hdok berlaku sshichunpan dengan Sunsst

Policy sepertl ketentuan yang terkai dengan !

#. pembatasan jangka walkiu pembetulan SPT Tehunan PPh galing Iama 2 (dua) tahun
sefak berakhirnya Baglan Tahun 2ajek atay Tahun Rajek; dan
b. nersyaratan belurm diakukan pemssrissaan,

sehsgaimana diatur dilams Pasal B ayat {8} Undang-Undang Relentuan Umiuns dan Tata Card
Perpajakan. Unbuk lebih jelasnya dapat diithat pada Contoh 1 huruf h dan Contoh 5 huruf g
datam Lampiren I Surat Edaran Divektur Jenderst Paiak nk

Galam pelaksansan Sunset Policy, Wajlb Pajak diberikan kepercayaan untuik mengungkepkan
safurub penghasian termasuk harta dan kewaliban dalgm ST Tahunan PPE WP Badan atau WP
{Orang Pribadi, Deate danfatay Informasi vang telah diungkenkan dalam SPT Tahunan FPh WP
Badan atau WP Grang Pribadi yang telah dizamgpalkan atau gibetulkan oleh Walh Pajak
schubungan dengan pelakssnasn Sunsel Pelicy tidak dapat digunskan sebagal dasar untuk
melakuakan pemertksaan (that Contoh 2, Contoh 3, dan Contoh 4)

Watlh Paiak Lama
Bagt Walib Pajak yang iaish memilkl NPWP sebelum tangygal 1 Januarl 2008 {Wajib Pajak Lama) yeng
memazniaatikan fasilitas Sumset Policy diberikan penegasan lebil ianiut sebagal beritad @

i

Wajlh Palak Lama yang menyampalkan SFY Yahunan PPR WP Badan atau W Drang Pribadl

ELS

foms

Ia;t
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1.

.

untuk Tahun Pajsk 2006 danfatau Tahur-Tabhun Pajak sebelameaya dalam kurun wakiu mulsl
tangga! 1 Januarl 2008 sampal dengan 31 Desember 2008 vang menyatakan kurang bayar,
diberikan fasilitas Sunsel Policy. {Uhat Contoh I hunuf b dan haruf ©)

Wajib Pajak Eama yang membetulkan SPT Tabunan 2ih WP Badan atau WP Orang Pribadl

untuk Tahun Pafsk 2006 dan/atauy Tahun-Tahun Falak ssbelumnyas dalam kurun wakio mulai
manggal 1 Jarmize 2008 sampal dengan 34 Junl 2008 yang menyalaskan kurang bavar, diberiken
faslitas Sunset Policy {Llhat Contah 1 huruf b dan Bursf ¢}

Waiib Pajak Lama yang membetuikan SPT Tabunan PPh WP Badan atau WP Grang Pribadl untuk
Tehun Pajak 2006 danfatay Tahun-Tahur Patak sebelumnys dalam kurun waktu malsl tanggsl
1 ki 2068 sampal dengan 31 Besember 2008 vang menyatakan kurang bayar, diberikan
fagilitas Sunset Policy aias pembetulan yang pertama kall. Namun, apabila pembeltuian SPT
Tahunas PPH dilakukan terhadap SPY Tahunan PPh (6PT Lama) yang telab disampaiian dalam
kurun wakia mulal tanggal 1 Jull 20808 sampal dengan 31 Osember 20068, pembetulan 38T
Tahunan PPh tersebut tidak memperoteh fasiitas Sunset Policy, (Lihat Contoh 1 huruf &, huruf
b, huruf ¢, dan huruf d, serta Contoh 3 dan Contoh 43

Wajib Pajak Bary
Wajih Pajak vrang pribadi yang mempercleh NPWP secara sukargla dalam rahun 2008 (Wafik Pajak
Bam} yang memanfaptkan fasllitas Sunset Poliny diberikan penenasan lebih: janiut sebagal berfia ¢

Wafb Pajak Bary yang menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Palak 2007 atew Tahun
Faiak 2007 dan schelumnya delam kurun wakiu mugdel tanggal 1 Jonuart 2408 sampai dengan
31 Maret 2009 diberikan fasitas Sunsel Policy. (Litiat Contoh | huruf e, huruf, dao huruf g,
saris Lontubh 2)

Wafih Patak Baru yang ssembetubkan SPT Tahunan PPL unttk Tahun Pajak 2007 atau Tahun
Pajak 2007 dan sebelumnya datam kurun wakdte sulal tangaal 1 Ianuar] 2008 sempal dengan
30 Jurd 2008 dibertlcan fasiiitas Sungat Pollcy. {Lihat Contoh 1 huruf ¢}

Wajlb Pajek Baru vaeg membetuikan SPT Tabhunan PPh yriuk Tahun Fajak 2007 atau Tahun
Pajak 2007 dun sebelurmaya dalam kuren waktu malad tanggal 1 Juli 2008 sampal dengan 33
Desemnber 2008, diberikan fasilitas Sunsed Palicy atas pembetulan yang periama kal, Namun,
apabila pembatulan SPY Tahwnan PPh diiakulem terhadap 387 Tabunan PPh {8FT Lama) yang
teiah disampalikan dalam kurwey waktu rmsal tanggal 1 3l 2008 sampal dengan 31 Desember
2008, Pembetulan BPT, Tahunan PPh tersebut tidak memperolch fasliitas Suinset Policy.

(Lihat Cantoh 1 hueruf @, huruf £ dan hurof g3

Wajib Pajek Sedang Dilaluskan Pemerlisasn
Bagl Wallh Patak yung sedang dilakukan pemeriksazsn yany muemaniastkan Fas! fitas Sunset Policy vang
diberikan penagasan lebih laniut sebagal berkut :

1.

KPP inkast yang melalwkan pemeriksaan stas kewajiban perpatakan Wallb Palsk igkasi wajils
memberiashukan ke KPP domislli dalam wakte pallng lama kahggal 22 Agustus 2068 atay paling
lambat 5 {iima} barl kerfa seteizh SF3 diperithatkan kepada Walib Pajak.
Dalam hial Walth Pajak yang dipadican untuk sekirsh fenls pajak {88 taxes) membetuikan SPT
Tahunan PPH W Badan atau W Orang Pribadi, dan ST untule Jenis patak lalnnya tidak ada
y2ng menyatakan lebih bayar, pemeriksaan untuk sefurah fonls pajak tersebut dibentikan,
kecsali; .
B. $ka Pajak Penghasilan WP Badars atau WP Qrang Pribadi yang tensang berdasarkan
temuan pemaeriksasn vang didukang olah buktl veng sikurat/konkrit {bukan hasi
ekuatisasl, pengulisn arus plutang, pengufian drus sbang, dsb). sampal dengan saat
Waih Paak membetulkan SPT Tohunan BPh WP Badan atau WP Grang Pribadi eblh
besar daripada Pajak Peaghashan yang tervtang menurut pembetulan SFT Tahunan
PP W Badan atau WP Qrang Pribadi, maks pemerksaan dilaniutian setelal
mandapat persstujuan dad atasana lapgsung Kepals Unit Pelaksana Pemerlksaan; otau
b. $ka terdapat indikas! Undak pidang di bldang perpsiakan, maka pemgriksaan tersebutl
ditindaklanjuti dengan mengusidkan Pemeriksaan Bukll Permulaan.
Temuan pemeriksaan torsebut hanya menyangkut Iemuan pemeriksaan vang terkait dengan
pemeriksaan atdy SPT Tahunan BBh WP Badan stay WP Orang Pribadl, Dengan demikian,
temuan pemeriksaan atas pemeriksaan untuk fenis pajek lalnnya ddak dapat digunakan
sebagal bahan pertirnbangan untuk melanjullan pemeriksaan, Usulan pemeriksaan bukii
permulaan diiskukan dengan tetap memparhatikan kebliaken Pemnariksaan Buktt Permulazn.
{Uat contoh 5 huey! 8, hurat b, dan huref £
Dalam hal 5PT Tahunen £Ph WP Badan atey WP Orang Fritrat sedang dilakukan pemeriksaan
tetap! SPT untuk jenls pajsk Rinnve tidak diperiksa, dan Wa)lh Pafek memanfastkan Sunset
Pollcy, pemeriksaan tersebyt dihentikan dengan memperhatikan ketantuan sebagaimans
dirmlsud pada angka 1.
Dafam hal SFT Tahunan PPh WP Badan atau WP Qrang Pribad) tidak sedang ditakukan
pemdrksadn tetapt SPT wuntuk jenis paiak ialnnya sedang diperlisa, dan Waijlh Pajak
memanfaatkan Sunset Palloy, pemeriksasn ditindaklanjuti sebags berliat 3
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#. j#a terdapat pemeriksaan atas SPT fenis palak lafnnys yang menyatakan tebih bayar
{misainya SPFT Masa PPN Ishlh hayar), pemeriksaan atas SPT iabih bayar tersebut
tetap ddanjutican tanpa dikaitkan dengan pembetulan $PT Tahunan PPh WP Badan atay
WP Qrang Peibadl.

b. Jlka terdapat pameriksaan atas SFT fenls pajok falanya yang menyatakan tidak iebih
Bayar, pemeriksaan untiok jerds sajak Rlrinya tersebut dibentikan, keousll ;

3} terdapat Incikas dndak pidana ¢! bidang pempajakan, maka pemeriksaan
tersebagt ditlndaklaniull dengon mangusulian Pemertksaan Buldf Permulaan;
atau

2} Surat Pemberitahuan Hasli Perneriksaan (SPHP] terkall dengan permsriksaan
atas SPT Jenis palak lainnya telah disempalkan kepada Wajib Pajak, maha
pamerlksasan tatsp dianjutkan sampal dengan penarbiten Laporan Hasi
Pemaertksaan dan Neta Penghitungan.

Usidan perneriksaan bukt permulzan dilakukan dengan tetap memperhatikan

kabijakan Pamerikgaan Bukt Permulaan. (Liat Contoh 5 huruf ¢, huruf d, dan horuf 63

Terkalt dengan prosedur penghentian pemerikszan pade Kantor Pelayanan Pajak (K#P)

sebagaimani dimaksud dalam angka IV huref D angka 3 Swrat Bderan Direktur Jenderal Pajak

Nomor 8E-33/P)/2008 tanggal 27 uni 2008, perlu ditegaskan kembali dan dibaca ssbagal

barikut

a., Berdasarkan dafar WaBh Palak vang menvampalkan SPT Tahuoan FPh atag
pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangks Sunset Policy, Kepala Seksl Pemerikszan
atau Kepsia Seksl PPH Badan/Kepala Bekel PPh Grang Pribadi/Kepala Saks! PPN dan

FTL/Kenais Saksi P2PPh meminta Tim Pemeriksa Pafak untuk menentukan dapal tidakaya

pemerikssan dihentikan dengan mendasarkan pads kiteria sebagaimana dimaksud

dalam engka IV huruf A Surat Edaran Direktur lendersl Pajak Nomor 3£-33/P)/2008

tanggal 27 Juni 2608

b. Oalam hal pemerizsaas dhentlkan karena Hldak memenubd kefterin sebagablnang
dimaksud dalarn angka IV hurof A Surst Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor

SE-33/P 2008 Yanggal 27 Junt 2008 :

1} Th Pemeriksa Pajak membust konsep Laporan Penghentian Pemsrikssan
Dalam Rangks Sunset Pollcy untuk mendapatkan perseteiuan dard Kepsia KPP
dengan mempérhatiian jangka wakty peayampalan Suralt ttapan Terima
Kasih, yvaltu paling Iama 1 {satu) bulan.

2 Tiem Pamurlkes pajek menguraiRan Bemuean pemeriksasn yang didukung oleh
buktl yang akuratykenkeit sampal dengan saat Walth Pajak membgtutkan SPY
Tahusarn PP WP Badan atau WP Qrang Pribadi datsm Laporan Penghentian
Permericsxan Dalam Rangks Sunset Pollcy serta menguraikan alassn
penghentian pemedisaan dalam laporan Panghentian Pemeriksaan Dalam
Rangka Suhset Policy.

3% Formal Lapors: Penghentlan Pemeriksaan Dalam Rangka Suvnset Pollcy
mengyunakan Laporan Hasil Perseriiceaan vang selama ind berlaky,
sehagaimana dlatur dalam Surat Bdaran Sirektur Jenderst Pajak Nomor
SE-34/P2, 772002 {Ser Parngriksaan 01-02) tanggal 16 Mei 2082, dengan
menuiiskan kKeterangan pads halaman judd bersips "(Laporan Penghantlan
Pemerikssan Dalam Rangka Sunset Policy)™. Lapovan Inl dladministrasikan
sebagatmana Laporan Hasl Pemertksaan yang Rsin.

4} Persetujusn olah Kepala KPP difakukan dengas menandatangan konsep
Laporan Fenghention Pemerksaan Dalam Renoka Sunset Policy, Meagingast
persetujosn penghentian pemeriksaan telah dilekukan olah Kepala KPP dengan
manandatangani konsep laporan, muaka neta dinas tentang penghentian
pameriksaan tidak diperiukan lagt.

5) Tiryy Pemertksa Pajek menyampaikan Lapomn Penghentizn Pemerlksaan Dalam
Rangka Sunset Policy kepada Kepais Seksi Pemerlksaan/Kepals Seks| FPh
Badan/Kepala Seksi PPh Crang Pribadi terkait.

&} Berdasarkun Laporan Penghention Pemeriksaan Dalam rangks Sunset Polley,
Kepala Sekst Pemerksaan menyampalkan Nota Binag kepads Kepais Seksl
Pengawasan dan Konsultast Lerkslt untuk menglaformasikan tentang
penghentian pemeriksaan atas Wailb pajak yang memanfaatkan Sunset Polloy,

7 Kepala Selcst PPh Badan/Kapalz Sekst PPh Qrang Pribad berdagarkan Lanoran
Fenghentian Pemediccaan Dalam Rangka Sunsel Poilcy ataw Kepala Seksl
Pengawasan dan Konsultes! herdasarkan Nota Dinas dari Kepala Seksi
Pemeriksazan, membuat Surar Ucapan Tetma Kasth dan Penghentlan
Perneriksaan dengan format Sebagaimans terdapat dalam Lamplran I Surat
Edaran Direkiur Jenderal Palak Ini,

8} Kepaks KPP menandatangan dan menyampatkan Surat Ucapan Terima Kasth

P

Fil
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dan Penghentian Pemeriisaan kepsds Wajib Pajak vang berzangkutan
9) Tim Pameriksa Pajak mengembatikan buky, catatan, dan dokumen yang
dipinfam kepada Waih Pajak paling lamea 7 {Euicth) had sejak targoal Laporas
Penigheatian Pemeriksasn Dalam Rangks Sunset Policy,
Datam hal pemeriksaan dilanjutikan kareas memenuhi kriterds sehagaimana dimaksud
galamn angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenders! Pajak Normor
SE-33/F1/2008 @mnggat 27 Junl 2008:

1) Tim Pemerikse Pajak mambliat nota dinas usuian untek melanjutkan
pemerksaan kepada Kepak KFP dengan mendelaskan alasan dilanjutkennya
pameriksaan,

2} Dalsm bal wsulan Tim Pemeriksa Pajak untuk melanjutkan pemeriksaan

disetusful, Kepala KPP membust dan menginim surst usulen untek melanjuthkan
pemerkssan kepada Kepsla Kantor Wilayah atasannya, Sehaliknya, dalam hal
tidak disetujul, pemeriksaan dihentiian dengan prosedur sebagaimana
dirmaksud pada huruf b,

3) Datam hal usidan Kepala KPP untek melaniutkan pemerksaan disetujul, Kepsla
Kantar Wikayah membuat dan mengirim surat gersetufimn urdok melanjubikan
pemeriksaan kepada Kepala XKPP. Dalam st pemerlksaan disetujut untuk
ditarjutkan, Kepata KPP tidak perlu mengirimicen Surat Ucapan Terima Kaslh
dan penghentian Pamerlksasn. Seballknys, dalzm hal Hdok disetujul,
pemerlkssan dibantikan dengan prosedur sebagaimang dimaksud pads huruf b,

Datarrs ol pemeriksasan ditlantutkan karens memenuhl krltesa sebagaimana dimaksud

dalarm anghke TV hunif A angks 2 Suret Bdaran Dirsktur Jenderal Paiak Nomor

SE-33/P1/2008 tanggal I7 Junl 2008 dengan memperhatikan kebifakarn Pemeriksaan

Buktt Permulasan ¢

1y Tim Pemerniksa Pajak membuat nota dinas usuian Pemeriksaan Bukt
Parmuiaan kepada Kepala KPR,
2} Balam hal usulan Permeriksaan Bukil Permulaan dard Tim femeriksa Pajak

gigetujul, Kepais KPP membuat dan mengirim surat usulan Pemetiksaan Buld
Permudaan, kepads Kepala Kantor Wilayah atasannya. Sebaliknya, dalam hat
tidak disetuiul, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebisgaimana
dimaksiad pada hund b atau dilanjutkan segantang memenuht ketbaria
sebagaimana dimaksud dalam angka TV huruf & angka 1 Surak Edaran
Direktur Jeaderal Balok Momor SE-33/P1/2008 tanggst 27 Junl 2008 dengan
prosedur sebagaimana dimaksed pada huruf .

3} Dalam hal usubsn Pemarlksaan Bukll Permulaan dari Kepala KPP disstuiul,
Kepala Kantor Wilayah memenitahkan agar pemerlicazn olgh KPP dihentikan
darn sebnjulnya menerbitkan Instruks! Pemeriksaan Bukit Permuiaan dengan
memparhatikan kebijakan Pemariksaan Bukil Permulazn. Sebalikeya, dalanm»
hai Hdek diseltuiul, pemerikssan dibeptlksn dengan orosedur sebagaimana
dirnaksud pada huruf b atau dianfuikan sepanjanyg memenubl kriteria
sebagalmans dieaksud dalem argkas IV huruf A angka 1 Surat Gdaran
Oirektur Jenderal Pajak Nomior SE-33/P1/ 2008 tangge! 27 Junl 2008 dengan
prosedur sebagabmana dimaksud pada horuf .

Terkalt dengan prosedur penghienBan pemorksaan pada Kantor Pemetkse dan Panyldik Pajalk,
Kantor Wilgysh, atay Dirgktoral Pemeriicsaan dan Penagihan sebagalmana dimaksud dalam
angka IV huruf D angks 4 Surat Edaran Rirektur Tenderal Pajak Bomaor SE-33/PIZ2008 tanggsl
27 Junl 2808, perlu ditegaskan keenball dan dibaca sebagal berikut @

-

Berdasorkan Jaftar Waillh Rajek yang menyvarmpelkan SPT Fahunan PPh atau
Pembetudzr SPT Talwnan PFh dalam rangke Suniset Policy, Kepale Seksl Pemeriksaan
atau Kepalz Seksl PPh Brdan/Kepala Sekx) FPh Grang Pribadi membuat surat
mengenal daRar Wailb Pajak yang sedany diperiksa dan menyampsikan SPT Tahunan
PPh atau pembetutin SPT Tahunans PPA dalam rangka Sunset Palicy.

¥epala KPP memandatangan| dae menvempalkan surat mengenal daflar Waith Pajak
vang sedang diperiksa dan menyampaiikan SPT Tahunan PPh atay pemietalian SPT
Takunan PPh dalam rangka Sunset Policy kepada Kepala Kanior Pemeriksaan dan
Panyldibun Pajak, Kepals gantor Wiaysh, stsu Blrektur Pemeriksaan dan Penagihan,
yang ditampin dengan fotokon! SPT Tabunan #Ph dalam rangka Sunset Pollcy, dengan
terleblih dahuly menglrimkan surst tersebit (fanps lampiran fotokopd Si’}“ Tahunan PPh}
metalul faksimfie,

Bardasarkan daftar Wallh Pafak yeng meayampalkan ST Tahunan PPh ataq
pembebulan SPT Tahunan PPH dalam rengka Sunset Policy, Kepala Kantor Pemeriksaan
dan Penyldikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Dlrektur Pemeriksaan dan
Penagihan memerintzhian Tim Pemerkss Palsk untuk menantukan dapat tidaknya
peimeriksaan dihentikan dengan mendasarkan pada kelterls sebsgaimana dimaksud
dalam angka IV huruf A Surat Edarcan Dlrektur Jenderal Pajak Homor SE-«33/P1/2008
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tanggat 27 Juni 2508,

Datem hal pemeriksaan dihentiican karena Sdak memenushy kriterip sehageimena
dimaksud dalam angks 1V huruf A Surat Edaran Direklur Jenderal Pajak Nomor
LE-337PY 2008 tanggal 27 Junl 2008

LY

2}

3

4}

5)

2

7
8

Tirn Pemariksa Patak membigat konsep Laporan Penghentian Pemeriksaan
Dalam Rangke Sunset Polley untuk mendapatkan persetujuan dart Kepala
Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau
Direktur Pernartksaan dan Panagihan dengan memperhiatikan jangka waktu
penyarmpalan Surat Ucapan Terlma Kaslh, yaltu paling lamsa 1 (satu) bulae,
Tim Pamerikss Pajek menguralkan temuarn pameriksaan yang didukung olah
bukti veng skurabfkonkelt sampal dengen saat Wallh Patak membataiken 597
Tahunan PPH WP Badan stau WP Crang Pribadi dalam Laporan Penghendfan
Pemeriksaan Dalam Rangks Sunset Policy serts menguratkan alassn
penghentian pemerksaan dalarm Laporsn Penghentian Pemerikeaan Dalam
Rangka Sungset Pelicy,

Furmat Laporas Penghentlan Dalam Rangks Sunset Policy menggunakets
taporan Hasil Pamiriksaan yang selamz inl bariska, sebagaimana diatur dalam
Suralk Edaran Direkbur Jenderal Pajak Nomor SE-04/01. 7272002

{Sert Perneriksasn 01-02) tanggal 16 Mel 2002, dengan menuliskan keterangan
pada halaman judul berupa "(Laporan Penghentian Pemerlksaan Dalam
Rangka Sunset Polley)”. Laporan inf diadminlstrastkan sebagalmana Laporati
HasH Pemeriksaan yang [8ln.

Persetujuan ofeh Kepala Kantor Pemeriksaan dan Panyvidikan Pajak, Kepala
Kantor Wilayah, atay Bdraltur Pemeriksaan dan Penagihan diiskukan dengan
menandatangeni konsep Laporan Peaghentlan Pemerikeasan Dalam Rangka
Sunset Polloy, Mangingat persetiyjuan penghentinn pemertiksasn telzh
gilakukan oleh Kepais ¥antor Pemerikspan dan Penyiiican Pajak, Kepala
Kantor Wiayesh, sty Sireldur Pemeriksaan dan Penagihan dengan
menandatangan kensap Laporan, make nots ¢inas tentany penghentian
pemaertksaan tidak dipsrivican laol,

Zepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidkan Pajok, Kepals Kantor Witaysh,
atau Direktur Pemerkgsan dan Penaglhan menyampalkan (aporan
Penghentlan Pemearksaan Dalam Rangka Sunset Pollcy kepada Kepala KPP
tempat Wallb Pajak terdaftar,

Berdasarkan Laporan Penghentian Pemeriksaan Datam Rangka Sunset Policy,
Kepala Seksl Pengawasan dan KonsuitaslfKepala Seksl Pph Badan/Kepala
Sekst PEh Qrang Pribadi terkait memboat Surat Usapan Terima Kasth dan
Penghertisn Femeriksaan,

Kepaia KPP menondatengani dan menvempaikan Surat Uoapen Terima Kasih
dan Penghentian Pemerikssaan kepada Wallb Pajak yang bersangkutan,

Tim Pemaerikss Palak mengembalikan Duky, catatan, don dolumed yang
dipinjarn kepsds Wajlh Pajak paiing Jams 7 {ujuh) hed seisk tenggal Laporan
Penghentian Pemeriksaan Dalom Rangka Sunset Pollcy,

Dalar hal permerikssas dienjutkan karena memangiyd kriteria sebagalmana dmaksud
dalam angka IV hurul A angka 1 Surat Edaras Direktar Jenderal Pajak Nomor
SE-33/P)/2008 tanggal 27 Junl 2008 :

1)

2)

3}

Tim Pemeriksa Pajak membuat nota dinas usulan untuk melanjutkan
pemeriksaan kepada Kepals Kanter Pemerksaan dan Penyldikan Palak, Kepala
Kantor WHayal, atau Direktur Pemertksaan dan Penagihen dengan
menjetaskan alasan dianiutkannya pemerlksaan.

Dalarn hat usulan Tise Pemnertkea Pajak untuk malaniutian pemeriksaan
disetuinl, Kepals Kantar Pemeriicsaan dan Penvidikan Pajak, Kepala kantor
Wilayah, atan Direkbtur Pomeriksaan dan Penagithan, membuat dan meagirim
surat usiden untuk melanjutkan pemeriksaan kepads stasen langsungnya.
Sehaliknys, dalam ha! tdak disetuiul, pemenksaan dibentiion dengan
prasedur sehagalmang dimaksud pada hundf 4.

Palam hal usulen Kepela Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajzk, Kepala
Kantor Whayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagitian disetujul oleh -
atasan langsuny, atasan langsung membuat dan menglrin surat persetujuan
untuk melanjutkan pemeriksaan kepada Xepala kantor Pemeriksaan dan
Penyldikan Pajak, Kepala Kantor Witayah, atai: Direkdtur Pemerlksaan dan
Penagihan yang dkembuskan kepada Kepais KPP tempat Wa)ib Paiak terdaftar.
Balar Bal pemaerkssan diselujul untek difanfutkan, Kepsia 528 bidak periu
mangirimian Surst Ugatan Terlma kasth: dan Pengheatian Pameriksaan,
Sebaltknya, dalam hal tidek disetufsd, pemeriksaen dihentikan dengan
prosedur sebagsimens dimaksud pade huruf 4.
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Balam hat pemeriksaan yang dlfaksanakan oleh Kantar Pemeriksasn dan Panyidiien
Pajak dilanjutian karensd memenunt keiterla sebagaimana dimaksud dalam angka IV
huruf A angks 2 Surat Edaran Direktur yanderal Pajak Nomor SB-337/P3/2068 tanggal
27 Junt 2008, dengen memperhatikan kebfakan Pemerikeasn Baktl Parmistagn, proses
penguzsitdan Pemiriksaan Bukt Permulaan diisksanakan dengsn prosedur sebagat
berikut : .

1) Tim Pemeriksa Palak membuat nota dinas usulan Pemeriksaan Bukdti

Perassiaan kepady Kepale Kaptor Pemerikssan dan Penyidikan Paiak,
2} Dalam hal usulan Pemerlksaan Buktl Parmulazan dard Tim Pemeriicsa Pajak

disetuul, ¥epata Kantor Pemeriksaan dan Penyidiken Paiak membuat dan
smenglrim sucat usatan Pemerksaan Buktl Permuizan kepada Kepala Kantor
Wilayah atasannya. Seballkaya, dalam hat Udak disetujui, pemarlksaan
dihentiean dengan prosedur sehagalmans dissaksud pada huruf d atau
pemeriksaan dilanfutkan sepaniang memenidy keltars sebagaimana dimaksud
dalar angka IV hwruf A angks 1 Surat Edaran Direlgur Jenderal Pajak Nomor
SE-33/P1/Z008 tanggal 27 Junl 2548 dengan prosedur sebagaimana dimalksud
gada husuf e,

3 fratam hal usuian Pemeriksaaa Buktl Permulaan darl Kepala Kantor
Pemeriksaan dan Penyidikans Pajak disetujul, Kepala Kantor Witayah
memarintahikan agar pemericaan sleh Kantor Pematilsaan dan Penyldikan
Pajak dihentikan dan selanjunys menerbltkan nstrukst Pemeriksaan Bukil
Permiulean dengan mempethalikan kebilakan Pemeriksaan Bukd Penmidagn.
Sebatiknya, dolan: ha! ik disetujul, pemeriksaan dlhentikan dengan
prosedur sebagalmana dimaksud pada huruf ¢ atau pemerikssan dlianjutkan
sepanjang mernenubil kriteds sebagalmana dimaksud dalam angka IV huruf A
angka 1 Sgrat Edaran Dicektur Jenderal Pajak Nomer SE-23/P1/2008 tangyal 27
unl 2008 dengan prasedur sebagaimana dimaksud pada hurof e,

Pralam bat samerikogan vang ¢liaksanakan oleh Kantor Wilayah difanjuikan karena

rementhi keiteria sebagalmana dmaksnd daleam angka IV horuf A angka 2 Surat

Edaran Direktur Jenderal Palak Nomor 8E-33/P1/ 2808 tanggal 27 Junl 2008, dengan

memparhatikan kebiakan Pemerlisasn Bukll Permulaan, proses pengusulan

Pemeriksaan Buktl Permutaan dileksangkan dengan prosedur sebagal bertkut ¢

1} Tim Pematikss Palak membuat oot dinas usulan Pemerikeaan Buktl
Permutaan kepada Kepata Kantor Wiksyah,
2} Dalams Bat usutan Pemeriksaan Bukt] Permetaan dad Tim Pemeriksa Pajak

disetujul, Kepala Kantor Wisyah membuat dan mengirim surat usulan
Pemeriksaan Bukil Permulasn kepada Drekbur Intetilen don Penyidikan.
Bebaliknya, dalam hal Udak diseiuks, semeriksazan dibentikan dengian

prosedur sebagaimans divwksod pada huruf d atdu pemeriksaan dianjutkan
sepanfang mamenuit keiters sebagalmanz dimaksud dalam angka IV hurul A
angka 1 Surat Bdaran Direkiar Jenderal Paiak Nomor SE-33/P)/ 2008 rangoul 27
Junl 2068 dengan proseduer sehagatmana dimaksud pada huruf 2.

33 Datam hal usulan Pamerlksaan Bukt! permulaan dad Kepals Kantar Witayah
disetujul, Dlrektur Inteliten dan Penvidikan maenerbltiasn ingtrekstPemeriksaan
ok Permulaan dengan mamperhatikan kebijaken Pemeriksazn Bukt]”
Permuisag gan Perneriksssan oleh Kepafa Kantor Wilayah dihentikan.
Debaliliys, dalem hal tidak disetulul, pemerticsaan dientlkan dengan
prosedir ssbagalmana dimaksud pads huruf d Gtau pemeriksasn difaniutkan
sepanjang memenubl kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A
sngka 1 Surat Edaran Birektur Jenderat Palak Nomor $SE-33/P3/2008 tanggal
27 Junl 2008 dengan prosadur sebagalmans dimaksud pada henif e,

Datam hal peseriksasn vang diaksanskan algh Direkborat Pemerlksaan dan Penaglhan

diarjutkan karena memenuhl kriterls sebagalmana dlmaksud dalam angia IV huruf A

angks 2 Surat Edaran Direkiur Jenders! Pajek Homor SE-33/P52008 tanggal 27 Jusd

2008, dengan memperhatiican kablakan Pemsriksaan Bukil Permalzan, proses

gengusalan Pemerlksaan Bukil Parmulian dileksanakan dengen prosedur sebagal

barikut

1) Tim Pemeriksa Patok membust aota dinas usulan Pemeriksaan Bukil
Parmulaan kepada Direktir Pemeriksaan dan Penagihan,
2) alam hal usidan Pemerlksaan Buktl Permulaan dad Tim femertksa Pajak

disebsjul, Direltur Pemeriksaan dan Penagihan membuat dan menghim nota
dinas ysidan Pemerikosasn Buld Permidaan kepada Direktur Jenderal Pajak
dengan tembusan kepada Direkiur Intelifer dan Panyldikan. Sebaiiknya, dalam
hal tldak disetuhul, pemeriisasn dibentikan dengan prosedur sebagaimana
dimakaud pads huruf d stay pemerikeaan ditanjutkss sepantang memenuhi
kriterla sebagaimana dimaicud dalam angka IV huruf A sngka 1 Surst Edaran

P

e gl
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Blrektur lenderal Patak Nomor SE-33/P1/2008 tanggat 27 Junt 2008 dengan
prosedur sebagaimana dimaksud pada buryf &, )

3 Daiam hal usulan Pemerlisaan Bukdl permulazn dar! Direktur Pemeriksaarn dan
Fanaglhan disetojul, Direktur lenderal Pajak memerintahkan agar pemeriksaan
cieh Direkiorat Pamarlksaan dan Penagihan dlhentikan dan selanjulnya
pnenarbikan hsiruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan kepads Direkiur Tntelijan
gan Penyidlkan, Sebaliknya, dalam hai fidak disetuiul, pemsriksaan dhentlkan
dangan presedur sehagaimana dimaksud pada huruf d atay pemeriksaan
dHanitkan sepanjang memenubl kiterta sebagalmana dirmalksud dalam angka
IV hueryl A angla 1 Surat Edaren Direkbur Jenderal Pajak Nomer SE-33/P3/2608
tangoat 27 Jusd 20GB dengan prosedur sebagalmana dirmakeud pads huruf e,

7. Terkait dengen prosedur penghentian pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Palak fokasl, perly
ditegaskan sebaga! berkut
a, Berdasarkan daftar Wailb Palak yang menvampaikan SPT Tahunen PRh atau

pembetuian SPT Tahunan PPh dalam rangks Sunsét Policy, Kepala Seksl Pemerikeaan

atayu Kopalo feks! PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi pade KPP domisil
mmmbuat sural mengena! doRar Wallb Palsk yeng sedeng diperikss KPP nkast dan
mamanfaatkan fasiiitas Sunset Policy.

b, ¥epala KPP domisill menandatangani dan menyampaikan surat mengenal daftar Walib
Patak yang zadang diperiksa KPP lokasi dan memanfaatkan. fasiiftes Sunset Policy
kenads Kepale KPP lokas!, yang dilampi dengan folekap! 881 Tahunan PPh dalam
rangka Sunsst Pelicy, dengan terlebth dahulu menginmian surat tersebut (tanpa
tamgiran folokept GFY Tshunan PPh) melalul faksimile.

€ Berdasarkan daftar Wa b palek yang memanfaatkan fastiitos Sunset Policy dari KPP
dorislll, Kepaia KPP iokest memerintahien Tim Pemeriksz Pajek untuk meneniukan

* dapat tikdaknya pemerksaan dihenBkan dencan mendasar pads kriteria sebagaimana
dimaksud dalam angks IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direkbur Jenderal Pajak

Nornor SE-33/PI/2008 tanggsl 27 Junl 2008.

¢, Dabam hat pamerlisaan dihentkan karesa tdak memenuhi kriterla sebagalmana
dlmaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jendem! P‘ajaf(

R Nomor- SE-3PY 2088 tanggal 27 Junl 20087

™ Tim Pemeriksa Pajak KPP lokasl membuat konisep Laporan Penghentian
Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy untuk mendapatikan persefzijuan
darl Kepala KPP Iokasi dengan memgerhatlican janghks waktu penyampaian
Suralt Ucapan Terima Kasth, yaltu paling lama 1 {satu) bulan,

Z) Tim Pemariksa Pajak KPP Lokasl menguralkan termuan pemeriksaan yang
dldukurig oleh bukti yang akurat/konkrlt sarnpal dengan saak Wajlb Pajak
membetulican SPT Tahunan PPh WP Badan atav WP Qrang Pribadl dalam
Laporan Penghentian Pemertksaan Dalam Rangka Sunset Pollcy serty h
menguraikan alasan penghentlan pemeriksaan dalam Laporan Penghentlan
Pemartksaan Dalam Rangka Sunset Pollcy.

n Format Laperan Penghentlan Perneriksaan Dalam Ranoka Sunset Policy
menggunakan Laparan Hastl Pemeriksazn vang sclama Ind berlakuy,
sebsgaimana diater dalan: Susat Edaran Direkbur Jenderal Pajak Nomor
SE-04/PL.7/2602 {Surl Pernarikszan 01-02) ngoal 16 Mal 2002, wiengan
mermiliskan keterangan pada halaman udyl berupa”{Laparan Pengheotian
Pemertksaan Dalam Rangka Sunset Pollcy). Laporan ol diadminlstrasikan
schagaimana Laporan HasH Pemacksaan yang laln.

4% Parsebyiuan oleh Kepala KPP lokas! dilskukan dengan mensndaiangand Konsep
Laporan Penghentian Pemerilsaan Dalam Rangka Suaset Policy, Mangingast
persetifuan penghentian pemerikszan tslah ditakukan oleh Kepala KPP lokas!
dengan meaandatangani konsep laporan, maka nota dings teotang
penghentian pemeriksaan tidak diperiukan fagl.

53 Kepals KPF lokast menyvampalien copy Laporan Penghentian Pamerilssan
fraiam Rengka Bunset Policy kepads Kepalz KPP demisi, dengan teriebih
dabudy mengirimkan surat penganater tentang penghentisn pemeriksan
tersebul melaiut fakshmile,

&3 Berdasa rhon surat pengentar tentang penghentian pemeriksaan, Kepsia Seksl
Pengawasan dan Konsultasl/Kepais Seksl PPh Badan/Kepals Sekst #Ph Drang
Pribadi tarkalt pada KPP domisti membuat Surat Lcapan Terima Kasth dan
Penghentian Pemeriksaan,

7y Fepala KPP domisli menandatangast dan menyampalkan Surst Ucapan Terima
Kasth dan Panghentian Pemeriissan kepada Wailb Palak yang bersangRutan.
B} T Pemeriksa Palak KPF iokast mengembalikan buky, calztan, dan dokumen

yang dipinfam kepzda Wajib Pajak paling lama 7 {tuiul) har sejak tanggai
Laporan Fenghentian Pemeriksasn Dalam Rangka Sunset Policy.

Tinjauan Atas..., Dewi Kusumaningrum, FISIP Ul, 2009



8. Dalam hal pemeriksean yang diiaksenakan oleh KPP lokast dilaniutkan karenz
memenuhl kriterla sebagaimana dimaksud dalam angks 1V basuf A angka Z Surat
Edaran Dlreldtur lenderal Fatak Nomor SE-33/PI/2008 vanggsl 27 Juny 2088, dengan
memperhatiken kebljaian Pemeriksaan Bukdi Permiutlaan, proses pengusulan
Pamerlksaan Bukd Permulaaan dilaksanakan dengan prosedur sebagal berikut

1) Tim Pemeriksoan Pajak KPP lokast membuat nots dinas usulan Pemeriksaan
Buldi Permutaan kepada Kepata KPP lokas!
2) Dalam hal usulan Permerticsaan Buldtt Permulaan dart Tin Permerliksa Pajak

disatujui, Kepala KPP lokasl membuat dan mengirlm surat usulan Pemerikgaan
Bukt Permulann kepada Kepala Kantor Wikayah atasannva, Sebeliknya, dalam
hat tdak disatufl, pemerikeaan dihentikan dengon prosedur sebagalmana
dirnaksud pada huryf o,

33 Datam hal usulan Pemeriksaan Bukd Permulsan dart Kepala KPP lokast
disetujul, Hepala Kantor Wilayah memerintahRan agar pemeriksaan oleh KPP
jokast dihentiken gan selanfulnys menerbitksn nstrukst Pemeriksaan Bulkdl
Permuizan dengan memperhatikan kebiiakan Pemerikspan Bulkl Permudazn,
Sebafiknys, daiam hal tidak diseijul, pemeriksasn ¢lhenthaa dengan
prosedur sebagaimana dimaksud pada hurof d.

fi Dalam hal pemeriksaan yang dilaksanzkan oleh KPP lokasi difanjutian karena
memaeanuhl kriterla SPT yany diperlksa menyatakan leblh bayar, kepala KPP lokasl
memberitabulan hal tersebut kepada Kepala KPP damisiil dengan memperhatikan
jangka waktu penvarapalan Surat Ucapan Terdrea Kaslh, yaltu paling lama 1 {satu}
hulan.

¥, Lain-taln
i, Torkasit dengan bambar Peneitian {chedk Hist) Sunsat Policy Subsgalmans terdapat dalam

Lampiran 1 Surat Edsran Direkiur Jenders] Paizk Nomor SE-X3/P1/2008 tangosl 27 Juni 3008

dlmask&n kemball bahws »
Lambar Penelitian {check Ust) Sunget Policy tersebut hanya digunakan sebagal media
untuk meneild persyaratan formal tarkak dengan penivampaian stau pembetuian SPT
Tahunzn PPh datam rangka Sunset Policy. Formulir tersebut Ydek untuk digunakan
sebagal media untuk merelitl kKebenaran materal atas Isi $PT Tahunan PPh dalam
rangka Sunset Policy.

k. Fenglsian lembar penelittan {check list) Sunset Pollcy pada baglan "Yenis SPT" diatur

sabagal berkut ;

1 Istan "Bukan Kurang bayar” dilsl apablia SPT menyatakas nikll atau leblh
Bayar.

2} Isian "Kurang Bavar® dlis apabila SPT garepint dengan Sueat Seteran Pajak
(S5P} PPh Pasyl 29, FPh Passl 4 avat (2], dan/atay PPh Pasal 15 vang dibavaer
sendin.

3 Isiant "Niai Sesusl” pada sub baglen islan "Kurang Bayar” dils) apabila jumish

paiak yang kurang dibayar (PPh Pasal 28, PPh Pagal 4 avat (2), danfatau FPh
Pasal 15} manuril BPT Tahunan PPh sama dengan Jumlah pajak yang
tercanbum dalam SSP yang ditamplrican,

4) Isian "Nilal Tidak Sesual” pada sub baglan istan "Kurang Bayar® dilsi apablia
jumlah pajak yang kurang dibayar (PPh Pasal 28, #Ph Pagsal 4 ayat (2), dan/
atau PPh Passl 15) rmenurut SPT Tahunan PPh tidak sama dengan jumlah patak
vang tercantuem dalam SSF yang dHampirkan,

2. Dok hal terhadap Walke Pajak telkah ditarbitkan Surat Keputugan Pengemballan Pendahuluan
Kelebian Pajak (SKPPKP), fienlah kelebihan palak yang telah dikembaliban berdasarkan
BRPPEP diperhitungkan ssbegst pangurang kredlt pajak yang dicaniumksn pada PPh vang
d$ipotong/dipungut plhak faln dan/atey PPL Pasal 25 Sulonan dalam pembetulan SPT Tahunen
priy vang disempaikarn daolom rangka Sunset Pollcy, dengan maelamplrkan penghitungan kredit
pafak terseadir,

3. Kepoln Kantor Pelayanan Pajek harus menyediskan formulir SPT Tahunan PPh datam rangks
Sunsel Policy dengen carg mengunduh softcopy SPT Taburian PP Tabun Tabun Pajak 2007 dan
sebeksrmsva dan homepages BIP dengan alarmat htp:/fwww, pafak.0o.d atau meminta
ke Direktorat PZHumas melelid e-rnalf untuk mempercleh softcopy SPT Tahunan PPR Tahun
Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya

4, " Dalam hal perneriksaan dilanjutkan dan diterbltkan surat ketetapan pajak, Jumlah pajak yang
telah dibayar datam SPT Tahunsn PPH WP Badan atau WP Qrang Pribadl diperhitungkan
sebmanl kradit pajak.

Demiklan untuk difaksanzkan dengan penubt rasa tangoung lawab,

Tinjauan Atas..., Dewi Kusumaningrum, FISIP Ul, 2009



Lltetapkan di Jakarta
Pada tanggs! 31 3l 2608
THrektur Jendenl,

YV

Drarmdn Nasutlen
NIP 130665658

Tembugan ;

1. Sekretans Dircktorat Jenderst Palak;

2. Para Gireldur don Tenags Pengkel ¢ Unokungan Kantor Fusat Direlktorat Jenderal Pajak;
3. Kapals Pusat Pengslahan Dals dan Dokumen Perpaiakan.

iz
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DEPARTEMEN KEUAMGAN REPUSLIK INDONESIA
DIREXKTORAT JENDERAL PAJAK

02 Desember 2008

SURAT EDARAN DIREKTUR ENDERAL PAJAK
NOMOR SE - §7/P1F2008

TENTANG

PEMANFAATAN DATA ATAU KETERANGARN YANG BERKAITAN DENGAN SPT
TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN YANG DISAMPAIHAN WANIB PAJAK DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG KETENTUAMN UMUM DAK TATA CARA
PERPAJAKAN BESERTA KETENTUAN PELAKSANAANNYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan pelaksanaan Sunset Policy berdssarkan Pasal 37A Undeng-Undang Nemor 28 Tabun 2007
ventang Perabihan Katlgs stas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1987 tentang Ketentuan Urnurm dan Tata Cars
Perpajakan, yang ketentoan pelaksanaannys distur dalam Peraburan Menterl Keuangan Nomor B6/BMEK 0372008,
Paraturan Dirgkiur Jenderel Paiak Nomor 27/83/2008 sebagslmanz telzh diubak dengen Peraturan Direkiur
Jenders| Pagak Nomor 30/63/2008, Surat Edaran Direktur Jenders £aiak Nomor SE-33/83/2008 tanggal

27 Juni 2008 serts Surat Edaran Direltur Jenderat Pajak Nomor 3478372008 tanggal 27 Junl 2008 maks untuk
mamberl kepistian bukum terhadap Wailb Pajak vang telah menyampaikan atey membeluikan SPT Tohunan
datare ranglka Sunset Policy dengan i periu diberikan penegasan mengensi prosedur usulsn pemeriksanzan
terhadap SPT Walib Pajak yany disampaikan dalam ranaka Sunset Pollcy sebagal beriiad

I. umum

1. SPT Tahunan PPh yanyg disampaikan dalam rangka Sunsel Policy fidak dilakukan pemeriksaan
kecuail terdspat data atau keterangan, selals data atou keterangan yang terdapst dalam SPT
Tehunan #Ph, vang menurjuikkan babwa SPT Tahunan PPh dalam rengks Sunset Palicy tersebut
tidak banar, Oleh karena Itu, date dan/atau Informasi dalam SPT Tahunan 9Pk dalam rangka
Sunzet Polley tidak dapat d[gunakan sebagal dasar untiuk melakukan pemeriisaan terhadap
SPT Wallb Pajak yang bursangkutar.

2. Data atau keterangan yang dapat ditindakianisdl adalah data atau keterangan {bukan dard hasi
wnalisis} yang berkaitan dengan perpajakan ¢
a. yang diperoleh dart instansi permerintsh, lembaga, ssosiag, dan pihak s atau
b. yang berasal dari plhak lawan transaksi,
yang belumn tercakup dalam SEY Tahunan PPE dalem rangka Sunset Palivy

3, Pomeriksaaan terhadap SPY Tobhiunan PPh yang disampaikan dalam rangka Sunset Policy
Katena adanys data atay keterangan sebagalingns gimaksud pada angka £ hanya dapat
diigkukan berdasarkan partimbangan Direkiuy Jenders! Pajak sebagalmans distur dalam Surat
fdaran Dlraktur Jersisral Pajak inl.

IT. Prosedur pemanfeatan data stau keterangan

Apabia Konlor Pelayanan Pajak memperoleh data atau keterangan {bukan darl hasll analisis), dats atau
keterangan tersebut terlebih dahubs gitindaklanduti depgen melaksanakan kegiatan persuasil melalnl
kagietan kensellng, Adapus prosedur pemanfaalan data etsu kelerangan tersebut diiakukan dengan
kete:ztzzm gsebagal berfut :
Account Representative melakukan penelltian terhadap dsta atau keberangan tersebut zznmk
menyakini bahws dots atau keterangan terseaut belum teroakup dalam SPY Tabunan PPh dala
rangka Sunset Policy. Pepelitian dilakukan dengan mempelaisi! berkas Wajlb Fajak dan
membandingkan dam atas keterangan tarsebut dengon SPFT Tahunan PPh dalam rangka Sunset
Policy.

2, Dalam hal berdasarkan peneliifan divakind batwa data atau keterangan tersebut telah tercakup
dalam SPT Tahunao PPh datam rangka Sunset Policy, maka Azoount Representative dapat
iangsung mengusutkan agar kasusy tersebut tidsk ditindaklaniut) dengan konseling atau
pamerlksaon,

3 Daiam hal berdasarkan panelltlan diyvaikint bahwa date atsy keterangan wersebut belum tercakup
daiarn S5PT Tabunes PP dalam rangia Sunset Policy, maks harus dilakuken fangkah-langkah
sebagal berikut :

a. Account Representative mengirimikan Surat HimbasuanfKiarifikag) kepada Wajlb Pajak
dalam hal terdapat indikasl babwa SPY Tehunan PPh dalom rangks Sunset Poltoy Udak
panar. Contoh Surat Himbavan/Klardfikas! terdapat dalsm Lamplran 1 Surat Edacan

C N tlaetemr
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Mirekiar Jendaral Paialc ind,

b. Farbiaday Walb Pajak varg melakokan Karifikas!, Account Reprassatative
metaksanakan konseling dengan tata cam sebagaimana diatur delam  Peratursn
Direkiur Jandueal Palak Naomro L76/F)/2087 tentong Tals Core Pelaksanasn Kongeling
Terhadap Wailh Paiak Sebagal Tindak Lanfut Sural Hirmbauan, dengan keleotuan
sebngal barkel .

i} Dalem melaksanakan konssling Account Representative didampingl olg

Keopals Scks! Pengawasan dan Konsullas! stey Kepals Kantor sesual dengan
materialitas dala atou kelerangan.

2) Oslam Dot Wallb Fajok menyampalken sanggahan atay darifkast dan

ganggahan tersebut didukung oleh buki-bukd kual vang menuniukkan data
abau keterangan sudah termasuk dalam SPT Tahunan PRh, maka Account
Raprasentative dapat iangsung mengusukkan agar kasus tersebut tidak
¢Ridaidanivy dengan pemerlksaan,

3) Dalam hal Wallh Pajak menyampalian sanggahan atau ilarifikast dan

sanguahan tersebut tanpa didukung oleh buktl-bulkl kust sehingga Udak dapat
dlyakinl bahwa data tersebut sudah tercakup dalarm SPT Tahunan PEh dan
‘Wajlh Pajak bersadia rmembetulkan atau mengungkaphkan ketidakbenaran 8PT,
maka Accrount Representatlve mengawasl pelaksanaan pembetulan atau
pengungkapan ketidakbenaran SPT.

4) Dalam hal Wailb Pajak tidak memberlkan Karnifikas! aamun menvampalkan

pembetutan atay pengungkapan ketldakbenaran SPT, mika Account
Represantative mengawss| pelaksanaan pembeatudan atau pengungkapman
ketidakbanaran SPT,
53 Oalam hal Wallh Pajak bersedia membetulken atau mengungkapkan
ketigakbenaran SPT namun sampal dengan lJangka wakiu 84 (empat belas)
har seiak tangoal peiaksanaan konseling berakhir farmyats Wailh Palak tidak
mambatulkan atau mengungkapkan ketidakbenaran SPT, maka Acoount
Rapregeniatlve mengisuikan pemeriksaan khusus.,

8} Dalam hal Wallh Pajak menvampaikan sanggahan atou kiarifikast dan
sanpuahan tersebut tanpe ddukung oleh bukii-bukY kuat sehinggs tdsk dapat
divakini bahwn data tersebut sudah tercakup dalom SPY Tabhunan PPh dan
Walib Paiak tlak bersedia membetulkan atau mengungkepkan ketidokbeaaran
EPT, maks Accoount Representetive mengusulkan pemerikssan Rhusus.

£ Daiam hal Walib Paiak membetulkan abbe mengungkapkan ketidakbenaran 55T tidak
sesual dengan Surst Himbauan/Klanifikas! atau hasil klarifikas! dengan Aggount
Reprasentative, terhadap Wailb Paiak vang bersangkutan difaladan Himbauary
Klariflizasd berkutnys {(dlang),

4, Datam hat Wajib Palek dak merespon Surat Hinbauen/Kerifikasi, maka Account

Representabive mengusulicon pemeriksazsn khusis,
oL Tata cara pengustlan pameriksasn terhadap S£T dalam mangka Sunset Policy

i. Kepzla Kantor Palavanan Pajak mengusuikan pemerksaan khusus kepada Kepala Kantor
Wilayah atagsannya, !

Z. Kepala Kantor WHiayah meneliti usulan pemeriiksaan kKhusus yang diajukan Kepala Kantor
Pefyanan Pajak untuk menentukan tindak lanjut usulan tersebut. Apablla usulan Kepala Kankor
Pelayanan Pajak diterima maka Kepala Kantor Wilayah mengajukan usul pemeriksaan khusus
kepada Olrekiur Pemertksann dan Penaglhsn,

3. Birekiur Perneriksaan dan Penagihan naenalitl dsulain pemeriksaan khusus yang diajukan Kenala
Kantor Wikayah dan menerbitkan surat persetujuan pemerlksaan khusus kepada Unit
Pelaksana Paroerikssan vang ditunjuk atas usulan yang disetuiul,

4.

Penglltian terhadap usiian pemeriksaan khusus vang diajukar cleh Kepala Kandor Wilayah
difakurkarn oieh tm yvang terdied darl ; .

N Cérektur Pemeriksaan dan Penagihan,

B. Direktur Intelljen dan Penvidikan.

< Direkbur Potenst Xepatuhan dan Penerimaan.

4. Direktur Teknoingl Informast Perpalaken,

2. Kepata Fusst Pengolahan Data dan Dekumen Perpalakan,

Derpikian untuk diaksanakan dengan panuh rass tengoungiawab.

Ditetapkan di Jakarta

aa
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pada tanggsl 2 Desember 2088
Direktur Jenderat

t£kd.

Darmin Nasutlon
NIP 130605098

Tembusan ¢
i. Sekretarls Rirektorat Jenderat Paisk; .
2. Farg Dicakiur don Tenaga Pengiall 4f Lingkungan kantor Pusat Direktorat Jenders! Paiak;
3, Kepala Pusst Pengoiphas Dato dan Dokumaen Perpaioken.
e s
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PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NGMOR 5 TAKUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR & TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

CENGAN RAMMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN HEPUBLIX INDONESIA,

Menimbanyg

&.

bahwa delam rangka menghadags damipak Krisls keuangan global, sangst mendesak untuk
mwmparkunt basls perpaiakan nastonal guna mendukung penerimaan negare darl sektor perpajekan

- yang iebih stabll;

bahwa pelaksanaan Pasal 37A avat (1) Undang-Undang Normer 28 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketlga atas Undang-Undang Normor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umurm dan Tata Cara Perpajakan
sangat efektlf untuk memperkuat basls perpajakan naslonal;

bahwi masth banyak masyarakat vang Ingty memanfaatkan fasiitas pengurangan atau penghapusan
sankst administras| perpajakan sebagalmana distur datam Pasal 374 ayat {1} Undang-Lindang Nomor
28 Tahun 2067 tentang Perubahan Ketlga atas Undsng-Undang Nomar 6 Tahun 1883 tentang Ketentian
Werian dan Fata Cara Parpafakan;

batswa berdasarkan pertimbangan sebagatmane dimaksud dalam hunef &, hurg! fh gon hurel ¢, perdd
mempsrnaniang jangka wakiu pelaksanaan kefentusn Pasal 374 ayat (1) Undsna-Undaag Noemor 28
Tatuin 2607 tentang Perubaban Ketigs atag Undang-Undseng Nomor & Tahue 1983 tentong ketenluan
Urmgn dan Tota Caraz Perpajsken dengan menetapken Persturan Femerintah Pengoant! Undong-Undang
tentang Perubahan Keermpat sias Undang-Undang Nomer & Tahun 1983 feniang Ketentuan Umumdan
Tuta Cars Perpaiakan;

Mengingst ;

Pasal 22 ayar (1} Undang-Undany Dasar Megara Republik Indenesia Tahus 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahiun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajaken (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembatan Negars Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagalmana telah beberapa kall diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28
Tahur 2007 {Lembaran Negara Republik Ingdonesia Tahun 2007 Momor 8BS, Tamdahan Lembaran Negara
Republk Indonesta Nomor 4740);

MEMUTUSKAR ;

Menestapksn ;

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANT] UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAMAN KEEMPAT ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR & TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEERPFAIAKAN.

Pasal |

Ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajaksn (Lembaran Negara Republik Indonesia Fahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lernbacan Negara
Republik Indonests Nomior 3262) sebagatmany telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang @

a,

B,

.

Nemor 9 Tahun 1994 (Lambaran Negara Republik Indonesta Tahun 1294 Nomor 5%, Tambzehan
Lembaran Megara Repubbk Indanesla Nemor 3566);

Homor 18 Tahun 2000 {Lembaran Regara Republii Indonesia Tehun 2000 Namor 126, Tambahan
iembaran Negara Republtik Indonesie Normor 39843

Homor 28 Tahun 2007 {Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tarabahan
Lemburan Negara Republik Indonesia Nomor 47380},

diubah, sehinggs berburnryl sebagal berlkut ;

{1}

fanad 374

Wajih Pajak yang menyampalikan psmbetulan Surat Pemberitehuan Tahunaa Pajak Penghasilan

Rt TR ST
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sebelum Tahun Pajak 2067, vang mengakibatian salak yang masih harus dibayar maniadl leblh besar
dan dilakukasn paling lambat tanggal 28 Pebruard 2608, dapat dibetikan pengurangan ainy peaghapusan
sankst admilnisirast berups bunga atas keterlemizstan pelunasan kekurangan pembavyaran palak vang
ketentuannys diatur dengan stau berdasarkan Peraturan Manter] Keusngan.

Pazal 11

Paraturan Pernerintah Penggand Undang-Undang Int mulal berlaku pada tanggat 1 Januan 2569,

Agar setiap arang mengetahuleya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintabh Penggant!
Undang-Undang Inl dengan pensmpatannya datam Lembaran Negara Republlk Indonesia,

Diltgtapkan di Jakarts
Pada tangagal 31 Desember 2608
PRESEDEN RESUBLIK INCONESIA

ted,
DR, #, SUSILG BAMBARG YUDHGYONG

Diundangkan ol Jakarta

pada angoal 31 Desember 20608

MERNTER HUKUM DAN HAK ASAS] MANUSIA
REPUBLIK INDONES]A,

ttd.
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN REGARA REPUBLIK IRDONESIA TAMUN 2HI8 NOMOR 21X

PENIELASAN
ATAD

BERATURAN PEMERINTAH PENGGANTT URDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
* HOMOR 5 TAHUN 2008 3

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

1 UMUM

yndang-Undang Nemor 28 Tahun 2807 tentang Perubahan Ketlge ates Undang-Undanyg Nompr § Tahun
1983 tantang ketentuan Umoum dan Tata Carg Perpaiakan mengpakan saiah saty tonhgqak perubahan
yang mendasar darl reformast perpajakan d! Indonesia, Uadang-Undang inl disusun dengan tujuan
antars fain untuk lebil memberlkan keadiian, menlingkatkas pelayanan kepads Waijib Pajak,
meningkatkan kepastian dan penegakan bk, serta manirgkatkan keterbusan admindstrasi
perpajakan dan kepatuhan sulerela Wajih Pajak vang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara
darl sektor perpajakan.

S Ea%
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i1.

Pagal 37A ayat {1} Undang-Unedang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Kellgs aias
Undang-Undang Nomar 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umom dan Tata Cara Parpajaken meropakan
ketentuan Khusus yang mamberikas Kesempatan kepada Wailb Pajak untuk lebih terbuka don Juiur
datam memenubl kewalibas perpalakannys vang tolsh izlu, Apabila Wallh Palsk menyampaikan
pembetufan Surat Pamberfalivan Tahunan Pafak Penghasiian sebelum Tahun Palak 2007 yang
mengakibatkan pajak yang mesih harus dibayar meniad! iebth hesar dan dilakukan paling lBmas dalam
iangka waktu 1 {satu) tehus setelah bherlakunys Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2007 tentang
Perzhahan Ketlgs atay Undang-Undang Nomor 6 Teshun 1583 tentang ketentusn Umurn dan Tals Cars
Perpalakan, Wah Pajak dopstl dihinrikan pengursngan atau pentcheapusan sanks! administrast berusa
bunga otas ketertarmbalan pelunasan kekurdngan pembayaran palaknya.

Balam ranhgka menghadap dampak krisic keuangan globsl, sangat mendesak untuk mempericuat basis
perpajzkan raglonal guna mendukung penerimaan negara darl sektor perpajakan yany lebik stabil,
Pelsksanaar Pasal 374 ayat {1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentarg Perulishan Ketigs atas
Lindang-Undang Momor 6§ Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tala Cara Ferpajakan sangat
efektif untuk mamperkuat bagls perpajakan naslonal.

Menjelang berakhirrys Jangks waktu pemberian fasilitas pengurangan atau penghapusan sanks
adminlstras] perpajakan sebagalmana diatur dalam Pasal 37A ayat (1} Undang-tUndang Nomor 28 Tahun
2007 teritang Parubahan Ketiga atas Undang-Undang Nemor 6 Tahun 1983 tentang ketentuars Ursuim dan
Tata Cara Perpalaken, maslh banyak masyarakat vang lngin memanfaatkan fasiitas dimaksud, namun
mengalami kendala kurangnya walktu dalam mempersiapkan penyampatan pembatulan Surat
Pemberitehuan Tahunan Patak Penghaslian,
Dengan mempechalikan hal tersebut diatas, pert seqera memperpanjany jangka waktu prisksansan
ketentuan Pasal 37A ayat {13 Undang-Lindang Nomoer 28 Tahen 2007 tentang Perishahan Ketlgs atas
tndang-Undang Nomor § Talum 1983 tentang kelentuan Urnurmn dan Tota Cara Perpaekan.
PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Cukup letas,
Pasal I

Culcup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NMOMOR 4353
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REPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JERDERAL PAJAK

Nomor P 5-11/P1/2009

Sifat C Bangat Segera

Lamgiran MR

Hat : Penegasan Mengenat Watib Paizk Yang Mempersieh NEWE dalam bdan Jenuart

danr Februari 2009

Sebagaimana diketabud bahwa datam bulan Desember 2008 orang pribadi vang mendaftarkan din
untuk memperoieh NP begitu besar jumishnya sedangkan sistem aplikas! Direkiorat Jenderst
Pajak belum mampu melavend selurul proses pendafiaran ontuk memperoich NPWE ferseind hulan
Desernber 2008, sehinggs bonyak calon Wailb Pajak yang tidak dapat diberikan NPWP sebalum

tanghal 1 Janusri 2808, Untuk memberikan pelavanan dan Kemudshan bagl Waiih Pajak vang tdek -

teriovan] korens keterbatasan Kemarmpuan sistern aplikasi, peru ditegaskan bahwa terhadap Wailb
Paizk orang pribad vang mempercieh NPWP dalam bulan Janusri dan Februarl 2009 diperiskukan
sama dengan Wailb Pajak orang pribadi vang mengdaftarkan diri secara sukarelz dalan tahun 2608,
Dengen demilkian, Wajib Pajak orang pribadi tersebut dapat memanfaatkan fasilitas Sunget Padicy
dengan menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2067 dan Tahun-Tahun Pajak sebelumaya
paling larribat tangagal 31 Macet 2009,

Dermikian digsarmpaikan dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawah.

Ditetapkan di Jakarta

Pade tanggal 23 Jonusret 2009
CIREKTUR. JENGERAL PAIAK
17D

LARMIN NASUTION

NIP 130605098
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESTA
NOMOR 12/PMK.O342005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERY KEUANGAN
NOMOR, 65/PMK.03/ 20068 TENTARG TATA CARA PENYAMPAIAN
ATAU PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATARN WAJIB
PRIAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKST ADMINISTRASI DALAM
RANGKA PENERAPAN PASAL 374 UNDANG-UNDANG HOMOR & TAHUN 1983

TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALY

DIUBAHM TERAKHIR DENGAN UNDANG-LINDANG ROMOR 28 TAHUR 2647

MENTEAT KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menlmbang

&,

bahwa sehubungan dengan dterbitkanya Perturan Pemerintah Penggant Undang-Lindang Nomar §
Tahur 2008 tentang Perubaban Kegmpat atas Ungang-Undang Noraor 6 Tahun 1883 tentang Kelentuan
Urmism dan Tata Cara Perpajakan, perlu diskukas eenvesualan tarbadap ketentuan mengaenal jangka
waktu penyampatan Surat Fembeditahuan Tahunin sebagalmana diatur dalom Peraturan Menterl
Keuangan Nernor 66/PHMK.03/3008 tenkary Tata Cars Peryampalan alau Pembetulan Surat
Pembertahivan, dan Pergvaratan Walld Falek vang Dapat Diberikan Penghapusan Sankel Adirdndstrast
Dalary Rangka Penerapan Pasal 374 Undang-Undang Nomgr & Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Taiy Cara Perpajsion Sebagalmana Telah 8ebarapa Kal Diusbah Terakhlr Dengan Undang-undeng
Normwge 28 Tabur 2007;

bahwa berdasarkan pertfimbangan sebagaimans forsebut pads b a, patlu menatapkan Persturan
ttenterl Keuangan tentang Perubahan atas Pergturan Menterl Keyangen Komor B6/PMICE3/2008 (entang
Tate Cara Penyampaian atau Pemnbetulan Suril Pemberitabivan, dan Persyaratan Wajlb Pajak vang
Dapat Dibarikan Penghepusan Sanksl Adminlstras| Daiam Raogka Peneragan Pasal 3724 Undang-Undang
Nomor & Tahwn 1983 entang Ketenluan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagairnang Telah
Beberaps Kali Diubah Terakhir Desgan Undang-Undany Nomor 28 Fahun 2007;

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomer & Tahun 1983 tentang Kelentuan Umum dan Tals Cara Perpajekan {Lembaran
Hegarz Rapublik Indonesia Tahiun 1983 Romor 49, Tambalisn Lembaran Regera Republik Tdonesis
Komar 3262} sebagaimana telah beheraps kalt dlubah terakhir dengan Undang-Undang Nomaor 28
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 MNamwor §5, Tambahas Lembaran Regara
Republik Indonasia Nomor 47403;

Feraturan Pemerintah Pengoantd Undang-Undang tlamor 5 Tahun J008 tentang Perubahan Keempat
atas Undang-Unding Nemor 6 Tehun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajskan
{Lembaran Negars Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomer 21 %, Tambahan Lembaran Negars Republik
Indonesia Nomor 4853

Peraturan Famerintah Nomor 0 Tahup 2607 tentang Tats Cars Pelaksanaan Hak dan Kewaliban
Parpajakan Bardasarkan Undang-Unzlang Nemor & Taliun 1283 tentanyn Ketentuan Urstins dan Tats Cara
Farpajalcans sebagalmana telah bebecapa Kall diubsk terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
28457 {Lambaran Negara Republlk Indonesta Tahun 2887 Nomor 169, Tambehan Lembaran Negara
Repubitk Indonesia Mamer 4797);

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005

Peraturan Menter] Keuangan Nomor 66/PMK.Q3/2008 tentang Yats Cara Penyampaian ataw Pembetvian
Surat Pembsaritahuan, don Persyaratan Walll Pajak vang Dapat DibegdRon Penghapusan Sanksl
Administrasi Datam Rangka Penerapan Pasal 378 Undang-Undang Nomor § Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umuss dan Teta Cars Parpadakan Sebagsimana Telah Babarapa Kalt Dlubahk Terakhl

Sangan Undang-Undang Nomer 28 Tahum 2007;

MEMUTUGRKAN!

Menetapkan :

PERATURAN MENTERT KEUARGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER] KEUANGAN

MOMOR 66/PME.G3/2008 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN ATAU PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN,
DAN PERSYARATAN WAILD PAJAK YARG DAPAT DIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKST ADMINISTRASE DALAM
RANGKA PENERAPAN PASAL 374 UNDANG-UNDANG HOMOR & TAHUN 1883 TENTANG KETENTUAN LUMUM DAN
TAYA CARA PEHPAJARAN SEBAGAIMANA TELAHM SEBERAPA KALT DIUBAH TERAKHIR DENGAN

e [
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URDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2087,

Pasal §

Mengubal ketentusn Pasal 7 ayat (1) huraf { dan huruf ¢ Peraturan Menterl Keosngan Nomor 66/PMEL3/2008
tentang Tata Cara Penyampaian atay Pembetulan Surst Pemberitahuan, dan Persyaratan Wallb Pajalk vang
Dapat Diberikarnt Perghapusan Saaks! Administrast Datarm Rangks Fengragan Pasal 374 Undang-Undang Nomuor
& Tahun 1983 tentang Katentyan Ui dan Tate Cors Perpajakon Sebagaimana Telah Beberapa ¥all Dlubzsh
Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tehun 2087, selvagga Pasal 7 berbuny| sebagai benkut

Pasal 7

{1} Waild Pajak vang dibarikan penghwpusen sonksl admindstrasl sebagaimana dimaksud dalam Pagal {
ayatl {2} adalah Waib PaJak orang pribadt atsy Wafb Paiak badan yang raemenuhl persyaratan:

2, telah memiliki Nomor Pokok Walll: Paiak sehalum tanggal | Januard 2808;

b. terhadap Surat Parberitahuan Tahunan Pajak Penghastian vang dibetulkan belum diterbitkan
surat kelatapan pajak;

. tertindap Surat Permberitahesn Tahunan Pajak Penghaslian yang dibetulkan belum dilakukan

permeariicsaan atay dalam had sedang dilakukan pemenksaan, Pemeriksa Pajak belam
renyampaikan Surat Pemberdtahuan Hasll Pemeriksaan;

d. telah dilakukan Pemerlicsaan Buki Permelaan, tetapl Pemerticaaan Bukti Permulagn tersebut
tidak difanjutkan dengsn tndakan penyidiken karena tidak ditemukan adanys Buklt Permulaan
tentang Hrdak pldana &l bidang perpalakan;

2, tidak sedang dilakukan Pemsrisaan Buktl Parmulaan, penyidikan, penuntutan, atkGe
pemeriksaan di pengadilan atas Hodak pldana d) bidang perpajakar;

f, menyampalkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajok Penghasitan Tabun Pafak 2006 dan/atau
Tahun Palak sebelunnya paling lambat tanggsl 28 Februari 200%; dan

4. rmeiunast seluruh pajak vang arang dibavar yvaog Smbul sehagal akibat dari penysneatan

Surat Pembsritshuan Tabunsn Patak Penghasitan sebagalimana dimaksud pada huraf £
sebelum Surat Pemberitahuan Tehunan Pajak Penghasilan disampalkan.
{2} Daiam hal Wallb Pajak membetaikan Surat Femberibahuan Tahunan Falak Penghasiian yang sedang
dilakukan pemeriksaan sebagaimany dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ yang juga meliput fenls pajak
iainnya, berlaky ketentuan sebagal bertkul:

&, oemeriksaan tersabut dihantian keouall untulk pemeriksasn terhadap Surat Pemberitahuan
atss pajak lainya yang menyatakan ebih bayar, #ay
b. pemeriksaan tersebut tatap dilanjutkan berdagarkan pertimbangan Direktur Janderal Pajak.

{3; Oalam hal Walb Pajak membetuikan Surat Pemberitahuen Tahunan Paiak Panghasian vang tidak-
sedang dilakukan pemariksaan, namen atas Surat Pemberitabuin Jenis paiak ialnnya uniuk periode
yvang sama sedang dizkuban pemeriksasn, berlaku ketentysn sebagal beriket:

a. pemariksaan terssbut dihentikan kecualt untuk pemeriksaan terhadap Surat Pemberitshuan
atas pajak lainnya yang menyatakan febih bavar; atau
B, pemeriksaan fersebut tstiap dlanjutkan berdasarkan perimbangen Direktur Jenders! Palak.

{4} patam hal Surat Peamberfflahuan Tahunan Palsk Penghasiian vang dibetutkan menyatakan lebih bayar,
pembstutan Surat Pembedtabyan Tahurst Balak Penghasiian dianggap sebagal pencabutan atag
permchonan pengembalisn kelebihan pembayaran pajak yang tercentum dalam Surst Pemberitahuan
Tahunan Palzk Panghaslian varg dibatulkan.

Pasal 11

Peraturan Menteri Keuangan inl mulai beriaku seink tongga! ditetankan dan mempunyal deya keky surut
teshitung safak tanggal 1 Jaanuard 2009,

Agar setiap orang mengetahulnya, memerintahien pengumuman Peraturen Menterl Keuaagan ot dengan
penempatannya dalam Berlta Negara Republik Indenesia.

{Htetapkan di Jekarta
pads aaggal 2 Febryard 2009
MENTERT KEUANGAN

od.
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PERATURAN DIREXTUR IENDERAL PAIAK
NOMOR PER - 1379172008

TENTANG

PERUBAMHAN KEDUA ATAS PERATURAR DIREKYUR JENDERAL PAJAK NOMOR 27/P3/2008 TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN SANKS]
ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT FEMBERITAHUAN
TAHUNAN PAIAK PENGHASILAN WAIIB PAJAK ORANG PRIBADT UNTUK TAHUN PAIAK
20687 DAN SEBELUMNYA, DARN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAIAK PERGHASILAN WANS PAJAK ORANG PRIBAQT ATAU
WAIIB PAJAK BADAN UNTUK TAHLIN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2047

DIREKTUR IENDERAL PAJAK,

Menimbang ¢

a.

bahwa sehubungan dengan diterbltkannya Peraturan Menterf Kztangan Normar 12/PMK.03/2069 tentang
Parubahan atss Peraburan Menbed Keuangan Nornor 66/PMI0F/2008 tentang Tatn Cara Penvarnpalin
atau Pembetulan Surat Pembaritahuan, dant Persyaratan Wallh Pajak yang Dapat Diberikan
Penghapisan Sankst Admilnistrast Dalam Rangks Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nemor 6 Tahun
1883 tenteng Ketentuan Umuam dan Tata Cara Perpajakan Sehagalmana Telzh Beberaps Eali Dlubsh
Tarakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Taliun 2007, ketantuan mengenal jangks waktu
penyampalan pembalydan Surat Pemberitahuan Tahunan Palak Penghastian sebagalmana diatur dalam
Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Noror & Taliun 1983 tentany Ketentuan Umum dan Tata Cara
Ferpaiakan Sebagalmana Telah Beberapz Kail Diubah Terakhir Dengan Undang-Undaag Nomor 28
Tahur 2647 rehh diubah;

bahwa berdaserkan pertimbangan sebagalinena tersabut pada hirsf a3, perlu menetapkan Peraturan
Biraktur Jenderal Palak tentang Perubahan Keduza Atas Paraturan Birskiur Jenderal Pajak Nomor

27/P1/ 2008 tentang Tota Cara Penyampalan, Pengadsdedsiraslan, seérts Penghapusan Sankel
Administras] Selnsbungsn Dangan Penvampalan Surat Pemberiiahuan Tehunan Pajak Penphasiian Walib
Paiak Crang Pribag! Untuk Tohun Palak 2007 dan Sebelumnya dan Sehubungarn Dengan Pembetalan
Surat Pemiberitahuan Tahunaw Pajak Penghasiian Wajib Pajak Ormng Pribadt atay Walth Pajak Badun
Untuk Taiwmn Palak Sebelums Tabun Pajok 2007;

Mengingat

1.

Undang-Undang Namor § Tabun 1583 l=ntapg Ketentuan Umum dan Tats Cara Perpgjakan {Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tamnbahen Lambaran Negara Republik Tndenasia
Momor 3282) sehagaimans telah heberapa kall diubah terakbir dengan Undang-Urdang Nomor 28 Tahiun
2007 {Lembsran Negara Republik Indonssiz Tahon 2007 Nomar 85, Tambahan Lembaran Negara
Repubilk Indonesia Nomar 47303

Peraturan Pemerintah Pengoant! Undang-Undang Momor 5 Tahun 2608 tentang Perubahian Keempat 2tas
Uridang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negarz Republik Indengsia
Mssnor 4953)

Peraturan Pemerintah Momor 80 Tahun 2007 tzndang Tata Carg Pelaksanaan Hak dan Kewailban
Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Bomor § Tahun 1883 fentang Ketentugn Umuay dan Tata Cars
Parpalakan sebagatmana t&lah bebarapa kali diubah terakhir denpsn Undang-Undang Nomer 28 Tahun
2007 (Lembaran Megara Republik Indonesla Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Rapublik Indonesiz Nomor 47973

Peraturan Menter! Keusngan Nomgr 88/PMK.B3/2008 tentang Tata Cara Penyampalan atau Pembetulan
Burat Pemberitatian, dan Persyaratan Wailh Pajak yang Dapat Diberlkan Penghapusan Sankst
Administrasl Dalam Rangka Penerapan Pasal 374 Undang-Undang Nomor 6 Talun 1863 tentang
Keterlbuan Umum dan Tats Carg Perpajaken Sehagatmana Telah Beberapa Kall Diubsh Terakhlr Dengan
tindang~Undang Nemor 28 Tsahun 2007 sebagadmana tefah diubab dengan Peraturan Menter Keuangan
domor 12/PME.S3/2409,;

Paraturan Direkiur Jenderal Pajak Nomor 27/P)/ 2008 tentang Tata Cara Penyampalan,
Pangudministrasian, seeta Penghapusan Sankst Admiinistrast Sehubungan Dengan Petyampatan Surat
Pamberitabuan Tabunan Pajak Penghesiian Wailkh Pajak Grang Prbadl Untak Tabun Pajak 2007 dan
Sebetumnys dan Sehubungan Dengan Pembetylan Surat Pemberdtabuan Tahudas Pajak Penghasiian
Walib Pajsk Qrang Pribadi atay Walib Pajak Badan Untuk Tahun Patak Sebelum Tahun Pajalk 20067
sebagaimans telah dlubah dengan Peraturan Dieeidur Jendersl Palak Nomaor 30/P3/2008;

MEMUTUSKAN @
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Menetapkan @

PERATURAN DNRERTUR JENBERAL PAJAK TENTANG PERUBAMAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR IENDERAL
PAIAK HOGMOR 27/P/2008 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHARUSAN
SANKEL ADMINISTRAS! SEHUBUNGAN DENGAR PENVAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAR SAIAK
PENGHASH.AN WAJIDB PAIAY CRANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN
DENGAN PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAILE PAIAK ORANG PRIBADI
ATAL WATIE PAIAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBCLUM TAHUN PAJAX 2067,

Pasal 1

Beberaps ketentuan dalam Persturan Direkdur Jendsra! Pajak Nomor 2778172008 tentarng Take Cars
Panyarmpaian, Pengadminlstrasian, serta Penghapussn Sanks! Adiainistrast Sehubungarn Dengart Penyampaian
Burat Pemnberitahusn Tahunan Palak Penghasilan Wailb Pajak Orang Pribad Untuk Tahun Pajak 2807 dan
Sehelumnya dan Sehubungan Dengan Pembatulan Surat Pemberitahuan Talunsn Palak Penghasiian Walib Pajak
Crang fribad! atau Wajih Palsk Badan Untuk Tahun Pajak Sehelum Tahun Pajak 2807 sebagaimana teba dlubah
dengan Peratiran Direktur Jenderal Pajak Nownor 36/P)/2008, diubak sebagal berikut @

1. Kertentuan Pasal 1 avat {2} dan ayat (3) diubab, sehinggs Basal 1 herbunyl sebugs! berikut
“Pasal 1

{1} Wajib Pajak arang pribadi yanyg secare sukarels mendaftarkan 4irt entuk memieroieh Nemor
Pokok Walib Pajak dalam tabus 2888 dan menyampzlken Surat Pembaedtahivan Tehunan Wajib
Pajak Orang Bribadt untuk Tahun Bajsk 2007 dar sebelumnya, diberikan penghapusan sarnkst
administras] berups Bunga atas pajak vang tidak atau kurang dibaysar,

(2) wWatlt Pajak yang sebelum tanogal § Januan 2008 telah memilikl Nornor Pokok Wajib Pajak dan
cdatam jangka wakte: seiak tanggal 1 Januart 2908 sampal dengan 28 Februart 2009
menyampatkan pembetudarn

a. Szt Pemberitahwan Tehunan Pajak Penghasian Wailbk Pajak Crang Pribadl sehelum
Tabin Pajak 2007 ; stae

b, Surat Pemberitahuan Tahunaa Pajak Panghasian Wallb Pajak Badan sebelum Tahun
Pajak 2007,

yargs mengaklibatikan pafsk vang masi hanss dibayar meniadi lebih besar, diberkan. -
penghapusan sanksl administrasl berupa bungs atas keterlambaian pelunasan kgkirangan
pembayaran palvk.

{3 Pembetulan Surat Pemberiichuss Tahunan Pajak Penghasilan yang diberikan perghapusan
sanks| administrast berupa bungs atas keteriarsbstan pelunasan kelurangan pembayaran pajak
sebagalmana dmaksud pada avat {2} adalah pembeiRdan Surat Pembesitahuan Tahunan Fafak
Penghasian yvang disampslian pertama kali dalam jangks wakiu sefak tanggatl 1 Janvari 2008
sampal dengan tanggal 28 Februan 2083.7

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehinggn Pasal 2 berbunyl sebagal berikut ¢
“Pasal 2

(1) Waith Pajak yang sebeium tanggal § Janusd 2008 telzh memiitkd Nomor Pokek Wallb Pajak dan
sampai dengan 31 Desember 2008 belums meayampaikan Surat femberitahuan Tahunan Pajak
Penghasiian sehelum Tahun Pajak 2007, dapat menyampakan Surat Pemberliahiss Tahunan
Pajak Penghastian sebelum Tshun Pajak 2007,

2y Burat Pernbaritshuan Tahunan Paisk Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 sebagalmans
dimaksud pada ayat (1) vang Jlsampalkan setelah tanggal 31 Desember 2008 sampal dengsn
tanggal 18 Februad 2009 dipedakukan sebagal pembstulan Surat Pemberitahun Tahunsn Paiak
Penghastian sebelum Tahun Pajak 2647 sebagaimana dimaksud dalam Pasgal 1 ayat {2).°

3. Ketentuan Pasai 3 ayat {1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyl sebagal beriit :
*Pasal 3

m Waiib Palak yvang membmbuikan Surat Pembaeritahuan sebagatmana dimaksud datam Pasal 1
ayat {33 dan dibertikan penghapusan sankst admindstras) sdalah Waillh Pajak Oreng Fribadi ataa
Wajib Pajak badan vang memenuhl parsyaratan )
a. telah memlllkl Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tangesl 3 Janeari 20068,
b, terhadap Surat Pemberitahuen Tahuran Pajak Penghaslian yang dibetulkan belem
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diteriyitkan surat katetapan paiak;

<. terhadap Suret Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilaa yang dibetulkan belum
ilakukan pemerksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pamerilsaan
Pajak belum menyampalkan Surat Pemberitahuan Hasll Pemeriksaan,

d. tatih diakukan Pemedksaan Buktt Parmulaan, tetapt Pemeriksaan Buidl Permutasn
tersebut tidak dlanjutkan dengan tindakan penyldikan kargna tidak ditemekan adanya
Bukd Parmyuiazn teniang tindak pldana & bidang perpajakan;

& tidak sedang dilakukan Pemeriksann Bokl Permulaan, penyidikan, penuntutan, atay
perneriksaan 8 pengadiian atas tindak pidena di bidang perpajaken;

£ manyampatken pembetulan Surat pemberitahuas Tahwnan Paiak Penghasilan Tahun
Pajek 2006 sehelumnya paling lambal langgal 28 Februpr! 2009 dan

4. melunast seluruh patak vang Xurang dibayar yang timbal sebaeal akibat darl

penyampalan pambetulan Surat Pemberiiehuan Tahunan Palak Penghaslian
sebagalmana dimaksud pada huruf f, sebelum pembetulan Surat Pemberltabuan Yahupan
Pajak Penghaslian disampalkan,

(2) Datam hal Surat Pemberitahuan Tahutan Pajak Penghastian yang dibetutkan menyatakan tebih
bayar, pembetulan Surat Pemberitabuan Tahunan Pajak Penghasitan dianggap sebagai
pencabutan atas permohonan pengembalian kelebihan pembaydran pajek yang tercantum
dalam Surat Perebedtehuan Tahtnan Pajak Fenghasilan vang dibetulkan.”

4. Ketentuan Pasal 12 ¢iubah, sehintgs Pasal 12 berbunyl sebaga! berlkul
“Pagsl 12

(1) Wailb Pajak arang pribadi yang memiperasleh Nomor Bokok Wajib Pajal secara sukareais dalam
tahim 2008 dan telah menyampatkan Surat pemberitabuan Tahunan Pajak Penghasiian Tahun
Pajak 2007 dan sebelumnya setelab tanggal 31 Desember 2007 sarmpal dengan tanggal 20 Junl
2008, dapat menyampaikan pembetulan Surat Pemberltehuan Tahunan Paiak Penahaslian
Tahun Pajak 2007 dan sebelumnys dikzm rangka Pasal 374 Undang-Undang KUP satys kaill
seteloh tanggal 30 Juni 2008 sampal dengan fanggal 28 Februar| 2069,

{2} Wallh Pajak yary telah memilBd Nomor Pokok Wajlb Patak ssbelum taoggal 1 Januar] 2008 don
telah menvsmpalkan Surst pemberitahuen Tehunan Palak Penghasiian aleu pembetulan Burst
Pemberitahuan Tahunan Pajak PanghasHan sebelum Tahun Pajak 2007 setelsh tanggel 31
Desember 2007 sampal dengon tenggs! 30 kunt 2008, dapel menyampalkan pembeiilan Surat
Pembaritahuen Tahwnan Pajak Penghasilan sabalum Tahun Pajak JO0? datam rangka Pasal
374 Undang-Undang KUP satu kal setelah Bragsl 306 Juni 2008 sampal dengan anggal 28
Februarl 200%.

Pagal 11

Persturan Direktur Jenderal Pajak int mulal berfaku seak tanggat ditetapkan dan mampunyai days taky surat
terhitung sejak Ionggat 1 Januart 2008,

Agar setiap orang mengetahuinys, memerintahkan pengumuman Perpturan Direhtur Jendersl Pajak ind dengan
penempatannyes dalam Berits Negara Republik Indonsesia,

Myetapkan dl Jakarta
Pada tangnal 23 Februar! 2009
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

4.

DABRMIN NASUTION
N'I? 130605558
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